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ABSTRAK

Judul Disertasi : Penerapan Pembiayaan Murabahah pada UPK
Eks PNPM di Kabupaten Pidie Perspektif Figh

Nama/Nim : Rahmad/29173631

Promotor | : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Promotor Il : Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, UPK Eks PNPM

Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Pengelola Keuangan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK Eks PNPM) Kabupaten
Pidie semestinya sejalan dengan figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang
murabahah, agar terwujudnya nilai keadilan, transparansi, saling meridhai dan
terciptanya kenyamanan serta ketentraman. Dalam realitasnya, penerapan
murabahah masih belum sejalan dengan figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI
tentang murabahah, objek murabahah yang merupakan esensi akad belum
dimiliki, penetapan margin masih mengacu pada bunga, ketiadaan mitigasi
penyelelesaian sengketa dan Dewan Pengawas Syari’ah. Rumusan masalah
penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM kabupaten Pidie perspektif figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI
tentang murabahah, Mengapa UPK Eks PNPM menetapkan margin dengan
mengacu pada pentunjuk teknik operasional SPP UPK-PNPM yang berbasis
bunga serta bagaimana rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM Kabupaten Pidie yang sejalan dengan figh mu’amalah dan fatwa
DSN-MUI tentang murabahah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan
dengan pendekatan kualitatif-normatif. Pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan analisis dokumen. Hasil penclitian menunjukkan bahwa
penerapan pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM kabupaten pidie
tidak sejalan dengan figh Mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah,
dikarenakan objek murabahah yang ditransaksikan belum dimiliki dan
pembebanan biaya lain diluar uran murabahah secara sepihak oleh lembaga.
Penetapan margin dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknik operasional
(PTO) SPP UPK-PNPM yang berbasis bunga, hal ini dilakukan karena lembaga
belum memiliki dokumen kebijakan dan SOP murabahah berbasis syari’ah.
Formulasi pembiayaan murabahah dirumuskan mempedomani konsep jual beli
murabahah figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang
memuat nilai keadilan, transparansi, melindungi semua pihak dan
mengedepankan aspirasi peserta musyawarah. Penentuan margin dibahas dalam
forum musyawarah dengan mengedepankan prinsip ekonomi syari’ah,
penerapan akad hibah/hadiah dan mempertimbangkan faktor ekonomi lainnya
agar sejalan dengan nilai an tardhin minkum (saling meridhai) dan ta ‘awun
(saling membantu).



ABSTRACT
Dissertation Title : Implementation of Murabahah Financing at UPK
Eks PNPM in Pidie Regency from a Figh

Perspective
Name/NIM : Rahmad/29173631
Promoter | : Prof. Dr Nazaruddin A. Wahid, MA
Promoter I1 : Prof. Dr Muhammad Yasir Yusuf, MA
Keywords : Financing, Murabahah, UPK Eks PNPM

The implementation of Murabahah Financing in the Financial Management
Unit of the National Community Empowerment Program (UPK Ex PNPM)
Pidie Regency should align with the Mu'amalah figh concept and fatwa DSN-
MUI on Murabahah Financing. This alignment ensures that the values of justice,
transparency, mutual blessing, and safety are upheld, free from prohibitions
outlined by Shari‘a, creating comfort and tranquility as intended by the
regulations. However, in practice, the implementation of Murabahah financing
is still not in line with figh rules and fatwa DSN-MUI on Murabahah Financing.
The Murabahah object, which is the essence of the contract, is not yet owned
by the UPK Ex PNPM. The determination of margins still refers to interest
and is unilaterally decided. There is no mitigation plan for resolving financing
disputes, and there is no Sharia Supervisory Board to ensure that financing
products and their implementation comply with Sharia and fatwa DSN-MUI on
Murabahah Financing. The problem formulation in this research
includes: how the implementation of Murabahah financing is conducted in the
Ex-PNPM UPK in Pidie Regency from a figh perspective and fatwa DSN-
MUI on murabahah financing, why the Ex-PNPM UPK determines
margins by referring to the interest-based UPK-PNPM SPP operational
technique instructions, and how to formulate the concept of Murabahah
financing in the Ex-PNPM UPK in Pidie Regency from a figh perspective and
fatwa DSN-MUI on murabahah financing. This research uses field research
methods with a qualitative-normative approach. Field data collection
techniques involve interviews, field observations, and document analysis.
The research results show that the implementation of Murabahah
financing at the Ex-PNPM UPK in Pidie district does not comply with
Muamalah figh and fatwa DSN-MUI on murabahah financing. The
Murabahah object being transacted is not yet owned or controlled by the Ex-
PNPM UPK as the seller, and other costs are charged outside of the Murabahah
fees determined unilaterally. Margin determination is carried out by referring to
the SPP UPK-PNPM operational technical instructions (PTO), which are
interest-based. This mistake is due to the Ex-PNPM UPK not having policy
documents, SOP concepts, or Sharia-based Murabahah models that can be used
as references, along with various other unaddressed problems, including the
Xl



management and supervisory body of the Ex-PNPM UPK in Pidie Regency.
The formulation of Murabahah financing is guided by the concept of
Murabahah buying and selling in Mu'amalah figh fatwa DSN-MUI, which
contain values of justice, transparency, protection of all parties, and prioritization
of deliberation in formulating various policies for implementing and resolving
Murabahah disputes. This includes the general conception of Murabahah
contracts formed by guiding figh, fatwa DSN-MUI on Murabahah, and the
aspirations of deliberation participants. Margin determination is discussed in
deliberation forums by prioritizing Sharia economic principles, the application
of grant/gift contracts, and considering economic factors that influence margins
to create value and achieve mutual blessing (tardhin minkum) and mutual
assistance (ta'awun). Dispute resolution is pursued using alternative approaches
that are preventive and persuasive in nature, and finally, the formation of a DPS
ensures that various policies and financing applications comply with figh and
fatwa DSN-MUI on Murabahah Financing.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Murabahah adalah penjualan barang dengan kepastian
harga beli, biaya pembelian, dan keuntungan penjual. Penentuan
keuntungan ditentukan atas dasar mempertimbangkan modal awal
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Keterbukaan dan kejujuran
menjadi syarat utama munculnya murabahah yang sejati. Syafi’e
Antonio mengatakan bahwa murabahah dengan tambahan kata
kunci “setuju”. Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan
biaya tertentu dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Penjualan barang yang mewakili harga beli dan margin
(keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Besarnya
keuntungan juga dapat dinyatakan dalam persentase terhadap harga
pembelian, misalnya 10% atau 15%. Keistimewaan murabahah
adalah margin keuntungannya tetap sehingga harga jualnya tidak
bisa berubah. Hal mendasar dalam murabahah yang harus
diutamakan adalah harga jual suatu barang merupakan hasil
kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melalui proses
negosiasi.

Keabsahan murabahah yang merupakan bagian dari jenis
jual beli Amanah mengikuti kepada standar konsep jual beli secara
umum yang sudah diatur oleh figh dengan jelas dan rinci, sebuah
transaksi jual beli baru dikatakan sah status hukumnya yaitu pada
saat semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Ulama mazhab Hanafi
berkesimpulan rukun jual beli adalah ijab dan gabul saja karena
keduanya merupakan representatif dari sikap saling ridha meridhai
(‘an tardhin).? Sedangkan Jumhur ulama berpendapat rukun jual
beli terdiri dari lima hal utama yaitu penjual, pembeli, barang,
harga dan sighah (ijab gabul).® Syarat-syarat jual beli meliputi

Wahbah Zuhaili, Al-figh Al-islami Wa adillatuhu, Jil 5, (Maktabah
Syamilah Versi 11 GB: 2014), him. 3769

2\Wahbah Zuhaili, Al-figh Al-islami Wa adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi
alkattani dkk, jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 28

SDalam kitab figh klasik uraian tentang syarat penjual dan pembeli
dalam jual beli disatukan uraiannya dalam pembahasan agidani (penjual dan

1



terhadap semua unsur rukun tersebut yaitu syarat penjual, syarat
pembeli, syarat barang, syarat harga dan syarat ijab gabul.*

pembeli), sedangkan objek jual beli dan harga dibahas pada uraian ma qud ‘alaih
(objek dan harga) dan ljab gabul dibahas dalam uraian sighat ijab qabul,
sehingga klasifikasi rukun jual beli menjadi tiga yaitu aqgidani, ma’qud ‘alaih
dan sighat. Abu Bakar, Usman bin Muhammad Syatta ad-Dhimyati As Syafi’e,
I'anatut Thalibin ‘ala Hali AlFadhi Fathul Mu’in, jilid 3 (Maktabah Syamilah
Versi 11 GB: Darul Kitab, 1997), Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jil. 3, Cet. Ke-2
(Beirut:-Dar_al-kitab al-Arabi, 1997 M/1397 H), Tagiyuddin Abu Bakar bin
Muhammad Al-Hushny, Kifayatu al-Akhyar fi Hilli Ghayati al-Ikhtisar, Jilid 1,
(Surabaya: Al-Hidayah, 1993), Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Majmu’
Syarh al-Muhazab, Jilid 10, (Kairo: Darul Hadist, 2010) dan Sulaiman bin
Muhammad bin Umar Al Bujairimi Al Syafi’i, Hasyiah al-Bujairimi, Jilid
2,(Beirut: Darul Fikri, 2007).

4Pembahasan secara umum terhadap syarat-syarat daripada rukun jual

beli di atas dapat dijelaskan yaitu pertama, syarat agidani (penjual dan pembeli)
dituntut kedua belah pihak harus islam, baligh atau mumaiyiz (Sayyid Sabig,
Figh Sunnah, Jil. 3, Cet. Ke-2 Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1997 M/1397 H, him
48), berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa tanpa ada hak paksa
terhadapnya dikarenakan iya tidak merelakannya, namun apabila orang yang
dipaksa mempunyai niat untuk melakukan jual beli maka jual beli tersebut sah
(Syarhul Ubab dan juga sebagimana diuraikan Zarkasy), keharusan mesti harus
beragama islam hanya ditujukan kepada transaksi tertentu saja yaitu jual beli
mushaf dan jual beli budak islam yang belum dimerdekakan (Abu Bakar, Usman
bin Muhammad Syatta ad-Dhimyati As Syafi’e, [’anatut Thalibin ‘ala Hali
AlFadhi Fathul Mu’in jilid 3, hlm 14).* Kedua, syarat ma qud ‘alaih (objek dan
harga) diantaranya yaitu kepemilikan penuh terhadap ma’qud ‘alaih, benda suci
atau dapat disucikan, dapat dilihat dengan jelas spesifikasinya oleh kedua belah
pihak atau keduanya memahami dengan sEksama spesifikasi objek yang
dimaksudkan, khusus pada transaksi salam dan istisna, mempunyai nilai manfaat
dan dapat diserahterimakan, serta dapat dihadirkan dalam majelis akad,
sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan satu syarat lagi yaitu pengetahuan
tentang ma 'qud ‘alaih (Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jil. 3, Cet. Ke-2 Beirut: Dar
al-Kitab al-Arabi, 1997 M/1397 H, hlm 51), keharusan memahami dengan
sEksama terhadap ma’qud ‘alaih oleh penjual dan pembeli menjadi syarat objek
yang tidak dapat dikecualikan untuk menghindari terjadinya gharar atau unsur
keharaman lainnya. Ketiga ijab dan gabul, ialah sebuah lafad yang diucapkan
seorang penjual walaupun dalam keadaan bercanda yang secara nyata
menunjukkan kepada penyerahan atau menerima kepemilikan, bentuk pernyataan
ijab seperti perkataan penjual seperti “aku menjual ini (barang) dengan harga


https://www.laduni.id/post/read/507/biografi-syekh-sulaiman-al-bujairimi
https://www.laduni.id/post/read/507/biografi-syekh-sulaiman-al-bujairimi
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Menelaah secara seksama kepada pembahasan figh,
penekanan penting pada jual beli murabahah terfokus pada dua hal
yaitu harga modal dan keterbukaan penjual dalam menyampaikan
semua informasi seputaran murabahah.®> Harga modal didefinisikan

sekian, atau ini untukmu dengan harga sekian”, .dan bentuk lain yang
mengarahkan kepada penyerahan kepemilikan dan penyataan qabul pembeli
seperti “aku membeli ini dengan harga sekian, aku terima atau aku ridha atau aku
ambil -atau aku miliki ini dengan harga sekian”, dan bentuk lain yang
mengarahkan kepada kesedian menerima (Abu Bakar, Usman bin Muhammad
Syatta ad-Dhimyati As Syafi’e, ['anatut Thalibin..., hal 14 dan Sayyid Sabiq,
Figh Sunnah..., him 48). Persyaratan pada ljab qabul ini meliputi tidak adanya
jeda, tidak diselangi oleh perkataan lain walaupun itu termasuk pekataan baik.
Namun di dalam Kkitab Tuhfah dan Nihayah perkataan baik yang boleh
menyelangi perkataan ijab adalah basmalah, hamdalah, dan shalawat kepada
Nabi Muhammad SAW (Abu Bakar, Usman bin Muhammad Syatta ad-Dhimyati
As Syafi’e, ['anatut Thalibin..., hIm 10), harus saling searah/mempunyai makna
yang sama, tidak dikaitkan dengan batas waktu atau dengan sesuatu yang lain,
ljab gabul juga tidak mesti dengan lafal tetentu, karena yang menjadi ukuran
dalam akad adalah tujuannnya bukan lafadh tertentu tersebut (Sayyid Sabiq, Figh
Sunnabh..., hlm 48)

®Maktabah Syamilah, Figh Hanafi, (Maktabah Syamilah Versi Versi 11
GB: 2014 ), him. 201, Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-Farighani al-
Marghinany, Abu Hasan Burhanuddin, Matan Bidayatul Mubtadi Fii Fighil
Imam Abi Hanifah, Juz. 1 (Kairo: Perpustakaan dan percetakan Muhammad Ali
Subhi, t.t), him. 138, Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz
Abidin ad-Damsyiqi al-Hanafi, Rad almukhtar ‘Alal daril mukhtar Juz, 5 , Cet
ke-2 (Beirut: Dar Alfikr,1412 H/1992 M ), him. 132, Abu Umar, Yusuf bin
Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Barri bin ‘Asim an-Namiry Al-Qurtuby,
Al-Kafi Fii Fighi Ahli Madinah, Juz, 2 (Riyadh: Maktabah Ar-Riadhil Haditsah,
1400 H/1980 M), him.705 Abu Walid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusydi Al-Qurtuby (Ibnu Rusydi), Bidayatul Mujtahid wa
Nihayatul Muktasid, Juz 3 (Kairo: Darul Hadist, 1425 H/ 2004 M), him. 230,
Abu Kasim, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, 1bnu Jazi al-
Kalibi al-Ghinathy, al-Qawanain Al-Fighiyah, (Maktabah Syamilah Versi Versi
11 GB: 2014) him. 174, Abu Hasan, Ali bin muhammad bin Muhammad bin
Habib Al-Basri al-Baghdadi (Al-Mawardi), al Hawi al Kabir fii Fighi Mazahibil
Imam As-Syafi’i, Jil. 5 (Beirut: Darul Kitab IImiah, 1419 H/1999 M), him 285,
Wahbah Zuhaili, al-figh al-islami wa adillatuhu Jil 5, (Maktabah Syamilah Versi
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sebagai harga beli murni penjual dari pedagang lain ditambah
dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan
menghadirkan barang dihadapan pembeli.® Harga jual murabahah
adalah kombinasi antara harga modal dan tingkat keuntungan yang
diinginkan penjual, sedangkan besaran keuntungan (margin)
menjadi wilayah kewenangan penjual secara mutlak selama
keuntungan itu patut dan layak atau tidak berlebihan’, tidak
mengandung unsur mendhalimi atau juga boleh ditetapkan dengan
mengacu harga pasar,® posisi pembeli pada jual beli murabahah
ialah melakukan negoisasi pada besaran margin keuntungan yang
ditetapkan penjual, sehingga harga jual murabahah merupakan
kesepakatan bersama penjual dan pembeli.®

Pengetahuan tentang modal awal ini sendiri menjadi syarat
untuk menentukan sah atau tidaknya pembelian murabahah?. Jika
pembeli tidak mengetahui harga aslinya maka penjualan menjadi
salah dan hanya sah jika diberitahukan sebelum meninggalkan akad
Jika masih belum diberitahu, pembeli berhak melanjutkan atau
membatalkan penjualan, hal ini seperti pendapat Imam Hanafi yang
mengatakan jika penjual berbohong tentang harga awal, maka

Versi 11 GB: 2014) hlm. 3769-3767, dan Abdurrahman al-Jaziri, al-figh ‘ala
Mazahibil Arba’ah, Jil 2 (Beirut: Darul Kitab, 1424 H/2003 M), him. 254-256.

®Diskusi tentang harga modal ini banyak disinggung oleh ulama klasik
dan ulama kontemporer, secara umum kesimpulan mereka mengerucut pada
kewajiban penjual untuk jujur terhadap harga. modal ini. Perbuatan penjual
secara sengaja dalam memanipulasi harga modal ini berakibat pada konsekwensi
lahirnya hak khiyar bagi pembeli, antara menerima untuk melanjutkan transaksi
hingga pada tahap ijab gabul atau membatalkan jual beli yang berakibat pada
kerugian yang mesti ditanggung sendiri oleh penjual secara keseluruhan. Ibid.

"Wahbah Zuhaili, Al-figh Al-islami Wa adillatuhu,... him 27

8Al-Qaradhawi, Apakah Dalam Laba ada Batasan? Majalah Majma Figh
al-Islami Tahun ke-2 Edisi ke 1V dikutip dalam Fachri Fachruddin, Konsep Laba
Berdasarkan Figh Mu’amalah ed ke-2 (Bogor: Marwah Indo Media, 2020) him
24-25,

®Wahbah Zuhaili, Al-figh Al-islami..., him. 3769

10Wahbah Az-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam, ed. Ahmad Minan and Salafuddin
llyas (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), him. 705. Wahbah Az-Zuhaili, Alfigh al-Islam
Wadilatuhu, Jilid 4 (Damsyiq: Darul Fikr, 1983) him. 3765



5

pembeli mempunyai hak khiyar antara melanjutkan atau
membatalkan akad.!

Dalam figh klasik, murabahah hanya melibatkan dua pihak
yaitu penjual dan pembeli, bentuknya sederhana seperti, pertama
murabahah biasa (murabahah al-adiyah) yaitu penjual melakukan
transaksi jual beli dengan pembeli dengan memberitahukan harga
modal*? dan besaran keuntungan yang diambil, pembeli melakukan
negoisasi pada besaran keuntungan yang dinginkan penjual sampai
mencapai kesepakatan, sehingga harga jual adalah harga modal
plus keuntungan yang diketahui keduanya, murabahah seperti ini
biasanya terjadi apabila barang yang dinginkan nasabah sudah ada
dalam kepemilikan penjual atau di ruko.r* Kedua murabahah
dengan pesanan (murabahah li al-amir bi al-shira) yaitu penjual
bersedia untuk mendatangkan barang yang diinginkan pembeli
dengan cara ia melakukan transaksi jual beli lain secara terpisah
dengan pedagang lainnya, setelah barang dimilikinya maka
dilakukanlah transaksi murabahah sebagaimana model pertama di
atas.

Sedangkan di era kontemporer saat ini murabahah hadir
dalam variasi yang baru, yaitu melibatkan lembaga keuangan,
nasabah dan supplier, istilah yang sering digunakan di Lembaga

1Abu Walid, Muhammad bin' Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin
Rusydi Al-Qurtuby, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktasid, Juz 3 (Kairo:
Darul Hadist, 1425 H/ 2004 M), him. 230

2Termasuk dalam harga modal sebagaimana telah diuraikan dibelakang
yaitu harga beli penjual dari pedagang lain dan semua biaya yang dikeluarkannya
untuk mendatangkan objek jual beli tersebut ketempatnya (Ruko atau sebutan
lainnya). Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-Farighani al-Marghinany, Abu
Hasan Burhanuddin, Matan Bidayatul Mubtadi Fii Fighil Imam Abi Hanifah,
Juz. 1 (Kairo: Perpustakaan dan percetakan Muhammad Ali Subhi, t.t), hIm. 138-
139.

Bpenting untuk diperhatikan bahwasanya akad Jual beli baru sah
dilaksanakan pada saat objek/barang transaksi sudah dimiliki oleh penjual, Ibnu
Rusydi, Bidayatul Mujtahid, Takhrij Ahmad Abu Almajdi, terj. Team Pustaka
Azzam, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), him. 286-287



keuangan vyaitu Pembiayaan Murabahah.'*  Bentuk-bentuk
murabahahnya yaitu murabahah tanpa wakalah, murabahah
setelah wakalah dan murabahah bil wakalah atau murabahah ma’a
wakalah.®®

Prinsip keuntungan dalam Islam menitikberatkan pada
unsur kerelaan bersama, menghindari unsur dusta (gharar, tadlis,
riba, monopoli dan lain-lain) serta mengandung nilai ta’awun®®.

4Istilah pembiayaan mempunyai makna yaitu Lembaga keuangan
menyediakan sejumlah dana/uang yang diminta oleh nasabah untuk membiayai
kegiatannya. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah,
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu.

SMurabahah tanpa wakalah yaitu transaksi murabahah yang dilakukan
oleh tiga pihak yaitu Lembaga keuangan, nasabah dan supplier. Lembaga
keuangan menyediakan barang yang diminta oleh nasabah dengan cara
mengadakan transaksi jual beli dengan supplier, setelah semua urusan
transaksinya dengan supplier selesai barulah Lembaga keuangan melakukan
transaksi dengan nasabah yang menginginkan pembiayaan murabahah.
Murabahah setelah wakalah yaitu transaksi murabahah yang dilakukan oleh tiga
pihak juga dengan menjadikan nasabah sebagai wakil Lembaga keuangan untuk
melakukan pembelian barang atas nama Lembaga keuangan dengan pedagang,
setelah barang diserahkan dan dimiliki oleh Lembaga keuangan maka barulah
transaksi murabahah dengan nasabah dilakukan. Murabahah bil wakalah atau
murabahah ma’a wakalah yaitu transaksi murabahah yang melibatkan tiga pihak
juga, dengan cara menyelipkan akad wakalah dalam dokumnen transaksi
murabahahnya, barang yang menjadi objek transaksi belum dimiliki oleh
Lembaga keuangan akan tetapi nasabah menerima transferan uang dari Lembaga
keuangan untuk membeli sendiri barang pada supplier atas nama Lembaga
keuangan (dalam realitasnya, pada dokumen pembelian barang atas nama
nasabah sendiri) selanjutnya nasabah diwajibkan membayar iuran kepada
Lembaga keuangan sesuai kesepakatan. Data berdasarkan Hasil diskusi penulis
dengan Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA, di Solong Kopi Ulee Kareeng
pada Bulan Februari Tahun 2021

®Hal ini berdasarkan makna tersurat yang terdapat dalam beberapa ayatnya seperti
Surat An-Nisa ayat 29, menekankan larangan mendapatkan harta secara bathil atau
melanggar aturan agama. Ayat ini menyoroti pentingnya memperoleh kekayaan dengan
cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, konsep
"An Taradhin Minkum," yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, mendorong umat Islam
untuk saling meridhai atau menerima satu sama lain. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai
toleransi, kerjasama, dan saling menghormati dalam masyarakat Muslim. Surat Ali Imran
ayat 2 juga memberikan anjuran untuk ta'awun, yaitu bekerja sama dan saling membantu
antarindividu dan masyarakat. Ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan dukungan
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Pada prinsipnya jual beli Islam harus mampu mencegah upaya-
upaya eksploitatif untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan
dari kerugian/penderitaan orang lain. Mengenai legalitas hukum
murabahah, Wahbah Zuhaili mengatakan terdapat beberapa ayat
dalam Al-Quran yang berbicara secara umum tentang legalitas jual
beli dan tukar menukar, yang juga menjadi dasar diperbolehkannya
jual beli murabahah,?” seperti pada surat al-Bagarah ayat 198, 275,
282, dan surat an-Nisa’ ayat 29.

Konferensi perbankan syariah kedua yang diadakan di
Kuwait pada tahun 1403 H/1983 mengemukakan bahwa bai’ al
murabahah li al amir bi asy shira’ (murabahah dengan pesanan)
dianggap sah jika pembeli (nasabah) telah menerima dan
mengambil alih barang tersebut. Dalam transaksi murabahah,
penjual wajib mengungkapkan dengan jelas harga produk yang
dibelinya dari pemasok, biaya pengiriman barang, serta jumlah
keuntungan yang diambil sebagai bagian dari keuntungan transaksi
tersebut. Jika merujuk pada konsep figh mua’malah klasik,
murabahah dianggap sebagai salah satu bentuk jual beli amanah.

Di lembaga keuangan syariah saat ini, murabahah
digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan lembaga
keuangan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/1\V/2000
tentang murabahah dan diedit dengan fatwa DSN-MUI No.
111/DSN-MUI/1X/2017. Fatwa memberikan solusi penting bagi
lembaga keuangan dalam mengimplementasikan pembiayaan
murabahah yaitu pertama lembaga keuangan boleh membuat
perjanjian khusus dengan nasabah agar lembaga keuangan tidak
mengalami kerugian fatal, perjanjian tersebut adalah nasabah
mengikatkan diri dengan sebuah janji untuk membeli barang yang
dipesannya dari lembaga keuangan dan yang kedua yaitu penerapan
akad wakalah, namun satu hal yang menjadi penekanan utama dari
fatwa yaitu akad murabahah baru dilaksanakan apabila objek
murabahah secara prinsip sudah menjadi milik lembaga keuangan.

bersama di dalam komunitas Muslim. Di samping itu, Surat Al-Bagarah ayat 275 menyoroti
anjuran untuk terlibat dalam jual beli yang adil dan halal, sambil mengingatkan larangan
terhadap praktik riba. Ayat ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan ekonomi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik yang diharamkan.

"Wahbah Az-Zuhaili, Alfigh al-Islam Wadilatuhu, Jilid 4 (Damsyiq: Darul Fikr,
1983) him. 345-346.
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Ketiga kepemilikan objek murabahah dibolenhkan dalam dua
bentuk, pertama kepemilikam penuh (al-ashliyah) vyaitu
kepemilikan karena kewenangannya sebagai pemilik barang dan
yang kedua kepemilikan an-niyabiyah yaitu kepemilikan karena
mandapatkan mandat dari pemilik sebenarnya dengan menjadi
wakil dari pemilik atau wali dari pemilik, sehingga memungkinkan
menawarkan kerjasama pembelian barang kepada nasabah terhadap
barang yang sudah ada dalam wilayah kekuasaannya.'®

Dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI tersebut,
beberapa bentuk murabahah yang dapat diaplikasikan pada
lembaga keuangan syariah. Pertama, terdapat pembiayaan
konsumtif yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
nasabah, seperti pengadaan sepeda motor, tanah, barang rumah
tangga, dan material rumah. Kedua, pembiayaan produktif
diperuntukkan untuk mendukung kelancaran usaha, termasuk
pengadaan mesin produksi dan kenderaan usaha. Ketiga, terdapat
pembiayaan investasi yang ditujukan untuk pemenuhan keperluan
investasi, seperti pembelian tanah, gedung, atau tempat usaha untuk
pendirian usaha baru. Pembiayaan juga dapat berbentuk mendanali
pengadaan barang-barang produksi, seperti bahan baku produksi.
Dengan demikian, murabahah dapat diaplikasikan secara fleksibel
untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik dalam konsumsi,
produktivitas usaha, maupun investasi. Seterusnya juga murabahah
pun dapat dipalikasikan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu
nasabah sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah sebagai
penjual, dan suplier sebagai pemasok barang dengan sistem
pembayaran tunai dan kredit.

Dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah dijelaskan bahwasanya semua lembaga
keuangan yang beroperasional di Aceh wajib menjalankan
operasionalnya berdasarkan prinsip syari’ah, model dan bentuk-
bentuk pembiayaan syari’ah yang diterapkan mesti mempedomani
kepada Fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI, dan untuk
memastikan produk  pendanaan, pembiayaan dan jasa yang

18Uraian tersebut berdasarkan pemahaman penulis terhadap poin ke-8 dan
ke-9 pada ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari’ah hlm 3 dan 4 pada
fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dan ketentuan umum murabahah pada fatwa
DSN-MUI No.111 tahun 2017 poin ke- 4 dan ke-5 tentang Murabahah.
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diberikan sudah sesuai dengan syari’ah maka ganun mengaskan
bahwa lembaga keuangan syari’ah wajib memiliki dewan
pengawas syari’ah.®

Pembiayaan murabahah telah menjadi solusi yang populer
dalam sistem keuangan syariah, didorong oleh prinsip-prinsip
keadilan dan transparansi yang mendasarinya. Dalam pembiayaan
ini, bank syariah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan modal kerja atau keperluan lainnya. Prinsip
utama murabahah adalah ketiadaan unsur bunga (riba), yang sering
kali dihindari dalam transaksi keuangan Islam. Lembaga keuangan
syariah, sebagai pemberi pembiayaan, membeli barang yang
dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan dana dan menjualnya
kembali dengan keuntungan yang telah ditentukan secara jelas.
Proses ini tidak hanya menciptakan kepastian dalam transaksi,
tetapi juga melibatkan bank syariah dalam pembiayaan proyek-
proyek yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi
masyarakat.  Selain  itu, pembiayaan = murabahah juga
mengakomodasi ketidakpastian risiko terkait kepemilikan barang
sebelum dijual kembali, yang ditanggung oleh pihak yang
memberikan pembiayaan. Melalui latar belakang ini, pembiayaan
murabahah terus berkembang.sebagai instrumen keuangan yang
mendukung prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli dalam
lembaga keuangan syariah dimana harga jual, yang terdiri atas
harga beli, biaya penjualan, dan keuntungan untuk penjual, telah
disepakati sebelum transaksi. Akad ini dapat dilakukan dengan
tunai maupun cicilan, dan memiliki beberapa karakteristik, seperti
harga jual beli yang disepakati sebelum transaksi, biaya penjualan,
dan keuntungan yang dihasilkan oleh penjual sebagai hasil dari
transaksi. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang
dominan dalam perbankan syariah, dan penting untuk dikaji dalam
Perspektif Fikih Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah.?°

Pasal 42 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.

2Muhammad Khaeruddin Hamsin B, Abdul Halim, and Rizaldy Anggriawan, The
Consistency of Sharia Principles Application in Murabaha Contracts During the Covid-19
Pandemic, Proceedings of the Interational Conference on Sustainable Innovation on
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Prinsip dasar yang menghindari riba dan menekankan
keadilan dalam transaksi ekonomi menjadi landasan utama bagi
pemilihan instrumen ini. Pembiayaan murabahah memberikan
alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ketika
dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang banyak
menggunakan bunga.?

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek krusial dalam
pembangunan sebuah daerah, terutama ketika pendekatan yang
diambil bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu
instrumen Kkeuangan yang dapat diterapkan untuk mendukung
inisiatif pemberdayaan ini adalah pembiayaan murabahah. Pada
Unit Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (UPK Eks PNPM), implementasi pembiayaan
murabahah diharapkan menjadi sebuah terobosan yang relevan dan
sesuai dengan perspektif figh (hukum Islam).

Murabahah, sebagai bentuk transaksi jual-beli di bawah
prinsip syariah, menawarkan kerangka kerja yang mempromosikan
keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam hubungan
ekonomi. Penerapan murabahah dalam UPK Eks PNPM bukan
hanya sebatas aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup
dimensi keagamaan dan sosial.-Dengan memandang pembiayaan
murabahah dari perspektif figh, dapat dirincikan syarat-Syarat,
prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam setiap
tahap transaksi tersebut.

Konsep dan penerapan pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM dengan mengedepankan sudut pandang hukum Islam
sangat urgen untuk diterapkan. Dalam ini, aspek-aspek seperti
keadilan, transparansi, pemenuhan kebutuhan masyarakat,
pengawasan, dan edukasi akan menjadi pokok pembahasan untuk
memahami secara menyeluruh bagaimana pembiayaan murabahah

Humanities, Education, and Social Sciences, vol. 1 (Atlantis Press SARL, 2022),
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7; Lukmanul Hakim and Amelia Anwar,
“Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,”
Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam 1, no. 2 (2017): 212-23,
https://doi.org/10.22236/alurban.

ZIMumtaz Hussain, Asghar Shahmoradi, and Rima Turk, “Overview of Islamic
Finance,” International Monetary Fund Working Paper, 2012, 459-73; Binti Mutafarida,
“Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah,” Wadiah 1, No. 2 (2017): 25-40.
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dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung
pemberdayaan masyarakat dari perspektif figh dan fatwa DSN-
MUI. Dengan demikian, penelusuran akan dilakukan untuk
memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi
pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM di Kabupaten Pidie
dan menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan figh mu’amlah dan
fatwa DSN-MUI dan mencoba memberikan solusi untuk perbaikan
di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian terdahulu  menunjukan  bahwa
pembiayaan murabahah juga mencerminkan semangat transparansi
dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Harga jual beli yang
disepakati sebelumnya memberikan kepastian kepada para pihak
yang terlibat, termasuk lembaga keuangan syari’ah sebagai penjual
dan nasabah sebagai pembeli. Dengan demikian, pembiayaan
murabahah tidak hanya menghindari ketidakadilan yang dapat
muncul akibat bunga, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis
yang lebih jelas dan terukur.? Dalam praktiknya, pembiayaan
murabahah memberikan solusi finansial yang sesuai dengan
kebutuhan nasabah, yang seringkali mencari pembiayaan untuk
pembelian barang atau properti. Dengan tetap mematuhi prinsip-
prinsip syariah, penerapan pembiayaan murabahah di lembaga
keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai
dengan nilai-nilai Islam.*

22M Yusron Sholikhin and R Nurul Fitri Amijaya, “E-Commerce Based on the Law
of Buying and Selling in Islam,” The 2nd International Conference on Islamic Economics,
Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “‘Sustainability and Socio Economic Growth
3, No. 13 (2019): 1360-1370; Athaya Zendania and Kartika Setyani, “Time Value of
Money Dan Economic Value of Time,” Fair Value: Jurnal limiah Akuntansi dan
Keuangan 5, No. 5 (2022): 2419-2426; Ananda Rizkina, Zaki Fuad, and lIsnaliana
Isnaliana, “Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan
Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK EKS PNPM Mandiri Syariah Kecamatan
Montasik Kabupaten Aceh Besar),” JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and
Finance. 2, No. 2 (2020): 156.

237ulhamdi Muhammadiah, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,”
Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) 1, No. 1 (2022): 53-74; Fathurrahman Azhari,
“Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” At-Taradhi Jurnal Studi
Ekonomi 3, No. 1 (2012): 53-74.
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Program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan inisiatif
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan.
Keseluruhan upaya ini menciptakan peluang bagi para peminjam
untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan berdaya saing
di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Pidie, Semua
masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan dalam Kabupaten
Pidie mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembiayaan
modal usaha simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang
memiliki usaha produktif.?

Proses Penyaluran Dana Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di salurkan ke Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) setiap tahun berjalan ke kecamatan
sejak tahun 2006-2014. Dan dari total dana yang disalurkan oleh
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-MP) untuk modal Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
dialokasikan sebanyak 30% dari total dana yang disalurkan ke
UPK, sedangkan 70% nya lagi adalah dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri secara totalitas berakhir sejak 31 Desember 2014,
keseluruhan asset yang dimiliki oleh UPK Eks PNPM dan
kewenangan pengaturan operasionalnya menjadi milik masyarakat
yang berada di kecamatan masing-masing, forum Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) yang merupakan salah satu badan resmi
tingkat kecamatan menjadi menjadi naungan bagi UPK Eks PNPM
untuk terus melakukan kegiatan simpan pinjam, di mana bentuk
pengambilan keputusannya dilakukan dalam forum Musyawarah
antar Desa (MAD).” Setelah berakhirnya PNPM, berkenaan
dengan status badan hukum kegiatan simpan pinjam UPK Eks
PNPM ini, sebenarnya dapat mangacu pada surat Edaran Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Republik Indonesia No. B-
27/MENKOKESRA/1/2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan
Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
PNPM Mandiri, berdasarkan surat edaran ini ada tiga pilihan

2\Wawancara dengan Sofyan, di UPK EKS PNPM Eks PNPM Kecamatan
Glumpang Tiga Kab. Pidie, Tgl. 06 November 2017.

Z\Wawancara dengan Sofyan dan Nadia, pengelola UPK EKS PNPM Eks PNPM
Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Kab. Pidie, Tgl. 06 November 2017.
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bentuk badan hukumnya yaitu Koperasi, Perseroan Terbatas (PT)
dan Perkumpulan Badan Hukum (PBH).

UPK Eks PNPM Kecamatan Glumpang Tiga dan
Kecamatan Mutiara Timur tidak mempelajari dengan cermat surat
Edaran tersebut. padahal setelah berakhirnya status badan hukum
resmi mereka pada tahun 2014, pihak UPK Eks PNPM Kecamatan
Glumpang Tiga dan Kecamatan Mutiara Timur mengadakan
Musyawarah antar Desa (MAD) yang diselenggarakan oleh BKAD
Kecamatan Glumpang Tiga dan Kecamatan Mutiara Timur pada
awal tahun 2015, menghasilkan keputusan bersama seluruh
Keuchik yang hadir dalam forum tersebut bahwa mereka
melanjutkan operasional kegiatan SPP UPK Eks PNPM dalam
bentuk sediakala yaitu SPP berbasis konvensional, akan tetapi
Keputusan Bersama ini tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan
Keuchik (Perchik) masing-masing desa, 2’ melihat kepada Surat
Edaran B-27 Meskokesra RI tahun 2014 sebenarnya Keputusan
Bersama Para Keuchik saat MAD ini dapat dijadikan sebagai
legalitas badan hukum UPK Eks PNPM Kecamatan Glumpang
Tiga dan Mutiara Timur, yaitu badan hukum yang berbentuk
Perkumpulan Badan Hukum (PBH).

Kegiatan operasional UPK Eks PNPM yang mengacu pada
Keputusan Bersama para Keuchik dalam MAD ini terus
berlangsung dalam waktu yang lama, Yyakni dimulai sejak
ditetapkan resmi berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, artinya
mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
dan 2024 UPK Eks PNPM tidak mempunyai status badan hukum
resmi seperti yang diarahkan menurut Surat Edaran Menko Kesra
tersebut. Ketegasan mengenai keberadaan status badan hukum
UPK Eks PNPM, baru menemui titik terang pada tahun
pertengahan 2020, di mana Pemerintah pusat menetapkan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, satu tahun setelahnya
pemerintah pusat menerbitkan salah satu peraturan pelaksana

%\Wijaya, Sandy Ari, Dasar dan Status Hukum Lembaga Keuangan
Simpan Pinjam Eks Program PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Kantor
BKAD Kecamatan Montong Gading), Journal llmiah Rinjani_Universitas
Gunung Rinjani, Vol. 5. No. 2 (2017): him 41-46

27 \Wawancara dengan Sofyan dan Nadia, pengelola UPK EKS PNPM Eks PNPM
Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Kab. Pidie, Tgl. 20-23 Desember 2023
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terhadap UU Cipta kerja tersebut yaitu dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES), pada bab XVI Ketentuan Lain-lain pasal
73 ayat 1 menyebutkan bahwa Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat
Eks PNPM MPd wajib ditransformasikan menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Dalam PP ini menegaskan
bahwa proses transformasi kegiatan Dana Bergulir Masyarakat
(DBM) UPK Eks PNPM menjadi BUMDESMA ini paling lama 2
tahun sudah selesai. 2

Tatacara dan keharusan kegiatan DBM UPK Eks PNPM
bertransformasi menjadi BUMDESMA juga diatur dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd Menjadi
Badan Usaha Milik Desa Bersama.?® Pihak UPK Eks PNPM
Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara timur sudah mengupload
semua dokumen yang diminta untuk memperoleh status badan
hukum BUMDESMA ini pada periode Oktober-Desember tahun
2023 meliputi 6 (enam) item dokumen yaitu pertama berita acara
pendirian, kedua anggaran dasar, ketiga anggaran rumah tangga,
keempat peraturan bersama kepala desa, kelima program kerja, dan
keenam surat kuasa, namun sampai dengan saat ini belum
memperoleh persetujuan seluruhnya terhadap dokumen tersebut
dari Kemendes karena harus melengkapi beberapa perbaikan pada
item-item dokumen tersebut*apabila semua dokumen yang
diminta tersebut dianggap lengkap dan memenuhi maka Kemendes
mengeluarkan sertifikat persetujuan, selanjutnya dokumen dan
sertifikat persetujuan dari Kemendes diupload pada situs web
Kemenkumham untuk memperoleh sertifikat Badan Hukum.3!

Zperaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa.

2Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembentukan Pengelola
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd Menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama.?®

30\Wawancara dengan Sofyan dan Nadia, pengelola UPK EKS PNPM Eks PNPM
Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Kab. Pidie, Tgl. 20-23 Desember 2023.

31Untuk Kecamatan Glumpang Tiga nama Bumdesma yang sudah
disetujui Kemendes yaitu Bumdesma Teuga Perkasa LKD dan untuk kecamatan
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Inisiatif pengaplikasian kegiatan SPP berbasis syari’ah di
Kabupaten Pidie sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2014,
pemerintah Kabupaten Pidie yang dipimpin Bupati Sarjani bersama
dengan MPU Kabupaten Pidie yang diketuai oleh Waled M. Nasir
mencanangkan penyaluran SPP berbasis syariah Pada UPK PNPM
di seluruh kecamatan dalam kabupaten Pidie, namun tidak
dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap
semua pengelola UPK PNPM mengenai konsep murabahah dan
bentuk yang memungkinkan untuk diterapkan. Kondisi ini terus
berlanjut sampai berakhirnya jabatan Bupati Sarjani diawal tahun
2017, Bupati yang baru (Roni Ahmad) juga tidak melanjutkan lagi
rancangan kegiatan SPP berbasis syari’ah ini, sehingga melahirkan
inisiatif pribadi dari pengelola UPK Eks PNPM yang ada dalam
wilayah kabupaten Pidie untuk merumuskan sendiri program
kegiatan SPP berbasis syari’ah memakai akad murabahah ini
dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mereka masing-
masing pada saat mereka (keputusan forum MAD masing-masing
kecamatan) memutuskan konversi ke syari’ah.

Pada bulan Januari 2017, kegiatan Musyawarah Antar Desa
(MAD) yang diselenggarakan oleh BKAD kecamatan Mutiara
Timur memutuskan bahwa UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara
Timur mengkonversikan diri menjadi Lembaga Pembiayaan
Syari’ah, dengan satu program kegiatan yaitu kegiatan SPP
berbasis syariah dengan memakai akad murabahah, selanjutnya
pada bulan januari 2018 ditkuti oleh UPK Eks PNPM Kecamatan
Glumpang Tiga, teknik dan bentuk konsep murabahahnya tidak
diputuskan dalam forum musyawarah tersebut, sehingga pihak
pengelola merumuskan konsep dan bentuknya berdasarkan
pengetahuan mereka masing-masing, konversi ke syari’ah ini tidak
dilakukan secara menyeluruh oleh semua pengurus UPK Eks
PNPM kecamatan dalam Kabupaten Pidie.?

Mutiara Timur nama bumdesmanya yaitu Bumdesma Bintang Cahaya LKD,
Data berdasrkan Wawancara dan Documentasi yang diberikan, pengelola UPK EKS
PNPM Eks PNPM Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Kab. Pidie, Tgl. 19 dan
20 Agustus 2024

$2pada tahun 2018, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh menyepakati Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah, pada Bab XI ketentuan peralihan pasal 65 ditegaskan bahwa
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Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) adalah
pemberian permodalan kepada kelompok perempuan melalui
simpan pinjam. Tujuannya adalah mengembangkan kegiatan
simpan pinjam perdesaan, memudahkan akses pendanaan usaha
mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat
kelembagaan perempuan, serta mengurangi rumah tangga miskin
dan menciptakan lapangan kerja. SPP. tidak hanya memberikan
dukungan finansial tetapi juga mendorong pemberdayaan
perempuan dalam ekonomi dan sosial.*

Penyaluran dana dalam bentuk kegiatan SPP memakai pola
Pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM masih identik
dengan pemberian kredit pada Lembaga keuangan konvesional.
Bagi nasabah atau kelompok yang meginginkan pembiayaan
murabahah untuk keperluan modal wusaha atau kebutuhan
konsumtif lainnya diharuskan membuat proposal pengajuan
permohonan pembiayaan murabahah, dengan objek transaksi yang
telah ditetapkan yaitu berupa Handphone (HP), objek ini dijadikan
sebagai media penyaluran dana dengan memakai akad murabahah
terhadap semua pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam
realitasnya nasabah membutuhkan uang untuk kebutuhan yang
telah direncanakan sendiri sebelumnya, transaksi jual beli HP
dengan memakai akad murabahah hanya dijadikan sarana untuk
mencairkan uang. 3*

Nasabah yang membutuhkan uang sebanyak Rp
150.000.000, difasilitasi oleh pihak UPK Eks PNPM untuk
membuat proposal permohonan pembiayaan pengadaan HP dengan
berbagai model dan jenis yang nilainya mencapai nominal harga

3 (tiga) tahun sejak ganun ini disahkan (akhir tahun 2021) semua lembaga
keuangan yang beroperasi di Aceh harus menyesuaikan dengan ganun tersebut
(harus sesuai syari’ah), UPK EKS PNPM Eks PNPM di seluruh kecamatan
dalam Kabupaten Pidie semuanya melakukan konversi menjadi lembaga
pembiayaan syari’ah, Wawancara dengan Sofyan dan Nadia, pengelola UPK EKS
PNPM Eks PNPM Kecamatan Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Kab. Pidie, Tgl. 20-23
Desember 2023

*3Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknis
Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Jakarta:
Kementerian Dalam Negeri, 2017), him. 11

34Hasil Observasi di UPK EKS PNPM Eks PNPM penulis di Kecamatan
Glumpang Tiga dan Mutiara Timur Tahun 2023
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Rp 150.000.000. Setelah proposal diperiksa dan dinyatakan
diterima maka pihak UPK Eks PNPM menetapkan margin sebesar
17% menurun untuk jangka waktu selama 10 bulan (Rp
150.000.000 x 17% = 25.500.000), seterusnya dilakukanlah akad
murabahah jual beli HP dengan harga jual menjadi Rp 175.500.000
memakai sistem pembayaran angsuran. Nasabah juga dibebankan
menanggulangi sejumlah biaya kredit macet kelompok nasabah
sebelumnya dengan nominal yang tidak disebutkan persentasenya.
Pembayaran -iuran oleh nasabah dengan rincian Rp 15.000.000
sebagai pokoknya dan margin Rp 2.550.000 plus biaya
penanggulan kredit macet kelompok lain untuk bulan pertama.**

Objek murabahah HP dengan berbagai jenis dan model
yang ditransaksikan dalam akad hanya ada jumlah dan harganya
pada selembar BON Faktur Toko HP, pihak UPK Eks PNPM juga
tidak melakukan transaksi terlebih dahulu untuk memiliki barang
dengan pedagang sehingga tidak menguasai objek yang
ditransaksikan, setelah selesai dilakukannya akad murabahah
nasabah sama sekali tidak mengambil, menggunakan atau menjual
kembali barang tersebut ke Toko HP atau pihak lain,* dikarenakan
memang tidak adanya serahterima HP yang ditransaksikan tersebut.

Margin ‘murabahah ditetapkan sebanyak 17% menurun
mengacu pada petunjuk teknik operasional (PTO) SPP UPK PNPM
yang berbasis bunga, di mana minimal batas bunga yang ditetapkan
dalam setiap pendanaannya adalah 12%. Pihak UPK Eks PNPM
menjadikan PTO tersebut sebagai acuan dalam menetapkan margin
keuntungan untuk semua pembiayaan berbasis syari’ah yang
mereka berikan kepada Masyarakat. Nasabah juga dibebankan
untuk menanggulangi kredit macet nasabah sebelumnya, dengan
cara membayar sejumlah iuran yang ditetapkan secara sepihak oleh
lembaga.’

%Hasil wawancara penulis dengan pengurus UPK EKS PNPM pada saat turun ke
lokasi penelitian bulan Desember 2023 di Kecamatan Mutiara Timur

%Hasil kesimpulan penulis setelah mendengarkan uraian alur permohonan
pembiayaan sampai dengan pencairan dana pada Pembiayaan Murabahah UPK EKS
PNPM Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur, data verifikasi actual ini penulis dapatkan
pada saat pengumpulan data lapangan Bulan Desember 2023

37Hasil kesimpulan penulis setelah mendengarkan uraian alur permohonan
pembiayaan sampai dengan pencairan dana pada Pembiayaan Murabahah UPK EKS



18

Beberapa hal yang penulis simpulkan berdasarkan pola
pembiayaan yang dilakukan UPK Eks PNPM di atas serta menjadi
fokus penelitian untuk melihat kesesuaian penerapan pembiayaan
dengan konsep figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang
murabahah adalah:

Pertama, objek murabahah yang ditransaksikan tidak ada,
dalam realitasnya pembiayaan murabahah UPK Eks PNPM identik
dengan model penyaluran kredit pada Lembaga keuangan
konvensional.

Dalam Figh mu’amalah ditegaskan dengan detail bahwa
sebuah akad transaksi jual beli baru sah dilakukan apabila objek/
barang yang ditransaksikan merupakan milik penuh penjual dan
dapat diserahterimakan dalam prosesi ijab gabul.®®

Fatwa No0.04/DSN MUI/IV tahun 2000 tentang murabahah
pada poin ke 2 ketentuan murabahah kepada nasabah juga
menegaskan bahwa jika bank menerima permohonan nasabah maka
bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan nasabah
secara sah dengan pedagang.®® Jikapun dilakukan akad wakalah,
pada poin ke 9 ketentuan umum murabahah ditegaskan juga bahwa
akad jual beli murabahah baru dilaksanakan pada saat barang
secara prinsip sudah menjadi milik bank.** Penelitian yang

PNPM Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur, data verifikasi actual ini penulis dapatkan
pada saat pengumpulan data lapangan Bulan Desember 2023

%8Berkenaan dengan syarat objek ini telah penulis uraikan dihalam awal
latar belakang, dimana semua ulama memberikan pandangan yang sama yaitu
objek jual beli adalah sesuatu yang' dimiliki atau dikuasai oleh penjual, Abu
Bakar, Usman bin Muhammad Syatta ad-Dhimyati As Syafi’e, I'anatut Thalibin
‘ala Hali AlFadhi Fathul Mu’in, jilid 3 (Maktabah Syamilah Versi 11 GB: Darul
Kitab, 1997), him, 14, Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jil. 3, Cet. Ke-2 (Beirut: Dar
al-kitab al-Arabi, 1997 M/1397 H), hlm, 51 dan banyak referensi lainnya.
Konsep kepemilikan terhadap barang atau objek ini juga diuraikan dalam fatwa
DSN-MUI No. 111 tahun 2017 tentang murabahah pada poin ketentuan Umum
murabahah yaitu kepemilikan terdiri dari dua bentuk pertama wilayah asliyah
artinya kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena statusnya sebagai pemilik
barang, kedua wilayah niyabiah yaitu kewenangan yang dimiliki penjual karena
yang bersangkutan berposisi sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

33DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN, Ed ke — 4, revisi tahun 2006, jil.1 (Cipayung
Ciputat: Gaung Persada, 2006), him. 20-28

“Olbid.
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dilakukan Arini dan Sumar’in* juga menghasilkan simpulan yang
sama bahwa objek murabahah yang ditransaksikan semestinya
adalah milik penuh lembaga, pelaksanaan akad jual beli
murabahah dilakukan pada saat objek sudah dalam penguasaan
Lembaga.

Kedua, penetapan margin ataupun Kkeuntungan masih
berdasarkan acuan bunga yang mereka adopsi pada saat masih
menganut sistem konvensional.

Hasil = penelitian Fathoni*> menunjukkan bahwa cara
penentuan margin murabahah pada perbankan syari’ah masih sama
dengan sistem penentuan suku bunga bank konvensional, juga
semestinya besaran margin yang menjadi keuntungan lembaga
keuangan syari’ah dicapai melalui proses negoisasi lembaga
dengan nasabah yang berlandaskan transparansi dan keadilan,*
mengingat bahwa UPK Eks PNPM adalah lembaga milik
masyarakat dan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat.

Ketiga, tidak adanya Dewan Pengawas Syari’ah.

Eksistensi Dewan Pengawas Syari’ah ini sangat utama dan
penting untuk memberikan penilaian legal ataupun tidak legal
perspektif  syari’ah  terhadap model  murabahah  yang
diimplementasikan sebuah lembaga keuangan, serta sebagai bentuk
kepatuhan syari’ah lembaga keuangan.**

4Arini dan Sumar’in, Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada
Masyarakat Pedesaan Di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau,
Jurnal SEBI: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 5. No.1 (2022): 13-19.

42Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI” Economica: Jurnal
Ekonomi Islam 1V, No. 1 (2013): 51-82

43 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, ed. 1. (Jakarta:
Grapindo Persada, 2004), him. 103

%“Keharusan harus adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada
lembaga Keuangan syari’ah diatur dan ditegaskan dalam, pertama UU. No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pasal 32 huruf a, kedua Peraturan DSN-
MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 Tentang Dewan Pengawas Syari’ah di
Lembaga Keuangan Syari’ah, Lembaga Bisnis Syari’ah dan Lembaga
Perekonomian Syari’ah, ketiga Permen Koperasi dan UMKM No.
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syari’ah oleh Koperasi pada bagian ketiga pasal 14 ayat 1 dan 2
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UPK yang merupakan lembaga pembiayaan yang kebijakan
operasionalnya sangat sederhana yaitu berpedoman pada hasil
keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diselenggarakan
oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di tingkat Kecamatan
masing-masing, seharusnya dapat menerapkan pembiayaan
murabahah yang sederhana dan sejalan dengan konsep Figh
Mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang jauh
dari kesan “Hilah” dari kredit seperti yang diaplikasikan pada
lembaga keuangan lainnya.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada penerapan
pembiayaan murabahah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di
Kabupaten Pidie. Keunikan penelitian ini terletak pada eksplorasi
mendalam terhadap praktik pembiayaan murabahah di tingkat
lokal, khususnya dalam lembaga UPK Eks PNPM yang mungkin
belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini
secara khusus menekankan perspektif Figh dan fatwa DSN-MUI
dalam menilai kepatuhan syari’ah penerapan pembiayaan
murabahah, memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap
pemahaman aspek hukum dalam transaksi keuangan syariah.
Analisis konversi UPK Eks PNPM dari sistem konvensional ke
pembiayaan berbasis syariah akan memberikan wawasan yang
berharga tentang dinamika perubahan lembaga keuangan menuju
kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan lembaga
keuangan syariah serta meningkatkan pemahaman tentang praktik
pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM.

Dengan serangkaian permasalahan di atas, pengaplikasian
akad murabahah di UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie perlu
dilakukan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan
realitas yang ada dan melihat tingkat kesesuaian dengan figh

tentang Dewan Pengawas Syari’ah, dan keempat Qanun No. 11 Tahun 2018 LKS
Pasal 42 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1.
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mu’amlah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Lembaga
Keuangan Syariah saat ini dihadapkan pada posisi untuk mampu
semaksimal mungkin meminimalisir kemungkinan resiko kerugian
yang terjadi dan berusaha mengoptimalkan laba untuk menjaga
eksistensinya serta memperolen kepercayaan maksimal dari
masyarakat dan pihak lainnya. Sedangkan dalam konsep
muammalah Islam keuntungan itu tidak selalu identik dengan
materi sehingga adanya beragam akad (akad Zabarru’ dan akad
Tijarah) dan disetiap akad yang direalisasikan diharapkan adanya
sinergitas antara transaksi komersial dan ibadah, agar
mencerminkan ruh Islam dalam ekonomi yakni mencapai falah
(keuntungan dunia dan Akhirat, baik materi maupun inmateri).
Maka oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih mendalam
permasalahan di atas dalam sebuah penelitian Disertasi yang
berjudul Penerapan Pembiayaan Murabahah pada UPK Eks
PNPM di Kabupaten Pidie Perspektif Figh

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan
masalahnya adalah pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM
di Kabupaten Pidie diasumsikan tidak sejalan dengan konsep
murabahah yang ada dalam figh mu’amlah dan fatwa DSN-MUI
tentang murabahah, hal ini dikarenakan beberapa alasan pertama
objek murabahah yang ditransaksikan tidak ada, kedua, penentuan
margin masih dilatarbelakangi oleh konsep bunga, ketiga, tidak
adanya dewan pengawas sSyari’ah untuk mengawasi dan
memastikan akad sesusai dengan konsep figh mu’amalah dan fatwa
DSN-MUI tentang murabahah. Maka berdasarkan rumusan
masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab
pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM Kabupaten Pidie perspektif figh mu’malah dan
Fatwa DSN-MUI tentang murabahah?

2. Mengapa UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie menetapkan
margin pembiayaan murabahah dengan mengacu pada
Pentunjuk Teknik Operasional SPP UPK-PNPM vyang
berbasis bunga?
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3. Bagaimana kontruksi akad pembiayaan murabahah yang
sejalan dengan figh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang
murabahah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian Disertasi adalah
ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan
pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM Kabupaten

Pidie perspektif figh Mu’malah dan Fatwa DSN MUI

tentang murabahah

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengapa UPK
Eks PNPM Kabupaten Pidie menetapkan margin
pembiayaan murabahah dengan mengacu pada pentunjuk
teknik operasional SPP UPK-PNPM yang berbasis bunga
3. Untuk merumuskan  konstruksi akad pembiayaan
murabahah UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie yang sejalan
dengan figh Mu’malah dan fatwa DSN-MUI tentang
murabahah
1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu
kegunaan secara akademik dan kegunaan praktis. Pada tataran
akademik penelitian ini diharapkan menjadi konsep pengembangan
figh muamalah khususnya akad murabahah yang sesuai syara’ dan
fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Juga dapat melengkapi
penelitian perihal akad murabahah sebelumnya dalam rangka
merumuskan penerapan pembiayaan murabahah di lembaga
keuangan Syari’ah.

Sedangkan pada tataran kegunaan praktisnya, penelitian ini
diharapkan menjadi masukan dan pijakan lembaga keuangan,
secara Khusus lembaga UPK Eks PNPM dalam merumuskan
konsep pembiayaan murabahah berbasis Figh mu’amalah dan
fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran, penelitian yang berkenaan
dengan Implementasi Pembiayaan murabahah di Lembaga
Keuangan Syariah dalam bentuk Disertasi dan Tesis sejauh ini
juga penulis temukan, baik di dalam list koleksi Disertasi
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perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan di luar
pascasarjana UIN Ar-Raniry juga ditemukan penelitian serupa
dalam bentuk Tesis, penelitian yang sudah ada tersebut berbeda
fokus kajiannya dengan penelitian disertasi ini, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

Pertama, tentang Analisis Metode Penentuan Tingkat
Profit Margin dalam Pembiayaan murabahah di BNI Syariah
Mataram. Penelitian yang dilakukan oleh Wina Puji Apriati,
Abdul Hayyi tahun 2022 int membahas metode penentuan
tingkat profit margin pada pembiayaan murabahah di Kantor
Bank BNI Syariah Cabang Mataram. Penelitian ini menyoroti
prinsip dasar pembiayaan berdasarkan jual beli antara bank
dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan
nasabah dan menjualnya kembali dengan harga perolehan
beserta keuntungan yang disepakati. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penentuan profit margin dalam
pembiayaan murabahah di BNI Syariah Mataram bersifat
transparan terkait masalah pembiayaan dan keuntungan.
Temuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana bank
menjalankan prinsip syariah dalam menentukan profit margin
pada pembiayaan murabahah, serta sejauh mana transparansi
kepada nasabah terjaga dalam proses ini.*

Kedua, tentang Mekanisme Penentuan Margin dalam
Transaksi Pembiayaan murabahah: Studi Kasus pada Bank
Syariah dengan Fokus pada Prinsip murabahah dan Ketentuan
Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini, yang dilakukan oleh Khozainul
Ulum tahun 2020, mengeksplorasi mekanisme penentuan margin
dalam transaksi pembiayaan murabahah di Bank Syariah. Bank
ini, sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip
murabahah (Jual-Beli) dalam  menyalurkan dana, harus
memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, termasuk fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IVV2000
mengenai murabahah. Penelitian ini memberikan pemahaman
mendalam tentang bagaimana bank syariah dan nasabah sepakat
dalam proses pembelian dan penjualan barang, dengan penekanan

4Wina Puji Apriat and Abdul Hayyi, “Metode Penentuan Tingkat Profit Margin
Pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Mataram,” Econetica 4, No. 1 (2022): 41-49.
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pada penentuan margin keuntungan yang telah disepakati sejak
awal. Perbedaan skema antara bank konvensional dan bank
syariah, serta ketentuan PBI No. 7/46/PBI1/2005 yang menetapkan
kesepakatan margin hanya berlaku satu kali pada awal akad, juga
dianalisis. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang
transparansi dan ketidakberubahannya angsuran selama periode
akad dalam skema pembiayaan murabahah.*

Ketiga, tentang Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan
murabahah di Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus pada LKS
Al Yasini, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmul
lltiham tahun 2020 membahas metode penentuan margin dalam
pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al
Yasini. LKS ini menggunakan metode Flat, dimana perhitungan
margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan tetap
dari satu periode ke periode lainnya, meskipun baki debetnya
menurun akibat angsuran harga pokok. Faktor-faktor yang
mempengaruhi harga jual dan profit margin di LKS Al Yasini,
menurut penelitian ini, antara lain jangka waktu pembiayaan
nasabah. Semakin pendek jangka waktunya, semakin kecil profit
margin, karena perhitungan profit margin dilakukan perbulan dan
berlaku kelipatan tiap tahunnya. Penelitian ini  memberikan
gambaran tentang metode Flat yang digunakan oleh LKS Al Yasini
dalam menentukan margin, serta faktor-faktor yang memengaruhi
harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah?.

Keempat, Model Implementasi Akad murabahah pada
Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian
yang dilakukan oleh Abdul Rachman, Widi Astuti, Aisyah Defy R
Simatupang, ldha Azizah, dan Martavevi Azwar tahun 2023
mengeksplorasi tiga model penerapan murabahah di perbankan
syariah di Indonesia. Model pertama konsisten terhadap figih
muamalah, sedangkan model kedua hampir sama dengan model
pertama, namun dengan perbedaan signifikan dalam perpindahan

46Khozainul Ulum, “Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan
Murabahah,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam Volume 8, No. 2 (2020):
20-36.

4’"Muhammad Fahmul Iltiham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan
Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah,” Malia (Terakreditasi) 12, No. 1 (2020): 109
24,
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kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah dan
pembayaran langsung dilakukan oleh pihak bank kepada penjual
pertama. Model ketiga, yang saat ini banyak diterapkan oleh
perbankan syariah di Indonesia, melibatkan pihak nasabah
melakukan akad murabahah dengan bank, sambil mewakilkan
(akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang
akan dibelinya. Model ketiga ini menjadi sorotan karena akad
murabahah dilakukan tanpa proses kepemilikan barang oleh bank,
melanggar prinsip sah murabahah menurut DSN-MUI yang
mengharuskan adanya kepemilikan sendiri terhadap objek jual
beli.®

Kelima, Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah
dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan
oleh Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang
Iswahyudi tahun 2022, membahas Pembiayaan murabahah sebagai
transaksi pembiayaan yang berlaku di bank syariah. Jenis
pembiayaan ini dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia yang
ingin  memanfaatkan fasilitas perbankan syariah. Dalam
pelaksanaan pembiayaan murabahah, bank syariah memerlukan
perjanjian atau akad, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 04 Tahun 2000 dan syarat sahnya perjanjian atau perikatan
menurut KUHPerdata®.

Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada beberapa
faktor mendasar sebagai berikut:

Pertama dalam kajian figh, murabahah ialah penerapan
prinsip jual beli dalam usaha menyediakan kebutuhan konsumtif
nasabah baik itu kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan pokok
(sembako), tanah, rumah, sepeda motor dan lainya maupun
kebutuhan kelancaran—investasi - seperti mesin, barang-barang
kebutuhan produksi dan lain-lain, dengan satu kententuan yaitu
barang atau objek yang ditransaksikan harus memenuhi kriteria
yang ditetapkan figh, salah satunya yaitu objek adalah milik penuh
penjual, sementara yang terjadi dalam realita pada UPK Eks PNPM

48Abdul Rachman et al., “Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” Madani Syariah 6, No. 1 (2023): 81-92.

“9Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan
Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” Al-Mnhaj:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, No. 2 (2022): 375-80.
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Kabupaten Pidie pembiayaan murabahah dilakukan dengan tidak
menghadirkan objek/barang pada saat transaksi murabahah
dilakukan,

Kedua, margin murabahah merupakan karakteristik utama
pembiayaan ini, pijakannya adalah konsep laba (ar-ribhu) dalam
jual beli. Figh tidak menetapkan secara tegas berapa batas
persentase tertinggi yang boleh diambil penjual dalam hal laba,
namun figh hanya memberikan acuan bahwa laba sepatutnya
mencerminkan nilai keadilan, layak dan tidak tidak dilandasi oleh
unsur-unsur haram. Sedangkan yang terjadi di UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie, margin murabahah ditetapkan mengacu secara
jelas pada acuan bunga yang sebelumnya mereka tetapkan pada
saat menjalankan kegiatan SPP UPK PNPM. Juga seharusnya
besaran keuntungan/harga jual murabahah adalah kesepakatan
antara penjual dengan pembeli, Khususnya pada besaran
keuntungan yang diambil oleh penjual, bukan pada biaya cost
murabahah, sementara yang terjadi di lokasi penelitian pihak UPK
sudah mengakumulasikan semua besaran cost murabahah dan
keuntungan dalam bentuk persentase, tidak memberikan penjelasan
secara detail, juga besaran persentase margin yang ditetapkan
tergantung lama waktu pembiayaan dengan tidak menyediakan
ruang dialog ataupun diskusi dengan calon nasabah.

Ketiga, Keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah. Penerapan
pembiayaan berbasis prinsip syari’ah seperti murabahah pada
semua lembaga keuangan syari’ah merupakan sebuah keharusan
untuk memberi nasihat, saran dan mengontrol agar semua produk
pembiayaan sejalan dengan prinsip syari’ah (Figh mu’amalah) dan
fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Sementara yang terjadi di
UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie penerapan pembiayaan
murabahah dilakukan tanpa adanya DPS sehingga pembiayaan
yang diterapkan tidak sejalan dengan kedua pedoman di atas (Figh
mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah)

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori (theoretical framework) yang digunakan
dalam penelitian ini mencakup tiga tataran teori. Teori pertama yang
digunakan adalah Teori Jual Beli. Teori ini merupakan teori umum
yang menjadi pijakan pelaksanaan semua jenis jual beli, termasuk di
dalamnya jual beli murabahah. Teori yang kedua adalah Teori
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Murabahah. Teori ini berfungsi untuk melihat bagaimana konsepsi
figh mu’amalah menguraikan jual beli murabahah yang merupakan
bagian dari jual beli amanah. Sedangkan teori yang ketiga yaitu Teori
Iltizam untuk melihat apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab
para pihak dalam sebuah akad atau transaksi.

1.6.1 Teori Jual Beli

Teori jual beli dalam fikih Islam merupakan bagian dari
cabang fikih muamalah yang mengatur hukum-hukum tentang
transaksi ekonomi. Terdapat beragam sumber referensi yang
digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam teori jual beli,
yang utama adalah Al-Qur'an, hadis, ijma (konsensus para ulama),
dan giyas (analogi hukum). Di samping itu, terdapat juga
pandangan dari berbagai madzhab fikih, seperti Maliki, Hanafi,
Syafi'i, dan Hambali, yang memberikan penekanan berbeda pada
aspek-aspek tertentu dalam transaksi jual beli*®. Prinsip-prinsip
utama dalam teori jual beli fikih Islam meliputi®*:

a. Larangan Riba: Riba adalah praktik bunga atau keuntungan
tambahan yang diperoleh tanpa ada pertukaran barang atau
jasa yang setara. Praktik riba dilarang keras dalam Islam
karena dianggap sebagai eksploitasi- yang tidak adil
terhadap orang lain.

b. Larangan Gharar: Gharar merujuk pada ketidakpastian
atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat
menyebabkan keraguan atau ketidakadilan bagi salah satu
pihak. Transaksi yang mengandung gharar harus dihindari
dalam Islam.

c. Larangan Maisir: Maisir adalah perjudian atau spekulasi
yang tidak sehat dalam transaksi. Praktik maisir dilarang

%0 Al-Sarakhsi and Abu Bakr Muhammad Ahmad, Al-Mabsut, vol. 22, 1981.

SLAl-Syarbini, Kitab Al-Asl, Kitab Al-Madharabah. MS. Dar Al-Kutub Al-
Misriyyah, Figh Hanafi 491, vol. 42b, nd. dan Yaser Saleh Qais, Munther AL-Nimer
Barakat, and Sinan S. Abbadi, “The Quality of Cost Accounting Systems in Manufacturing
Firms: A Literature Review,” Cogent Business and Management 10, no. 1 (2023),
https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2209980; Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam
Pandangan Islam,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239,
https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494
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karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan stabilitas
ekonomi dalam Islam.

d. Larangan Ghish: Ghish adalah praktik penipuan atau
manipulasi informasi dalam transaksi jual beli. Kejujuran
dan kepercayaan saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak dalam Islam.

e. Persetujuan (ljab gabul) dan Kepemilikan (tamlik) yang
Jelas: Transaksi jual beli harus didasarkan pada persetujuan
atau kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli,
serta. kepemilikan yang sah atas barang yang
diperdagangkan.

Islam mengakui berbagai jenis transaksi yang diizinkan,

seperti jual beli tunai, jual beli dengan sistem bagi hasil, dan
transaksi salam. Prinsip-prinsip ini mengatur cara transaksi
dilakukan dengan tetap memastikan keadilan, kejujuran, dan
kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Focus utama keabsahan jual beli terletak pada
kesempurnaan rukun dan syaratnya sebagaimana diatur oleh figh,
sehingga ukurannya bukan pada bentuk atau model yang disetting
sedemikian rupa, namun selama objek transaksi termasuk kategori
halal dan prosesnya juga halal, selanjutnya prosesi akad juga tidak
bertentangan syari’ah maka jual beli yang dilakukan dikategorikan
sah dan mengikat satu sama lain.

Definisi tentang penjualan menurut PSAK No. 23 yang
dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010
membaginya menjadi dua kategori: penjualan barang dan penjualan
jasa.

a. Penjualan Barang: Ini mengacu pada barang-barang yang
dimiliki oleh perusahaan dan dimaksudkan untuk dijual
kembali. Dengan kata lain, perusahaan membeli barang-
barang ini dengan tujuan untuk menjualnya kepada
pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan
barang umumnya melibatkan produk-produk berwujud
seperti barang dagangan, persediaan, atau barang jadi.
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b. Penjualan Jasa: Kategori ini melibatkan penyediaan jasa
daripada barang fisik. Ini mengacu pada pelaksanaan tugas
atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan
kesepakatan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Contoh
dari penjualan jasa termasuk jasa konsultasi, jasa
profesional, kontrak pemeliharaan, dan penawaran non-
berwujud lainnya *2.

PSAK No. 23 memberikan pedoman untuk perlakuan
akuntansi dan pelaporan pendapatan dari penjualan, baik itu
penjualan barang atau penjualan jasa. Dengan membedakan antara
kedua kategori ini, perusahaan dapat mencatat dan melaporkan
pendapatannya secara akurat dalam laporan keuangannya,
memastikan transparansi dan kepatuhan dengan standar akuntansi.

Teori jual beli merupakan konsep yang mencakup prinsip-
prinsip dan aturan-aturan yang mengatur transaksi jual beli dalam
ekonomi, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Teori jual beli dalam ekonomi Islam juga mencakup
berbagai jenis transaksi yang diizinkan, seperti jual beli tunai (ba'i
al-nagdan), jual beli dengan sistem murabahah, dan transaksi
salam (salam), di antara lainnya. Prinsip-prinsip ini mengatur cara
transaksi dilakukan dengan tetap memastikan keadilan, kejujuran,
dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teori
jual beli dalam Islam menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran
dalam transaksi, dengan larangan terhadap riba, gharar, maisir, dan
ghish. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis transaksi diizinkan
dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

2Devina Gunadi, Bemardinus Haradi, and G. Freddy Koeswoyo, “Sales and
Purchase Accounting Information Systems In Trading Companies,” Journal of Business
and Technology 2, no. 1 (2022): 29-33, https://doi.org/10.24167/jbtv2i1.4275.
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1.6.2 Teori Murabahah

Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab "Al-Ribh" yang
artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan, metode pembentukan
kata ini menggunakan wazan mufa’alatan yang mengindikasikan
hubungan saling. Oleh karena itu, menurut bahasa, murabahah
mengacu pada sesuatu yang memberikan makna keuntungan.
Namun, menurut istilah, murabahah adalah suatu transaksi jual beli
suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui
oleh kedua belah pihak. Transaksi ini dapat dilakukan antara uang
dan barang, atau barang dan barang dalam bentuk barter, serta uang
dan uang seperti dalam contoh transaksi nilai mata uang Rupiah
dengan Yen. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli yang
mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak =3.

Teori murabahah adalah salah satu konsep dalam fikih
Islam yang mengatur transaksi jual beli amanah. Murabahah
secara harfiah berarti menjual barang dengan keuntungan. Dalam
transaksi murabahah, penjual mengungkapkan biaya pembelian
barang kepada pembeli beserta keuntungan yang diinginkan, dan
pembeli setuju untuk membayar jumlah tersebut dengan
tambahan tertentu sebagai margin keuntungan untuk penjual.>:

Teori murabahah dalam fikih Islam merupakan bagian
dari hukum muamalah yang mengatur transaksi jual beli dengan
sistem keuntungan. Murabahah adalah transaksi dimana penjual
mengungkapkan biaya pembelian barang kepada pembeli beserta
keuntungan yang diinginkan, dan pembeli setuju untuk
membayar jumlah tersebut dengan tambahan tertentu sebagai
margin keuntungan untuk penjual.

Penekanan utama murabahah terletak pada harga modal
dan keuntungan yang diambil, sehingga harga jual murabahah

538ri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, ed. Isnaini Harahap (Medan: FEBI
UIN-SU Press Gedung, 2018).

5Muhammad Khan, Dodik Siswantoro, and Abid Ur Rahman, “The Obstacle
Factors of Musharakah and Mudharabah Application in Pakistan,” Jurnal Akuntansi Dan
Keuangan Indonesia 17, no. 2 (2020): 183-96, https://doi.org/10.21002/jaki.2020.11.
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adalah perpaduan harga modal ditambah dengan keuntungan.
Harga modal adalah harga beli penjual dari pedagang lain
ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya terhadap
pengadaan/mendatang barang tersebut yang bukan merupakan
kewajibannya sebagai penjual, sedangkan keuntungan adalah
sejumlah harga yang dinginkan penjual dari objek yang
ditransaksikan atau sejumlah harga sebagai imbalan/untung yang
diminta oleh penjual kepada pembeli. Diskusi atau negoisasi
penjual dan pembeli terletak pada besaran keuntungan yang
diinginkan/diminta penjual. Dalam hal ini figh mu’amalah
memberikan batas-batas atau prinsip-prinsip yang perlu di
pegang keduanya yaitu tidak mengandung riba, adil, tidak
ekspoitatif atau unsur keharaman lainnya. Tinggi atau rendahnya
tingkat keuntungan ini tidaklah menjadi ukuran, tetapi yang
menjadi patokan adalah proses pengambilan keuntungan itu
sendiri yang harus sejalan dengan prinsip syari’ah.

Dalam fikih Islam modern, konsep murabahah tetap
relevan dan diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan
kontemporer. Murabahah sering digunakan dalam berbagai
produk keuangan, seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan
kendaraan, dan pembiayaan bisnis. Di bawah ini adalah beberapa
prinsip dan aplikasi murabahah dalam fikih Islam modern:

1. Kepemilikan Barang: Prinsip utama dalam transaksi
murabahah adalah bahwa penjual harus memiliki barang
yang akan dijual secara sah. Dalam perbankan Islam,
institusi keuangan yang menawarkan produk murabahah
harus memiliki kepemilikan atas barang yang akan dijual
kepada klien.

2. Transparansi dan Kesepakatan Harga: Institusi keuangan
yang menawarkan produk murabahah harus memberikan
informasi yang jelas tentang biaya pembelian barang serta
margin keuntungan yang ditetapkan. Harga barang dan
margin keuntungan harus disepakati secara jelas antara
pihak penjual dan pembeli sebelum transaksi dilakukan.

3. Persetujuan: Transaksi murabahah harus didasarkan pada
persetujuan sukarela dari kedua belah pihak tanpa adanya
paksaan. Klien harus menyetujui harga barang dan margin
keuntungan yang ditetapkan oleh institusi keuangan
sebelum transaksi dilakukan.
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4. Tidak Ada Penundaan Pembayaran: Pembayaran dalam
transaksi murabahah harus dilakukan secara tunai sesuai
dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tidak boleh
ada penundaan pembayaran dalam transaksi murabahah.

5. Penerapan dalam Produk Keuangan: Murabahah sering
diterapkan dalam produk keuangan seperti pembiayaan
perumahan, pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan
bisnis. Institusi keuangan Islam menyediakan produk-
produk ini untuk memenuhi kebutuhan finansial klien
dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai.

Prinsip-prinsip murabahah tetap relevan dan digunakan
dalam berbagai produk keuangan yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi pasar saat ini. Referensi utama untuk
memahami konsep murabahah dalam fikih Islam modern adalah
literatur dan fatwa dari lembaga-lembaga keuangan Islam serta
ulama-ulama kontemporer yang mengkhususkan diri dalam
bidang keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa
murabahah adalah suatu jenis transaksi jual beli dalam fikih
Islam dimana penjual mengungkapkan biaya pembelian barang
kepada pembeli beserta keuntungan yang diinginkan, dan
pembeli setuju untuk membayar jumlah tersebut dengan
tambahan tertentu sebagai margin keuntungan untuk penjual.
Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi yang
diizinkan dalam Islam, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah
seperti kepemilikan barang, transparansi, persetujuan, dan
pembayaran tunai tanpa penundaan.

1.6.3 Teori lltizam

Teori iltizam atau komitmen yaitu menggabungkan
berbagai elemen, termasuk etika, estetika, seni, dan ideologi,
menjadi satu kesatuan yang seimbang. Ini mencerminkan
pandangan bahwa komitmen yang kuat atau tekad yang teguh
memerlukan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai
moral, Kkeindahan, serta pesan atau ideologi yang ingin
disampaikan. Teori iltizam menekankan pentingnya integrasi dan
harmonisasi antara berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk
moralitas, keindahan, dan pemahaman akan peran seni sebagai
sarana untuk menyampaikan pesan atau ideologi. Ini menawarkan
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suatu kerangka kerja atau pendekatan holistik yang memandang
individu sebagai kesatuan yang kompleks, yang tidak dapat
dipisahkan satu elemen dari yang lainnya dalam upaya untuk
memahami komitmen atau tekad yang mereka miliki®.

Teori iltizam (perikatan) atau komitmen dapat dijelaskan

sebagai konsep yang melibatkan hubungan hukum antara dua
pihak dimana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu
dari pihak lainnya, sementara pihak yang lain memiliki
kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam bahasa
Belanda, perikatan disebut sebagai "verbintenis”, yang memiliki
kesamaan makna dengan kata "iltizam" dalam bahasa Arab®®.

Secara lebih spesifik, teori "iltizam" dari pendapat ini
mengacu pada suatu hubungan hukum yang menyangkut
kewajiban dan tanggungjawab antara dua individu atau pihak.
Istilah-istilah terkait seperti “perjanjian”, "tanggungjawab",
"kewajiban", dan "amanah" memberikan gambaran lebih lanjut
tentang cakupan teori ini. Sebuah "iltizam" atau komitmen
melibatkan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak, dimana
satu pihak (pihak yang berhak) memiliki hak untuk menuntut
sesuatu dari pihak lainnya (pihak yang berkewajiban), dan pihak
yang berkewajiban memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan
tersebut®”.

"lltizam" adalah transaksi yang dapat mengakibatkan
perpindahan, muncul, atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi
itu melibatkan kehendak pribadi (diri sendiri) atau terkait dengan
kehendak orang lain. Istilah “iltizam™ dalam hal ini seringkali
diidentikkan dengan makna umum dari kata "akad", meskipun
memiliki perbedaan dengan makna khusus dari akad tersebut.

%Dima M.T. Tahboub, “The Cutting Edge Between Nationalistic Commitment
(Ittizam) and Literary Compulsion (llzam) in Palestinian Literature,” Arab Studies Quarterly
45, no. 2 (2023): 15470, https://doi.org/10.13169/arabstudquar.45.2.0154.

%6Umi Rohmah, “Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam,” Jumal Al-
‘Adl7, no. 2 (2014): 145-56.

5 Ibid.
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Secara lebih umum, istilah "iltizam" sering digunakan dan
memiliki arti yang lebih luas daripada kata "akad" 2.

Dengan demikian, teori “iltizam" dari pendapat ini
menekankan pentingnya hubungan hukum yang berdasarkan pada
kewajiban dan hak antara dua pihak, yang terkadang diatur oleh
perjanjian atau kesepakatan tertulis. Ini mencerminkan konsep
umum tentang perikatan dalam hukum, dimana satu pihak
memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya
berdasarkan pada kesepakatan yang dibuat di antara mereka.

1.7  Metode Penelitian
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dikategorikan
jenis penelitian kualitatif-normatif dikarenakan yang dikaji gejala
hukum yang timbul pada Pembiayaan murabahah yang
diimplementasikan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Eks
PNPM di Kabupaten Pidie. Sebagai sebuah penelitian kualitatif-
normatif, penulis berusaha menemukan dan merumuskan formulasi
baru yang sejalan dengan Figh mu’amlah dan fatwa DSN-MUI
tentang murabahah dan relevan dengan UPK Eks PNPM.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu,
Pertama pendekatan normatif, pendekatan ini penulis gunakan
untuk melihat prinsip-prinsip Jual beli murabahah yang terdapat
dalam al-qur’an maupun al-hadis dan pendapat para ulama figh
tentang konsep murabahah yang telah mereka rumuskan, tujuannya
adalah agar dapat dijadikan sebagal acuan dalam merumuskan
konstruksi akad murabahah pada UPK Eks PNPM kabupaten
Pidie.

Kedua pendekatan yuridis, pendekatan ini penulis gunakan
untuk melihat peraturan perundang-undangan perihal pembiayaan
murabahah meliputi UU Perbankan Syari’ah, Peraturan Bank
Indonesia, Peraturan OJK, Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan
murabahah, dan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan
Syari’ah.

8Nurhaeti, “Konsep Ilzam Dan Iltizam, Subyek Hukum, Forcemajeure, Najhur,
Dan Wanprestasi,” Jurnal 1lmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 1, no. 1 (2019): 12-26.
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Ketiga pendekatan historis, pendekatan ini penulis gunakan
untuk melihat bagaimana para ulama figh terdahulu merumuskan
konsep murabahah pada masa itu, hal ini membantu penulis dalam
usaha mengkonstruksikan formulasi pembiayaan murabahah sesuai
dengan kondisi real masa Kini.

Keempat pendekatan empiris, pendekatan ini penulis
gunakan untuk melihat serta menganalisis bagaimana penerapan
pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM dan faktor-faktor
yang melandasinya sehingga ditemukan data lengkap dan real
perihal penerapan murabahah, kegunaannya akan membantu
penulis menyesuaikan konstruksi murabahah yang aktual dan
sejalan dengan nilai-nilai islam.

1.7.2 Sumber Data
Penelitian dilakukan dikarenakan munculnya kasus hukum
yang terjadi di lapangan yaitu penerapan pembiayaan pada UPK
Eks PNPM kabupaten Pidie, sumber data penelitian pun
dikategorikan menjadi dua yaitu pertama data primer, sekunder dan
tersier. Data primer utama penelitian ini berupa al-Qur’an, al-Hadis
yang merupakan bahan hukum utama kajian hukum Islam, dan
hasil wawancara di lapangan dengan para responden meliputi unsur
stake holder UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie. Responden yang
penulis wawancaral terdiri dari:
1. Ketua UPK Eks PNPM kecamatan Glumpang Tiga dan
kecamatan Mutiara Timur
2. Sekretaris UPK Eks PNPM kecamatan Glumpang Tiga
dan kecamatan Mutiara Timur
3. Bendahara UPK Eks PNPM kecamatan Glumpang Tiga
dan kecamatan Mutiara Timur
4. Staf UPK Eks PNPM kecamatan Glumpang Tiga dan
kecamatan Mutiara Timur
5. Nasabah UPK Eks PNPM kecamatan Glumpang Tiga
dan kecamatan Mutiara Timur
Data primer kedua meliputi fatwa dan pendapat para ulama
figh tentang murabahah, peraturan perundang-undangan berupa
UU perbankan Syari’ah, peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI
berkenaan dengan Pembiayaan murabahah, juga Qanun Aceh
tentang LKS. Data sekundernya berupa buku-buku dan tulisan-
tulisan dan beragam karya tulis ilmiah lainnya berkenaan dengan
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murabahah. Sedangkan untuk data tersiernya berupa tulisan-tulisan
yang popular di media cetak maupun media elektronik berkenaan
dengan Pembiayaan murabahah.

1.7.3 Tehnik Pengumpulan Data dan Objek Penelitian
Pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan target
menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, pertama dengan
cara pengumpulan data lapangan dengan cara wawancara dan
observasi dengan para responden pada UPK Eks PNPM Kabupaten
Pidie yaitu UPK Eks PNPM Kecamatan Glumpang Tiga dan UPK
Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur. Kedua dengan cara
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan terhadap
berbagai literatur, baik yang diperoleh secara offline dan online dan
sumber literatur lainnya yang tersedia di perpustakaan UIN Ar-
Raniry maupun perpustakaan lainnya. Kedua data tersebut yang
diperoleh nantinya akan diklasifikasikan menjadi data primer,
sekunder dan tersier sebagaimana uraian poin sumber data di atas.
Objek penelitian ini adalah UPK Eks PNPM Kabupaten
Pidie dan Pembiayaan murabahahnya oleh karena itu, kajiannya
terfokus pada penerapan pembiayaan murabahahnya dan kajian
normatifnya dilakukan untuk merumuskan kontruksi pembiayaan
murabahah yang proposional dan sejalan dengan Figh dan Fatwa
DSN-MUI tentang murabahah bagi lembaga dan masyarakat.

1.7.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variable utama penelitian ini adalah UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie yaitu semua pihak yang terlibat dan mempunyai
kewenangan serta peran dalam kegiatan penerapan pembiayaan
murabahah. UPK Eks PNPM kabupaten pidie adalah lembaga
keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan bagi nasabah di
tingkat kecamatan dalam kabupaten Pidie berdasarkan prinsip
syari’ah. Variabel kedua penelitian ini adalah  pembiayaan
murabahah yaitu sebuah produk penyediaan dana bagi nasabah
yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah
tangga atau usahanya baik bersifat konsumtif, produktif dan
invenstasi.

Kedua variable ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan
akan dilakukan analis dengan berbagai pendekatan yang
dikemukakan pada pada poin pendekatan penelitian di atas untuk
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dirumuskan formulasi konsep pembiayaan murabahah yang
proposional dan berbasis Figh dan fatwa DSN-MUI tentang
Murabahah.

1.7.5 Analisis Data
Untuk Data hasil wawancara di lapangan, dianalisis secara

deskriftif. Analisis data dilakukan secara bersamaan setelah data
lapangan terkumpul. Dengan menggunakan metode analisis content
(analisis isi), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mentranskripkan data hasil

2. Memilah, menelaah serta Menganalisa data hasil

wawancara tersebut untuk menjawab rumusan masalah.
3. Mengambil Kesimpulan
Selanjutnya setelah semua data terkumpul, baik itu data

lapangan maupun data kepustakaan seterusnya akan dilakukan
pemilahan, interpretasi, membuat perbandingan antara praktek
dengan teoritis serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan. Data teori

dan data lapangan tersebut akan dilakukan penelaahan secara
mendalam untuk merumuskan formulasi konsep murabahah baru.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi kepada enam
bab. Pada bab | diuraikan latar belakang masalah yang
menggambarkan kondisi objektif dan idealnya sehingga nampak
adanya masalah, dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian atau
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan hasil
penelitian, juga disertai studi kepustakaan terhadap penelitian
terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, untuk melihat
perbandingan dan perbedaan khusus penelitian ini, dan yang
selanjutnya diuraikan kerangka teori, metode penelitian dan sampel
serta teknik pemgumpulan data, teknik analisis data, dan
sistematika pembahasan.

Pada Bab II' menguraikan teori jual beli dan konsep
murabahah dalam literatur figh untuk dijadikan pijakan menilai
dan melihat konsepsinya secara menyeluruh.

Bab Il menguraikan penerapan pembiayaan murabahah
pada Lembaga keuangan syari’ah di Indonesia yang meliputi
implementasi pembiayaan murabahah, mekanisme penetapan
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margin, falsafah operasional, kedudukan Fatwa DSN-MUI dan
fungsinya serta pembahasan lainnya yang berkaitan dengan
penerapan pembiayaan murabahah pada LKS di Indonesia.

Bab IV merupakan paparan data hasil penelitian, dimulai
dengan uraian gambaran umum UPK Eks PNPM di Kabupaten
Pidie, sistem operasionalnya, landasan hukum yang digunakan,
keseluruhan tentang mekanisme penerapan pembiayaan murabahah
dan penyelesaian sengketa.

Dan Bab V merupakan Bab Analisis terhadap hasil
penelitian dengan merumuskan formulasi murabahah baru untuk
UPK Eks PNPM kabupaten Pidie yang sejalan dengan Figh
Mu’malah dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Dan Bab VI merupakan Bab penutup yang menguraikan
kesimpulan hasil penelitian dan berikutnya disajikan rekomendasi
sifatnya membangun demi perkembangan UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
Lembaga penyedia dana bagi masyarakat di Kabupaten Pidie.



BAB 11
KONSEP JUAL BELI MURABAHAH PERSPEKTIF FIQH

2.1 Pengertian Jual Beli Murabahah dan Dasar Hukumnya
2.1.1 Pengertian Jual Beli Murabahah
Kata murabahah dari segi bahasa berasal dari kata 4=l -

== mengikuti wazan fa'ala-yufa’ilu-mufa‘alatan yang

mempunyai makna saling menguntungkan. Dalam lisan al-arab
murabahah "berasal dari kata (z=3!) atau ar-rabh (z=)!) yang
memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan ( s\l
ANl 4). Dengan kata lain, al-ribh tersebut dapat diartikan sebagai
keuntungan. Al-Khathabiy menyebutkan dua variasi lain kata
tersebut dengan makna yang sama, yaitu al-ribah (zL!) dan al-
ribahah (a=L)l)) dengan makna yang sama yaitu penambahan,
pertumbuhan keuntungan®.

Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, murabahah
adalah suatu bentuk transaksi jual beli dimana penjual
mengungkapkan biaya dan margin keuntungan yang diambil, dan
pembeli setuju untuk membayar total tersebut dalam waktu
tertentu. Dalam murabahah, penjual mendedikasikan dirinya untuk
membeli barang yang diinginkan oleh pembeli dan menjualkannya
kepada pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang
telah disepakati. Ini adalah salah satu bentuk transaksi yang sering
digunakan dalam perbankan syariah dan perusahaan keuangan
Islam.

Penting untuk diingat bahwa konsep dan praktik
murabahah dapat bervariasi di antara lembaga keuangan dan
negara yang berbeda, dan terdapat beberapa perbedaan dalam
pandangan dan interpretasi hukum Islam di antara berbagai ulama

L Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan Al-’Arab (Beirut: Dar Shadir,
1992), him. 442,
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dan mazhab. Oleh karena itu, definisi detail murabahah dapat
sedikit berbeda dalam berbagai dan kajian hukum Islam?.

= 8305 & I a8y J3NT dal KG u s

Artinya: “Mengalihkan atau mengalihkan kepemilikan atas sesuatu
yang dimiliki berdasarkan kontrak pertama dengan harga
pertama dengan tambahan keuntungan.”

Menurut pandangan ulama Malikiyah, definisi murabahah
mungkin serupa dengan definisi yang telah penulis sebutkan
sebelumnya, yaitu sebagai suatu bentuk transaksi jual beli dimana
penjual mengungkapkan biaya dan margin keuntungan yang
diambil, dan pembeli setuju untuk membayar total tersebut dalam
waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam esensi dasarnya, definisi
murabahah tidak berbeda antara berbagai mazhab dalam Islam.

S gl bl Colo e Of a aSIW S LS a21N 550y
9 oam masl el Of oo dledt Lo L) 12) ae dsly cbalpal
of Oles JSU Tas sty Jsiof omy Ll e Lly coplis of Tlas

o5

Artinya: “Jual beli murabahah adalah akad jual beli dimana penjual
mengumumkan harga barangnya dan memperoleh
keuntungan tertentu, seperti perkataan: Saya membeli

barang ini seharga 10 dinar dan saya memperoleh
keuntungan sebesar 1 dinar atau dua dinar, atau dia
menjelaskan dengan kata-katanya sendiri bahwa saya
mendapat untung 1 dirham per dinar atau semacamnya3.

Definisi yang dikemukakan ulama Syafi’e dan Hambali

masih sama dengan definisi yang dikemukakan ulama Hanafi dan
Maliki di atas, hanya saja bahasanya saja yang berbeda namun

2\Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Jil 5 (Maktabah Syamilah
Versi 11 GB: Darul Fikr, 1230 H), him. 3765.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh. . ., hlm. 3765.
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hakikatnya sama. Imam al-Mawardi dalam kitab “al-Igna’ fi Hillil
Alfadh Abi Sujja'” memberikan definisi akad murabahah sebagai
berikut:
gt U md) 5a gl L
Artinya: "murabahah adalah penjualan dengan keuntungan yang
diusahakan."

Dalam murabahah, penjual secara aktif mencari barang
yang diinginkan oleh pembeli dan menjualkannya kepada pembeli
dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati.
Definisi ini mencerminkan prinsip dasar dari transaksi murabahah
dalam hukum Islam. Murabahah adalah jenis akad jual beli syariah
dengan pertambahan laba yang disepakati kedua belah pihak®.

Murabahah merupakan akad dalam syariah Islam yang
menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama
oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-
Quran dan Ijma para ulama. Murabahah merupakan suatu akad
yang dijalankan’ menggunakan ‘instrumen jual beli dengan
mengambil keuntungan. Murabahah dengan cicilan, yang artinya
jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual
beli>. Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati.

Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli syariah
dalam ekonomi Islam dimana penjual mengungkapkan biaya
produksi atau akuisisi barang. dan. menambahkan margin
keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli. Dalam
murabahah, penjual secara aktif mencari dan membeli barang yang

“Fadilla Mutiara and Aravik Havis, ‘“Penerapan Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan Pada PT.Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah,” Jimpa 1, No. 2
(2021): 207-16.

Bagya Agung Prabowo, “Reputation Oversight by the Sharia Supervisory Board
Toward Wakalah Contract Application on Murabahah Financing,” in Advances in Social
Science, Education and Humanities Research 436, No. 40 (2020), 775-781.
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diinginkan oleh pembeli dan kemudian menjualkannya kepada
pembeli dengan harga yang mencakup biaya produksi serta margin
keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Transaksi
murabahah ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang
atau pembiayaan dengan membayar harga yang telah ditentukan,
tanpa melibatkan unsur riba (bunga) yang dilarang dalam hukum
Islame.

Murabahah umumnya digunakan dalam berbagai aspek
keuangan syariah, termasuk dalam pembiayaan konsumen,
pembiayaan bisnis, dan pembelian aset seperti rumah atau
kendaraan. Ini adalah salah satu instrumen keuangan yang penting
dalam sistem keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip
syariah, seperti larangan riba (bunga) dan keadilan dalam transaksi
keuangan’.

Penjualan dalam transaksi murabahah memperoleh
keuntungan dari selisih harga antara harga beli awal (100) dan
harga jual kepada pembeli (200). Dalam contoh tersebut,
keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 100. Ini menunjukkan
bahwa penjual mendapatkan keuntungan yang jelas dari transaksi
ini. Keuntungan ini diperoleh dengan mengumumkan harga jual
kepada pembeli. Artinya, penjual secara jujur dan terbuka
mengumumkan harga penjualan dan pembeli menyetujui harga
tersebut. Ini berbeda dengan riba (bunga) yang dilarang dalam
Islam, dimana keuntungan tidak boleh didasarkan pada bunga atau
tambahan yang tetap atau tersembunyi. Dalam murabahah,

® Eka Nuraini Rachmawati and Wenny Darmaya, “‘Analisis Penetapan Margin Pada
Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT
Al-Ittihad Pekanbaru,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 1, No. 2 (2018): 76-89,

"Abdul Rachman and Erik Pratama, ‘“Penetapan Margin dalam Pembiayaan
Murabahah,” Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance 7, No. 2
(2018): 17-35
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keuntungan didasarkan pada perbedaan harga yang disepakati oleh
kedua pihak®.

Dalam definisi murabahah yang disampaikan oleh Ahmad
al-Khatib  Syarbaini  As-Syafi'e, istilah "keuntungan yang
dimaklumkan"® mengacu pada prinsip transparansi dan kesepakatan
antara penjual dan pembeli. Artinya, dalam transaksi murabahah,
baik penjual (biasanya lembaga keuangan) maupun pembeli harus
sepakat secara jujur mengenai jumlah keuntungan yang akan
diperoleh penjual dari transaksi tersebut. Hal ini berbeda dengan
riba (bunga) yang dilarang dalam Islam, dimana keuntungan
ditentukan oleh suku bunga tetap atau tersembunyi yang harus
dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Definisi murabahah yang diberikan oleh Wahbah az-
Zuhaili dalam kitabnya "Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu™ serupa
dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam definisi
tersebut, murabahah dijelaskan sebagai bentuk jual beli dimana
harga awal atau biaya pokok barang ditambahkan dengan
keuntungan yang akan diperoleh ‘oleh penjual®. Dalam hal ini,
beberapa poin penting dapat diidentifikasi:

1. Jual Beli: murabahah adalah suatu transaksi jual beli, yang
berarti terlibat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan
pembeli.

2. Harga Awal dan Keuntungan: Harga jual barang dalam
murabahah ditentukan dengan cara menambahkan
keuntungan kepada harga awal atau biaya pokok barang. Ini

8 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad alkhatib Syarbain As-Syafi’e, Mughni Al-
Mubhtaj lla Ma rifatil Ma ani Alfadhil Minhaj, 2nd ed. (Maktabah Syamilah 11 GB: Darul
Kitab llmiah, 1994), him. 476.

®'Keuntungan yang dimaklumkan" menekankan pentingnya integritas dan
kesepakatan antara kedua pihak dalam transaksi. Penjual harus dengan jelas menyampaikan
besaran keuntungan yang akan diperolehnya, dan pembeli harus bersedia dan setuju dengan
harga jual yang telah diumumkan. Dengan demikian, Murabahah dapat dianggap sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) asalkan prinsip transparansi dan kesepakatan
dipatuhi.

10 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh ..., him. 703,
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menggambarkan bahwa penjual harus secara terbuka dan

jujur menyampaikan harga awal serta margin keuntungan

yang akan diterima.

Definisi  ini  menggambarkan  prinsip-prinsip  dasar
murabahah dalam Islam, dimana transparansi dan kesepakatan
antara penjual dan pembeli sangat penting. Dalam transaksi
murabahah, baik penjual maupun pembeli harus sepakat mengenai
besaran keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual, dan pembeli
harus bersedia membayar harga yang telah ditentukan secara jelas
dan transparan.

Menurut Muhammad Ayyub dan kutipan dari Al-
marghinani yang disampaikan olehnya, murabahah memiliki
karakteristik Penjualan Cost Plus dimana murabahah dapat
didefinisikan sebagai penjualan cost plus, yang berarti bahwa
penjual menambahkan margin keuntungan pada biaya atau harga
pokok barang yang telah diketahui. Dalam hal ini, pembeli
mengetahui biaya pokok barang dan margin keuntungan yang
ditawarkan oleh penjual**.

Menurut = Al-marghinani, salah satu tujuan murabahah
adalah untuk melindungi konsumen, terutama mereka yang kurang
berpengalaman dalam perdagangan atau mungkin cenderung lugu,
dari tindakan licik dan muslihat pedagang. Dengan memberikan
transparansi dalam harga dan margin keuntungan, murabahah
dapat membantu menghindari praktik-praktik penipuan dan
memastikan bahwa pembeli mendapatkan informasi yang jelas
tentang transaksi®2.

Pendekatan inizmencerminkan prinsip-prinsip transparansi
dan perlindungan konsumen dalam murabahah. Penjual harus
memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada pembeli
tentang biaya, harga pokok barang, dan margin keuntungan. Ini
memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan yang lebih

1 Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta:
Kiswah, 2004), him. 63
12 Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam..., him. 63
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informasional dan meminimalkan risiko penipuan atau kesalahan
dalam transaksi.

Kesimpulan, murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual
beli syariah dalam ekonomi Islam dimana penjual mengungkapkan
biaya produksi atau akuisisi barang dan menambahkan margin
keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli. Ini adalah
instrumen keuangan penting dalam sistem keuangan syariah yang
mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan
keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam praktiknya, murabahah
memungkinkan pembeli untuk memperolen barang atau
pembiayaan dengan membayar harga yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang mencakup biaya produksi dan margin
keuntungan, tanpa melibatkan unsur riba.

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli Murabahah
Dasar hukum jual beli murabahah adalah figh muamalah
dalam Islam, yang mengatur transaksi bisnis dan perdagangan.
Legalitas hukum praktek murabahah yang pertama adalah
Alquran yang merupakan sumber hukum Islam dan merupakan
dalil umum tentang dibolehkannya jual-beli.

1. Al-Qur’an
Surat Al-Bagarah ayat 198 dalam Al-Quran dalam bahasa
Arab, dan terjemahannya:

A E56 o o iRl 6 1 oa Sl s U s oS o
IR Gad ol 38 28 5 25008 LS 838503 o1 23 e

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari
Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari

Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.*
Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi

13Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan
tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai
tempat mabit.
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petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-
benar termasuk orang-orang yang sesat.

Ayat ini membahas tindakan mencari karunia atau kebaikan
dari Tuhan selama musim haji. Ayat ini memberi tahu para jemaah
haji bahwa tidak ada dosa atau larangan bagi mereka untuk mencari
kebaikan, berdoa, atau memohon karunia kepada Tuhan mereka
selama perjalanan haji, terutama ketika mereka tiba di Arafah. Saat
tiba di Arafah, jemaah haji diharapkan untuk berzikir dan
memohon kepada Allah, merenungkan dosa-dosa mereka, dan
memohon ampunan serta petunjuk dari-Nya.

Ayat ini juga mencatat bahwa mereka sebelumnya mungkin
tersesat atau melakukan kesalahan, namun dengan kesempatan
yang diberikan oleh musim haji, mereka dapat mencari pembaruan
dan petunjuk dari Allah. Ini adalah pesan tentang kebaikan,
pengampunan, dan kesempatan untuk mengubah diri yang
diberikan dalam ibadah haji.

Ayat ini merupakan bagian dari surat Al-Bagarah yang
membahas tentang ibadah haji. Ayat ini memberikan arahan kepada
para haji bahwa tidak mengapa bagi mereka untuk mencari karunia
atau kebaikan dari Allah ketika mereka berada di tempat-tempat
ibadah seperti Mina. Setelah melaksanakan ibadah haji, ketika
mereka berada di Masy'aril Haram (Muzdalifah), mereka diminta
untuk mengingat Allah dengan khusyuk. Mereka diminta untuk
mengingat Allah sebagaimana petunjuk-Nya dan bersyukur atas
petunjuk yang telah diberikan kepada mereka, karena sebelumnya
mereka mungkin berada dalam keadaan sesat atau tidak
mendapatkan petunjuk yang benar. Ayat ini menegaskan
pentingnya mengingat Allah dalam setiap langkah ibadah haji, serta
menghargai petunjuk dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya
kepada mereka.

Surat Al-Bagarah ayat 275 dalam Al-Quran dalam bahasa
Arab, dan terjemahannya:
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Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba
tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu
terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama
dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba),
lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba),
mereka “itulah penghunt neraka. Mereka kekal di
dalamnya.

Ayat ini membahas masalah riba (bunga) dan praktik ribawi
yang dilarang dalam Islam. Ayat ini menggambarkan orang-orang
yang terlibat dalam transaksi riba sebagai orang-orang yang tidak
dapat berdiri dengan tegak, seperti seseorang yang terhuyung-
huyung atau terseret oleh setan. Ini menggambarkan beratnya dosa
riba dalam pandangan Islam.

Ayat ini juga menjelaskan perbedaan antara jual beli yang
halal dan riba. Jual beli yang halal diperbolehkan oleh Allah,
sementara riba dilarang. Jika seseorang mendapat peringatan dari
Tuhannya tentang mencegah diri dari riba, maka dia harus berhenti
dan mengembalikan apa yang telah diperolehnya dari praktik
ribawi tersebut. Namun, bagi yang terus menerus terlibat dalam
riba, mereka diberitahu bahwa mereka akan menjadi penghuni
neraka dan akan tinggal di dalamnya selama-lamanya.
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Ayat ini memberikan pesan yang kuat tentang larangan riba
dalam Islam dan pentingnya menghindari praktik yang tidak sesuai
dengan ajaran agama. Selanjutnya surat Al-Bagarah ayat 282 dalam
Al-Quran dalam bahasa Arab, dan terjemahannya:

e BB A i o3 I 13 3 oL
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang
piutang untuk waktu yang ditentukan,.....

Ayat ini menekankan pentingnya menuliskan perjanjian
utang piutang dengan baik ketika berutang untuk waktu yang telah
ditentukan. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan
dalam urusan finansial dalam Islam. Ayat selanjutnya memberikan
petunjuk tentang pentingnya menuliskan perjanjian secara jelas dan
meminta dua orang saksi yang adil untuk memastikan keabsahan
perjanjian tersebut. Ini adalah aturan yang diberikan dalam Islam
untuk menjaga keadilan dan mencegah kesalahpahaman atau
konflik dalam urusan utang piutang.

Surat Al-Nisa ayat 29 dalam Al-Quran dalam bahasa Arab,
dan terjemahannya:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang beriman
tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam urusan
keuangan dan bisnis. Larangan keras diberikan terhadap segala
bentuk penipuan, pencurian, atau pengambilan harta orang lain
secara tidak sah. Namun, ada pengecualian yang diberikan untuk
perniagaan yang dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang
terlibat, menekankan pentingnya prinsip suka sama suka dalam
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bisnis. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan agar individu tidak
membahayakan diri sendiri dengan tindakan merugikan, seperti
membunuh diri, yang sangat dilarang dalam Islam. Penutup ayat ini
menegaskan sifat Allah yang Maha Penyayang, mengingatkan umat
Islam bahwa aturan-aturan Islam ditetapkan untuk kebaikan dan
kesejahteraan mereka. Dengan demikian, ayat ini merangkum nilai-
nilai etika bisnis.yang jujur, menjunjung tinggi kesepakatan yang
sah, dan menghindari tindakan merugikan diri sendiri dengan
pengingat tentang kasih sayang Allah yang besar.

Ayat ini memberikan arahan kepada orang-orang yang
beriman untuk menjaga kejujuran dalam urusan keuangan dan
bisnis, serta melarang segala bentuk penipuan atau pengambilan
harta orang lain secara tidak sah. Ayat juga menekankan
pentingnya prinsip suka sama suka dalam berbisnis, dimana semua
pihak yang terlibat harus setuju. Selain itu, ayat ini juga
mengingatkan agar individu tidak membahayakan diri sendiri
dengan tindakan merugikan, seperti membunuh diri. Allah
diingatkan sebagai Maha Penyayang, yang menunjukkan bahwa
aturan-aturan yang ditetapkan adalah untuk kebaikan umat
manusia.

Kesimpulan, dalam hukum Islam, transaksi jual beli
murabahah memiliki dasar hukum yang kuat. Ayat-ayat dalam Al-
Qur'an menekankan pentingnya  kejujuran, integritas, dan
ketidakadaan unsur riba dalam transaksi bisnis. Murabahah
diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Salah
satunya adalah bahwa harga jual barang harus disepakati secara
jelas dan transparan sebelum transaksi dilakukan. Penekanan pada
kepemilikan yang sah juga merupakan aspek penting, dan penjual
harus memiliki barang atau hak kepemilikan yang sah atas barang
tersebut. Larangan riba dalam transaksi juga dijelaskan dengan
tegas, sehingga harga markup yang ditentukan tidak boleh bersifat
ribawi. Selain itu, pentingnya kesepakatan sukarela antara kedua
belah pihak dalam transaksi murabahah juga ditekankan. Ayat ini
juga mengingatkan umat Islam akan kasih sayang Allah dan bahwa
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aturan-aturan dalam Islam ditetapkan untuk kebaikan dan
kesejahteraan. Oleh karena itu, dasar hukum murabahah adalah
sebagai salah satu instrumen keuangan yang diperbolehkan dalam
Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

2.  Al-Hadis
olg)) 2l e & e A Jgony OV wis 2y G e ) e

Artinya: “Dari Abu sa’id Al-khudri, bahwa Rasulullah saw
bersabda “ sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan
atas dasar suka sama suka.” (diriwayatkan oleh Al-
Baihaqi, dan Ibnu Majah, dan di nilai shahih oleh ibnu
Huban).

Hadis di atas memberikan dasar syariah yang penting untuk
jual beli dalam Islam. Rasulullah saw dalam hadis ini menegaskan
bahwa jual beli harus didasarkan pada kesepakatan (Suka sama
suka) antara penjual dan pembeli. Ini menggarisbawahi prinsip
utama dalam transaksi bisnis Islam dimana kedua belah pihak harus
sepakat secara sukarela dalam transaksi tersebut. Hadis ini
memberikan dasar hukum yang kuat untuk prinsip-prinsip
perdagangan dalam Islam yang mencakup transparansi, integritas,
dan keadilan.

) 35 pes B Lo Al Jowy JB JU a0l o Cuge p il 0
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Artinya: Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata:
"Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya
terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

14 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 72-73
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mugaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk
dijual”. (diriwayatkan oleh lIbn Majah).*®
Hadis di atas mengacu pada berkah dalam tiga jenis
transaksi atau kegiatan, salah satunya adalah "jual beli secara
tangguh™ atau dalam modern, "jual beli dengan markup harga"
seperti yang terjadi dalam transaksi murabahah. Rasulullah saw
menegaskan - bahwa berkah dapat ditemukan dalam transaksi
semacam ini. Dengan kata lain, transaksi murabahah adalah
transaksi yang dianjurkan dalam Islam dan dianggap memiliki nilai
berkah. Hadis ini memperkuat penggunaan murabahah dalam
keuangan Islam dan mendukung praktik ini sebagai metode yang
sah dan dianjurkan dalam bisnis Islam.

3. Ijma’

Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli
dalam hukum Islam. Dalam transaksi murabahah, penjual
mengungkapkan  biaya akuisisi barang kepada pembeli dan
menambahkan keuntungan yang telah disepakati di atas harga
pokok. Ini adalah bentuk transaksi yang sah dalam hukum Islam,
asalkan aturan-aturan tertentu dipatuhi. Konsep ini digunakan
dalam pembiayaan syariah dan sering digunakan dalam
pembiayaan perumahan atau pembelian barang modal. Ibnu Rusyd
adalah seorang filosof dan ahli hukum Islam terkenal yang hidup
pada abad ke-12, dan ia memiliki pandangan yang berbeda dalam
beberapa masalah dengan para ulama lainnya. Oleh karena itu,
merujuk kepada pandangan Ibnu Rusyd, para ulama telah berijma;
tentang kebolehan jual beli dengan sistem murabahah.*®

5Muhamamd bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaniy, Abdul Hayyie Al-Kattani, and
Muhammad Mukhlisin, Sunan Ibn Majah (Depok: Gema Insani Press, 2016), him. 768
16 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid...hlm 161
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2.2 Rukun dan Syarat Jual beli Murabahah
2.2.1. Rukun Jual Beli Murabahah

Dalam transaksi jual beli murabahah, terdapat beberapa
rukun (unsur) dan syarat (ketentuan) yang harus dipenuhi agar
transaksi tersebut sah menurut hukum Islam.

Secara umum, jumhur ulama menyepakati bahwa rukun jual
beli itu terdiri dari-lima macam yaitu:*’

1. Penjual
2. Pembeli
3. Objek
4. Harga
5. Sighat (ijab Qabul

Empat imam besar dalam Islam, yakni Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki
pandangan masing-masing tentang rukun dan syarat jual beli.
Pemahaman mereka didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, serta ijtihad
yang mendalam.

Menurut Imam Abu Hanifah, ada tiga rukun yang harus ada
dalam jual beli: penjual dan pembeli, ijab dan gabul, serta barang
dan harga. ljab dan gabul harus dilakukan dengan kesepakatan
yang jelas antara kedua belah pihak.'®* Dalam QS. An-Nisa: 29,
Allah SWT berfirman:

32 512 5555 51 3 o, 8 405 5 Y 5l 5 Gt
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

17 Wahbah Zuhaili, Al-figh Al-islami Wa adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi
alkattani dkk, jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 28
¥Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2013), him. 70
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dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29)

Imam Malik menambahkan satu rukun lagi, yakni adanya
akad yang sah antara penjual dan pembeli. Akad ini harus bebas
dari segala unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), dan riba. Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk
golongan kami. Qrang yang berbuat makar dan
pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2:
326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al
Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).%°

Berarti bahwa Islam melarang seseorang untuk menjual
sesuatu yang bukan miliknya atau belum ia miliki secara penuh. Ini
untuk menghindari penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi jual
beli, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi
dan kejujuran.

Imam Syafi'l menetapkan lima rukun: penjual, pembeli,
barang, harga, dan ijab gabul. Penekanan besar diberikan pada
kejelasan dalam transaksi, di mana semua syarat harus dipenuhi
untuk menghindari kesalahpahaman.?° Allah SWT berfirman dalam
QS. Al-Bagarah: 282:

886 el Jal ) o3 R0 15) 15T ol e o
Artinya: “Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-
Bagarah: 282:)

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jina’i Al Islami, (Beirut: Dar Al-
Kitab Al-Araby. 1990 him. 67

2 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jil, 1V,
(Bogor: PT Kharisma lImu, 2008), him, 149
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Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang serupa
dengan Imam Syafi'i, tetapi menekankan pada kehalalan barang
dan transaksi yang dilakukan. Jual beli harus bebas dari unsur
gharar dan riba, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
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Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah
melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan
tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau
menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau
bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang
pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air
hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa
kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar
manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa
menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR.
Muslim no. 102).2

Semua mazhab sepakat bahwa ijab dan gabul adalah rukun
yang sangat penting dalam jual beli. Ijab adalah pernyataan dari
penjual, dan gqabul adalah pernyataan setuju dari pembeli. Transaksi
harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

2.2.2. Syarat Jual Beli Murabahah
Berdasarkan penelusuran terhadap pembahasan figh dapat
diuraikan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:
1. Syarat Penjual
Dalam Islam, syarat-syarat bagi penjual dalam
transaksi jual beli memiliki peran penting dalam menjaga
keabsahan dan keadilan transaksi. Memahami dan
memenuhi syarat-syarat ini adalah kewajiban yang harus

ZMuslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2002), him.
328
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dipatuhi oleh setiap individu yang ingin melakukan jual beli

menurut hukum Islam. Adapaun syarat penjula dalam

melakukan transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a) Pertama, penjual harus memiliki kapasitas hukum atau
"ahliyyah" yang berarti penjual harus berakal sehat,
baligh, dan tidak berada di bawah paksaan atau
pengaruh  yang menghilangkan . kebebasan dalam
mengambil keputusan. Penjual harus mampu secara
penuh memahami konsekuensi dari transaksi yang
dilakukan. Misalnya, seorang anak kecil atau seseorang
yang kehilangan akal sehatnya tidak diperbolehkan
menjadi penjual karena mereka tidak dianggap memiliki
kemampuan untuk melakukan transaksi yang sah.?

b) Kedua, penjual harus memiliki hak milik yang sah atas
barang yang dijual. Dalam Islam, seseorang tidak
diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan miliknya
atau yang tidak dalam penguasaannya. Kepemilikan
barang oleh penjual "memastikan bahwa transaksi
tersebut bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan
menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.

c) Ketiga, penjual harus mampu menyerahkan barang yang
dijual kepada pembeli. Barang yang dijual harus ada
secara fisik dan dalam kondisi yang dapat diserahkan
kepada pembeli pada waktu yang disepakati. Jika
penjual tidak bisa menyerahkan barang tersebut karena
barangnya hilang atau rusak sebelum diserahkan, maka
transaksi jual beli tersebut menjadi batal .23

d) Keempat, penjual harus mengetahui dengan jelas
spesifikasi barang yang dijual. Ini termasuk jenis,
kualitas, jumlah, dan kondisi barang. Kejelasan ini
penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara

22Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT Rajagraindo Persada,
2013), him. 22
2 Hendi Suhendi, Figih Muamalah ..., him. 25
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penjual dan pembeli, serta untuk menghindari unsur
penipuan. Penjual harus jujur dalam menyampaikan
informasi terkait barang yang dijual. Rasulullah SAW
bersabda,
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin

Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -
yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari (dalam riwayat
lain disebutkan) dan telah menceritakan kepada
kami Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim
keduanya dari+. Suhail bin ~Abu: Shalih dari
bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa  membawa  pedang  untuk
menyerang kami, maka dia bukan dari golongan
kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia
bukan golongan kami." (HR. Muslim. 146).

e) Kelima, penjual harus memiliki niat yang baik dan jujur

f)

dalam melakukan transaksi. Niat ini- harus dilandasi
dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang adil dan
tidak merugikan pihak lain. Penjual yang jujur akan
memberkahi transaksi tersebut dan menjaga agar
hubungan dengan pembeli tetap baik. Kejujuran adalah
salah satu akhlak mulia yang harus dijaga dalam setiap
transaksi jual beli.

Keenam, penjual tidak boleh melakukan transaksi yang
mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti
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riba, maysir (perjudian), atau jual beli barang yang
haram. Barang yang dijual harus halal dan baik, serta
tidak merugikan pembeli baik secara langsung maupun
tidak langsung.?

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, penjual dapat
memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah secara
syariah, adil, dan beretika. Kepatuhan terhadap syarat-
syarat ini juga menjadikan transaksi jual beli sebagai bentuk
ibadah yang diridhai oleh Allah SWT, serta menjaga
keharmonisan dalam hubungan antara penjual dan pembeli.

2. Syarat Pembeli

Dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam,
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli sangat
penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembeli, seperti
halnya penjual, memiliki tanggung jawab yang besar untuk
menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi yang
dilakukan.

a) Pertama, pembeli harus memiliki kapasitas hukum
atau "ahliyyah™ yang berarti bahwa pembeli harus
baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah
paksaan atau pengaruh negatif yang menghilangkan
kebebasan dalam pengambilan keputusan. Kapasitas
ini memastikan bahwa pembeli dapat memahami
konsekuensi dari transaksi yang dilakukannya,
sehingga transaksi tersebut sah ‘menurut hukum
Islam. Anak kecil atau orang yang tidak waras tidak
diizinkan menjadi pembeli karena mereka tidak
dianggap mampu membuat keputusan yang
bertanggung jawab dalam jual beli.

24Guhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2000), him. 101
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b) Kedua, pembeli harus memiliki kemampuan untuk
membayar harga barang yang dibeli. Ini berarti
bahwa pembeli harus memiliki dana yang cukup
atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi
kewajibannya dalam transaksi tersebut. Pembayaran
dapat dilakukan secara tunai atau dengan metode
lain yang disepakati antara pembeli dan penjual,
seperti cicilan dalam jual beli kredit. Pembeli tidak
bolen melakukan transaksi jika dia tahu bahwa dia
tidak mampu membayar, karena ini dapat
menimbulkan kerugian bagi penjual dan merusak
integritas transaksi.?®

c) Ketiga, pembeli harus mengetahui dan memahami
spesifikasi barang yang dibeli, termasuk jenis,
kualitas, kuantitas, dan kondisi barang. Ini penting
untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk
memastikan bahwa pembeli membeli barang yang
sesuai dengan kebutuhannya. Rasulullah SAW
menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi
dengan bersabda, oleh karena itu, pembeli harus
memastikan bahwa ia memiliki informasi yang
cukup mengenai barang yang dibelinya untuk
membuat keputusan yang tepat.

d) Keempat, pembeli harus melakukan transaksi
dengan niat yang baik dan jujur. Niat yang tulus dan
bersih dari segala bentuk penipuan atau niat buruk
sangat penting dalam Islam. Kejujuran dalam niat
dan tindakan pembeli akan memastikan bahwa
transaksi tersebut diberkahi dan diterima sebagai
bentuk ibadah. Dalam Islam, semua aspek
kehidupan, termasuk jual beli, harus dilakukan
dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat.

25 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam ..., him. 102-103
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e) Kelima, pembeli harus memastikan bahwa barang
yang dibeli adalah barang yang halal dan baik
menurut hukum Islam. Pembeli tidak boleh membeli
barang-barang yang haram atau yang dapat
menyebabkan kerugian atau bahaya bagi dirinya
atau orang lain. Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah

kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu.  Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Oleh karena itu, pembeli memiliki tanggung jawab
moral dan hukum untuk memastikan bahwa barang yang
dibelinya tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

f) Keenam, pembeli tidak boleh terlibat dalam
transaksi - yang mengandung unsur-unsur yang
dilarang dalam Islam, seperti riba atau maysir
(perjudian). - Pembeli- juga harus menghindari
transaksi yang dilakukan secara curang atau tidak
adil, yang dapat merugikan pihak penjual atau pihak
lain yang terkait dengan transaksi tersebut. Pembeli
harus selalu berusaha untuk melakukan transaksi

dengan cara yang adil dan transparan, sesuai dengan
nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.?

% Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah KontEkstual (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2002), him. 121-123
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Dengan memenuhi syarat-syarat ini, seorang
pembeli dapat memastikan bahwa transaksi yang
dilakukannya sah, adil, dan sesuai dengan hukum Islam.
Mematuhi syarat-syarat ini juga akan membantu menjaga
keharmonisan dalam hubungan antara pembeli dan penjual
serta membawa keberkahan dalam transaksi tersebut.

3. Syarat Objek

Objek Jual beli dalam figh klasik, adalah barang
nyata yang sudah ada dan siap dijual oleh penjual.
Transaksi ini melibatkan barang fisik yang sudah dimiliki
oleh penjual sebelum transaksi dilakukan. Penjual harus
mengungkapkan harga pokok barang tersebut serta margin
keuntungan yang diambil, dengan keuntungan yang tidak
berubah berdasarkan waktu pembayaran, baik secara tunai
(nagdan) maupun tertunda (ta'jil) tanpa angsuran. Penjual
harus memiliki barang tersebut pada saat transaksi untuk
memastikan bahwa penjual tidak menjual sesuatu yang
belum dimilikinya?®’.

Di dalam @ kitab  Kifayatu al-Ahyar, Syekh
Tagiyuddin Al Husny menjelaskan syarat yang berkaitan
dengan objek jual beli sebagai berikut:?®

a. Milik penuh Penjual

Barang yang transaksikan haruslah milik penuh
penjual, kepemilikannya haruslah absolut sehingga ia
memiliki kekuasaan atas barang atau uang yang
ditransaksikan. Kepemilikan itu adakalanya disebabkan
objek yang.merupakan harta miliknya, atau karena akad
wakalah yang diterimanya dari orang lain, ataupun
karena posisinya sebagali pemegang kewilayahan
terhadap orang yang dinaunginya seperti bapak, nenek

27 Toni Permana and Fran Evan Cahyo Muradi, “Murabahah Dalam Literatur Fikih
Klasik Dan Kontemporer,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA 1, no. 2 (2022):
88-94, https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2114.

28 Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifayatu Al-Akhyar
Fi Hilli Ghayati Al-lIkhtisar, Jilid 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), him. 239
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dan orang yang diwasiatkan, atau dikarenakan
posisinya dijadikan sebagai orang yang mendapatkan
izin dalam syariat untuk menguasainya, seperti
penguasaan barang temuan yang apabila tidak dikuasai
makan akan menyebabkan kebinasaan terhadap barang.
b. Kondisinya suci atau dapat disucikan

Barang yang perjualbelikan haruslah suci, oleh
sebabitu tidak boleh menjual barang yang zatnya
bernajis, ataupun barang bernajis tetapi mungkin untuk
disucikan di masa depan, seperti khamar yang mungkin
menjadi suci dengan dibiarkan tanpa disentuh, begitu
juga kulit hewan yang sudah mati, yang mungkin akan
suci jika dibersihkan dan dikeringkan. Tidak boleh juga
diperjualbelikan sesuatu yang mutanajjis yang tidak
mungkin untuk sucinya. Dalam kitab al-Mahalli Syekh
Jalaluddin al-Mahalli menukilkan satu haidist yaitu:

T e G N
Ozl oy

Artinya: 'Rasulullah melarang dari pada harga anjing, dan
berkata ia nabi, Allah telah mengharamkan
bagimu untuk- menjual khamar, bangkai, serta
babi.

Maknanya adalah dilarang melakukan jual beli
pada objek yang ainnya bernajis, ataupun ainnya
mutanajjis yang tidak dapat disucikan, oleh karena itu
menempati posisi makna najis ain, seperti susu dan
minyak serta lainnya.?’

Dalam kitab Majmu- Syarh Muhazzab imam an-
Nawawi menukilkan salah satu. hadist yang berkaitan
dengan jual beli dengan Yahudi:

2 Syihabuddin al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, Qulyubi Wa Umairah,
Jilid 2 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbaah, 1956), him. 157.
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Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata ia: Allah telah melaknat
Yahudi tiga kali, bahwa sungguh Allah telah
mengharamkan pada mareka akan lemak, maka jual
oleh kalian dan makan oleh kalian akan harganya,
bahwa sungguh Allah apabila telah mengharamkan
sesuatu pada satu kaum maka Allah akan
mengharamkan pada mereka makan tsamannya
(harganya). H.R. Abu Daud dengan isnad yang

pasti.

Alasan mengapa tidak boleh bertransaksi
dengan mereka Yahudi, karena mereka diposisikan
pada posisi hayawan yang bernajis, maka tidak boleh
menjual hayawan yang bernajis sama seperti babi.
Berbeda halnya apabila padanya ada manfaat yang
mubah, seperti anjing maka boleh memilikinya untuk
berburu,” menjaga.hewan ternak, ataupun menjaga
tanaman.*

c. Objek tersebut memiliki manfaatnya

Objek jual beli haruslah memiliki manfaat,
sehingga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada
manfaatnya, tidak boleh pula menjual binatang buas
yang tidak ada manfaat, begitu juga dengan menjual
dua butir ‘biji-bijian, tidak boleh pula menjua alat
lahwin/alat musik yang diharamkan seperti gendang
dan seruling, walaupun mempunyai nilai kepuasan bagi
orang tertentu. manfaat yang dimaksudkan disini yaitu
manfaat yang sejalan dengan syariat dan pada alat
music secara khusus tidak ada manfaat yang diharapkan
syari’at karena fungsinya hanya menciptakan kelalain

30 Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Majmu® Syarh Al-Muhazab,
Jilid 10 (Kairo: arul Hadist, 2010), him. 308.
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yang dapat berujung kepada kemaksiatan, dan pada alat
music tidak didapati manfaat kecualai maksiat.3!
d. Dapat dilihat.

Objek barang yang akan dilakukan transaksi
harus dapat dilihat untuk kategori barang yang mungkin
untuk dilihat, ataupun barang yang disebutkan segala
sifatnya dalam zimmah (tanggungan) yang kedua belah
pihak dapat memahami dan mengenal barang tersebut
dengan baik, maka untuk masalah seperti ini tidak
disyaratkan untuk ~ dilihat. Salah satu yang
menyebabkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk
melihat barang yang akan dilakukan transaksi baik
uang (bagi sipembeli) maupun barang (bagi sipenjual)
adalah untuk menghindari terjadinya gharar.

Dilihat dari sisi keberadaan barang yang
diperjualbelikan, maka status hukumnya dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Barangnya langsung ada di tempat (ainun hadhirah).

Hukum jual beli barang yang langsung ada di
tempat seperti ini adalah boleh. Sah atau tidaknya akad
tergantung pada proses yang dijalani oleh muta agidain
(penjual dan pembeli), apabila prosesnya benar maka
sah status jual belinya, dan juga berlaku sebaliknya
apabila tidak dilaksanakan dengan benar proses jual
belinya, maka menyebabkan tidak sah akadnya
sehingga berujung pada tidak sah jual belinya.

vgjw\cp@j@ﬁ&uwm\@opwwwu@
S

Artinya: “Adapun jual beli barang ditempat, apabila proses

transaksinya sesuai dengan syariat, maka sahlah

akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan
syariat, maka tidak sah akadnya. 72

31 Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al Bujairimi Al Syafi’i, Hasyiah
Al-Bujairimi, Jilid 2 (Bairut: Darul Fikri, 2007), him. 179-180
32 Al-Hushny, Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghayati Al-lkhtisar..., him. 239
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2. Barang belum ada di tempat, namun bisa
ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta
dijamin (ainun maushufun fi al dzimmah).

Jual beli seperti ini biasanya hanya dilakukan
dengan jalan order barang. Untuk akadnya bisa salam
dan ada akad ististna, status hukum terhadap jual beli
barang yang dapat diketahui spesifikasinya dan bisa
dijamin ini hukumnya adalah boleh. Adakalanya barang
sama sekali tidak berada di tempat dan tidak diketahui
wujudnya (‘ainun ghaibah), bahkan spesifikasinya.
Status hukum untuk transaksi objek seperti ini masih
menuai kontroversi.

Menurut semua mazhab, penjual harus memiliki
atau menguasai barang yang dijualnya. Jual beli tidak
sah jika barang tersebut belum ada di tangan penjual,
sebagaimana hadits Nabi SAW:

Gl gl eotle o d ao S s st B Iz
ﬂvuewugwbqu

Artinya: ~ “Wahai  Rasulullah, "ada sescorang yang
mendatangiku lalu ia. meminta agar aku menjual
kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan
terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari
pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaithi wa sallam

e:\
o

menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang

tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud, no. 3503; An-

Nasai, no. 4613; Tirmidzi, no. 1232; dan lbnu Majah,

no. 2187. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini

sahih).>

Tidak boleh menjual barang sebelum sempurna
dimiliki. Jika seseorang menjual barang pada kondisi ini
(belum dia miliki), maka jual beli itu batil. Ini berlaku atas
dua kondisi: Pertama, menjual barang sebelum dia dimiliki.

287

3Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2002), him.
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Kedua, ia menjual barang setelah dia beli, tetapi sebelum
kepemilikannya atas barang itu sempurna dengan serah terima
jika memang kesempurnaan kepemilikannya mensyaratkan
adanya serah terima. Sebabnya, akad jual beli itu tidak lain
terjadi pada kepemilikan. Selama barang belum dimiliki, atau
barang itu telah dibeli, tetapi kepemilikannya belum
sempurna karena barangnya memang belum diterima, maka
belum terjadi akad jual beli atas barang tersebut. Sebabnya,
secara syar’i memang tidak ada barang yang menjadi objek
dalam akad tersebut.>*

Di sisi lain, murabahah menurut figh kontemporer, objek
murabahah sering kali adalah barang yang dipesan terlebih dahulu
olen nasabah. Lembaga keuangan atau bank membeli barang
tersebut sesuai dengan pesanan nasabah dan kemudian menjualnya
kepada nasabah. Objek murabahah bisa sangat beragam, mulai dari
barang konsumsi sehari-hari hingga aset besar seperti rumah atau
kendaraan. Lembaga keuangan atau bank harus memiliki barang
tersebut sebelum menjualnya kembali kepada nasabah untuk
memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembayaran
dalam murabahah kontemporer bisa dilakukan secara tunai atau
dalam bentuk angsuran (tagsith), dengan jumlah pembayaran
mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang sudah
ditetapkan sejak awal.

Dengan demikian, murabahah dalam figh kontemporer
menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal pembayaran dan
penentuan margin keuntungan, yang membuatnya lebih sesuai
dengan kebutuhan keuangan modern, sambil tetap mematuhi
prinsip-prinsip dasar syariah.

Penjual harus memiliki barang yang akan dijual atau hak
kepemilikan yang sah atas barang tersebut, sedangkan objek
transaksi harus jelas dan pasti agar tidak ada keraguan. Harga jual

%Desita Ria Yusian dan Niza Aulia, “Starup Digital Business Mengenal
Peluang dan Tips Bisnis Bagi Para Pemula”, Jurnal JPKMI Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat Bidang Inotec, VVol. 3, No. 2, Tahun 2021, him 36
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barang harus disepakati dengan itikad baik sebelum transaksi
dilakukan, dan harus mencerminkan biaya akuisisi barang serta
markup harga yang telah ditentukan. Pembayaran harus dilakukan
sesuai dengan kesepakatan, biasanya dalam bentuk angsuran atau
pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Transaksi
murabahah harus benar-benar bebas dari unsur riba atau bunga,
dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus sepakat secara
sukarela. Terakhir, dokumentasi yang baik adalah suatu keharusan
untuk menjaga transparansi, menghindari sengketa di masa depan,
dan memastikan bahwa transaksi ini mematuhi prinsip-prinsip
keuangan Islam. Dengan memahami dan mematuhi rukun dan
syarat-syarat ini, transaksi murabahah dapat dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis dalam Islam.

4. Syarat Harga

Dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, harga
memainkan peran krusial dalam memastikan keabsahan dan
keadilan transaksi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait
harga dalam jual beli adalah penting untuk dipahami, baik oleh
penjual maupun pembeli, agar transaksi yang dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.

a) Pertama, harga harus diketahui secara jelas oleh kedua
belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam Islam,
harga tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian
(gharar) yang dapat menyebabkan perselisinan di
kemudian hari. Harga yang jelas berarti baik penjual
maupun pembeli memahami berapa jumlah yang harus
dibayar dan bagaimana cara pembayarannya. Hal ini
menghindari kemungkinan penipuan atau
kesalahpahaman yang bisa merugikan salah satu pihak.
Misalnya, jika transaksi dilakukan dengan cicilan,
jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, dan total
harga yang harus dibayar harus dinyatakan secara jelas
sejak awal.
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b) Kedua, harga harus disepakati secara sukarela oleh kedua
belah pihak. Tidak diperbolehkan dalam Islam untuk
memaksakan harga pada salah satu pihak, baik penjual
maupun pembeli. Kesepakatan ini harus didasarkan pada
kerelaan dan kepuasan kedua belah pihak tanpa adanya
paksaan atau tekanan.

c) Ketiga, harga yang ditetapkan harus bersifat adil dan
tidak boleh menzalimi salah satu pihak. Islam
menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan,
termasuk dalam jual beli. Harga yang terlalu tinggi atau
terlalu rendah, yang bertujuan untuk mengambil
keuntungan yang tidak wajar atau merugikan salah satu
pihak, tidak diperbolehkan.

d) Keempat, harga harus berupa sesuatu yang bernilai dan
diakui dalam syariah. Harga bisa berupa uang tunai atau
barang-barang lain yang dianggap bernilai dan diterima
dalam masyarakat. Dalam kasus barter, misalnya, barang
yang dijadikan harga harus jelas nilainya dan diterima
secara umum sebagal alat tukar yang sah. Islam tidak
memperbolehkan transaksi dengan harga yang tidak jelas
atau dengan barang yang tidak memiliki nilai atau
manfaat yang diakui secara syariah.®

e) Kelima, dalam beberapa jenis transaksi seperti jual beli
kredit (bai' bithaman ajil), harga bisa berbeda antara
pembayaran tunai dan cicilan. Islam memperbolehkan
perbedaan harga ini asalkan disepakati oleh kedua belah
pihak sejak: awal dan tidak ada penambahan harga
setelah kesepakatan dicapai. Penting bahwa tidak ada
unsur riba dalam transaksi tersebut, yaitu penambahan
yang tidak sah atau yang dikenakan atas keterlambatan
pembayaran. Kesepakatan harga ini harus transparan dan

$Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 4 (Bandung: Pustaka Percetakan
Offset, 1998), him. 158-159.
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dijelaskan secara rinci kepada pembeli untuk
menghindari kesalahpahaman.

f) Keenam, harga tidak boleh diubah secara sepihak setelah
transaksi disepakati kecuali dengan persetujuan kedua
belah pihak. Jika harga yang telah disepakati berubah
karena suatu alasan, seperti fluktuasi pasar atau
perubahan kondisi barang, perubahan ini harus
dikomunikasikan dengan baik dan disepakati oleh
penjual dan pembeli. Ini sesuai dengan prinsip syura
(musyawarah) dalam Islam yang  mendorong
penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan
bersama.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, harga yang
ditetapkan dalam transaksi jual beli akan memenuhi prinsip-
prinsip syariah, sehingga transaksi tersebut sah, adil, dan bebas
dari unsur penipuan atau ketidakpastian. Penentuan harga yang
benar juga membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan
antara penjual dan pembeli serta membawa keberkahan dalam
transaksi tersebut.®®

5. Syarat Sighat (ijab gabul)

Sighat atau ijab qgabul dalam transaksi jual beli
merupakan elemen penting yang memastikan keabsahan
transaksi menurut hukum Islam. Sighat adalah bentuk formal
dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana ijab
adalah pernyataan dari penjual yang menawarkan barangnya,
sementara gabul adalah pernyataan.  dari ~ pembeli yang
menerima penawaran tersebut.®” Agar sighat ini sah dan
diterima secara syariah, terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi.

him

122

%Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),

. 204

$’Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), him.



69

a) Kejelasan dalam ljab dan Qabul

ljab dan gabul harus dilakukan secara jelas dan
tegas, tanpa ada keraguan atau ambiguitas. Pernyataan
yang digunakan oleh penjual dan pembeli harus mudah
dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Misalnya,
jika penjual mengatakan, "Saya menjual barang ini dengan
harga Rp100.000," maka pembeli harus merespons dengan
jelas, seperti "Saya beli dengan harga tersebut.” Kejelasan
ini_penting untuk menghindari perselisihan yang bisa
timbul dari ketidakpastian.
b) Dilakukan dalam Satu Majelis

ljab dan gabul harus dilakukan dalam satu majelis,
yang berarti dalam satu tempat dan waktu yang sama.
Kedua belah pihak harus hadir atau terhubung langsung
ketika melakukan transaksi. Ini untuk memastikan bahwa
kesepakatan tersebut terjadi secara langsung dan tanpa
jeda waktu yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Jika
ijab dilakukan pada satu waktu dan gabul dilakukan pada
waktu lain, transaksi tersebut dianggap tidak sah karena
tidak terjadi dalam satu majelis.
c) Keselarasan antara ljab dan Qabul

[jab dan gabul harus sejalan dan sesuai satu sama
lain. Artinya, apa yang ditawarkan oleh penjual dalam ijab
harus sama dengan apa yang diterima oleh pembeli dalam
gabul. Misalnya, jika penjual menawarkan sebuah barang
dengan harga tertentu, pembeli harus menerima barang
tersebut dengan harga yang sama, tanpa perubahan.
Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa kedua
belah pihak ‘benar-benar sepakat atas transaksi yang
dilakukan.
d) Kesukarelaan dan Tanpa Paksaan

ljab dan gabul harus dilakukan secara sukarela
tanpa adanya unsur paksaan. Dalam Islam, transaksi jual
beli harus didasarkan pada kesepakatan yang tulus dari
kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa dipaksa
atau terpaksa melakukan transaksi, maka ijab gabul
tersebut tidak sah. Kesukarelaan ini menjamin bahwa
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transaksi dilakukan dengan penuh keikhlasan dan
keadilan, sesuai dengan ajaran Islam.
e) ljab dan Qabul Menunjukkan Kesepakatan Final

ljab dan gabul harus menunjukkan bahwa
kesepakatan yang dibuat bersifat final dan mengikat, tanpa
syarat tambahan yang belum disepakati. Setelah ijab dan
gabul dilakukan, transaksi tersebut harus dianggap selesai
dan sah. Jika ada syarat tambahan yang belum disepakati,
maka ijab qabul harus ditunda hingga semua syarat
tersebut disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.
Hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari
dan memastikan bahwa transaksi tersebut sah menurut
hukum Islam.
f) Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Kapasitas Hukum

Sighat atau ijab gabul harus dilakukan oleh orang
yang memiliki kapasitas hukum, baik dari segi usia
maupun kemampuan mental. Ini berarti bahwa baik
penjual maupun pembeli harus baligh, berakal sehat, dan
mampu memahami konsekuensi dari pernyataan yang
mereka buat. Anak-anak atau orang yang tidak memiliki
akal sehat tidak diizinkan melakukan ijab gabul karena
mereka tidak dianggap mampu membuat keputusan yang
sah dalam konteks jual beli.*

Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat ini,

sighat atau ijab gabul dalam transaksi jual beli akan sah
menurut syariah. Keabsahan ijab gabul menjamin bahwa
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan adil,
serta sesuai dengan prinsip-prinsip;Islam. Ini juga memastikan
bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin, sehingga
transaksi berjalan dengan baik tanpa adanya sengketa atau
ketidakpuasan di kemudian hari.

%Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2010), him. 53-54
¥Hendi Suhendi, Figih Muamalah ..., hlm. 56
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2.3 Kerangka Teoretis dalam Implementasi Murabahah di
Lembaga Keuangan Syariah
2.3.1 Teori Institusional Change

Teori Institusional Change menjelaskan bagaimana
perubahan dalam suatu institusi terjadi akibat faktor internal dan
eksternal. Institusi adalah kumpulan aturan, norma, dan perilaku
yang membentuk interaksi sosial -.dan ekonomi dalam
masyarakat. Douglass North berpendapat bahwa perubahan
institusi  dipengaruhi  oleh ~ kebutuhan adaptasi terhadap
lingkungan yang berubah, baik dari segi regulasi, teknologi,
maupun kebutuhan sosial.®® Dalam konteks UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie, perubahan dari sistem konvensional ke sistem
berbasis syariah merupakan contoh nyata penerapan teori ini.
Perubahan ini dipicu oleh regulasi seperti Qanun Aceh No. 11
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*' dan juga
Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2021 tentang
BUMDesma. 42

Transformasi ini juga melibatkan penyesuaian struktur
operasional UPK Eks PNPM, termasuk penetapan margin sesuai
prinsip syariah, penyusunan akad murabahah, serta pengawasan
terhadap  implementasi- hukum  syariah.  Keberhasilan
transformasi ini sangat bergantung pada kesesuaian institusi
dengan norma-norma masyarakat dan regulasi yang ada. Dengan
memahami kerangka Teori Institusional Change, dapat dianalisis
bahwa pembaruan institusi ini tidak hanya menyangkut aspek
ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial dan keagamaan.
2.3.2 Teori Good Government

Teori Good - Government: - menekankan pentingnya
penerapan prinsip-prinsip._tata kelola yang baik, vyaitu
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Prinsip ini
relevan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap

40 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic
Performance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 73

41 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

42 peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa Bersama
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pengelolaan lembaga®® seperti UPK Eks PNPM. Dalam
implementasi murabahah, prinsip tata kelola yang baik terlihat
dari kejelasan akad, kesepakatan margin keuntungan yang adil,
serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Transparansi sangat penting untuk menghindari praktik
yang tidak sesuai syariah, seperti gharar (ketidakpastian) dan
tadlis (penipuan). Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan
melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
bertugas ~memastikan kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip
syariah. Keberadaan DPS merupakan bentuk implementasi tata
kelola yang baik dalam pembiayaan murabahah. Selain itu,
partisipasi masyarakat melalui musyawarah antar desa (MAD)
memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan strategis.
2.3.3 Teori Perubahan Perilaku

Teori Perubahan Perilaku menjelaskan bagaimana
individu atau kelompok mengubah pola pikir dan tindakan
mereka akibat motivasi, pengaruh sosial, dan lingkungan.**
Dalam konteks UPK Eks PNPM, teori ini dapat digunakan
untuk memahami perubahan perilaku masyarakat dan pengelola
lembaga dari sistem berbasis bunga ke sistem syariah. Faktor
utama yang mendorong perubahan perilaku ini adalah edukasi
mengenai prinsip-prinsip syariah, sosialisasi oleh lembaga
keuangan syariah, dan pengaruh regulasi pemerintah daerah.

Perubahan  perilaku ~ masyarakat  terlihat  dari
meningkatnya kesadaran akan pentingnya transaksi yang bebas
riba, transparansi dalam penetapan margin, serta partisipasi aktif
dalam proses musyawarah. Pengelola UPK Eks PNPM juga
mengalami perubahan perilaku, terutama dalam hal memahami
prinsip syariah, menyusun akad yang sesuai, dan mengelola

4 M. Shamsul Haque, “Good Governance in Non-Western Contexts:
The Relevance of Cultural Norms,” International Journal of Public
Administration 26, no. 8-9 (2003): 901-920. 5. Wahbah Al-Zuhaili, Figh Islam
wa Adillatuhu (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 7: hal. 112.

4 Tcek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational
Behavior and Human Decision Processes 50, no. 2 (1991): 179-211. 7. Ali
Sakti, Konsep dan Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Pers, 2020), hal. 113.
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margin keuntungan yang adil. Namun, keberhasilan perubahan
perilaku ini memerlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi
yang berkelanjutan.

2.4 Karakteristik Jual Beli Murabahah Menurut Ulama Figh
2.4.1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip- dasar dalam perumusan konsep dan
implementasi_ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan
Hadis yang membimbing perilaku ekonomi Muslim. Secara umum
prinsip-prinsip yang sering dikemukakan oleh para pemikir
ekonomi islam dalam berbagai buku-buku dan artikel yang mereka
terbitkan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (Adil):

Prinsip ini merupakan salah satu pijakan utama dalam
ekonomi Islam. Al-Quran dan Hadis sering kali menekankan
pentingnya keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Semua
individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi
berdasarkan ras, agama, atau sosial ekonomi.

2. Prinsip Kepemilikan (Milk):

Al-Quran dan Hadis menggarisbawahi hak individu
untuk memiliki harta dan aset pribadi dengan tanggung jawab
sosial. Kepemilikan harus dilindungi, tetapi pemilik juga
diharapkan untuk berbagi dengan yang membutuhkan melalui zakat
dan infak.

3. Prinsip Ketaatan Terhadap Hukum Allah (Syariah)

Semua transaksi ekonomi dan bisnis harus sesuai dengan
prinsip-prinsip Shariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan
terhadap praktik-praktik yang dianggap haram (terlarang) oleh
agama Islam.

4. Prinsip Transparansi dan Jujur (Istigamah):

Kepala dalam bisnis dan transaksi ekonomi harus jujur
dan transparan dalam semua interaksi. Membentuk kontrak yang
jelas dan memenuhi komitmen adalah prinsip yang ditekankan.

5. Prinsip Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
(Mas'uliyyah Ijtima‘iyyah):
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Ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial
individu dan bisnis terhadap masyarakat. Prinsip ini mencakup
dukungan untuk kegiatan amal, zakat, dan kegiatan sosial yang
dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung.

6. Prinsip Kebebasan Ekonomi (Istinbat)

Ekonomi Islam- memperbolehkan kebebasan dalam
berinvestasi, berdagang, dan berbisnis, asalkan tunduk pada aturan-
aturan Shariah yang telah ditetapkan.

7. Prinsip Ketidakdiskriminasi (Nubdh)

Semua individu, tanpa memandang agama atau etnis,
memiliki hak yang sama dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada
diskriminasi dalam akses ke peluang ekonomi atau perlakuan
dalam transaksi.

8. Prinsip  Kepemilikan Bersama (Musharakah dan

Mudarabah)

Konsep kepemilikan bersama di dalam ekonomi Islam
memungkinkan individu atau bisnis untuk berinvestasi secara
bersama-sama dalam proyek dan berbagi keuntungan serta
kerugian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar bagi pengembangan
sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Penting untuk diingat
bahwa ekonomi Islam adalah bidang yang terus berkembang, dan
ada perbedaan pendapat dalam interpretasi dan implementasinya.
Namun, prinsip-prinsip tersebut memberikan arahan umum bagi
individu dan masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan
ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Sedangkan berdasarkan penalaran secara eksplisit dan
implisit penulis terhadap beberapa ayat al-quran dan hadis yang
berkaitan secara langsung dengan mu’amalah dan berdasarkan
pemahaman yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dapat
ditemukan beberapa prinsip yang bisa dijadikan sebagai dasar
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perumusan konsep dan implementasi ekonomi islam, prinsip-
prinsip tersebut adalah sebagai berikut*:

1. LaRiba
La Riba mempunyai makna pelarangan Riba. Prinsip ini

mengandung pengertian bahwa semua kegiatan ekonomi harus
bebas dari unsur-unsur riba, maka oleh sebab itu beragam akad atau
transaksi yang dirumuskan dan diimplementasikan harus terhindar
dari riba baik nyata ataupun tersembunyi (berpotensi riba). Para
ahli ekonomi atau pelaku ekonomi boleh mendesain ragam akad
atau model transaksi sedemikian rupa yang bisa membuat para
pihak yang melakukan kegiatan ekonomi saling menguntungkan
selama tidak terjerumus dalam riba. Jenis-jenis riba yang perlu
dihindari meliputi‘®:

a. Riba gardh (Penambahan yang disyaratkan diawal dalam
transaksi utang piutang;

b. Riba yadh (penyerahan barang yang tidak diiringi dengan
penyerahan harga pada jual beli, kondisi penjual dan
pembeli berada dalam satu majelis akad);

c. Riba nasiah (pembebanan tambahan secara dhalim karena
disebabkan tertundanya pembayaran) keempat Riba Fadh
(Riba dalam jual beli pada objek yang sama jenisnya tetapi
tidak sama timbangannya atau tertundanya penyerahan
salah objek yang sama jenis dan timbangannya, Riba fadh
ini umunya hanya terjadi pada transaksi emas dengan emas,
perak, Gandum dengan gandum, jelai dan garam.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang Riba
adalah firman Allah swt dalam surat Al-Bagarah ayat 275, sebagai
berikut:

45 Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika muamalah Dalam Islam,” Muamalatuna 11,
No. 1 (2020): 80-102
46 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori..., him. 41.
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Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba
tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu
terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama
dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba),
lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba),
mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di
dalamnya.

Ayat ini menggarisbawahi larangan riba dan penekanan
pada pentingnya sedekah (zakat) dalam Islam sebagai alternatif
untuk berbagi kekayaan dan membantu yang membutuhkan.
Pelarangan riba dalam ayat ini menunjukkan keinginan Allah untuk
mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi dan untuk
memastikan keadilan dalam pertukaran harta. Riba dianggap
sebagai bentuk penindasan dan  ketidakadilan dalam ekonomi
Islam, dan karenanya, umat Muslim dihimbau untuk menjauhinya.

2. La Haram
Prinsip la Haram mempunyai makna larangan melakukan
aktivitas ekonomi atau transaksi pada objek yang diharamkan.

Keberadaan prinsip ini berada pada posisi yang kedua dikarenakan

penekanan untuk menghindari yang haram ini dan penegasan

beratnya dosa terhadap para pelakunya banyak disinggung dalam
ayat dan hadist secara ekplisit dan implisit. Pada prinsip ini setelah
dilakukan pengkajian mendalam larangan transaksi terhadap objek
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yang diharamkan meliputi Haram Li zatihi (Haram transaksi
objeknya seperti jual beli Babi, Minuman Keras dll) dan Haram li
ghairihi (haram yang terjadi karena prosesnya seperti jual beli
muallag dil). Haram li ghairih ini juga seperti jual beli ihtikar
(Penimbunan barang dengan niat akan dijual pada saat harga naik
atau pada saat terjadi kelangkaan), bai an najasy (permintaan dan
penawaran palsu.agar terjadi gejolak permintaan dan penawaran di
pasar untuk meraup keuntungan) dan two in one, satu objek dengan
penegasan dua harga®’.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi
yang diharamkan adalah firman Allah swt dalam surat Al-bagarah
ayat 173, sebagai berikut:

5 el ab B G el G B g s A SCle p W
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Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai,
darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih
dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa
yang terpaksa = (memakannya), bukan  karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan larangan konsumsi makanan yang
diharamkan dalam Islam, seperti daging bangkai, darah, dan daging
babi. Namun, ayat ini juga memberikan pengecualian untuk situasi
darurat (terpaksa), dimana seseorang diizinkan untuk mengonsumsi
makanan tersebut jika mereka tidak memiliki alternatif lain dan jika
mereka tidak melampaui batas dalam mengkonsumsinya.
Prinsipnya adalah bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjaga
kesehatan dan menjauhi makanan yang dapat membahayakan

47 Putri Nuraini, “Dampak Ekonomi dari Thtikar dan Siyasah Al-lghragq Dalam
Konsep Jual Beli,” Al-Hikmah: Jurnal Agama dan llmu Pengetahuan 16, No. 1 (2019): 36—
50.
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kesehatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, kecuali
dalam keadaan darurat.

Ayat ini menunjukkan pemahaman Islam yang seimbang
antara larangan dan pengecualian dalam situasi yang mendesak,
dengan penekanan pada pengampunan dan kasih sayang Allah
terhadap hamba-Nya yang terpaksa. Ini juga mencerminkan prinsip
dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kesejahteraan dan
keadilan adalah tujuan utama dari hukum dan peraturan yang
ditetapkan dalam agama.

3. La Dhirar

Prinsip ketiga dalam ekonomi islam adalah La dhirar yang
bermakna pelarangan saling memudharatkan satu sama lain.
Ekonomi Islam mempunyai tujuan meuwujudkan ketenangan,
kenyamanan dan saling menguntungkan para pelaku ekonomi
dalam memenuhi kenbutuhannya. Beragam aktivitas ekonomi atau
transaksi ekonomi dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan dan
mendapatkan keuntungan. Islam menggariskan beragam metode
perolehan kebutuhan dan keuntungan boleh dilakukan dengan cara
apapun selama tidak berada pada titik yang diharamkan dan tidak
ada pihak yang dirugikan, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Prinsip La Dhirar bisa dilihat secara langsung seperti
diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis laa dhirara
wa la dhirara yang artinya Jangan melakukan sesuatu yang
memudhartkan dirimu dan orang lain.

4. La Maisir

Prinsip keempat yang juga mesti dperhatikan dengan teliti
yaitu Prinsip La Maisir yang =mempunyai makna larangan
perjudian. Hakikat dari perjudian itu adalah semua transaksi atau
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa orang atau
beberapa pihak dengan mengeluarkan modal (baik materi seperti
uang dan lainnya atau non materi seperti tenaga dan lainnya) yang
berpotensi menguntungkan salah satu diantara dapat merugikan
pihak lainnya dengan cara sadar ataupun tidak. Salah satu illat
(sebab hukum) pelarangan judi dalam islam dikarenakan pada
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perjudian akan menimbulkan permusuhan antar pelaku, disamping
juga meninbulkan kecanduan, kelalaian dan menghambur-
hamburkan harta pada jalan yang tidak di-Ridhai Allah swit.
Pengertian larangan perjudian ini apabila dilakukan penelusuran
mendalam bisa diklasifikan menjadi dua yaitu Pertama Larangan
melakukan aktifitas yang dikategorikan sebagai judi, baik
dilakukan secara langsung seperti jual beli lotre, taruhan sabung
ayam dll tanpa menggunkan media/alat apapun atau perjudian
melalui _media/alat seperti android, notebook, PC dan lain-lain
secara offline maupun online. Kedua Larangan melakukan segenap
aktifitas yang melibatkan dua orang atau lebih yang memakai
modal yang menimbulkan konsekuwensi untung salah satu dari
kedua pihak atau pemberian sanksi kepada pihak yang kalah dalam
sebuah kontestasi.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi
maisir adalah firman Allah swt dalam surat Al-maidah ayat 90,
sebagai berikut:
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Artinya: Wahai orang-orang yang = beriman, sesungguhnya
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan
mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan
keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat ini dengan jelas melarang praktik perjudian (maisir)
serta aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan perjudian, seperti
minuman keras dan mengundi nasib dengan anak panah. Islam
menekankan bahwa perjudian adalah perbuatan keji dan termasuk
dalam perbuatan setan, dan umat Islam diwajibkan untuk menjauhi
praktik ini.

Transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur maisir
atau perjudian dianggap tidak sah dalam ekonomi Islam karena
melanggar prinsip-prinsip keadilan, ketidakpastian, dan risiko yang
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tinggi. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, transaksi harus
dilakukan dengan prinsip kepastian dan keadilan, dan praktik-
praktik yang dapat mengarah pada perjudian atau ketidakpastian
yang tinggi harus dihindari. Ayat ini, bersama dengan prinsip-
prinsip ekonomi Islam lainnya, membantu membentuk kerangka
kerja ekonomi yang sesual dengan ajaran agama Islam dan
mendorong transaksi yang sah, adil, dan etis dalam dunia bisnis dan
ekonomi.
5. La Tadlis

La Tadlis merupakan prinsip kelima yang mempunyai
makna Larangan menipu. Aktifitas ekonomi dipandang sebagai
wahana untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya, oleh
karena itu perolehan keuntungan dengan melakukan penipuan
(tadlis) dianggap sebagai prilaku amoral yang mengakibatkan
orang lain rugi dan merusak sendi-sendi ekonomi itu sendiri
dimana tujuan utamanya adalah saling menolong, saling memenuhi
kebutuhan dan saling bekerjasama meraih keuntungan.

Tadlis dalam ekonomi islam meliputi: Tadlis Kualitas
(penipuan tentang kualitas asli - sebuah produk/objek yang
ditransaksikan, Tadlis kuantitas (penipuan terhadap jumlah takaran
real dengan yang disampaikan pada transaksi), Tadlis harga
(penipuan terhadap harga pasar terhadap pembeli yang kekurangan
informasi) dan yang dan Tadlis waktu penyerahan (Penginkaran
secara sengaja oleh penjual terhadap waktu penyerahan barang
yang telah disepakati)*®.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi
tadlis adalah firman Allah swt dalam surat Al-bagarah ayat 168,
sebagai berikut:
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48 Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan..., him. 65.
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Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi
yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-
langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan
musuh yang nyata.

6. La Gharar
La Gharar mempunyai makna larangan melakukan sesuatu
transaksi yang tidak jelas untung dan ruginya. Pelarangan ini
semata-mata untuk melindungi para pelaku ekonomi dari kerugian.

Bentuk transaksi yang mengandung unsure gharar diantaranya jual

beli buah yang belum masak atau jual beli buah yang masih di

pohon, pada jual beli tersebut bisa saja penjual akan mengalami

untung besar, disaat panen harga sudah mengalami penurunan,
kualitas dan kuantitas barang tidak seperti pada saat ditransaksikan,
otomatis pembeli yang mengalami kerugian. Dan juga bisa pembeli
yang akan diuntungkan, pada saat panen harga melambung tinggi,
kualutas dan kuantitas barang mengalami lonjakan tidak seperti
saat keduanya melakukan ijab gabul yang secara otomatis dalam
hal ini penjual yang dirugikan. Gharar dalam transaksi ekonomi
mempunyai klasifikasi yang sama seperti klasifikasi tadlis yaitu

Gharar Kualitas (ketidakjelasan tentang kualitas asli sebuah

produk/objek  yang ditransaksikan, Gharar  kuantitas

(ketidakjelasan terhadap jumlah takaran), Gharar harga

(ketidakjelasan terhadap harga yang dibayarkan) dan yang dan

Gharar waktu penyerahan (ketidakjelasan terhadap waktu

penyerahan barang)®.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi

Gharar dalah firman Allah swt dalam surat An-nisa’ ayat 29,

sebagai berikut:

A G 512 ST el i 20 g Y ol

) Vi St IO Rt (:{M

49 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figjih. . ., hlm. 29.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memiliki dua aspek penting:

1. Larangan Memakan Harta Orang Lain dengan Cara yang
Batil: Ayat ini melarang umat Muslim untuk mengambil
harta orang lain secara tidak benar atau dengan cara yang
tidak sah. Ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam
transaksi ekonomi dan bisnis. Hanya transaksi yang
dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan atau
ketidakadilan) yang diizinkan dalam Islam.

2. Larangan Membunuh Diri: Selain larangan terhadap
tindakan ekonomi yang tidak benar, ayat ini juga
mengingatkan tentang larangan membunuh diri. Kehidupan
adalah anugerah dari Allah, dan umat Muslim dilarang
untuk membunuh diri sendiri. Pesan ini menekankan nilai-
nilai kehidupan dan-menjaga diri dari tindakan yang dapat
membahayakan nyawa.

Ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam
yang mencakup keadilan, etika bisnis, dan penghargaan terhadap
kehidupan. Dalam ekonomi, ayat ini menekankan pentingnya
menjalani transaksi dan bisnis dengan cara yang benar dan adil,
serta menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain atau
diri sendiri.

7. La Risywah
Prinsip yang terakhir ini, la risywah mempunyai makna

larangan suap menyuap. Larangan suap menyuap adalam transaksi

ekonomi akan menciptakan kondisi ekonomi yang tidak stabil
terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar ayng pada
akhirnya akan menyebabkan distorsi pasar. Ekonomi Islam
mengkhendaki bahwa aktifitas di pasar itu berjalan alami tanpa
adanya paksaan, monopoli atau adanya orang yang mencoba
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memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan banyak, suap
menyuap dianggap akan merusak kealamian pasar yang
mengakibatkan bukan hanya pelaku pasar (produsen, konsumen
dan distributor) yang akan mengalami kerugian tetapi juga
pemerintah, seperti kasus suap menyuap ekspor impor benih, sapi,
ikan dan lainnya.

Salah satu ayat yang umum dijadikan dalil pelarang transaksi
Risywah dalah firman Allah swt dalam surat An-bagarah’ ayat 188,
sebagai berikut:
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Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan
jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Sedangkan Adi Warman Karim berpendapat bahwa prinsip
ekonomi Islam adalah asas dasar atau bangunan dasar (pendomen
utama) yang membentuk keseluruhan sistem ekonomi islam itu
sendiri. Prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam itu sendiri secara
universal adalah sebagai berikut®°:

1. Tauhid.
Dalam Islam Tauhid adalah ajaran dasar yang mesti

dipahami dan dimengerti oleh semua umat muslim dalam
mengarungi  samudra . kehidupan. - Prinsip. tauhid dimaksudkan
bahwa aktifitas ekonomi dilakukan atas dasar pengabdian kepada
Allah swt. Sehingga dalam realitasnya pelaku ekonomi tidak
berorientasi pada keutungan semata tetapi juga focus pad mencari
Ridha Allah Swt sebagai sang pencipta.

2. “Adl.

50 Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan..., him. 255,
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Keadilan yang dimaksudkan disini adalah pelaku
ekonomi menempatkan kebijakannya pada tempat seharusnya tanpa
merugikan siapapun. Dalam realitasnya pelaku ekonomi akan
bersikap sama terhadap pelaku ekonomi lainya tanpa membedakan
status social dan posisinya dalam masyarakat sehingga kondisi
perekonomian berjalan pada alamiahnya.

3. Nubuwwah:.
Prinsip nubuwwah yang dimaksudkan disini yaitu para

pelaku ekonomi hendaknya meniru sifat-sifat kenabian dalam
melakukan aktifitas ekonomi untuk menggapai falah, Sifat-sifat
yang dimaksud adalah Siddig, Amanah Tablig dan fatanah.
Implikasi dari pengaplikasin sifat ini oleh pelaku ekonomi akan
menciptakan kondisi pasar yang kompetitif dan menguntungakn
semua pihak. Juga akan menciptakan kualitas pengetahuan yang
sama antara para pelaku ekonomi dalam melakukan apapun
kegiatannya.
4. Khilafah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa semua yang
diciptakan Allah swt punya maksud dan tidak sia-sia dan hal ini
ditegaskan oleh Allah dalam Al-quran. Dan juga ditegaskan bahwa
Manusia diciptakan olen Allah adalah sebagai khalifah fil Ard
sebagaimana Allah swt Firmankan dalam surat Al-bagarah ayat 30.

5. Ma’ad.
Ma’ad sering diartikan sebagai “kembali” yang dalam

hal ini dimaksudkan yaitu kembali kepada Allah swt. Prinsip ini
ditekankan untuk dipahami oleh segenap pelaku ekonomi bahwa
semua  aktifitas ekonomi  kita akan juga  dimintai
pertanggungjawaban besok di akhirat kelak, sehinggga
berimplikasi tidak ada pelaku ekonomi yang semena-mena dan
hanya memikirkan keuntungan pribadinya, namunkan lebih focus
pada pencapaian falah yang menjadi inti tujuan dari pada kegiatan
ekonomi dalam pandangan Islam.

Kesimpulan, Dari prinsip-prinsip yang telah dibahas
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting tentang
prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Keadilan adalah prinsip utama
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dalam ekonomi Islam. Semua transaksi dan kegiatan ekonomi
harus didasarkan pada keadilan, tanpa diskriminasi atau eksploitasi.
Prinsip ini mencakup perlindungan hak kepemilikan, pembagian
yang adil, dan Kketidakdiskriminasi. Selain itu, prinsip ini
mendorong tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam
menjalankan aktivitas ekonomi.

2.4.2 Karakteristik Jual Beli Murabahah Perspektif Ulama

Figh

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa
kitab figh klasik, maka dapat ditemukan uraian-uraian yang secara
umum mengarah pada kategori karakteristik khusus jual beli
murabahah. Ulama mazhab Hanafi, yang dalam hal ini Imam Abu
Hanifah dan pengikutnya Imam Muhammad bin al-Hasan al-
Syaibaini memberikan pendapat yang sama perihal karakteristik
utama jual beli murabahah yaitu kejujuran penjual terhadap harga
modal dari objek/barang yang akan ditransaksikan, keharusan
penjual memberikan informasi yang jujur ini sangat penting,
sehingga penjual dihadapkan pada keharusan menerima
konsekwensi  dilakuakannya Kkhiyar oleh pemebeli apabila
ditemukan adanya unsur khianat perihal harga modal tersebut.

Sedangkan Abu Yusuf yang juga merupakan ulama
terkemuka Mazhab Hanafi ini memberikan pendapat yang berbeda
yaitu pembeli hanya mempunyai Hak untuk mengurangi sejumlah
harga yang dimasukkan oleh penjual pada harga modal, kesimpulan
tersebut dapat dilihat pada ringkasan pendapat ulama pendiri
Mazhab Hanafi berikut ini:
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Senada dengan pendapat Imam. Abi Hanifah dan Imam
Muhammad bin al-Hasan al-Syaibaini di atas, Al-Marghinany
(Wafat 593 H) yang juga bermazhab hanafi, menguraikan
karakteristik utama jual beli murabahah terletak pada kejujuran
penjual terhadap harga asal (modal), konsekwensinya adalah
apabila dalam realitas transaksi ditemukan penjual melakukan
tindakan ketidakjujuran terhadap modal awal ini maka pembeli
mempunyai hak khiar, antara melanjutkan atau membatalkannya,
hal ini sebagaimana penegasannya berikut ini:

%2 S 2 '@W\dwbéﬁéﬁz;\ék\db

Selanjutnya pengikut Mazhab Hanafi era kontemporer, lbnu
Abidin (W 1252 H) mengutarakan bahwa Jual beli murabahah
merupakan bagian dari jual beli amanah yang menuntun penjual
untuk menyampaikan informasi secara jujur kepada pembeli
perihal harga modal, hal ini sebagaimana dapat dipahami dari
penuturannya berikut ini:

o) £ bk 3 OS5 Wy Bl ¥ ol LlE HGYG L
Pl 5 1oVl gty Dol ol 4;\,% 95

SIMaktabah Syamilah, Figh Hanafi , (Maktabah Syamilah Versi Versi 11
GB: 2014 ), hal. 201

S2Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-farighani Al-Marghinany, Abu
Hasan Burhanuddin, Matan Bidayatul Mubtadi Fii Fighil Imam Abi Hanifah,
Juz. 1 (Kairo: Perpustakaan dan percetakan Muhammad Ali Subhi, t.t), hal. 138

lbnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-
Damsyiqi Al-hanafi, Rad almukhtar ‘Alal daril mukhtar Juz, 5, Cet ke-2 (Beirut:
Dar Alfikr,1412 H/1992 M), hal 132
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Penjelasan penjual terhadap harga modal dalam transaksi
murabahah menjadi penentu utama keabsahannya, karena memang
sejatinya ciri khas jual beli murabahah ini terletak pada
keterbukaan penjual terhadap harga modal dari objek yang akan
ditransaksikannya. Selanjutnya Ibnu Abidin juga menguraikan
konsekwensi yang harus - diterima. apabila penjual berbohong
terhadap harga modal, hal ini sebagaimana penuturannya sebagai

berikut:
3 (43 G5 e (oust ol ol ik o Bl (35)
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Dalam perjalan transaksi murabahah, jika ditemukan indikasi
kebohongan (khianat) terhadap harga modal yang dilakukan
penjual dengan pengakuannya sendiri atau dengan keterangan bukti
yang diberikan atau dengan keterangan sumpah yang dilakukan
oleh pembeli maka kelanjutan transaksi murabahah ini ada pada
kekuasaan pembeli untuk melakukan hak khiyar antara
melanjutkan transaksi atau menolaknya.
Menurut Al-Qurtuby (Wafat 463 H), konsentrasi penjelasan
Ulama Mazhab maliki tentang karakteristik Jual Beli Murabahah
juga terfokus pada keharusan penjual memberikan informasi yang
jujur terhadap harga modal objek yang ditransaksikan dikarenakan
memang jual murabahah ini merupakan kategori jual beli amanah.
Dalam pandangan ulama mazhab maliki ini seandainya penjual
melakukan tindakan dusta terhadap harga modal ini maka akan
memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk tetap melanjutkan
transaksi ataupun melakukan fasakh (memilih  menyudahi
transaksi), hal ini dapat dipahami dari ungkapan berikut ini:

%Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-
Damsyiqi Al-hanafi, Rad almukhtar..., hal 137
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Dan konsekwensi terhadap pelanggaran etika kejujuran penjual
dalam hal harga moda ini berlaku untuk transaksi sudah selesai
dilaksanakan, sekalipun penjual mengakui kesalahanya dalam hal
pemberian ‘Informasi mengenai harga modal, ulama maliki
berkesimpulan bahwa pembeli diberikan hak untuk melakukan
fasakh apabila ia menginginkannya, ini seperti kelanjutan
penuturannya sebagai berikut:
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Menurut Ibnu Jazi al-Kalibi al-Ghinathy (Wafat 741 H) yang
juga bermazhab Maliki,>” konsekwensi hukum yang akan diterima
penjual apabila melakukan ketidakjujuran terhadap harga modal
adalah munculnya hak Khiyar bagi pembeli untuk tetap
melanjutkan jual beli atau menolaknya, namun apabila penjual
memperbaiki kembali harga jualnya dengan mengurangi kembali
harga modal sesuai kondisinya, Ibnu Jazi berpendapat pembeli
berkewajiban untuk tetap menyelesaikan transaksi tersebut,
sedangkan menurut Abu Hanifah pembeli tidak dalam posisi wajib.

5Abu Umar, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Barri bin
‘Asim An-namiry Al-Qurtuby, Al-Kafi Fii Fighi Ahli Madinah, Juz, 2 (Riyadh:
Maktabah Ar-Riadhil Haditsah, 1400 H/1980 M), hal, 705

%Abu Umar, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Barri bin
‘Asim An-namiry Al-Qurtuby, Al-Kafi Fii Fighi..., hal, 706

5Abu Kasim, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, Ibnu
Jazi al-Kalibi al-Ghinathy, al-Qawanain Al-Fighiyah, (t.tt: tt) hal. 174
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Hal ini sebagaimana pemahaman penulis terhadap penuturannya
berikut ini:
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Mengenai konsekwensi hukum yang harus diterima oleh
penjual..dalam melakukan pelanggaran etika kejujuran pada
transaksi murabahah juga ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili,
mengutip pendapat imam hanafi beliau berpendapat bahwa
konsekwensi hukum yang harus diterima oleh penjual yang
melakukan khianat terhadap harga modal adalah lahirnya hak
khiyar bagi pembeli untuk melanjtkan jual beli atau menolaknya
dikarenakan esensi dari jual beli murabahah ini dituntun sifat
amanah penjual dalam hal mengungkapkan harga modal

sebagaimana realitasnya. Uraian pendapat beliau dapat dilihat
sebagai berikut:

ol Lede Olagsl (LI 150 AU L) el 13 &f addl o,
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Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, karakteristik

khusus murabahah yang mencerminkan prinsip jual beli amanah
adalah®®:

Pertama,

58 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh allslamiy wa Adilatuhu. . ., him. 3195
59 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh allslamiy wa Adilatuhu. . ., him. 3767-3769.
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Pengetahuan Harga Dasar (Modal): Penjual harus
memberitahukan modal yang sebenarnya dari barang yang
akan dijual (harga asli). Modal awal adalah jumlah yang
dikeluarkan oleh pihak bank atau  penjual dalam
mendatangkan barang tersebut dari supplier. Pembeli harus
mengetahui modal awal ini sebelum transaksi dilakukan,
karena harga yang akan dibayar oleh pembeli didasarkan
pada modal awal. Pengetahuan tentang modal awal ini
adalah syarat sah transaksi murabahah.

Kedua,

oshn =0 056 OF a1zl ol
Pengetahuan Mengenai Keuntungan: Penjual dan pembeli
harus membuat kesepakatan tentang besaran keuntungan
yang akan diterima oleh penjual. = Keuntungan ini
ditambahkan pada modal awal, sehingga modal ditambah
dengan keuntungan menciptakan harga jual barang.
Kesepakatan tentang keuntungan harus transparan dan tidak

boleh menjadi informasi yang disembunyikan (majhul).
Ketiga,

U Jlgal 32l 4 L S5 N Ul e JW ) 0,85 O
Barang Riil yang Bukan Barang Ribawi: Barang yang
diperjualbelikan dalam murabahah harus merupakan barang
riil, bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang
dilarang diperjualbelikan tanpa prosedur tertentu, seperti
dengan timbangan atau takaran yang sama. Barang ribawi
adalah barang yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti
emas, perak, gandum, beras, dan sebagainya. Dalam
murabahah, objek transaksi harus jelas berbeda dari barang
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ribawi atau diperlakukan sesuai dengan ketentuan syariah
Jika terkait dengan barang ribawi.

Dalam sistem keuangan kontempore hari ini, Murabahah
adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam lembaga keuangan
syariah yang digunakan dalam. transaksi jual beli dengan
pembayaran tunda. Berikut adalah karakteristik khusus dari kontrak
murabahah:

1. Pengetahuan Tentang Harga Dasar dan Laba (Mark-Up):
Dalam transaksi murabahah, pembeli harus memiliki
pengetahuan tentang harga dasar atau modal (harga asli)
barang yang hendak dibeli, serta besaran keuntungan atau
mark-up yang akan ditetapkan. Mark-up ini biasanya
berbentuk persentase dari harga modal barang dan biaya
terkait.

2. Pembayaran Ditangguhkan: Pembayaran dalam murabahah
ditangguhkan, artinya pembeli melakukan pembayaran dalam
waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, bukan langsung
tunai.

Perbedaan karakteristik antara murabahah dalam uraian
figh klasik dengan yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI, dapat
disajikan dalam beberapa poin utama®:

1. Ketetapan margin/harga

Dalam murabahah, margin atau harga jual barang bersifat
tetap sejak awal hingga masa pelunasan, sedangkan dalam
pembiayaan konsumtif di bank konvensional, tingkat bunga yang
diterapkan dapat berubah-ubah tergantung pada situasi pasar.

2. Kepastian angsuran
Murabahah memberikan kepastian kepada nasabah
mengenai besaran angsuran pembiayaan, sedangkan dalam
pembiayaan konsumtif sering kali terjadi ketidakpastian dalam
pemakaian dana.

8 Oneng Nurul Badriyah, “Akad Mu’awadah Dalam Konsep Fikih Dan
Aplikasinya Di Bank Syariah,’” Jumal Al-Milal 1, no. 1 (2013): 151-167.



92

3. Penggunaan akad Wakalah

Murabahah yang diimplementasikan  Lembaga
keuangan hari ini mayoritas masuk kategori Murabahah al-
Adiyyah, vyaitu objek transaksi belum dimiliki oleh Lembaga
keuangan. Maka untuk merealisasikan permintaan nasabah maka
lembaga keuangan mengangkat nasabah sebagai wakil untuk
membeli barang atas nama Lembaga keuangan dari supplier,
setelah objek berada dalam penguasaan Lembaga keuangan maka
barulah akad murabahah dilangsungka.

4. Struktur utang nasabah:

Dalam murabahah, utang nasabah senilai harga jual
barang ditambah keuntungan yang disepakati, sehingga utang
nasabah akan berkurang sesuai dengan pembayaran angsuran.
Sedangkan dalam pembiayaan konsumen, utang nasabah terdiri
dari pokok kredit dan bunga, sehingga utang akan berkurang sesuai
dengan pembayaran angsuran pokok kredit dan pembayaran bunga.

Kesimpulan, murabahah sebagai salah satu instrumen
keuangan dalam sistem keuangan syariah, menunjukkan sejumlah
karakteristik yang mendefinisikan prinsip-prinsip dan aspek
penting dari transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam.
Kesepakatan atas harga dasar, laba (mark-up), serta transparansi
terkait biaya dan modal awal menjadi inti dari murabahah. Dalam
hal ini, penting bagi pembeli untuk memiliki pemahaman yang
jelas mengenai modal awal dan besaran keuntungan yang telah
disepakati dengan penjual. Transaksi ini melibatkan barang fisik
yang harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan pembayaran
ditangguhkan, memungkinkan pembiayaan berdasarkan prinsip jual
beli tunda. Selain itu, untuk memastikan kesepakatan yang sah,
barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang riil yang
berbeda dari barang ribawi yang diatur oleh syariah. Melalui
karakteristik ini, murabahah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip
syariah dalam transaksi keuangan, tetapi juga menekankan
pentingnya transparansi, keadilan, dan pemahaman yang jelas
dalam praktik keuangan syariah.
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Konsep murabahah menurut figh klasik adalah jual beli
barang murni dengan tujuan perdagangan yang menjunjung tinggi
nilai amanah. Oleh karena itu, seorang penjual harus transparan
mengenai harga pokok, biaya-biaya, dan keuntungannya (laba)
kepada pembeli. Dalam murabahah klasik, hanya terdapat dua
pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli®.,

Sementara itu, pandangan ulama kontemporer terhadap
murabahah telah mengalami perkembangan seiring dengan
pertumbuhan perbankan syariah. Murabahah Kkini menjadi sebuah
jual beli dengan penentuan kesepakatan laba antara penjual dan
pembeli, dengan memperhatikan keterpautan waktu pembayaran.
Penentuan margin keuntungan ditentukan oleh bank syariah dari
waktu ke waktu, sehingga terjadi pergeseran dari praktik jual beli
menjadi pembiayaan. Selain itu, konsep murabahah menurut ulama
figh kontemporer melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli,
dan pemasok barang.%?

Keunggulan konsep murabahah dalam kajian figh
kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Mekanisme Investasi Jangka Pendek: Murabahah adalah
mekanisme investasi jangka pendek yang lebih mudah
dibandingkan dengan sistem Profit Loss Sharing (PLS).

2. Mark-Up yang Ditetapkan: Mark-up dalam murabahah
dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa bank
memperoleh keuntungan yang sebanding dengan perbankan
berbasis bunga.

3. Menghindari . Ketidakpastian: - (Gharar):  Murabahah
menghindari ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari
bisnis dengan sistem PLS.

4. Tidak Mengganggu Manajemen Bisnis: Murabahah tidak
memberi kemungkinan bagi bank-bank Islam untuk
mencampuri manajemen bisnis.

6lpermana and Muradi, “Murabahah Dalam Literatur Fikih Klasik Dan
Kontemporer.”.. ., hm. 94.
62 permana and Muradii... .., him. 93.
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Namun, kelemahan murabahah dalam kajian figh
kontemporer juga terlihat:

1. Perhitungan Kerugian/Risiko: Mayoritas mekanisme dalam
perbankan syariah terlalu memperhitungkan kerugian atau
risiko yang terjadi apabila pesanan barang nasabah tidak
sesuai dengan spesifikasinya, sehingga dapat membatalkan
transaksi pesanan tersebut.

2. Fluktuasi Harga: Terjadinya kenaikan harga barang akibat
fluktuasi harga komparatif antara sebelum akad dan sesudah
akad dilangsungkan.

Dengan demikian, murabahah telah berkembang dari konsep
jual beli klasik menjadi instrumen pembiayaan yang kompleks dalam
perbankan syariah kontemporer, dengan keunggulan dan kelemahan
yang perlu diperhatikan dalam praktiknya.

2.5 Margin dalam Jual Beli Murabahah
2.5.1 Konsep Laba dalam Jual Beli

Laba merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan operasional suatu entitas bisnis setelah dikurangi dengan
biaya-biaya seperti bunga, pajak, biaya penelitian, dan biaya
pengembangan. Penghasilan bersih, atau laba bersih, kemudian
disajikan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu komponen
penting dalam analisis kinerja keuangan perusahaan.

Laba juga dikatakan sebagai elemen kunci dalam aktivitas
ekonomi yang mencerminkan keberhasilan suatu usaha atau
individu. Ini merujuk pada selisih antara pendapatan yang
diperoleh dari penjualan produk atau jasa dan biaya yang
dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Pendapatan
adalah jumlah uang atau nilai yang diperoleh dari penjualan,
sementara biaya mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk
memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang dijual. Laba
bersih, atau net profit, adalah laba sejati setelah semua biaya
dikurangkan dari pendapatan. Konsep laba sangat penting dalam
mengukur Kinerja bisnis, perencanaan keuangan, dan pengambilan
keputusan. Namun, laba juga harus dicapai melalui praktik bisnis
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yang sah, etis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu
yurisdiksi®,

Dalam jual beli laba adalah elemen fundamental dalam
kegiatan ekonomi yang menjadi bagian integral dari transaksi
perdagangan.5 Dalam perspektif figh, laba didefinisikan sebagai
keuntungan yang diperoleh oleh penjual dari selisih antara harga
beli dan harga jual suatu barang.®® Konsep ini sangat penting dalam
Islam karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kehalalan
dalam transaksi.®

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

o) $55 )l 0 0
Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba" (QS. Al-Bagarah: 275).

Ayat ini menjadi landasan bahwa orang-orang yang
memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil
atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh
dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak
dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup
dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan
berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu
tertuju pada materi dan penambahannya. ltu yang akan mereka
alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari
kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan
mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian

®3Rahmaniar and Fitrian Rizky, “Pengaruh Profitabilitas dan Cash Holding

Terhadap Nilai Perusahaan,” HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi,
Manajemen Dan Akuntansi 1, No. 2 (2022): 22-32.

®4Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta, Raja
Grafinndo Perkasa, 1998), him. 59

®Abu Hanifah, Kitab al-Athar, (Dar al-Kutub al-1Imiyyah, 2000), him.
221

®Muhammad Manullang, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 2002), him. 25.
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itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama
dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama
menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu,
padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan
kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat
merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari
Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu
dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya,
yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini,
boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah.
Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu
datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di
dalamnya untuk selama-lamanya.

Dalil pokok kebolehan mengambil untung adalah Q.S. Al-
Bagarah ayat 180 yang mana risiko halalnya jual beli juga berarti
halalnya mengambil keuntungan.” Menurut Imam Syafi'i, laba
merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh penjual dalam
menyediakan barang atau jasa. la menekankan bahwa laba yang
diperoleh haruslah wajar dan tidak berlebihan, serta sesuai dengan
usaha dan risiko yang diambil oleh penjual. Pendapat ini sejalan
dengan prinsip moderasi dalam Islam, di mana keuntungan tidak
boleh diambil secara berlebihan sehingga merugikan pembeli.

Imam Malik berpendapat bahwa laba yang diambil dalam
jual beli harus mempertimbangkan nilai manfaat dari barang
tersebut bagi pembeli. Dengan kata lain, penjual tidak hanya
mempertimbangkan harga pasar tetapi juga manfaat dan kegunaan
barang bagi konsumen. Hal ini bertujuan agar transaksi jual beli
tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan
keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, laba harus diambil
dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dihadapi oleh
penjual. la menyatakan bahwa laba merupakan kompensasi atas
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risiko yang diambil oleh penjual dalam menyediakan barang untuk
pembeli. Sebagai contoh, risiko kerugian akibat barang yang rusak
atau tidak laku dijual dapat menjadi pertimbangan dalam
menentukan besaran laba yang diambil.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa
laba yang diperoleh dari jual beli haruslah bersih dari segala bentuk
penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba. la menekankan
pentingnya transparansi dalam transaksi jual beli, di mana penjual
harus jujur tentang kondisi barang yang dijual dan tidak menutupi
kekurangannya. Kejujuran dalam jual beli menjadi syarat mutlak
agar laba yang diperoleh menjadi halal.®’

Dalam konteks kontemporer, beberapa ulama seperti Yusuf
al-Qaradawi juga menyatakan bahwa laba dalam jual beli haruslah
wajar dan tidak menzalimi salah satu pihak. la menambahkan
bahwa penentuan laba harus didasarkan pada prinsip keadilan dan
kesetaraan, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang
seimbang dari transaksi tersebut.®®

Selain itu, Wahbah az-Zuhayli menekankan bahwa laba
dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari
aspek moral dan sosial. Menurutnya, laba yang halal adalah laba
yang diperoleh tanpa merugikan orang lain, dan ia menekankan
pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan
ekonomi. Dalam jual beli murabahah, yang merupakan salah satu
bentuk transaksi jual beli yang populer dalam keuangan syariah,
laba telah ditentukan di awal transaksi. Pembeli setuju untuk
membayar harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati. Dalam hal ini, laba dianggap sebagai bagian dari harga
jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. Konsep ini

67 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata
Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 11-12

8 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Vol. 1, Muassasah al-Risalah,
2000), him. 29
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mencerminkan pentingnya kesepakatan bersama dan kejelasan
dalam transaksi jual beli dalam Islam.%®

Kesimpulannya, konsep laba dalam jual beli menurut
perspektif figh sangat bergantung pada prinsip keadilan,
transparansi, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Laba
yang diperoleh haruslah halal, tidak berlebihan, dan didasarkan
pada usaha serta risiko yang diambil oleh penjual. Pendapat para
ulama klasik dan kontemporer menunjukkan pentingnya integritas
dan tanggung jawab dalam memperoleh keuntungan, sehingga
kegiatan jual beli tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi
juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Adapun dalil larangan menaikkan harga sehingga keluar
dari batasan umum adalah mengambil keuntungan pada saat
masyarakat dalam kondisi masyarakat sedang dalam kondisi pailit,
sementara barang yang ia jual merupakan hajat orang banyak atau
makanan pokok. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits
berikut:

I s e @ o Al Jaey dgs Joadl S JB T e
¢ ad) G Lol 2l e @l O] 0 JW $ e o A Jge, b
0> & obl Lenedb dallag o ey Yy oy e i A OF )Y Gl

(ol ey Sl V) dsdf oy)) JLe Yy

Artinya: Dari Anas-radliyallahu, ‘anhu, ia berkata: Telah
terjadi krisis harga pada masa Rasulullah SAW. Lalu
para sahabat mengadu: “Ya Rasulallah, seandainya
ada ketetapan mu soal harga (barang pokok)?” Beliau
bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang
Maha menjamin, Dzat Yang Maha Membeber
Anugerah, Maha Pemberi Rezeki, dan Maha

®Wahbah al-Zuhayli, Figh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. 5, (Dar al-
Fikr, 2002), him. 128
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Menghargai. Sementara sesungguhnya aku hanyalah
vang berharap agar Allah tidak menimpakan bala’
kepadaku, berharap seseorang tidak menuntutku
karena telah berperilaku dhalim kepadanya, terhadap
darahnya dan juga terhadap hartanya. ”(HR. Imam
yang lima, kecuali al-Nasaiy, dan dishahihkan oleh Al-
Tirmidzi.)

Hadits ini ditafsiri oleh al-Syaukani, bahwa hendaknya
pemerintah atau jajarannya yang bertugas di bidang pasar,
bergerak untuk menetapkan harga pasar (fas’ir) bagi
masyarakatnya.

jf Aﬁj& 53\3}“ o W U\fjx.w ‘}!l f-“wi W‘y OT ‘.5}’-“\-5‘ J-‘M
dlal OLaddl

Artinya: “Tas’ir itu adalah perintah penguasa atau wakilnya
atau setiap orang yang bertugas mengurusi
urusannya orang muslim atau pelaku pasar agar tidak

menjual asetnya kecuali dengan harga yang telah

ditetapkan, sehingga berlaku larangan melebihkan
atau membanting harga demi kemaslahatan.”™

Pendapatnya Imam Al-Syaukany ini mengandung beberapa
akibat hukum:

1. Pemerintah berkewajiban menentukan harga dan memaksa

2. Al-Syaukany menyebut dengan lafadh amti’ah yang berarti
properti/aset yang cakupannya lebih luas dari sekedar kebutuhan
pokok masyarakat.

3. Tujuan fas’ir adalah tercapainya kemaslahatan baik terhadap
masyarakat maupun pedagang.

“Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Nail Al-Authar, Juz
2 (Beirut: Dar Al Fik, N.D.), him. 220
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4. Tindakan melebihkan atau membanting harga melampaui
ketetapan harga pokok dari pemerintah merupakan tindakan yang
bisa membawa kemudharatan. Dengan demikian, berdasarkan
ibarat di atas, kesimpulan dari permasalahan perilaku pedagang
yang menaikkan harga demi melihat hajatnya pembeli terhadap
objek tersebut adalah hal yang tidak diperkenankan oleh syariat
selagi pemerintah telah menetapkan harga jual standartnya.

Ulama Malikiyah menentukan batas keuntungan yang
berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas
maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan
demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan
sepertiga ke bawah.”* Yusuf Qardhawi mengomentari Batasan
persentase laba perspektif mazhab maliki tersebut dengan pernyataan
bahwa beliau belum menemukan sumber untuk itu, akan tetapi
terdapat sunnah yang shahih serta prilaku dan perbuatan para sahabat
yang menganjurkan untuk para pemilik barang untuk mendapat laba
sampai 100% selama laba tersebut diperoleh dengan cara yang bersih
dari unsur haram.”

Penentuan besaran laba dalam jual beli tidak melihat
pada besaran persentasenya, hamun yang terpenting adalah laba
yang diperoleh penjual tidak dengan cara mendhalimi atau
menyebabkan kemudhratan bagi orang lain.”® Sedangkan Imam
al-Ghazali membatasi keuntungan pada persentase 5-10% dari
nilai barang, hal ini didasari karena begitu banyak persoalan
yang selalu muncul dalam perdagangan.’

"L Az-Zuhaili, Kebebasan Dalam Islam..., him. 24.

?Fachri Fachrudin, Konsep Laba Berdasarkan Figh Mu’ Amalah,
Marwah Indo Media (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), him. 25

8Solikatun Mubarokah, “Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi
Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli,” Jurnal Al-
Hakim: Jurnal llmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi 2, no. 1
(2020): 1-15, https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2486.

4 Hendra Hendra and Ali Mahadi Ritonga, “Pandangan Imam Al-Ghazali
Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli,” Journal of
Management, Economic and Accounting (JMEA) 2, no. 2 (2023): 80-85,
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Konsep laba dalam jual beli adalah dasar dari kegiatan
ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan. Konsep laba dalam jual beli
memiliki beberapa komponen utama’:

1. Pendapatan (Revenue): Pendapatan adalah jumlah uang
yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Ini adalah
jumlah total yang diterima dari pelanggan atau pihak lain
yang membeli produk atau layanan yang ditawarkan.

2. Biaya (Cost): Biaya mencakup semua pengeluaran yang
terkait dengan produksi atau perolehan barang atau jasa
yang dijual. Ini termasuk biaya produksi, biaya operasional,
biaya pemasaran, biaya distribusi, dan lain-lain. Biaya ini
harus dikurangkan dari pendapatan untuk menghitung laba.

3. Laba (Profit): Laba adalah selisih antara pendapatan dan
biaya. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka
bisnis atau individu akan menghasilkan laba. Sebaliknya,
jika biaya melebihi pendapatan, maka akan ada kerugian.

Laba juga digunakan untuk mengukur kinerja bisnis dan
menilai keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Selain itu, laba
juga dapat digunakan untuk investasi, pengembangan bisnis,
pembayaran utang, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari aktivitas
ekonomi yang melibatkan pertukaran dan transaksi komersial.
Laba dianggap insentif utama dalam hisnis, mendorong individu
dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan jual beli.
Konsep laba dalam jual beli di era modern hari ini sangat penting
karena berposisi untuk?s:

https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-
vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12.

> Dadang Suparman, “Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Penjualan Spare Part Motor di PT. SLM (Selamat Lestari Mandiri),” Jurnal Ekonomedia 07,
No. 2 (2018): 1-16.

6 Anggun Putri Pratiwi, “Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba di
Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Indocompac, 2016; Mariana, Informasi Akuntansi
Dan Keputusan Kredit (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).
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1. Mengukur Kinerja: Laba digunakan untuk menilai kinerja
bisnis. Laba yang tinggi menunjukkan efisiensi dan
keberhasilan dalam menjalankan operasi.

2. Perencanaan  Keuangan: Laba membantu dalam
perencanaan keuangan, termasuk alokasi dana untuk
investasi, pengembangan bisnis, dan pembayaran utang.

3. Insentif Ekonomi: Laba memberikan insentif kepada pelaku
ekonomi untuk terus berproduksi dan menyediakan barang
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Penilaian Nilai: Laba juga dapat digunakan dalam menilai
nilai suatu bisnis atau dalam menilai potensi investasi.
Konsep laba dalam jual beli memiliki peran kunci dalam

dunia bisnis, mendorong usaha-usaha untuk terus beroperasi dan
berinovasi. Laba bukan hanya merupakan ukuran keberhasilan,
tetapi juga digunakan dalam perencanaan keuangan, alokasi dana,
dan penilaian nilai bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa
dalam mencari laba, etika bisnis dan kepatuhan hukum harus
dijunjung tinggi. Laba yang diperolen harus didasarkan pada
praktik bisnis yang sah dan etis, serta mematuhi peraturan yang
berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan.

Konsep laba dalam figh menurut ulama Kklasik dan
kontemporer memiliki perbedaan yang signifikan. Menurut ulama
figh Kklasik khususnya dalam jual beli murabahah, laba harus
didasarkan pada transparansi dan kejujuran. Penjual diwajibkan
untuk secara terbuka menyampaikan harga pokok, biaya-biaya, dan
keuntungannya kepada pembeli, sehingga mencerminkan nilai
amanah yang tinggi dalam: transaksi. Dalam konsep klasik ini,
hanya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli.”’

Sementara itu, ulama kontemporer melihat murabahah dalam sisi
yang lebih modern, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Laba
dalam murabahah kontemporer ditentukan melalui kesepakatan antara

"Permana and Muradi, “Murabahah Dalam Literatur Fikih Klasik Dan
Kontemporer.”..., hlm. 91.
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penjual dan pembeli, dengan mempertimbangkan waktu pembayaran.
Bank syariah menetapkan margin keuntungan yang memungkinkan
mereka memperoleh pendapatan yang stabil dan sebanding dengan
perbankan berbasis bunga, namun tetap menghindari unsur ketidakpastian
(gharar) yang terdapat dalam sistem Profit Loss Sharing (PLS). Selain itu,
murabahah kontemporer melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli,
dan pemasok barang. Keunggulan lainnya adalah murabahah tidak
mengizinkan ~bank untuk mencampuri manajemen  bisnis nasabah,
sehingga nasabah tetap memiliki_kendali penuh atas bisnis mereka.
Namun, kelemahan konsep ini adalah adanya perhitungan risiko yang
cermat, terutama jika barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi atau
terjadi  fluktuasi harga sebelum dan sesudah akad, yang dapat
mempengaruhi transaksi.”

Dengan demikian, konsep laba dalam figh menurut ulama
klasik menekankan pada transparansi dan amanah dalam transaksi
jual beli, sedangkan ulama kontemporer menekankan pada
kesepakatan laba yang adil dan pengelolaan risiko dalam
pembiayaan perbankan syariah.

2.5.2 Margin dalam Jual Beli Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis transaksi dalam jual beli
syariah (perdagangan lIslam) yang digunakan dalam perbankan
syariah dan bisnis Islam. Dalam transaksi murabahah, bank atau
penjual membeli barang atau aset yang diminta oleh pelanggan dan
kemudian menjualkannya kembali kepada pelanggan dengan
markup harga yang telah disepakati. Margin dalam transaksi
murabahah mengacu pada keuntungan atau  markup yang
ditentukan oleh penjual dalam transaksi ini. Margin ini merupakan
keuntungan yang diperoleh penjual dari selisih harga pokok dengan
harga jual.”

8Permana and Muradi...., him. 91.
Abdul Manan, Islamic Economic, Theory and Practice, terj. M

Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him. 205.
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Dalam perspektif figh, margin dalam jual beli murabahah
harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi tersebut sah
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Murabahah dalam figh
Islam memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satu yang
paling penting adalah keharusan adanya transparansi dalam
transaksi. Penjual harus mengungkapkan kepada pembeli harga
pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. Ini adalah
bentuk kejujuran yang diharuskan dalam Islam, karena dengan
transparansi ini, pembeli mengetahui secara pasti berapa besar
keuntungan  yang diperolen  penjual. Kejujuran  dalam
mengungkapkan margin ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap
transaksi dalam Islam harus terbebas dari unsur gharar
(ketidakpastian) dan penipuan.®°

Secara keseluruhan, pendapat para ulama tentang penentuan
margin dalam jual beli murabahah menekankan pentingnya
transparansi, keadilan, moderasi, dan kejujuran. Imam Syafi'i
menggarisbawahi pentingnya penentuan margin yang jelas dan
disetujui oleh kedua belah pihak ‘untuk” menghindari gharar dan
sengketa. Imam Malik menekankan bahwa margin harus moderat
dan tidak memberatkan pembeli, sejalan dengan kebiasaan
masyarakat yang sesuai dengan syariat. Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa margin harus mencerminkan nilai tambah dari
usaha dan risiko yang diambil oleh penjual. Sedangkan Imam
Ahmad bin Hanbal menekankan transparansi dan kejujuran dalam
pengungkapan harga pokok dan margin untuk memastikan tidak
adanya penipuan.®* Dengan demikian, margin yang wajar dan adil

8Yogi Bayu Pratama dan Erwin Febriansyah, ‘The Effect of
Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Finance on the Profitability of Sharia
General Banks in Indonesia in 2013-2017°, BIMA Journal (Business,
Management, & Accounting Journal), Vol. 1, No. 1, 2020, him. 55

81 Mansur Ibn Yusuf al-Bahuti, Kasyf al-Qina ‘an Matin al-lgna (Beirut:
Dar al-Fikr, 1982), him. 234. Dan lihat juga Abu Muhammad Ibn Ahmad Ibn
Qudamah, al-Mughni, Juz IV (Beirut: Riasah Idarah al-Buhus al-1Imiyyah wa al-
Ifta‘ wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, 1981), him. 201.
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menjadi kunci dalam transaksi murabahah, sehingga tidak hanya
menguntungkan penjual tetapi juga adil bagi pembeli, sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.®2

Dari sisi figh secara umum, margin dalam jual beli
murabahah diperbolehkan selama margin tersebut disepakati oleh
kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan.
Margin yang diambil dalam transaksi murabahah haruslah adil dan
tidak memberatkan pembeli. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat
bahwa mengambil margin yang terlalu tinggi atau tidak wajar dapat
masuk dalam Kkategori yang dilarang, seperti penipuan atau
memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan,
dan ini tercermin dalam penentuan margin dalam murabahah. Jika
margin yang diambil sesuai dengan kesepakatan dan tidak
melampaui batas kewajaran, maka keuntungan yang diperoleh dari
transaksi tersebut dianggap halal dan sah. Namun, jika margin
tersebut tidak wajar dan hanya menguntungkan satu pihak, maka
transaksi tersebut dapat dianggap cacat dari sisi syariah.®®

Selain itu, penentuan margin dalam jual beli murabahah
juga harus memperhatikan kondisi pasar dan kemampuan pembeli.
Dalam konteks ini, figh memberikan kebebasan bagi penjual dan
pembeli untuk menentukan margin berdasarkan kesepakatan
bersama, tetapi dengan syarat bahwa margin tersebut tidak
menzalimi salah satu pihak. Hal ini penting agar transaksi yang
dilakukan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga membawa
keberkahan.

Pada praktiknya, murabahah sering digunakan dalam
pembiayaan syariah, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau
kebutuhan lain yang memerlukan pembiayaan besar. Dalam
konteks ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli

8 Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7, dalam
Software al- Maktabah al-Syamilah, 2005, him. 3765.
8 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 39
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barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah
dengan menambahkan margin keuntungan. Di sinilah pentingnya
penentuan margin yang adil dan transparan, agar nasabah merasa
nyaman dan tidak dirugikan.

Dalam kaitannya dengan akad murabahah, ulama juga
menekankan pentingnya memenuhi-semua rukun dan syarat jual
beli, termasuk penentuan margin. Salah satu syarat penting adalah
kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harga dan margin
sebelum transaksi dilakukan. Ini penting untuk menghindari
perselisinan di kemudian hari dan memastikan bahwa transaksi
tersebut sah menurut syariah.

Dari sudut pandang ekonomi, margin dalam murabahah
adalah bagian dari keuntungan yang diambil oleh penjual sebagai
imbalan atas jasa dan risiko yang ditanggungnya. Dalam hal ini,
figh membolehkan pengambilan margin  sebagai bentuk
kompensasi atas usaha yang telah dilakukan oleh penjual. Namun,
figh juga menekankan bahwa margin tersebut harus proporsional
dengan usaha dan risiko yang diambil, serta tidak berlebihan.®

Penentuan harga jual dengan margin yang terlalu tinggi
dalam murabahah dianggap sebagai salah satu penyebab
penyimpangan dalam ekonomi Islam. Bank-bank Islam
beranggapan bahwa Al-Qur'an menghalalkan perdagangan, yaitu
jual beli dengan laba, dan murabahah termasuk dalam kategori ini.
Mengingat tidak adanya pembatasan tertentu atas jumlah
keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu perdagangan, bank-

8 Rida Ahroum, Othmane Touri dan Boujemaa Achchab, “Murabahah
and Musharakah Moutanaquissah Pricing: An Interest-Free Approach”, Journal
of Islamic Accounitng and Business Research, Vol. 11, No. 1, 2020, him 210.

8 Ah. Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada
Perbankan Syariah di Indonesia”, Ahkam: Jurnal llmu Syariah, Vol. 12, No. 2,
2013, him. 76
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bank syariah merasa bebas untuk menentukan berapa pun margin
(keuntungan) dari kontrak murabahah®®.

Menurut ulama Hambali, Ibnu Qayyim, "ketika seseorang
menjual sesuatu seharga seratus untuk pembayaran tunda, atau
seharga lima puluh untuk pembayaran tunai, tidak ada riba di
dalamnya.” Baghawi menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
pendapatan dalam penjualan murabahah asalkan pembeli dan
penjual sepakat pada satu harga dari dua harga yang ditawarkan,
yakni harga tunai dan harga hutang. Ini adalah pendapat dari
Tawus. Pandangan ini mengungkapkan bahwa membayar harga
lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran tunda dilarang
jika penjual mengatakan kepada pembeli, "Aku akan menjual
barang ini dengan harga demikian untuk tunai dan demikian untuk
kredit." Namun, jika penjual dari awal mengatakan bahwa ia akan
menjualnya untuk kredit dan tidak menyebutkan harga tunai, maka
tidak ada masalah dengan keabsahannya menurut hukum. Banyak
ahli agama mengatakan bahwa membayar lebih tinggi untuk
penjualan kredit adalah kebiasaan pedagang, dan dengan dasar ini,
para ahli agama mengizinkan harga yang lebih tinggi®”.

Penentuan margin dalam jual beli murabahah merupakan
hal yang penting dalam keuangan Islam. Prinsip utama dalam
penentuan margin adalah transparansi antara penjual dan pembeli.
Penjual harus dengan jelas menyampaikan kepada pembeli
mengenai harga pokok barang, biaya-biaya terkait, serta besaran
margin atau keuntungan yang akan ditambahkan. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan
sepakat dengan syarat-syarat transaksi secara jelas dan terbuka.

Pembebanan biaya pada pembiayaan  murabahah
mempengaruhi penetapan harga pokok (replacement cost) dan

% Husni Mubarok, “Hukum Margin Ditinjau Dari Prespektif Hukum
Islam Pada Akad Murabahah Yang Terjadi Didalam Perbankan Syari’Ah,”
Iitihad : Jurnal Hukum Dan FEkonomi Islam 13, no. 1 (2019): 63-80,
https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3232.

8" Mubarok.
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harga jual. Menurut Muhammad Farid, para ulama mazhab berbeda
pendapat mengenai biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada
harga jual barang tersebut .

Ulama Mazhab Maliki, misalnya, membolehkan
pembebanan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi
jual beli serta biaya-biaya yang tidak langsung terkait, asalkan
biaya tersebut memberikan nilai tambah pada barang tersebut.
Ulama Mazhab Syafi’i membolehkan pembebanan biaya-biaya
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali
biaya tenaga kerjanya sendiri, karena komponen ini termasuk
dalam keuntungan. Selain itu, biaya-biaya yang tidak menambah
nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
Ulama Mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun
tidak membolehkan biaya-biaya yang seharusnya dikerjakan oleh si
penjual. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya
langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual
selama biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan
menambah nilai barang yang dijual.®®

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:

1) Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya
langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak
ketiga.

2) Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan
biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang
seharusnya dilakukan penjual, maupun biaya langsung yang
berkaitan dengan hal-hal yang tidak berguna.

3) Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya
tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan

8 Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab,”
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 8, no. 1 (2013): 113-34,
https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134.

8 Abdullah Ath-Thoyaar, Al-Bunuuk Al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah Wa at-
Tathbiig, 2nd ed. (Riyadh: Dar al-Wathon, 1994), him. 397.
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pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila

pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab

Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan

ketiga mazhab lainnya membolehkan.

Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan
biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau
berkaitan dengan hal-hal yang tidak berguna.

Selain itu, dalam menetapkan margin, ulama figh
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan
dalam transaksi. Margin yang ditetapkan harus wajar dan tidak
merugikan salah satu pihak. Meskipun tidak ada pembatasan
khusus terhadap jumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari
murabahah, prinsip keadilan (‘adl) harus dijunjung tinggi. Hal ini
berarti bahwa penjual tidak boleh menetapkan margin yang terlalu
tinggi sehingga memberatkan pembeli atau merugikan mereka
dalam transaksi.

Penetapan margin dalam pembiayaan murabahah juga
melibatkan pertimbangan berbagar faktor, termasuk keuntungan
yang akan diperoleh oleh penjual dan biaya-biaya terkait transaksi
tersebut. Faktor-faktor berikut dapat memengaruhi penentuan
margin®:

1. Penentuan tingkat Batasan Margin: Margin adalah
keuntungan yang disepakati dalam transaksi murabahah
dan merupakan selisih antara harga perolehan dan harga
jual barang. Penetapan margin harus transparan dan
didiskusikan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan
pembeli.

2. Pertimbangan Biaya: Dalam menentukan margin, penjual
harus mempertimbangkan berbagai biaya yang terkait
dengan transaksi tersebut, termasuk biaya administratif,

% Abdul Rachman and Erik Pratama, “Penetapan Margin dalam Pembiayaan. . .,
him. 17-35
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logistik, dan kemungkinan masalah yang mungkin muncul

selama proses transaksi.

3. Metode Perhitungan: Margin dalam  pembiayaan
murabahah sering dihitung dengan menggunakan metode
anuitas. Dalam metode ini, besarnya margin dapat
bervariasi tergantung pada jangka waktu pengembalian
pembiayaan. Semakin lama jangka waktu, semakin besar
margin yang akan dikenakan kepada nasabah.

4. Faktor-Faktor Lain: Penentuan margin juga dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti target
keuntungan yang ingin dicapai oleh penjual dan besarnya
volume pembiayaan yang terlibat dalam transaksi. Target
keuntungan ini dapat bervariasi antara lembaga keuangan
syariah satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam dunia modern saat ini, penentuan margin
juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku. Namun
demikian, prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dan
menghindari unsur riba tetap menjadi pedoman utama dalam
menentukan margin dalam murabahah. Dengan demikian, praktek
murabahah dapat memberikan kontribusi positif dalam ekonomi
Islam, asalkan dipahami dan diterapkan dengan benar sesuai
dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam yang berlaku.

2.6 Harga Kredit yang Lebih Tinggi dalam Murabahah

Harga kredit yang lebih tinggi dalam transaksi murabahah
dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang
mungkin menyebabkan harga kredit yang lebih tinggi adalah biaya
administrasi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah dalam
mengelola transaksi murabahah. Biaya ini mungkin mencakup
biaya administrasi untuk pengelolaan dokumen, penelitian, dan
proses persetujuan.

Selain itu, karena murabahah melibatkan pembelian barang
oleh bank dan penjualan kembali kepada nasabah dengan markup
harga, bank mungkin menambahkan margin keuntungan yang lebih
tinggi untuk memastikan pengembalian modal dan mendapatkan
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keuntungan yang wajar dari transaksi tersebut. Hal ini bisa
membuat harga kredit dalam transaksi murabahah menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Harga kredit yang lebih tinggi dalam transaksi murabahah
biasanya terjadi karena penambahan margin keuntungan oleh
penyedia kredit. Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan
syariah yang digunakan dalam transaksi jual-beli, terutama dalam
pembiayaan -kendaraan, properti, dan barang modal lainnya®.
Dalam transaksi murabahah, penyedia kredit (misalnya, bank
syariah) membeli barang yang diinginkan oleh pelanggan dan
kemudian menjualkannya kepada pelanggan dengan harga yang
mencakup pembelian awal serta margin Kkeuntungan yang
disepakati. Margin keuntungan ini adalah cara bagi penyedia kredit
untuk menghasilkan uang dalam transaksi tersebut. Harga kredit
yang lebih tinggi dalam murabahah dapat terjadi karena beberapa
alasan, termasuk®:

1. Besarnya Margin Keuntungan: Jumlah margin keuntungan
yang ditentukan dalam ‘“perjanjian murabahah dapat
bervariasi, Semakin besar margin keuntungan yang
disepakati, semakin tinggi harga kredit yang harus dibayar
oleh pelanggan.

2. Jangka Waktu Pembayaran: Semakin lama jangka waktu
pembayaran, maka semakin besar pula jumlah bunga yang
harus dibayar nasabah. Hal ini karena margin keuntungan
diterapkan pada jumlah yang sama selama periode yang
lebih lama.

3. Keadaan Pasar: Faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang
memengaruhi  harga barang, seperti fluktuasi harga
komoditas, dapat mempengaruhi harga kredit dalam
transaksi murabahah.

91 OJK, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (Jakarta: OJK, 2016).
92 Achmad Irwan Hamzani, “Legalitas Murabahah Sebagai Sistem Operasional
Perbankan Islam Menurut Abdullah Saeed,” Ekonomica Sharia 2, No. 1 (2016): 1-8.
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4. Biaya Operasional: Bank syariah atau penyedia kredit
murabahah juga dapat menambahkan biaya operasional dan
administratif ke dalam harga
Harga dalam transaksi murabahah memang selalu lebih

tinggi daripada harga pasar. Hal ini disebabkan oleh dasar
pembayaran yang ditangguhkan dalam transaksi murabahah.
Semakin lama jangka waktu pembayaran. dalam transaksi
murabahah, semakin tinggi pula harga yang harus dibayarkan oleh
nasabah. Oleh karena itu, ketika nasabah memiliki opsi untuk
membeli produk yang sama di pasar spot (tanpa penundaan
pembayaran), kemungkinan akan membayar lebih sedikit
dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan dalam transaksi
murabahah dengan pembayaran yang ditangguhkan. Kritik seperti
ini sering diajukan terhadap transaksi murabahah dalam keuangan
syariah, dimana beberapa pihak berpendapat bahwa harga yang
lebih tinggi dalam transaksi murabahah sering kali dapat
mengakibatkan biaya tambahan bagi nasabah. Penjual akan
memperhitungkan jangka waktu dimana pelanggan akan membayar
harga dan menaikkan harga sesuai dengan itu®®. Namun, kenaikan
harga jual kredit, yang disebabkan oleh waktu yang dihabiskan
bersama pembeli, tidak boleh dianggap setara dengan tingkat bunga
yang dikenakan atas pinjaman, karena dalam kedua kasus tersebut,
jumlah tambahan akan dibebankan karena keterlambatan
pembayaran.

Tingginya harga -dalam transaksi murabahah disebabkan
oleh margin keuntungan yang dinegosiasikan kedua belah pihak
dan tertundanya waktu pembayaran. Oleh karena itu, murabahah
bukanlah pinjaman berbunga melainkan suatu bentuk penjualan
berbunga yang memungkinkan nasabah bank melakukan pembelian
tanpa harus meminjam dengan bunga. Murabahah adalah alternatif
yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang

93Zakaria Batubara, ‘“Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada
Bank Syariah,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4, No. 2 (2015): 163-76.
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riba (bunga). Dalam murabahah, margin keuntungan adalah bentuk
penggantian atas bunga yang biasa terjadi dalam transaksi
keuangan konvensional. Ini memungkinkan nasabah untuk
membeli barang tanpa harus meminjam uang dengan bunga. Jadi,
murabahah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang
digunakan untuk pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam®,

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam
transaksi murabahah, harga kredit yang lebih tinggi disebabkan
oleh margin keuntungan yang telah dinegosiasikan antara penyedia
kredit (misalnya, bank syariah) dan pelanggan. Murabahah adalah
suatu bentuk penjualan berbunga dalam pembiayaan syariah yang
memungkinkan pelanggan untuk membeli barang tanpa harus
meminjam dengan bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan
Islam yang melarang riba. Kesepakatan harga kredit dalam
murabahah harus transparan dan disepakati sebelumnya, dan harga
tersebut mencakup pembelian barang serta margin keuntungan
yang telah disepakati. Oleh karena itu, murabahah adalah alternatif
yang sah dalam pembiayaan yang memenuhi prinsip-prinsip
syariah.

2.6.1 Konsep Jual Beli Tunai dalam Islam

Jual beli tunai atau transaksi tunai dalam Islam adalah
prinsip yang dianjurkan®. Dalam transaksi tunai, pembayaran
dilakukan secara segera dan seluruh harga barang atau jasa dibayar
pada saat transaksi berlangsung. Prinsip ini sesuai dengan konsep
"ba'i al-tagabudh™ yang berarti “pertukaran ‘langsung tanpa
penundaan atau utang-piutang."

% QJK, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.
% Tira Nur fitria, “Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan
Hukum Negara,” Jurmal Ilmiah Ekonomi Islam 03, No. 2477-6157 (2017): 52-53.
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Jual beli tunai dalam Islam merupakan salah satu bentuk
transaksi yang banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.%
Dalam konteks hukum Islam, transaksi ini dianggap sah dan
diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah
ditetapkan oleh syariah. Jual beli tunai adalah proses pertukaran
barang atau jasa dengan uang yang dilakukan secara langsung pada
saat akad berlangsung, tanpa adanya penundaan atau cicilan.®’

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan
landasan bagi kehalalan jual beli. Dalam Surah Al-Bagarah ayat
275, Allah berfirman:
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Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba

tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri

sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu

terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai

kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba),

lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S
Al-Bagarah ayat:275)%

%Sayyid Sabig, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih
Sunnah, (Alma’rif, Bandung, 1997), him. 47

% Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. (Amzah, Jakarta, 2010),
Cet Ke-1, hIm. 173

%Dapatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2000
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Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang
diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba
atau penipuan. Prinsip ini menempatkan jual beli sebagai aktivitas
ekonomi yang halal, berbeda dengan riba yang dilarang keras
dalam Islam.

Selain itu, dalam Surah An-Nisa' ayat 29, Allah SWT
berfirman:

55 58 055 61N el 18 oK BT 5l 30 it
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (Q.S An-Nisa' ayat:29)%°

Ayat ini menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan
dalam setiap transaksi jual beli. Jual beli tunai, yang dilakukan
secara langsung, memastikan bahwa kedua belah pihak penjual dan
pembeli sepakat dan rela dalam pertukaran tersebut.

Rasulullah SAW juga memberikan banyak petunjuk tentang
praktik jual beli yang benar melalui berbagai hadits. Salah satu
hadits yang sangat relevan adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Umar RA, di mana Nabi SAW bersabda:

"Janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian
miliki." (HR. Bukhari).*®

Hadits ini menekankan pentingnya kejelasan dalam
kepemilikan barang yang dijual. Jual beli tunai menghindarkan

%Dapatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2000

10Muhammad Abdullah Abu Al imam Al-Bukhori. Kitab Shahih
Bukhori. (Dahlan Bandung), him. 1223
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penjual dari menjual barang yang belum dimilikinya, karena
transaksi terjadi secara langsung.

Kejujuran dalam jual beli juga sangat ditekankan dalam
Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah dari
golongan kami." (HR. Muslim).%

Hadits ini. menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan dalam
jual beli adalah dilarang dan sangat berbahaya bagi integritas
transaksi. Jual beli tunai, dengan kejelasan harga dan barang yang
ditukar secara langsung, meminimalkan risiko terjadinya penipuan.

Mazhab Hanafi, salah satu mazhab figih yang besar,
mengajarkan bahwa keadilan dan keterbukaan adalah prinsip utama
dalam transaksi jual beli tunai. Mereka menekankan bahwa harga
barang harus jelas dan barang yang dijual harus sesuai dengan
deskripsi yang diberikan, untuk menghindari unsur gharar
(ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Pendekatan ini
menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dalam setiap detail
transaksi.1%2

Di sisi lain, ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa
jual beli tunai adalah bentuk transaksi yang paling aman. Menurut
mereka, transaksi tunai menghindarkan pihak-pihak yang terlibat
dari risiko yang mungkin timbul akibat penundaan pembayaran
atau pengiriman barang, seperti yang sering terjadi dalam jual beli
kredit. Pandangan ini menekankan bahwa jual beli tunai adalah
cara yang efektif untuk menghindari masalah yang berkaitan
dengan penundaan.

Mazhab Syafi'i:juga melihat jual beli tunai sebagai bentuk
transaksi yang paling dianjurkan. Mereka berpendapat bahwa
transaksi ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti
kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ulama Syafi'i menambahkan

101 Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. Kitab Shahih
Bukhori ..., hlm. 1218
102 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah ..., hlm. 175
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bahwa transaksi tunai menghindari segala bentuk keraguan yang
dapat timbul dari penundaan pembayaran atau penyerahan barang,
sehingga lebih stabil dan aman.

Mazhab Hanbali, yang juga merupakan salah satu mazhab
besar dalam Islam, menyatakan bahwa jual beli tunai
diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah. Ulama
Hanbali menekankan pentingnya kejelasan dalam akad, baik dari
segi barang yang dijual maupun harga yang disepakati. Mereka
berpendapat bahwa kejelasan ini akan menghindarkan para pihak
dari sengketa di kemudian hari.'%3

Beberapa prinsip dan panduan penting dalam jual beli tunai
dalam Islam meliputi®®*:

1. Al-Mal (Harta): Sesuatu yang diperdagangkan harus jelas
kepemilikannya dan halal. Dan juga tidak boleh melanggar
prinsip-prinsip syariah, seperti alkohol, babi, atau riba.

2. Al-Qimat (Harga): Harus jelas harga dan disetujui oleh
kedua belah pihak dalam bertransaksi. Harga yang
disepakati harus wajar dan tidak boleh ‘menciptakan
ketidakadilan dalam transaksi.

3. Al-'lwad (Tawaran dan Penerimaan): Kedua belah pihak
harus setuju terhadap syarat-syarat transaksi sebelumnya,
dan transaksi harus dilakukan secara sukarela.

4. Qabd (Penyerahan): Penyerahan barang harus dilakukan
saat transaksi selesai dan pembayaran dilakukan secara
segera. Penyerahan harus dilakukan di tempat transaksi atau
tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Jinayah (Penipuan):; Penipuan atau tindakan yang tidak
jujur dalam transaksi adalah dilarang dalam Islam. Kedua
belah pihak harus memberikan informasi yang sesuai
tentang sesuatu yang diperjualbelikan.

103 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah ..., hlm. 176
104 Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam Fatwa. . ., him. 51-82



118

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tunai
mencakup ijab dan gabul, barang yang dijual harus halal dan
dimiliki sepenuhnya oleh penjual, serta harga yang jelas dan
disepakati oleh kedua belah pihak. ljab dan gabul merupakan
elemen penting dalam setiap akad jual beli, di mana ijab adalah
penawaran Yyang diberikan oleh penjual dan gabul adalah
penerimaan oleh pembeli. Keduanya harus dilakukan secara jelas
dan tegas.!®® Barang-barang yang dijual dan uang yang akan
ditawarkan sebagai harganya harus diperoleh secara sah dan
disebutkan dengan jelas.1%

Dalam jual beli tunai, barang yang dijual harus jelas sifat,
jenis, dan jumlahnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang melarang
penjualan barang yang tidak dimiliki atau tidak jelas, seperti yang
disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari. Kejelasan barang ini
menghindarkan terjadinya gharar dalam transaksi, yang dapat
menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Harga dalam jual beli tunai juga harus jelas dan disepakati
sebelum transaksi berlangsung. Ini adalah salah satu cara untuk
menjaga keadilan dalam transaksi, seperti yang dijelaskan oleh
ulama dari berbagai mazhab. Kejelasan harga menghindarkan
terjadinya perselisinan di kemudian hari, karena kedua belah pihak
telah sepakat terhadap nilai tukar yang adil.

Gharar, atau ketidakpastian, adalah unsur yang dilarang
dalam transaksi jual beli menurut syariah. Menjual dengan cara
curang, berbohong, memaksa, menyembunyikan kesalahan, atau
menjual barang curian atau merampas tidak mendapat tempat
dalam Islam.’®” Transaksi: yang mengandung gharar dapat

105 H, M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, (Rajawali Press, Jakarta,
1991), him. 144

106 'Yusron Sholikhin and Nurul Fitri Amijaya, “E-Commerce Based on the Law of
Buying and Selling in Islam.”

107 Naser Makarem Shirazi, “The Rules of Selling and Buying,” al-islam.org, n.d.,
https:/AMww.al-islam.org/summary-rulings-naser-makarem-shirazi/rules-selling-and-
buying.
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menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.
Dalam jual beli tunai, semua aspek transaksi harus jelas dan pasti,
sehingga tidak ada ruang untuk ketidakpastian atau keraguan yang
dapat menimbulkan sengketa.%®

Contoh praktik jual beli tunai yang sesuai dengan syariah
adalah ketika seseorang - membeli barang di pasar dengan
membayar harga secara langsung dan menerima barang tersebut
pada saat yang sama. Transaksi ini tidak mengandung unsur riba,
penipuan, atau ketidakpastian, dan memastikan bahwa kedua belah
pihak sepakat dan rela dengan pertukaran tersebut.

Manfaat jual beli tunai bagi masyarakat sangat besar,
terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kepercayaan antar
individu. Transaksi ini mengurangi potensi perselisihan,
memastikan keadilan, dan memudahkan pihak-pihak yang terlibat
untuk segera memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, jual
beli tunai dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan
sejahtera.®®

Kesimpulannya, jual beli tunai adalah salah satu bentuk
transaksi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini karena
transaksi tunai sesuai dengan prinsip-prinsip - Syariah seperti
keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Dengan memenuhi Syarat-
syarat yang ditetapkan oleh syariah, jual beli tunai dapat menjadi
sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
masyarakat sekaligus menjaga keberkahan dalam harta yang
diperoleh.

2.6.2 Konsep Jual Beli Kredit dalam Islam

Kredit merupakan tindakan memberikan dana kepada
peminjam dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan
dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

108 Hashi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figih Muamalah, (Bulan Bintang,
Jakarta, 1987), him. 97

109 sayid Sabig, Figih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A.
Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma’arif, Bandung, 1987, hlm. 46
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Pengambilan keputusan kredit melibatkan studi kelayakan yang
cermat terhadap pemohon kredit, yang mencakup pemeriksaan,
penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, serta
kelayakan data dan dokumen yang diajukan oleh calon debitur.
Tujuannya adalah untuk menentukan apakah permintaan kredit
akan diterima atau ditolak berdasarkan hasil evaluasi ini*?.

Jual Dbeli kredit dalam Islam adalah transaksi di mana
pembayaran dilakukan secara bertahap atau dicicil setelah barang
atau jasa diserahkan kepada pembeli.*** Meskipun jual beli kredit
diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan
yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan,
kejujuran, dan menghindari segala bentuk riba atau ketidakpastian
yang dilarang dalam Islam.*?

Al-Qur'an memberikan panduan umum tentang transaksi
jual beli, termasuk jual beli kredit. Dalam Surah Al-Bagarah ayat
282, Allah SWT berfirman:

N I N T N R A P P
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Artinya: "Hai orang-orang Yyang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Q.S Al-
Bagarah ayat:282)

Ayat ini mengisyaratkan pentingnya mencatat Ssetiap
transaksi yang melibatkan pembayaran yang ditunda, seperti dalam
jual beli kredit, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

110 Mariana Mariana, Nadirsyah Nadirsyah, and Syukriy Abdullah, “Accounting
Information, Non-Accounting Information and Lending Decision,” Jurnal Reviu Akuntansi
dan Keuangan 8, No. 2 (2018): 177-86.

111 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2012), him. 91

112 Hashi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figih Muamalah, (Bulan Bintang,
Jakarta, 1987), him. 142
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Dalam Islam, jual beli kredit dianggap sah selama
memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah
kejelasan dalam akad, yaitu harga, jumlah cicilan, dan jangka
waktu pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak
sebelum transaksi dilakukan. Kejelasan ini bertujuan untuk
menghindari gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam
syariah.!*

Rasulullah SAW juga memberikan panduan dalam jual beli
kredit melalui hadits. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi SAW
bersabda:

"Barangsiapa melakukan jual beli dengan syarat tertentu,
maka hendaklah ia menepati syarat itu." (HR. Bukhari).1!*

Hadits ini menekankan pentingnya mematuhi syarat-syarat
yang telah disepakati dalam akad jual beli, termasuk dalam
transaksi kredit.

Dalam konteks jual beli kredit, kejujuran menjadi sangat
penting. Hadits lain dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah RA menyatakan:

"Barangsiapa yang mempermudah bagi orang yang
kesulitan, niscaya Allah akan mempermudah baginya di dunia dan
akhirat." (HR. Muslim)

Hadits ini mengajarkan bahwa dalam jual beli kredit,
penjual harus bersikap adil dan bijaksana terhadap pembeli yang
mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan.**®

Mazhab Hanafi, salah satu mazhab figih besar, mengakui
sahnya jual beli kredit selama tidak ada unsur riba. Mereka
menekankan pentingnya kejelasan harga dan waktu pembayaran
dalam akad. Menurut mereka, jika kedua belah pihak sepakat dan

113 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Gaya Media Pratama, Jakarta
2000), him. 115

4Muhammad Abdullah Abu Al imam Al-Bukhori. Kitab Shahih
Bukhori. (Dahlan Bandung), him. 298

5Muhammad Abdullah Abu Al imam Al-Bukhori. Kitab Shahih
Bukhori. (Dahlan Bandung), him. 1271
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tidak ada ketidakjelasan, maka transaksi tersebut sah menurut
syariah.

Di sisi lain, ulama dari mazhab Maliki lebih berhati-hati
dalam mengatur jual beli kredit. Mereka menganggap bahwa
transaksi ini sah, tetapi perlu diwaspadai agar tidak jatuh ke dalam
praktik riba. Mereka menyarankan agar penjual tidak menaikkan
harga secara tidak wajar hanya karena pembayaran dilakukan
secara kredit.

Mazhab Syafi'i juga membolehkan jual beli kredit dengan
syarat bahwa harga dan jangka waktu pembayaran harus jelas sejak
awal. Ulama Syafi'i menekankan pentingnya transparansi dalam
setiap transaksi, terutama yang melibatkan pembayaran secara
bertahap, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami
kewajiban masing-masing.*®

Mazhab Hanbali memiliki pandangan serupa, di mana jual
beli kredit diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur gharar
dan riba. Mereka menambahkan bahwa penjual harus bersikap adil
dan memberikan keleluasaan kepada pembeli jika terjadi kesulitan
dalam pembayaran, sesuai dengan ajaran hadits Nabi SAW. 1’

Salah satu syarat penting dalam jual beli kredit adalah
bahwa harga barang tidak boleh berubah setelah akad disepakati.
Harga yang disepakati di awal transaksi harus tetap, meskipun
pembayaran dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk menghindari
unsur riba, di mana keuntungan diperoleh dari penundaan
pembayaran. Harga yang disepakati dalam jual beli kredit biasanya
lebih tinggi daripada harga tunai, karena penjual mungkin
menaikkan harga untuk mengakomodasi penambahan jangka waktu
pembayaran. Ini merupakan prinsip dasar dalam transaksi secara
kredit dalam Islam®®.

116 Syhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), him. 131
117 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam ..., hlm. 133

118 Muhamadiyah, “Hukum Jual Beli Kredit,” Muhammadiyah.orid, 2020,
https://muhammadiyah.or.id/hukum-jual-beli-kredit/.
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Untuk menjaga keadilan dalam jual beli kredit, Islam
menganjurkan agar transaksi tersebut dicatat secara tertulis. Surah
Al-Bagarah ayat 282 yang disebutkan sebelumnya menegaskan
pentingnya mencatat utang-piutang secara jelas, termasuk dalam
jual beli kredit, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.**°

Contoh praktik jual-beli kredit yang sesuai dengan syariah
adalah ketika _seseorang membeli sebuah barang dengan
pembayaran -yang dicicil dalam jangka waktu tertentu, dengan
harga dan jadwal cicilan yang sudah disepakati. Penjual dan
pembeli harus memahami dan menyetujui semua syarat yang
tercantum dalam akad untuk menghindari sengketa.

Dalam Islam, penjual yang memberikan kemudahan dalam
pembayaran kepada pembeli yang kesulitan dianggap melakukan
perbuatan baik yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:
"Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah
ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya." (HR.
Bukhari).!?® Hadits ini menunjukkan pentingnya kemudahan dan
kelembutan dalam urusan jual beli kredit.

Namun, meskipun jual beli kredit diperbolehkan, Islam
tetap menekankan bahwa transaksi tunai lebih diutamakan karena
menghindari potensi masalah yang mungkin timbul dari penundaan
pembayaran. Transaksi tunai memberikan kejelasan dan kepastian
bagi kedua belah pihak, sehingga lebih stabil dan aman.

Selain itu, jual beli kredit yang mengandung unsur riba
adalah haram. Riba terjadi jika ada penambahan nilai atas dasar
waktu, misalnya penambahan bunga karena penundaan
pembayaran. Islam dengan tegas melarang riba dalam segala
bentuknya, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Bagarah ayat

118 Rachmat Syarei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia
Bandung, 2001), him.75-76

120 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2002), him. 64
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275. Jual beli kredit juga harus dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan pembeli. Rasulullah SAW bersabda:

"Tangguhkanlah (pembayaran) kepada orang yang
mengalami kesulitan hingga ada kelapangan.” (HR. Muslim)

Ini menunjukkan bahwa penjual harus bersikap empati dan
tidak memaksa pembeli yang kesulitan untuk segera melunasi
cicilan.t?

Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang harus diikuti
dalam transaksi jual beli, termasuk yang melibatkan kredit. Berikut
adalah beberapa prinsip penting dalam jual beli kredit dalam
Islam?®?2;

1. Riba (Bunga) Dilarang: Sesuatu yang fundamental dalam
Islam dan dilarangan riba (bunga). Dikarekan hal tersebut
jual beli kredit, tidak dibolehkan karena ada unsur tambahan
bunga atau keuntungan tambahan yang diambil oleh
pemberi kredit.

2. Tidak Ada Penipuan: Penjual dan pembeli harus jujur dalam
transaksi. Tidak boleh ada penipuan atau retorika yang
menyesatkan dalam deskripsi barang atau harga.

3. Kepemilikan Barang: Penjual harus memiliki barang yang
dijual atau setidaknya memiliki kuasa untuk menjualnya.
Hal ini menghindari praktik penjualan yang tidak sah,
seperti menjual barang yang belum dimiliki.

4. Pembayaran Tunai atau Pelunasan Kredit dalam Waktu
yang Ditentukan: Jika terdapat pembayaran kredit, syariah
Islam mengharuskan bahwa pembayaran harus dilakukan
dalam waktu yang ditentukan dan tidak boleh dikenakan
tambahan bunga.

5. "Akad yang Jelas: Transaksi kredit harus didasarkan pada
akad yang jelas dan saling menyetujui syarat-syaratnya.

121 sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), him. 396-398.

122 Mariya Ulpah, “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah,” Madani
Syari‘ah 3, No. 2 (2020): 147-60.
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Akad yang ambigu atau tidak jelas dapat menjadi masalah
dalam Islam.

6. Gharar dan Maisir: Transaksi yang mengandung unsur
gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (judi)
dihindari dalam Islam. Oleh karena itu, syarat-syarat
transaksi harus jelas dan tidak menciptakan ketidakpastian
yang tidak perlu.

7. Keadilan dan Kesejahteraan: Transaksi jual beli dalam
Islam harus mempromosikan keadilan dan kesejahteraan
bersama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada eksploitasi atau
penindasan dalam transaksi.

Penjualan kredit atau pembelian dengan pembayaran dalam
angsuran dan harga lebih tinggi daripada pembayaran tunai adalah
diperbolehkan dalam Islam. Ini disebabkan oleh beberapa faktor
yang diperhatikan dalam fatwa dari lembaga Figih Islam OKI dan
Fatwa DSN MUI. Pertama, transaksi ini disebut sebagai penjualan
angsuran (bai' at-tagsith), dan bukan merupakan bentuk utang-
piutang (al-gard wal igtiradh). Dalam Islam, transaksi kredit (bai’
at-tagsith) berbeda dengan, utang-piutang (al-gard wal igtiradh).
Bai' at-tagsith melibatkan penjualan dengan pembayaran bertahap
sesuai kesepakatan harga, sementara al-gard wal iqtiradh adalah
transaksi peminjaman uang Yyang harus dikembalikan tanpa
melibatkan penjualan produk. Jadi, keduanya memiliki perbedaan
prinsipial dalam hukum Islam?2,

Penjualan kredit (tsaman atau Bai' al-Mu'ajjal) adalah suatu
bentuk transaksi perdagangan dimana pembeli dapat membeli
barang tanpa membayar sejumlah penuh di  muka, tetapi
pembayaran ditunda hingga waktu yang disepakati, yang mirip
dengan konsep pembelian barang di toko dengan janji untuk
membayar pada tanggal jatuh tempo, sementara utang-piutang (al-
gard wal iqgtiradh) melibatkan pertukaran antara uang dan uang,

125MPU, “Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Jual Beli” (Banda Aceh: MPU Aceh, 2017).
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dimana uang dipinjam dan dikembalikan dalam bentuk uang juga,
seperti dalam transaksi gardh. Kedua, transaksi penjualan kredit ini
tidak melibatkan unsur riba. Riba terjadi ketika terdapat bunga,
seperti ketika seseorang meminjam uang sebesar Rp10.000.000,-
dan harus mengembalikan sebesar Rp12.000.000,-. Perbedaan
sebesar Rp2.000.000,- ini adalah riba (jahiliyah).

Kesimpulan, transaksi dalam bentuk jual beli kredit adalah
transaksi bisnis yang diperbolehkan, asalkan mematuhi prinsip-
prinsip_syariah. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba
(bunga) dalam transaksi. Islam juga menekankan pentingnya
kesejahteraan bersama dan keadilan dalam transaksi kredit,
sehingga tidak boleh ada unsur eksploitasi. Akad dalam transaksi
harus jelas dan transparan, dan persetujuan antara penjual dan
pembeli harus ada. Harga dalam transaksi kredit umumnya lebih
tinggi daripada harga tunai, tetapi harus tetap dalam batas
kewajaran, dan tidak boleh mengakibatkan eksploitasi. Oleh karena
itu, transaksi kredit dalam Islam harus memenuhi semua ketentuan
syariah yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kredit
dalam Islam merupakan suatu mekanisme perdagangan dimana
harga barang dibayar secara berkala dalam jangka waktu yang telah
disepakati.

2.7 lltizam dalam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk
pembiayaan yang populer dalam perbankan syariah. Prinsip
dasarnya adalah akad jual beli dimana bank membeli barang yang
diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga
yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati**.
Dalam penerapannya, teori iltizam sangat penting untuk
memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Iltizam dalam
bahasa Arab berarti komitmen atau keterikatan. Dalam hukum

124 Nurhaeti, “Konsep Ilzam Dan Iltizam, Subyek Hukum, Forcemajeure, Najhur,
Dan Wanprestasi.”
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Islam, iltizam merujuk pada komitmen seseorang terhadap suatu
perjanjian atau akad yang dibuat'®. Teori iltizam menekankan
pentingnya pemenuhan janji dan kewajiban yang telah disepakati
dalam sebuah kontrak.

Dalam penerapan pembiayaan murabahah, konsep iltizam
atau komitmen memainkan peranan yang sangat penting untuk
memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Iltizam tidak hanya mencakup keterikatan hukum antara bank dan
nasabah, tetapi juga meliputi aspek kejujuran, transparansi,
pemenuhan kewajiban, dan penghindaran elemen-elemen yang
dilarang seperti gharar dan riba. Berikut ini adalah beberapa aspek
penting dari iltizam dalam pembiayaan murabahah beserta
contohnya®?:

1. Komitmen terhadap Akad (Keterikatan Hukum). Dalam

pembiayaan murabahah, bank dan nasabah harus terikat
dengan akad yang disepakati. Kedua belah pihak wajib
memenuhi ketentuan yang telah disepakati, seperti harga,
margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran.
Contoh: " Jika nasabah.berjanji untuk ‘-membayar cicilan
setiap bulan, nasabah harus memenuhi komitmen tersebut.
Begitu juga, bank harus menyediakan barang yang dipesan
sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan.

2. Kejujuran dan Transparanst. lltizam juga mencakup prinsip

kejujuran dalam semua transaksi. Bank harus transparan
mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang
dikenakan.
Contoh: Bank harus menginformasikan kepada nasabah
harga beli barang tersebut dan berapa margin yang
ditambahkan. Hal -ini. penting 'untuk menjaga kepercayaan
dan keadilan dalam transaksi.

125 Tahboub, “The Cutting Edge Between Nationalistic Commitment (Iltizam) and
Literary Compulsion (llzam) in Palestinian Literature.”

126 Mursal Abdurrauf, “Revitalisasi Perbuatan Hukum Dalam Akad Pembiayaan
Murabahah Perbankan Syariah,” Jumal Al-Mizan 10, no. 1 (2023): 87-105,
https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.602.
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3. Pemenuhan  Kewajiban.  Kewajiban  bank  untuk

menyediakan barang dan kewajiban nasabah untuk
melakukan pembayaran tepat waktu adalah bagian dari
iltizam. Kedua belah pihak harus mematuhi kesepakatan
yang telah dibuat.

Contoh: Jika barang yang disediakan oleh bank cacat, bank
wajib menggantinya atau memberikan kompensasi sesuai
dengan akad yang telah disepakati.

Menghindari Gharar (Ketidakpastian) dan Riba (Bunga).
Iltizam juga mengharuskan adanya kejelasan dalam semua
aspek akad murabahah untuk menghindari gharar. Selain
itu, pembiayaan murabahah harus bebas dari unsur riba.
Contoh: Semua rincian tentang barang, harga, dan
pembayaran harus jelas dan tidak ada unsur yang
disembunyikan atau tidak pasti. Margin keuntungan yang
dikenakan harus tetap dan tidak boleh ada tambahan bunga.

Dalam penerapan pembiayaan murabahah, konsep iltizam

atau komitmen memiliki peran yang penting untuk memastikan
kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah
beberapa aspek dimana . konsep iltizam diterapkan dalam
pembiayaan murabahah*’:

1.

Komitmen terhadap Akad: Baik pihak bank maupun
nasabah harus menjalankan akad atau perjanjian yang telah
disepakati secara penuh dan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Ini mencakup komitmen untuk membayar
harga barang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Transparansi dan = Keterbukaan: Pihak bank harus
memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada
nasabah mengenai harga pokok barang, besaran margin
keuntungan, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan
transaksi murabahabh. Ini bertujuan agar nasabah memahami
sepenuhnya kondisi dan ketentuan transaksi yang dilakukan.

127 Muhamad Suryahadi, “Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan

Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai,” JAS (Jurnal Akuntansi
Syariah), no. Vol 2 No 2 (2018): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)-December (2018): 259
87, https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/146/146.
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3. Kualitas Barang dan Kepatuhan Terhadap Spesifikasi: Bank
bertanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa
yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam
akad murabahah. Barang yang disediakan harus berkualitas
baik dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan nasabah.

4. Pemenuhan Kewajiban Pembayaran: Nasabah harus
mematuhi kewajibannya untuk membayar harga barang atau
jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam
akad. Keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai
pelanggaran terhadap kontrak dan dapat dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penanganan Risiko dan Konsekuensi: Pihak bank harus
memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani risiko-
risiko yang terkait dengan transaksi murabahah, seperti
risiko kredit, risiko pasokan barang, dan risiko lainnya.
Selain itu, konsekuensi-konsekuensi dari pelanggaran akad
juga harus diatur dengan jelas dalam perjanjian.

Dengan menerapkan konsep iltizam dalam pembiayaan
murabahah, diharapkan transaksi tersebut dapat dilakukan dengan
penuh integritas, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Ini akan membantu.membangun kepercayaan antara bank
dan nasabah serta memastikan berjalannya praktik perbankan
syariah yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Kesimpulan, teori iltizam dalam penerapan pembiayaan
murabahah menekankan pentingnya komitmen, kejujuran,
transparansi, dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Dengan mengikuti teori iltizam, bank syariah dapat
memastikan bahwa praktik pembiayaan murabahah tidak hanya
menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah
dan integritas sistem perbankan syariah secara keseluruhan.
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PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

3.1 Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan
Syariah

Murabahah merupakan jenis struktur keuangan Islam yang
digunakan sebagai alternatif pinjaman karena pinjaman berbunga
dilarang berdasarkan hukum Syariah Islam. Ini adalah struktur
pembiayaan biaya-plus dimana penjual dan pembeli menyepakati
biaya dan markup suatu aset. Biaya tambahan ini menggantikan
bunga, yang ilegal menurut hukum Islam. Dalam kontrak penjualan
murabahah, klien mengajukan petisi kepada bank untuk membeli
suatu barang. Memenuhi permintaan klien, bank membuat kontrak
yang menetapkan biaya dan keuntungan untuk barang tersebut,
dengan pembayaran biasanya dalam angsuran. Pembeli tidak
menjadi pemilik sebenarnya sampai pinjamannya dilunasi, serupa
dengan pengaturan sewa-untuk-memiliki *.

Menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan No. 102
Paragraf 5, Murabahah adalah akad jual beli barang dimana
penjual menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan,
murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dimana harga
barang asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati
bersama antara pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian,
murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang
umumnya digunakan dalam pembiayaan syariah, dimana harga dan
margin keuntungan sudah ditetapkan sebelumnya dalam akad.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen
keuangan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah.

! Muhammad Sohail Tahir et al., “Financial Theories with a Focus on Corporate
Cash Holding Behavior: A Comprehensive Review,” International Journal of Economics
and Financial Issues 6, No. 3 (2016): 215-19.
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Merupakan suatu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip
hukum Islam (Syariah), dimana lembaga keuangan Islam membeli
barang atau aset atas permintaan nasabah kemudian menjualnya
kembali kepada nasabah dengan tingkat keuntungan yang telah
ditentukan. Ini adalah bentuk pembiayaan yang umum digunakan
dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah untuk
memenuhi kebutuhan klien yang memerlukan. pembiayaan untuk
pembelian barang-barang seperti kendaraan, peralatan, atau bahkan
rumah. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari
pembiayaan murabah:

1. Pembelian Barang: Lembaga keuangan syariah membeli
barang atau aset yang diminta oleh klien. Ini bisa berupa
barang fisik seperti mobil, peralatan, atau bahkan properti.

2. Penjualan Kembali: Setelah membeli barang tersebut,
lembaga keuangan syariah menjualnya kembali kepada
klien dengan harga yang disepakati sebelumnya. Harga jual
kembali ini mencakup pokok dan margin keuntungan yang
telah ditentukan sebelumnya.

3. Margin Keuntungan: Margin keuntungan harus jelas dan
diatur sebelum transaksi dilakukan. Ini berbeda dengan
bunga konvensional yang dilarang dalam hukum Islam.
Besar margin keuntungan biasanya akan didasarkan pada
suku bunga pasar yang relevan.

4. Pembayaran Bertahap: Klien biasanya akan membayar
harga jual kembali barang atau aset tersebut secara bertahap
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan
sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk
angsuran bulanan atau periode pembayaran lainnya.

5. Tanggung Jawab Klien: Klien bertanggung jawab atas
perawatan dan pemeliharaan barang atau aset yang dibeli
sejak pembelian hingga pelunasan pembiayaan.

Pembiayaan murabahah umum digunakan dalam perbankan
syariah karena memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk
menghasilkan keuntungan dari transaksi jual beli yang sah menurut
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prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pembiayaan murabahah juga
memberikan fleksibilitas kepada klien yang memerlukan
pembiayaan untuk pembelian barang atau aset tertentu. Klien dapat
menghindari riba (bunga) dalam transaksi ini, yang merupakan hal
yang dilarang dalam Islam. Pembiayaan murabahah adalah jenis
struktur pembiayaan Islam yang digunakan sebagai pengganti
pinjaman, karena pinjaman berbunga dilarang berdasarkan hukum
Syariah Islam 2.

Pembiayaan murabahah adalah struktur pembiayaan biaya-
plus yang umum digunakan dalam keuangan Islam. Dalam
prosesnya, penjual dan pembeli sepakat tentang biaya dan markup
aset yang akan dibeli. Markup ini menggantikan bunga, yang
dilarang dalam hukum Islam. Dalam sebuah kontrak penjualan
murabahah, klien meminta kepada bank untuk membeli barang
atas nama perbankan. Bank kemudian membuat kontrak yang
menetapkan biaya dan keuntungan untuk barang tersebut, dengan
pembayaran biasanya dilakukan dalam angsuran. Bank pada
dasarnya membeli aset atas ‘nama  klien dan kemudian
menjualkannya kembali kepada klien dengan keuntungan yang
telah ditentukan®. Pembeli baru menjadi pemilik sebenarnya setelah
pembiayaannya lunas, mirip dengan skema sewa-untuk-memiliki.
Pembiayaan murabahah digunakan secara luas di berbagai industri
dan oleh individu untuk memperoleh aset seperti real estat dan
mobil. Ini dianggap sebagai alat berharga dalam industri perbankan
Islam untuk mengembangkan perilaku keuangan yang etis dan
bertanggung jawab dengan mendorong transparansi dan keadilan
dalam transaksi keuangan. Meskipun prinsip-prinsip murabahah
dalam keuangan Islam cukup jelas, penerapannya dalam praktik
bisa lebih kompleks dan bervariasi di antara institusi keuangan.

2 Yenti Afiida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” Jebi
(Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, No. 2 (2016): 155-66.

3 Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, “Basic Concepts of
Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia,” Islamic Banking : Jurnal
Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 9, No. 1 (2023): 17-34.



133

Oleh karena itu, penting bagi bank dan nasabah untuk memastikan
bahwa transaksi murabahah mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan
standar transparansi®.

Pembiayaan murabahah merupakan produk keuangan yang
banyak digunakan dalam berbagai aktivitas pembiayaan perbankan
syariah. Pembiayaan jenis ini menggunakan akad murabahah, yaitu
akad penjualan antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang
sesuai kebutuhan nasabah dan kemudian menjualnya kembali
kepada nasabah dengan harga lebih tinggi, termasuk margin
keuntungan®. Berikut beberapa poin penting terkait Pembiayaan
murabahah dalam keuangan Islam :

1. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk
pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, yaitu
perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.

2. Bank membeli barang yang diminta nasabah kemudian
menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi,
termasuk margin keuntungan;

3. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk
pembiayaan yang paling banyak digunakan di perbankan
syariah, dan memberikan kontribusi sebesar 58% dari total
pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

4. Dalam praktiknya, Pembiayaan murabahah  masih
dipersepsikan dan dilaksanakan secara berbeda oleh bank
syariah, sehingga perlu adanya standarisasi teknis operasional
produk sebagai acuan standar minimal penerapan produk agar
sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

4 Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan
Murabahah Pada Perbankan Syariah. . ., him. 375-80.

5 Nu'man Afif and Slamet Haryono, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid 19,” Jurnal llimiah
Ekonomi Islam 8, No. 2 (2022): 1737-143.

® Fadilla Mutiara and Aravik Havis, “Penerapan Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan..., him. 207-16.
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5. Bank syariah dalam bidang pembiayaan murabahah berperan
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, namun bank
dapat memberikan kuasa sesuai dengan prinsip Wakalah’.

6. murabahah memberikan banyak keuntungan bagi bank
syariah, salah satunya adalah keuntungan yang timbul dari
selisih harga beli dari penjual dan harga jual ke nasabah &.

7. murabahah sebagai akad transaksi pertukaran mensyaratkan
penjual mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap barang yang dijualnya;

8. murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli kepercayaan
mengharuskan penjual dan pembeli saling mengenal dan jujur
mengenai objek jual beli, baik spesifikasi barang, harga
perolehan, margin yang diinginkan, dan cara jual Dbeli.
Pembayaran.

9. Penerapan Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah
masih menjadi topik penelitian dan analisis, dan sudah
banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sistem
dan prosedur Pembiayaan murabahah di bank syariah.

Pembiayaan murabahah adalah alat keuangan yang sangat
serbaguna dalam keuangan Islam, yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan, termasuk pembiayaan konsumtif dan modal
kerja. Namun, perlu diingat bahwa pembiayaan murabahah harus
mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang ketat. Beberapa faktor
memengaruhi besarnya mark up dalam pembiayaan murabahah,
seperti jenis barang yang dibiayai, tujuan pembiayaan, dan tingkat
risiko yang terlibat. Dalam pembiayaan murabahah, bank memiliki
tanggung jawab besar untuk memastikan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip - Syariah. Barang yang dibiayai harus memenuhi
syarat sebagai barang halal dalam Islam, dan seluruh transaksi
harus bebas dari unsur riba (bunga) yang diharamkan. Besarnya

" Fadilla Mutiara and Aravik Havis, “Penerapan Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan..., him. 207-16

8 Fadilla Mutiara and Aravik Havis, “Penerapan Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan..., him. 207-16.
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margin keuntungan atau mark up harus ditentukan secara adil dan
seimbang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.
Transparansi adalah kunci dalam pembiayaan murabahah. Bank
harus menjelaskan dengan jelas kepada nasabah mengenai harga
jual barang, margin keuntungan yang diterapkan, serta persyaratan
dan ketentuan lainnya. Hal ini memberikan nasabah pemahaman
yang mendalam tentang transaksi yang dilakukan, memungkinkan
untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan. Dengan menjalankan pembiayaan
murabahah secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah, bank dapat memastikan kepercayaan nasabah dan
mendorong praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab
dalam kerangka hukum Islam. Ini adalah langkah penting dalam
mengembangkan industri perbankan syariah yang kuat dan
berkelanjutan °.

Pengaturan harga jual beli dalam akad murabahah yang
didasarkan pada kesepakatan bersama antara nasabah dan bank
syariah merupakan langkah penting untuk memastikan ketaatan
dalam pelaksanaan perjanjian. Kesepakatan ini membantu
mencegah terjadinya wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan nasabah
dalam membayar tepat waktu atau sesual dengan perjanjian yang
telah disepakati. Dalam kasus dimana nasabah terlambat dalam
melakukan pembayaran angsuran, adanya Kklausul tentang
pembayaran denda dapat memberikan insentif bagi nasabah untuk
memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Namun, penting
untuk diingat bahwa denda yang diterima oleh bank syariah tidak
dianggap sebagai pendapatan tetapi sebagai dana tabarru’. Dana
tabarru’ memiliki beberapa fungsi positif, salah satunya adalah
untuk mendukung kegiatan amal, seperti melalui Qardh al-Hasan,
yang merupakan bentuk pinjaman yang diberikan tanpa bunga
kepada yang membutuhkannya.

® Abdul Rachman et al., “Model Implementasi Akad Murabahah. . ., him. §1-92.
10 Abdul Rachman et al., “Model Implementasi Akad Murabahah. . ., him. 81-92,
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murabahah memang merupakan salah satu dari beberapa
skema pembiayaan yang dominan dalam perbankan syariah. Ini
adalah bentuk pembiayaan yang umum digunakan oleh lembaga
keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan Kklien yang
memerlukan pembiayaan untuk pembelian barang-barang tertentu.
Dalam praktik perbankan syariah, murabahah memainkan peran
penting karena memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk
memenuhi kebutuhan klien dengan cara yang sesuai dengan
prinsip-prinsip Syariah. Dalam transaksi murabahah, terjadi
perpindahan hak milik langsung dari supplier kepada nasabah, dan
bank bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi ini.
Ini merupakan ciri khas dari transaksi murabahah dalam perbankan
syariah. Nasabah, yang merupakan pembeli, mengajukan
permintaan kepada bank untuk membeli suatu barang atau aset
tertentu. Bank kemudian membeli barang tersebut dari supplier
atau penjual, dengan harga yang telah disepakati sebelumnya antara
bank dan nasabah. Nasabah, sebagai pembeli akhir, menerima
barang setelah melakukan perjanjlan murabahah dengan bank.
Dalam proses ini, bank mewakilkan nasabah melalui akad wakalah
untuk membeli barang tersebut atas nama sendiri**.

Pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki beragam
akad, salah satunya adalah akad dengan konsep murabahah. Dalam
pelaksanaannya, akad murabahah mengikuti prinsip-prinsip dasar
akad jual beli dalam Islam. Jenis pembiayaan ini merupakan salah
satu metode yang sangat populer dan menjadi produk unggulan di
perbankan syariah di Indonesia. Akad murabahah pada dasarnya
adalah bentuk pembiayaan dimana bank atau lembaga keuangan
syariah bertindak sebagai perantara dalam proses pembelian suatu
barang. Dalam ini, bank membeli barang tersebut atas permintaan
klien (nasabah) yang kemudian menjualnya kembali ke nasabah
dengan harga yang mencakup biaya pembelian serta margin

1 Erna Damayanti, “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” EI-
Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 5, No. 2 (2018): 211-240.
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keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Margin keuntungan
ini harus dijelaskan secara jelas dan transparan kepada nasabah 2.

Selain sebagai sumber pembiayaan, murabahah juga
menciptakan kesepakatan yang jelas dan transparan antara bank,
nasabah, dan supplier. Ini membantu memastikan bahwa transaksi
tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan harga
jual barang serta margin keuntungan diterangkan secara jelas dalam
transaksi ini. Dengan demikian, murabahah adalah alat yang
penting dalam perbankan syariah yang memungkinkan pemenuhan
kebutuhan finansial dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip
agama Islam 3,

Dari uraian yang telah disampaikan mengenai pembiayaan
murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, dapat diambil
beberapa kesimpulan, pembiayaan murabahah, yang digunakan
dalam Lembaga Keuangan Syariah sebagai alternatif yang sah
dalam Islam untuk pinjaman bunga, mengikuti struktur biaya-plus
yang menggantikan bunga dengan markup pada harga aset yang
diperdagangkan. Dalam prosesnya, klien meminta bank untuk
membeli suatu barang atas namanya, dan bank membuat kontrak
yang mengatur biaya dan margin keuntungan untuk barang
tersebut. Pembayaran biasanya dilakukan dalam angsuran, dan
pembeli baru menjadi pemilik sebenarnya setelah pembiayaannya
dilunasi, mirip dengan skema sewa-untuk-memiliki. Salah satu
karakteristik utama pembiayaan murabahah adalah pentingnya
menetapkan margin keuntungan yang jelas sebelum transaksi
dilakukan. Ini adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa
penentuan keuntungan: tidak:melibatkan: unsur riba yang dilarang
dalam Islam. Selain itu, klien juga bertanggung jawab atas
perawatan dan pemeliharaan barang atau aset yang dibeli selama
masa pembiayaan. Pembiayaan  murabahah  memberikan

2 Nw'man Afif and Slamet Haryono, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan
Murabahah Pada Bank. . ., him. 1737-143.

13 Erna Damayanti, “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan. .., him. 211—
240.
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fleksibilitas kepada klien yang membutuhkan pembiayaan untuk
pembelian barang atau aset tertentu, dan ini membantu
menghindari riba dalam bertransaksi. Selain itu, transparansi dalam
menentukan margin keuntungan dan persetujuan nasabah sebelum
transaksi adalah kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Syariah dan kepuasan nasabah.

3.2 Mekanisme Penentuan Margin pada Pembiayaan
Murabahah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga
yang dalam kegiatannya, baik dalam penghimpunan dana maupun
penyaluran dananya, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip-
prinsip tersebut meliputi prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.
Dalam praktiknya, LKS memberikan dan menerapkan imbalan atau
keuntungan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan
mematuhi prinsip-prinsip syariah tersebut“.

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di
Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi
jumlah maupun variasi jenisnya. Perbankan syariah pertama kali
mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan didirikannya
Bank Muamalat. Kemudian, disusul dengan pendirian Asuransi
Syariah Takaful pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan
syariah tersebut dapat dikatakan sebagart pionir dalam pertumbuhan
industri keuangan syariah di Indonesia.

Sejak saat itu, industri keuangan syariah terus berkembang
pesat di Indonesia, dengan berbagai bank syariah, lembaga
keuangan non-bank syariah, dan produk-produk keuangan syariah
lainnya yang semakin bervariasi dan tersebar luas di masyarakat.
Hal ini menunjukkan adanya minat dan permintaan yang tinggi dari
masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang berbasis
syariah, serta komitmen pemerintah dan regulator untuk

14 Muhammad Fahmul Iltham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan
Murabahah. .., hlm. 109-24.
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mengembangkan industri keuangan syariah sebagai bagian dari
sistem keuangan nasional.

Penentuan margin pada pembiayaan murabahah oleh

Lembaga Keuangan Syariah melibatkan beberapa faktor dan
prinsip yang harus dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
Berikut adalah mekanisme umum._ dalam penentuan margin
pembiayaan murabahah **:

1.

Harga Beli Barang: Lembaga Keuangan Syariah pertama-
tama harus membeli barang atau aset yang diminta oleh
nasabah (pembeli akhir). Harga beli barang ini
merupakan dasar perhitungan.

Biaya-biaya  Terkait: Lembaga keuangan akan
memperhitungkan biaya-biaya yang terkait dengan
transaksi, seperti biaya logistik, pengiriman, dan
administrasi.

Margin Keuntungan: Margin keuntungan ditambahkan ke
harga beli barang dan biaya-biaya terkait untuk
menentukan harga jual "barang yang akan dikenakan
kepada nasabah. Margin keuntungan ini adalah komponen
yang memungkinkan bank = untuk  menghasilkan
keuntungan dalam transaksi.

Persetujuan Nasabah: Harga jual barang (termasuk
margin keuntungan) harus disepakati antara bank dan
nasabah sebelum transaksi dilakukan. Ini adalah langkah
penting untuk -menjaga transparansi dan memastikan
kesepakatan bersama.

Kepatuhan Syariah: Margin keuntungan harus mematuhi
prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba (bunga) dan
spekulasi berlebihan. Harga jual barang harus disusun
sedemikian rupa sehingga tetap halal dan sesuai dengan
hukum Islam.

15 Muhammad Fahmul Iltham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan
Murabahah. .., hlm. 109-24.
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6. Penilaian Risiko: Lembaga Keuangan Syariah juga akan
mempertimbangkan tingkat risiko yang terlibat dalam
pembiayaan. Faktor-faktor seperti lama pinjaman, jenis
aset yang dibiayai, dan risiko kredit nasabah dapat
mempengaruhi besarnya margin.

7. Pasar dan Persaingan: Lembaga keuangan juga dapat
mempertimbangkan kondisi pasar dan tingkat persaingan
dalam menentukan margin keuntungan. Hal ini akan
memastikan bahwa harga yang ditawarkan kompetitif.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis

pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah . Ini
melibatkan penjualan barang oleh lembaga keuangan kepada
pelanggan dengan harga yang dinaikkan, dengan pelanggan
membayar harganya secara mencicil 7. Margin dalam pembiayaan
murabahah adalah persentase tingkat keuntungan yang ditentukan
oleh bank dalam akad murabahah 2. Berikut ini adalah beberapa
faktor penentu pendapatan margin murabahah pada perusahaan
perbankan syariah di Indonesia *°:

1. Direct Competitor's Market Rate (DCMR): Ini mewakili
rata-rata tingkat margin keuntungan pesaing langsung di
pasar. Perbankan syariah perlu memperhatikan angka
ini ketika menentukan margin murabahah.

2. Dana pihak Kketiga: Peningkatan pembiayaan dapat
meningkat pembiayaan murabahah karena merupakan
jenis pembiayaan yang- paling dominan di perbankan
syariah. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga maka
bank akan mengurangi margin pendapatan untuk

16 Rachel F. Baskerville and Giuseppe Grossi, “Size Matters: Financial Reporting
by the IMF and World Bank,” SSRN Electronic Journal, No. 16 (2016): 1-34.

17 Thesa Adi Purwanto, “Tmplementation of Murabahah Transaction in Sharia Bank
Case Study in Indonesia,” Journal of Strategic and Global Studies 2, No. 1 (2019): 70-82.

18 Musaroh Musaroh et al., “The Determinants of Murabaha Margin. .., him. 123
130.

19 Musaroh Musaroh et al., “The Determinants of Murabaha Margin. .., him. 123
130.
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meningkatkan  jumlah  nasabah, sehingga akan
meningkatkan keuntungan dan dapat memberikan hasil
yang besar terhadap dana pihak ketiga.

3. Volume pembiayaan murabahah: Peningkatan volume
pembiayaan murabahah akan meningkatkan besarnya
pendapatan margin murabahah yang diterima bank
syariah.

4. Suku bunga Bank Indonesia: Pengaruh suku bunga
Bank Indonesia  terhadap pendapatan  margin
murabahah adalah signifikan.

5. Inflasi: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap
pendapatan margin murabahah. Tingginya margin
pembiayaan ~ murabahah =~ membuat  masyarakat
beranggapan bahwa pembiayaan ini lebih mahal
dibandingkan pembiayaan kredit di bank konvensional
20, Markup (margin) disepakati terlebih dahulu dan tidak
dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan?'.

Pembiayaan murabahah “adalah salah satu bentuk

pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah.
Dalam pembiayaan ini, bank syariah menjual barang kepada
nasabah dengan harga yang telah disepakati, dengan pembayaran
dilakukan secara mencicil. Margin, atau tingkat keuntungan, dalam
pembiayaan murabahah merupakan komponen penting dalam
transaksi ini. Faktor-faktor yang memengaruhi penentuan margin
mencakup tingkat pesaingan di pasar (DCMR), jumlah dana pihak
ketiga yang ditempatkan di bank, volume pembiayaan murabahah,
suku bunga Bank ‘Indonesia, dan inflasi. Selain itu, perjanjian
mengenai margin biasanya disepakati sebelum transaksi dilakukan

20 Apriwandi, Mohd Haizam Saudi, and Paulus Sugianto Yusuf, “Reconstruction
Of Murabahah Contract Schemes in Sharia Banking,” Review of International
Geographical Education Online 11, No. 6 (2021): 497-503.

2L |brahim Fatwa Wijaya and Andrea Moro, “Trustworthiness and Margins in
Islamic Small Business Financing: Evidence from Indonesia,” Borsa Istanbul Review 22,
No. November (2022): S35-S46.
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dan tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan.
Penentuan margin ini harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan
prinsip transparansi. Pembiayaan murabahah memiliki peran
penting dalam perbankan syariah, dan penentuan margin yang
sesuai adalah kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip Syariah dan menjaga kepuasan nasabah 2.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
penentuan margin pada pembiayaan murabahah di Lembaga
Keuangan Syariah melibatkan beberapa tahapan, termasuk
penentuan harga beli barang, perhitungan biaya terkait, penentuan
margin keuntungan, persetujuan nasabah, dan memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ada beberapa faktor
yang memengaruhi penentuan margin, termasuk tingkat pesaingan
di pasar, jumlah dana pihak ketiga yang ditempatkan di bank,
volume pembiayaan, suku bunga Bank Indonesia, dan inflasi.
Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat dalam
menentukan margin yang adil dan sesuai. Pembiayaan murabahah
memiliki peran penting dalam perbankan syariah dan telah menjadi
salah satu produk utama dalam industri keuangan syariah. Ini
memungkinkan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan
sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tanpa melibatkan riba.
Transparansi dalam menentukan dan menjelaskan margin serta
persetujuan nasabah sebelum transaksi adalah kunci dalam menjaga
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan memastikan
kepuasan nasabah.

22 Ulum, “Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan
Murabahah”; Muhammad Fahmul Ilttham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan
Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah”; Apriat and Hayyi, “Metode Penentuan
Tingkat Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Mataram”;
Rachmawati and Darmaya, “Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan
Nishah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru.”
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3.3 Konsep Economic Value of Time dalam Penentuan
Margin Murabahah

Economic Value of Time merupakan konsep penting dalam
berbagai aspek keuangan, termasuk penentuan margin keuntungan
dalam transaksi murabahah. Murabahah adalah salah satu jenis
pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah, dimana
bank membeli aset atas permintaan nasabah dan menjualnya
kembali kepada nasabah dengan keuntungan tertentu. Economic
Value of Time (EVT) adalah konsep yang digunakan untuk
mengukur nilai  waktu dalam ekonomi. Dalam transaksi
murabahah, EVT digunakan untuk menentukan margin atau
keuntungan yang akan dikenakan oleh bank syariah kepada Klien.
Penerapan EVT dalam penentuan margin murabahah melibatkan
pertimbangan biaya waktu yang terkait dengan sumber daya yang
digunakan oleh bank dalam pembiayaan tersebut®.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentukan margin  murabahah dengan mempertimbangkan
Economic Value of Time meliputi?*:

1. Biaya Modal: Bank harus mempertimbangkan biaya modal
yang keluarkan untuk membiayai aset yang akan dijual
kepada klien. Biaya modal mencakup tingkat pengembalian
yang diharapkan oleh pemilik modal atau pemegang saham
bank.

2. Biaya Operasional: Termasuk biaya yang dikeluarkan oleh
bank untuk mengelola transaksi murabahah, termasuk biaya
administrasi, gaji karyawan, dan biaya lainnya yang terkait.

3. Biaya Pembiayaan: '« Bank ' syariah = juga perlu
mempertimbangkan biaya pembiayaan yang diperlukan

23 Abdul Rachman and Erik Pratama, “Penetapan Margin dalam Pembiayaan. . .,
him. 17-35

24 Azmansyah, Fka Nuraini Rachmawati, and Raja Ria, “Analisis Penetapan
Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi KIAT 28, No.
1(2017): 49-74
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untuk mendapatkan dana yang akan digunakan dalam

transaksi murabahah.

4. Faktor Risiko: Bank juga harus mempertimbangkan risiko-
risiko yang terkait dengan transaksi murabahah, seperti
risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
Margin juga dapat digunakan untuk mengkompensasi
risiko-risiko ini.

5. Keuntungan yang Wajar: Margin atau keuntungan yang
ditentukan harus wajar dan sesuai dengan praktik perbankan
syariah yang berlaku.

Economic Value of Time berperan dalam menentukan
margin murabahah, yaitu persentase tingkat keuntungan yang
ditentukan oleh bank dalam suatu akad murabahah. Margin
murabahah pada dasarnya didasarkan pada prinsip Economic Value
of Time dan harus didasarkan pada keuntungan jangka pendek di
pasar riil (pasar barang, bukan pasar uang) dan harus digunakan
untuk pembiayaan jangka pendek?. Tingkat keuntungan yang
digunakan dalam transaksi murabahah sebagai nilai ekonomi dari
keuntungan jangka pendek harus disesuaikan dengan sifat transaksi
di sektor riil. Misalnya transaksi mobil bisa dilakukan sebulan
sekali, tapi untuk pembiayaan rumah minimal setahun sekali,
seperti transaksi sewa rumah. Margin murabahah harus
dibandingkan dengan biaya sewa barang secara periodik?.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
Economic Value of Time digunakan untuk menentukan margin
murabahah, yaitu persentase tingkat keuntungan yang ditentukan
bank dalam suatu akad murabahah. Margin murabahah harus
didasarkan pada keuntungan jangka pendek di pasar riil dan harus

%5 Adam Arief Wibawa and Oktofa Yudha Sudrajad, “The Differences between
Murabahah and Musharakah Muatanagisah Contract Payments Using the Time Value of
Money Method (Study Case: PT Sarana Perumahan Mandiri),” International Journal of
Current Science Research and Review 06, No. 07 (2023): 4227-4240.

%6 Trisiladi Supriyanto, “The Role of the Rate of Profit Concept in Creating Islamic
Financial Market Stability,” in Advances in Economics, Business and Management
Research, Vol. 15, (2016): 125-133
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digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Tingkat keuntungan
yang digunakan dalam transaksi murabahah sebagai nilai ekonomi
dari keuntungan jangka pendek harus disesuaikan dengan sifat
transaksi di sektor riil. Margin murabahah harus dibandingkan
dengan biaya sewa barang secara periodik.

3.3.1 Konsep Economic Value of Time

Konsep Economic Value of Time (EVT) adalah cara
mengukur nilai waktu dalam ekonomi. Ini mengacu pada nilai
ekonomi dari waktu yang dihabiskan atau diinvestasikan dalam
suatu aktivitas atau keputusan. EVT sangat cocok dalam berbagai
aspek ekonomi termasuk perencanaan bisnis, pengambilan
keputusan investasi, perencanaan transportasi, analisis biaya-
manfaat, dll. Konsep ini menitikberatkan pada pemahaman bahwa
waktu mempunyai nilai ekonomi yang dapat diukur dan keputusan
mengenai alokasi waktu harus didasarkan pada pertimbangan nilai
ekonomi tersebut”. Beberapa poin kunci terkait dengan konsep
Economic Value of Time adalah sebagai berikut?;

1. Nilai Waktu: EVT mencoba untuk menentukan berapa
banyak nilai ekonomi yang melekat pada satu unit waktu.
Ini dapat diukur dalam satuan mata uang, seperti dollar per
jam atau dollar per menit. Nilai waktu individu mungkin
bervariasi berdasarkan dan prioritas individu.

2. Penggunaan yang Berbeda: Konsep EVT dapat diterapkan
dalam berbagai. Misalnya, dalam transportasi, EVT
digunakan untuk mengukur nilai waktu yang hilang akibat
kemacetan lalu lintas atau perjalanan yang lebih lama.
Dalam bisnis, EVT dapat digunakan untuk menilai waktu
yang diinvestasikan dalam proses produksi, pengembangan
produk, atau kegiatan lainnya.

21 Athaya Zendania and Kartika Setyani, “Time Value of Money dan Economic...,
him. 2419-2426

28 Muhammad Nasri Katman and Andi Nur Akmawanti, “Implikasi Konsep
Economic Value of Time dalam Manajemen Keuangan Syariah,” Economic and Financial
Journal 1, No. 2 (2021): 118-128.
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3. Pengambilan  Keputusan: EVT membantu dalam
pengambilan keputusan yang melibatkan alokasi sumber
daya, baik itu dalam bisnis, pemerintah, atau dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan memahami nilai waktu,
seseorang dapat membuat keputusan yang lebih
informasional tentang bagaimana menghabiskan waktu dan
sumber daya.

4. Faktor-faktor Pengaruh: Economic Value of Time dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan
individu, jenis pekerjaan, dan preferensi pribadi. Nilai
waktu dapat lebih tinggi bagi seseorang dengan pendapatan
yang tinggi, karena waktu yang dihabiskan untuk bekerja
dapat mengorbankan potensi pendapatan tambahan.

5. Analisis Biaya-Manfaat: Dalam analisis biaya-manfaat,
EVT digunakan untuk mengevaluasi proyek atau kebijakan
dengan mempertimbangkan nilai waktu yang hilang atau
dihemat oleh pelaksanaan proyek atau kebijakan tersebut.

6. Efisiensi: Pemahaman tentang nilai waktu dapat membantu
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Organisasi dan individu dapat berusaha mengurangi waktu
yang terbuang atau mengalokasikan waktu dengan lebih
efisien.

Economic Value of Time merupakan suatu konsep yang
menyatakan bahwa waktu, khususnya waktu produktif, akan
menghasilkan dan menambah  nilai ekonomi. Di sisi lain, Time
Value of Money merupakan konsep yang menjelaskan bahwa nilai
uang saat ini lebih berharga dibandingkan di ‘masa depan®.
Economic Value of Time berkaitan dengan produktivitas dan
efisiensi investasi dan bisnis. Namun Time Value of Money
berhubungan dengan tingkat bunga. Dalam perspektif Islam, Time

29 Rahmayati and Ulfa Mardiah, “Study of Differences in Time Value of Money
With Economic Value of Time on Sharia Perspektif,” Proceeding International Seminar on
Islamic Studies 4, No. 1 (2023): 1508-14.
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Value of Money erat kaitannya dengan bunga, hal ini dilarang
dalam Islam®.

Economic Value of Time dikaitkan dengan konsep bagi hasil
yang dianggap lebih adil dan adil**. Economic Value of Time
berperan dalam memisahkan kontrak kepastian alam dan kontrak
ketidakpastian alam, yang pada akhirnya berimplikasi pada
penghapusan gharar dan kepentingan kontrak3?. Konsep Economic
Value of Time juga relevan dalam pengelolaan keuangan syariah .
Singkatnya, Economic Value of Time dan Time Value of Money
adalah dua konsep yang berbeda. Yang pertama mengacu pada nilai
ekonomi yang dihasilkan oleh waktu produktif, sedangkan yang
kedua mengacu pada nilai uang saat ini dibandingkan dengan masa
depan. Economic Value of Time berkaitan dengan produktivitas dan
efisiensi, sedangkan Time Value of Money berkaitan dengan tingkat
bunga. Dalam perspektif Islam, Economic Value of Time dianggap
lebih adil dan adil dibandingkan dengan Time Value of Money yang
dikaitkan dengan bunga.

Economic Value of Time adalah konsep yang menyatakan
bahwa waktu, khususnya waktu produktif, dapat menghasilkan dan
meningkatkan nilar ekonomi. Di sisi lain, Time Value of Money
adalah konsep yang berbeda yang menjelaskan bahwa nilai uang
saat ini lebih berharga daripada di masa depan. Economic Value of
Time terkait erat dengan produktivitas dan efisiensi dalam investasi
dan bisnis, sementara Time Value of Money berkaitan dengan
tingkat bunga. Dalam ilmu ekonomi. transportasi, nilai waktu
merujuk pada biaya kesempatan dari waktu yang dihabiskan oleh

80" Mohammad Fathi Rabbani and Asyari Hasan, “The Time Value Of Money And
The Economic Value Of Time (A Comparative Study),” Indonesian Interdisciplinary
Journal of Sharia Economics (11JSE) 6, No. 3 (2023): 2384-2396.

31 Athaya Zendania and Kartika Setyani, “Time Value of Money dan Economic...,
him. 2419-2426

32 Mohammad Fathi Rabbani and Asyari Hasan, “The Time Value Of Money And
The ..., him. 2384-2396.

33 Athaya Zendania and Kartika Setyani, “Time Value of Money dan Economic...,
him. 2419-2426
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seorang pelancong selama perjalanannya. Nilai waktu dapat sangat
bervariasi antar individu dan tergantung pada tujuan perjalanan,
tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis
penilaian: waktu kerja dan waktu non-kerja. Dalam perspektif
Islam, Economic Value of Time dianggap lebih adil dan sesuai
dibandingkan dengan Time Value of Money yang terkait dengan
bunga. Economic Value of Time berperan dalam memisahkan
antara kontrak yang bersifat pasti dan yang bersifat tidak pasti,
dengan dampak akhirnya adalah mengurangi ketidakpastian
(gharar) dan kepentingan dalam kontrak. Konsep Economic Value
of Time juga relevan dalam pengelolaan keuangan syariah®:.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
Economic Value of Time menyatakan bahwa waktu, terutama
waktu produktif, memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam investasi dan bisnis. Konsep ini
memainkan peran penting dalam menentukan margin atau
keuntungan dalam transaksi keuangan syariah, dan dianggap lebih
adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, Time
Value of Money adalah konsep yang menjelaskan bahwa nilai uang
saat ini lebih berharga daripada di masa depan. Namun, dalam
Islam, Time Value of Money sering dikaitkan dengan bunga, yang
dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, konsep ini tidak diterapkan
dalam praktik keuangan syariah.

3.3.2 Konsep Time Value of Money

Time Value of Money (TVM) adalah konsep keuangan yang
menyatakan bahwa sejumlah uang saat ini bernilai lebih dari
jumlah yang sama di masa depan. Konsep ini didasarkan pada
asumsi bahwa masyarakat lebih-memilih memiliki uang sekarang
daripada nanti karena uang tersebut dapat diinvestasikan atau

34 Iskandar Muda and Abdul Nasser Hasibuan, ‘“Public Discovery of the Concept of
Time Value of Money with Economic Value of Time,” Emerald Reach Proceedings Series
1(2018): 251-57.
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digunakan untuk memperolen keuntungan lebih banyak. Ada
beberapa prinsip dasar dalam konsep TVM?:

1. Time Value of Money: Nilai uang pada saat ini lebih tinggi
daripada nilai yang sama di masa depan. Ini berarti bahwa
uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan.

2. Bunga: Bunga adalah kompensasi yang diberikan untuk
penggunaan uang pada saat ini. Ketika menabung atau
berinvestasi, akan mendapatkan bunga. Sebaliknya, ketika
meminjam uang, harus membayar bunga.

3. Diskon dan Penghitungan Nilai Masa Depan: TVM
melibatkan penghitungan nilai uang di masa depan dengan
menghitungnya kembali ke nilai saat ini. Ini melibatkan
penggunaan rumus-rumus matematika seperti nilai sekarang
(present value), nilai masa depan (future value), tingkat
bunga, dan periode waktu tertentu.

Time Value of Money (TVVM) adalah konsep keuangan yang
menyatakan sejumlah uang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang
sama di masa depan karena potensi pendapatannya. Prinsip ini
merupakan prinsip inti keuangan dan juga disebut sebagai nilai
diskon saat ini. Prinsip TVM berarti sejumlah uang hanya dapat
tumbuh melalui investasi, sehingga investasi yang tertunda berarti
kehilangan peluang. Konsep TVM digunakan di bidang keuangan
untuk menilai peluang investasi, perencanaan keuangan, dan
aktivitas manajemen risiko®. Nilai waktu dari uang dihitung
menggunakan jumlah uang, nilai masa depan, jumlah yang dapat
diperoleh, dan jangka waktu. Jumlah periode pemajemukan
merupakan penentu penting untuk rekening tabungan.

Inflasi berdampak negatif pada Time Value of Money karena
daya beli menurun seiring dengan naiknya harga. TVM memiliki
beberapa perhitungan berbeda tergantung pada kapan arus kas

35 Adam Arief Wibawa and Oktofa Yudha Sudrajad, “The Differences between
Murabahah and. . ., hlm. 4227-4240.

36 Matt Gavin, A Manager s Guide to Finance & Accounting (Amerika Serikat:
Harvard Business School, 2009), him. 170.
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diterima dan ke arah mana ingin menilai uang. Arahnya tergantung
apakah ingin mengetahui nilai sekarang (nilai saat ini) atau nilai
masa depan (nilai pada suatu tanggal di masa depan). Ada rumus
berbeda tergantung pada arus kas, dan dapat dihitung nilai sekarang
atau nilai masa depan dari satu pembayaran sekaligus atau
serangkaian pembayaran. Memahami Time Value of Money dapat
membantu keuangan pribadi, seperti keputusan mengenai gaji,
pinjaman, dan investasi. Untuk bisnis, konsep TVM dapat
digunakan ketika perusahaan sedang mempertimbangkan apakah
akan berinvestasi dalam pengembangan produk baru®’.

Berdasarkan penjelasan di atas konsep Time Value of
Money (TVM) adalah prinsip fundamental dalam keuangan yang
menggarisbawahi pentingnya nilai waktu dalam pengambilan
keputusan keuangan. Dalam TVM, nilai uang pada saat ini
dianggap lebih berharga daripada nilai yang sama di masa depan.
Ini  disebabkan oleh kemampuan uang sekarang untuk
diinvestasikan atau digunakan untuk menghasilkan keuntungan
tambahan. Dua konsep utama dalam TVM adalah bunga dan
diskon. Bunga adalah penghargaan untuk orang yang bersedia
menunda penggunaan uang, Seperti bunga yang diterima saat
menabung atau yang dibayarkan saat meminjam uang. Diskon
melibatkan penghitungan ulang nilai uang di masa depan menjadi
nilai saat ini, dengan mempertimbangkan tingkat bunga, periode
waktu, dan jumlah uang yang terlibat. Aplikasi TVM mencakup
penilaian investasi, penentuan pembayaran bulanan pinjaman,
perencanaan keuangan pribadi, dan penilaian instrumen keuangan
seperti obligasi dan saham. Kesimpulannya, TVM adalah konsep
penting Yyang membantu individu dan organisasi membuat
keputusan keuangan yang cerdas dan efisien dengan
memperhitungkan nilai waktu uang.

37 Matt Gavin, A Manager ’ s Guide to Finance & Accounting. .., him. 170.
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3.3.3 Penentuan Margin berbasis Economic Value of Time

Penentuan margin berbasis Economic Value of Time

(EVOT) adalah pendekatan yang digunakan dalam bisnis untuk
menghitung margin atau keuntungan yang seharusnya diperoleh
dari suatu produk atau layanan berdasarkan nilai ekonomi dari
waktu yang disediakan atau dihemat oleh produk atau layanan
tersebut bagi pelanggan®. Berikut adalah langkah-langkah umum
dalam menentukan margin berbasis Economic Value of Time*:

1.

Identifikasi Nilai Waktu Ekonomi (Economic Value of
Time): Pertama-tama, perlu mengidentifikasi berapa nilai
waktu ekonomi (EVOT) dari pelanggan. EVOT adalah
besaran yang mengukur seberapa berharga waktu bagi
pelanggan. Ini bisa berbeda-beda tergantung pada sektor
industri, demografi pelanggan, dan bisnis.

Analisis Bagaimana Produk atau Layanan Membantu
Menghemat Waktu: Selanjutnya, perlu dianalisis bagaimana
produk atau layanan dapat membantu pelanggan
menghemat waktu.

Hitung Nilai Hemat Waktu: Hitung berapa banyak waktu
yang akan dihemat oleh pengguna produk atau layanan.
Misalnya, jika produk adalah alat yang mempercepat proses
produksi, hitung berapa banyak jam tenaga kerja yang
dihemat.

Tentukan Harga Produk atau Layanan: Selanjutnya,
tentukan harga produk atau layanan. Harga ini seharusnya
mencerminkan nilai hemat waktu yang diberikan kepada
pelanggan.

Hitung Margin atau Keuntungan yang Diinginkan: Dengan
mengetahui nilai hemat waktu dan harga produk atau
layanan, dapat menghitung margin atau keuntungan yang
diinginkan. Ini akan mencerminkan EVOT dan berapa

38 Khozainul Ulum, “Mekanisme Penentuan Margin pada. . ., him. 20-36.
39 Athaya Zendania and Kartika Setyani, “Time Value of Money dan Economic...,

him. 2419-2426
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banyak pelanggan bersedia membayar untuk hemat waktu

tersebut.

6. Tinjau Hasilnya: Terakhir, tinjau hasil perhitungan margin
berbasis EVOT. Ini akan membantu memutuskan apakah
harga yang diusulkan masih kompetitif dan apakah
pelanggan akan melihat nilai yang cukup besar dalam hemat
waktu yang ditawarkan.

Penentuan margin keuntungan berdasarkan Economic Value
of Time (EVT) tidak dapat dihitung secara langsung tetapi
melibatkan pertimbangan nilai waktu dalam kaitannya dengan
harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya. Margin ekonomi
(EM) adalah sistem pengukuran berbasis nilai yang dirancang
untuk mengembangkan ukuran keuntungan ekonomi yang dapat
dibandingkan antar bisnis. Perhitungan EM mencakup tiga elemen
yaitu Arus Kas, Investasi Modal, dan Belanja Modal. EM
didefinisikan sebagai (Arus Kas Operasi - Belanja Modal) / Total
Investasi. Margin keuntungan adalah harga jual produk dikurangi
harga pokok bharang. Konsep EVT menyatakan bahwa waktu
mempunyai nilai _ekonomi, bukan uang yang mempunyai nilai
sementara. Dasar penghitungan kontrak berbasis EVT adalah tarif.
Economic Value of Time relatif lebih adil ketika menghitung
kontrak sponsorship bagi hasil. Konsep bagi hasil berdampak pada
nilai tukar yang menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara
kedua belah pihak serta transaksi lainnya berdasarkan hukum
Syariah Islam*.

Economic Value of Time adalah sebuah konsep yang
mengacu pada nilai waktu dalam istilah moneter. Hal ini digunakan
untuk menentukan biaya peluang waktu, yang merupakan biaya
untuk “mengabaikan suatu aktivitas demi aktivitas lainnya.
Penentuan margin berdasarkan Economic Value of Time bukanlah
perhitungan langsung, melainkan pertimbangan nilai waktu dalam

40 Daniel J. Obrycki and Rafael Resendes, “Value-Based Metrics: Foundations and
Practice,” in Value-Based Metrics: Foundations and Practice, ed. Frank J. Fabozzi and
James L. Grant (New Jersey: Wiley, 2000), 157-78.



153

kaitannya dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainny.
Margin Ekonomi (EM) adalah sistem pengukuran berbasis nilai
yang dirancang untuk mengembangkan ukuran keuntungan
ekonomi yang dapat dibandingkan antar perusahaan.

Perhitungan EM mencakup tiga komponen: Arus Kas,
Modal yang Diinvestasikan, dan Beban Modal. EM didefinisikan
sebagai (Arus Kas Operasi — Biaya Modal)/Modal Investasi Bruto.
Kerangka EM unik karena menggabungkan kemajuan dalam
Manajemen  Berbasis Nilai (VBM) yang dihasilkan oleh
keuntungan ekonomi dan metrik berbasis Tingkat Pengembalian
Internal (IRR). Margin laba operasi adalah penghitungan margin
laba lain yang mengukur laba yang dihasilkan perusahaan per dolar
pendapatan setelah membayar biaya produksi variabel, seperti upah
dan bahan mentah, tetapi sebelum membayar bunga atau pajak.
Dihitung dengan membagi pendapatan operasional perusahaan
dengan penjualan bersihnya. Rasio yang lebih tinggi umumnya
lebih  baik, menggambarkan perusahaan efisien dalam
operasionalnya  dan pandai mengubah penjualan menjadi
keuntungan. Margin adalah harga jual suatu produk dikurangi
harga pokok barang. Margin untuk produk yang dijual seharga
$200 dengan biaya $110 adalah $90, yaitu margin 45% (margin
dibagi harga jual)*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
penentuan margin berbasis Economic Value of Time, merupakan
pendekatan yang mempertimbangkan nilai waktu dalam harga
produk atau layanan. Hal ini tidak hanya melibatkan perhitungan
langsung, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana suatu
produk atau layanan dapat menghemat waktu pelanggan atau
memberikan nilai tambah dalam aspek waktu. Dalam analisis
margin, kita dapat menggunakan dua metrik utama, yaitu Economic
Margin (EM) dan Operating Margin. Economic Margin lebih luas,

41 Daniel J. Obrycki and Rafael Resendes, “Value-Based Metrics: Foundations
and..., hlm. 157-78.
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mencakup profitabilitas perusahaan dari sudut pandang ekonomi,
sementara Operating Margin lebih spesifik, mengukur profitabilitas
operasional. Kedua metrik ini membantu bisnis dalam menilai
kinerja, mengambil keputusan investasi, dan menentukan harga
yang memadai untuk produk atau layanan. Margin, dalam ini,
adalah perbedaan antara pendapatan dan biaya yang mencerminkan
profitabilitas perusahaan dan memiliki peran kunci dalam analisis
keuangan dan strategi bisnis.

3.4 Manfaat dan Risiko dalam Pembiayan Murabahah
3.4.1 Manfaat Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis transaksi perdagangan
dalam Islam yang digunakan dalam keuangan syariah. Dalam
transaksi murabahah, pihak penjual membeli barang dengan harga
tertentu dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan
keuntungan yang jelas. Ada beberapa manfaat dari jual beli
murabahah, baik bagi pihak penjual maupun pembeli, serta dalam
sistem keuangan Islam. Berikut beberapa manfaatnya:

1. Kepatuhan Syariah: -murabahah adalah salah satu metode
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Dalam transaksi ini, ada jelasnya harga dan keuntungan,
dan tidak ada unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam.

2. Akses ke Pembiayaan: Bagi pembeli, murabahah dapat
menjadi cara untuk mendapatkan akses ke pembiayaan.
Misalnya, jika sesearang -ingin membeli barang mahal
seperti rumah atau kendaraan, dapat menggunakan fasilitas
pembiayaan  murabahah untuk: mendukung pembelian
tersebut.

3. "Prediksi Biaya: murabahah memungkinkan pembeli untuk
mengetahui dengan pasti berapa biaya yang akan dibayar,
karena harga dan keuntungan sudah ditetapkan pada awal
transaksi. Ini membantu dalam perencanaan keuangan.

4. Kemudahan dan Kepastian: Karena harga barang dan
keuntungan sudah ditentukan pada awal transaksi,
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murabahah dapat memberikan kemudahan dan kepastian
bagi kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko
ketidakpastian harga di masa depan.

5. Investasi: Bagi penjual, murabahah dapat menjadi sumber
investasi yang menghasilkan keuntungan. Penjual dapat
mengambil keuntungan dari transaksi tanpa melibatkan
riba, yang diharamkan dalam Islam.

6. Dukungan Perekonomian: murabahah dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Islam dengan
memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

7. Kepemilikan Barang: Dalam transaksi murabahah, barang
yang dibeli menjadi milik pembeli sejak awal, sehingga
pembeli memiliki barang tersebut dan bertanggung jawab
terhadapnya.

Kesimpulan, transaksi jual beli murabahah memiliki
manfaat yang signifikan dalam keuangan syariah. Metode ini
memungkinkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang sesuali
dengan prinsip-prinsip syariah Islam, menghindari unsur riba,
memberikan kepastian biaya, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi dalam masyarakat Islam. Bagi pembeli, murabahah
memberikan akses ke pembiayaan yang dapat digunakan untuk
membeli barang mahal, sementara bagi penjual, ini merupakan
sumber investasi yang halal. Namun, penting untuk menjalankan
transaksi murabahah dengan pemahaman yang benar tentang
prinsip-prinsip syariah, serta konsultasi dengan ahli keuangan
syariah untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam transaksi
ini.

3.4.2 Risiko dalam Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tanggal
01 April 2000, murabahah didefinisikan sebagai "menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”
Sedangkan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
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36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, pembiayaan
murabahah pada Bank Syariah dijelaskan sebagai "penyediaan
dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk
transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan
nasabah  yang  mewajibkan nasabah  untuk  melunasi
hutang/kewajibannya."

Murabahah juga memiliki berbagai risiko yang harus
diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat.

Risiko pertama dalam jual beli murabahah adalah risiko
pasar. Ini terjadi ketika nilai barang yang dibeli oleh penjual untuk
dijual kembali kepada pembeli mengalami penurunan nilai pasar
sebelum transaksi murabahah selesai. Penurunan nilai ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan tren pasar atau
kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini,
penjual mungkin mengalami kerugian karena harga jual yang telah
disepakati tidak lagi mencerminkan nilai pasar barang tersebut.*?

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk selalu bersikap
jujur dan adil dalam setiap transaksi, termasuk dalam menghadapi
risiko pasar. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT
berfirman: ) , )
2h 5155 ol b IS 135 &g (AT o TERT 1Y) Guall Guitladll

O 9w
Artinya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi.” (Q.S Al-Mutaffifin ayat:1-3)

42 Endro Wibowo, Jurnal Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah
di BMT Amanah Ummah, p-: ISSN: 2460- 4089, e-ISSN: 2528-2948, Al
Tijarah. Vol. 1, No.2, Desember 2015 (115-133), him .118.
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Ayat ini mengingatkan bahwa dalam transaksi Murabahah,
penjual harus bersikap adil dan tidak berusaha menghindari
kerugian dengan cara yang tidak sesuai syariah.

Risiko kedua adalah risiko kredit. Risiko ini muncul jika
pembeli gagal membayar cicilan sesuai jadwal yang telah
disepakati. Kegagalan pembayaran dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, termasuk. kesulitan keuangan yang tidak terduga atau
ketidakmampuan pembeli untuk mengelola keuangan dengan baik.
Risiko kredit ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penjual,
terutama jika pembeli tidak memiliki jaminan yang cukup untuk
menutupi sisa pembayaran.*?

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah RA menyatakan:

"Tangguhkanlah (pembayaran) kepada orang yang
mengalami kesulitan hingga ada kelapangan.” (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan
kesabaran dalam menghadapi risiko kredit. Penjual dalam transaksi
Murabahah dianjurkan untuk memberikan kelonggaran kepada
pembeli yang benar-benar kesulitan dalam membayar cicilan,
sambil tetap menjaga prinsip keadilan.

Risiko ketiga vyaitu risiko operasional juga menjadi
perhatian dalam jual beli murabahah. Risiko ini terkait dengan
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses administrasi,
pencatatan, atau komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Misalnya, kesalahan dalam : mencatat harga pokok atau margin
keuntungan dapat menyebabkan Kketidaksepakatan di kemudian
hari. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi lembaga keuangan
syariah dan pelaku bisnis untuk memiliki sistem administrasi yang
kuat dan efektif.44

4 Endro Wibowo, Jurnal Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah
di BMT Amanah Ummah, p-: ISSN: 2460- 4089, e-ISSN: 2528-2948, Al
Tijarah. VVol. 1, No.2, Desember 2015 (115-133), him .118.

4 Nur Hasanah dkk, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Resiko
Akad Murabahah Serta Pengelolaan Resiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT
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Mazhab Syafi'i mengajarkan pentingnya transparansi dalam
setiap aspek transaksi murabahah. Menurut ulama Syafi'i, segala
hal yang berkaitan dengan harga pokok, margin keuntungan, dan
jangka waktu pembayaran harus dijelaskan secara rinci kepada
pembeli. Transparansi ini akan membantu mengurangi risiko
operasional dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian
hari.*®

Keempat Risiko likuiditas juga merupakan risiko yang
harus dihadapi dalam jual beli murabahah. Ini terjadi ketika
penjual atau lembaga keuangan syariah tidak memiliki cukup
likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat
pembeli yang menunda pembayaran cicilan. Risiko likuiditas ini
dapat mengganggu operasional bisnis dan menimbulkan masalah
keuangan yang lebih serius.

Dalam Surah Al-Bagarah ayat 280, Allah SWT berfirman:

8onda G Bk s 3Le 5 O s
Artinya:"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

Ayat ini menekankan pentingnya memberi kelonggaran
kepada orang yang mengalami kesulitan finansial. Dalam konteks
Murabahah, penjual harus mempertimbangkan risiko likuiditas dan
bagaimana menanganinya dengan cara yang sesuai syariah.

Kelima, Risiko hukum adalah risiko lain yang harus
diperhatikan dalam jual beli Murabahah. Risiko ini terkait dengan
kemungkinan terjadinya sengketa hukum akibat ketidakjelasan
dalam akad atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika
suatu transaksi Murabahah tidak disusun sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, baik syariah maupun hukum positif, maka

Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Volume 2 (1):1-5, 2015.
hal. 2
4 Mardani, Figih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta, Kencana, 2012). him., 74
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transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah, yang akan berdampak
buruk bagi semua pihak yang terlibat.

Mazhab Hanafi menekankan pentingnya kejelasan akad
dalam setiap transaksi syariah, termasuk murabahah. Mereka
mengajarkan bahwa setiap detail harus dicantumkan dalam akad
secara jelas dan tegas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing
pihak, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Prinsip ini
sangat penting untuk mengurangi risiko hukum dalam transaksi
Murabahah.*

Keenam, Risiko reputasi juga menjadi pertimbangan
penting dalam jual beli murabahah, terutama bagi lembaga
keuangan syariah. Risiko ini terjadi jika lembaga tersebut gagal
memenuhi komitmennya atau terlibat dalam praktik yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah. Jika reputasi lembaga tercoreng, hal
ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari nasabah dan
mitra bisnis, yang pada akhirnya merugikan bisnis secara
keseluruhan.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin
Umar RA berbunyi:

"Janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian
miliki." (HR. Bukhari)

Hadits ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas
dalam setiap transaksi, termasuk Murabahah. Lembaga keuangan
syariah harus menjaga reputasinya dengan memastikan bahwa
semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan
tidak melibatkan penipuan atau ketidakjujuran.*’

Ketujuh, Risike valuta asing (foreign exchange risk) juga
dapat mempengaruhi jual beli Murabahah, terutama jika transaksi
melibatkan mata uang asing. Perubahan nilai tukar dapat
mempengaruhi jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh

46 Mardani, Figih Ekonomi Syari’ah ..., hlm. 74
47 Mardani, Figih Ekonomi Syari’ah ..., hlm. 79
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pembeli atau jumlah keuntungan yang diterima oleh penjual. Risiko
ini harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari kerugian.

Dalam menghadapi risiko valuta asing, ulama dari berbagai
mazhab mengajarkan pentingnya menggunakan mata uang yang
stabil atau melakukan lindung nilai (hedging) sesuai syariah untuk
mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar. Hal ini akan membantu
menjaga stabilitas keuangan dalam transaksi Murabahah yang
melibatkan mata uang asing.

Kedelapan, Risiko moral hazard juga merupakan risiko
yang harus diwaspadai dalam jual beli Murabahah. Risiko ini
terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi, biasanya pembeli,
tidak bertindak sesuai dengan komitmennya karena mengetahui
bahwa penjual atau lembaga keuangan syariah akan menanggung
kerugian tertentu. Misalnya, pembeli yang dengan sengaja
menunda pembayaran cicilan karena yakin bahwa penjual tidak
akan mengambil tindakan tegas.*®

Mazhab Hambali mengajarkan pentingnya menegakkan
keadilan dalam setiap transaksi, termasuk murabahah. Mereka
berpendapat bahwa setiap pelanggaran terhadap akad harus
ditindak sesuai dengan hukum syariah untuk mencegah terjadinya
moral hazard. Penjual harus memiliki mekanisme yang efektif
untuk menangani pembeli yang tidak bertanggung jawab tanpa
melanggar prinsip keadilan.4?

Kesembilan, Risiko strategi juga perlu diperhatikan dalam
jual beli murabahah. Risiko ini berkaitan dengan keputusan bisnis
yang diambil oleh penjual atau lembaga keuangan syariah, seperti
menetapkan margin keuntungan yang terlalu tinggi atau memilih
mitra bisnis yang tidak dapat diandalkan. Kesalahan dalam strategi
dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak kelangsungan
bisnis.

4Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya Pada
Sektor Keuangan Syariah. (Jakarta : Rajawali Pers. 2016), him 127
4Antonio, M. S. Bank Syariah dari teori ke praktek. (Jakarta: Gema

Insani Press. 2001), him. 83
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Dalam Surah Al-Bagarah ayat 286, Allah SWT berfirman:

&
% -

Gl L Lile 5 ik L g Lo V) Ll ks

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya..."

Ayat ini.mengingatkan penjual dan lembaga keuangan
syariah untuk selalu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi
pasar sebelum mengambil keputusan strategi dalam transaksi
Murabahah, sehingga dapat mengurangi risiko yang tidak perlu.

Yang terakhir, risiko ekuitas juga dapat mempengaruhi jual
beli murabahah, terutama jika penjual menggunakan modal dari
investor. Risiko ini terjadi ketika keuntungan dari transaksi
Murabahah tidak cukup untuk memberikan imbal hasil yang
diharapkan oleh investor, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan
dan hilangnya kepercayaan dari para pemegang saham atau pemilik
modal.>®

Muhammad menambahkan bahwa risiko pembiayaan
murabahah juga dapat berasal dari faktor internal lembaga
keuangan, seperti analisa pembiayaan yang kurang akurat atau
tekanan untuk memenuhi target pemasaran. Risiko-risiko ini
menunjukkan bahwa baik faktor eksternal maupun internal dapat
mempengaruhi keberhasilan pembiayaan murabahah. Oleh karena
itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memiliki sistem yang
baik dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengelola
risiko-risiko tersebut.”

Mitigasi risiko dalam pembiayaan murabahah melibatkan
serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi dampak
risiko yang mungkin terjadi. Anas (2018) menyarankan beberapa

%0 Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis
Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi
& Perpajakan(JRAP), 7(01), 43-52. https://doi.org/10.35838/ jrap.v7i01.1171

51 Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta:
UPP AMP YKPN. 2005), him. 75
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langkah mitigasi, termasuk seleksi nasabah yang ketat berdasarkan
prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition),
pembatasan pembiayaan dalam valuta asing, evaluasi sistem
operasional prosedur (SOP), dan penetapan jangka waktu maksimal
pembiayaan. Langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan
risiko yang dihadapi oleh bank syariah dan memastikan kelancaran
operasional.

juga ‘mengemukakan upaya mitigasi risiko yang dapat
dilakukan terutama melalui analisa bisnis nasabah yang lebih
cermat, pemantauan gejala pembiayaan bermasalah sejak dini, dan
pemantauan kinerja account officer. Ini menunjukkan bahwa
mitigasi risiko bukan hanya tanggung jawab manajemen puncak,
tetapi juga melibatkan seluruh lapisan organisasi, termasuk staf
yang berinteraksi langsung dengan nasabah.>?

Dalam praktiknya, risiko pembiayaan murabahah dapat
dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Misalnya, bank syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi
murabahah dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai dengan
prinsip syariah, termasuk kesepakatan harga dan margin
keuntungan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Islam yang
mengharuskan semua pihak dalam transaksi bisnis untuk bersikap
jujur dan adil.

Secara keseluruhan, mitigasi risiko dalam pembiayaan
murabahah adalah proses yang kompleks yang membutuhkan
keterlibatan seluruh pihak - dalam lembaga keuangan syariah.
Dengan menerapkan strategi mitigasi yang efektif, risiko-risiko
yang dihadapi dapat dikelola dengan baik, sehingga pembiayaan
murabahah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Ini pada akhirnya akan membantu lembaga keuangan

2Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah. (Jakarta: Rajawali
Pers. 2016), him. 22
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syariah dalam mencapai tujuan bisnis mereka sekaligus memenuhi
kewajiban syariah mereka.>

Dengan pemahaman dan mitigasi yang tepat terhadap
risiko-risiko ini, pembiayaan murabahah dapat menjadi instrumen
yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berbasis pada prinsip syariah. Hal ini juga akan memberikan
kepercayaan kepada nasabah bahwa transaksi yang dilakukan
sesuai dengan ajaran Islam dan dilakukan dengan integritas yang
tinggi. Dalam jangka panjang, ini akan mendukung stabilitas dan
keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam melayani
masyarakat.

Risiko yang dihadapi bank syariah ketika menawarkan
model keuangan murabahah dapat dikelompokkan menjadi tiga
kategori utama>*:

1. Risiko Terkait dengan Barang:

a. Risiko Kualitas Barang: Bank syariah berpotensi
menghadapi risiko terkait dengan kualitas barang yang
diperoleh dalam “transaksi murabahah. Barang yang
dibeli “oleh bank harus sesuai dengan deskripsi dan
kualitas yang telah disepakati dengan nasabah. Jika
barang tersebut tidak sesuai, bank mungkin akan
menghadapi kerugian.

b. Risiko Kepemilikan Aset: Selama proses kepemilikan
barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, bank
memiliki risiko terhadap kerusakan, kehilangan, atau
masalah lain yang mungkin terjadi pada barang tersebut.
Bank harus memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam
kondisi baik sampai dengan penjualan.

S3Janwari, Yadi. Fikih Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya. 2015), him. 87

54 Masruri Muchtar, “Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah,” Info
Artha 5, No. 1 (2021): 67—74.
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2. Risiko Terkait dengan Nasabah:

a. Risiko Pembayaran oleh Nasabah: Nasabah memiliki
kewajiban untuk membayar harga barang yang telah
disepakati dalam jangka waktu tertentu. Risiko terjadi
jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran
sesuai dengan perjanjian.. Bank harus memonitor dan
mengelola risiko ini dengan hati-hati.

b. Risiko Moral Hazard: Terdapat risiko moral hazard,
dimana nasabah mungkin kurang bertanggung jawab
dalam pembayaran karena tahu bahwa bank memiliki
kewajiban untuk membeli barang tersebut dan kemudian
dijualnya. Risiko ini perlu diatasi melalui manajemen
risiko yang efektif.

3. Risiko Terkait dengan Pembayaran:

a. Risiko Likuiditas: Bank syariah berisiko mengalami
kesulitan likuiditas jika menghadapi masalah dengan
nasabah yang gagal membayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan. Ini bisa'memengaruhi kemampuan bank
untuk memenuhi kewajiban keuangan.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi: Perubahan kondisi
ekonomi dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk
membayar sesuai perjanjian. Risiko ini terkait dengan
fluktuasi ekonomi. dan -harus dipertimbangkan dalam
manajemen risiko bank.

Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
dalam pembiayaan dengan akad murabahah, bank syariah
menawarkan manfaat pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,
termasuk larangan riba dan bunga. Hal ini memberikan akses
pembiayaan kepada nasabah, memenuhi kebutuhan finansial, dan
menjaga transparansi dalam transaksi. Namun, ada risiko terkait
dengan kualitas barang, pembayaran oleh nasabah, serta risiko
moral hazard yang harus diatasi. Bank syariah juga berisiko
terhadap kepemilikan aset, risiko likuiditas, dan fluktuasi kondisi
ekonomi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang cermat dan
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pemahaman yang kuat tentang risiko dan manfaat sangat penting
dalam praktik pembiayaan murabahah.

Terdapat sejumlah risiko dalam pembiayaan murabahah
yang perlu diantisipasi dan dikelola. Penting bagi bank syariah
untuk memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang
efektif, seperti pemantauan nasabah, diversifikasi portofolio
pembiayaan, penggunaan instrumen lindung nilai, dan peningkatan
sistem operasional untuk mengelola risiko dengan baik. Dengan
pendekatan yang hati-hati dalam manajemen risiko, bank syariah
dapat mengurangi potensi kerugian dan menjaga kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah.

1.4.3 Kategori Nasabah Bermasalah
Terdapat beberapa kategori nasabah bermasalah yang dapat
ditemukan dalam beberapa artikel yang relevan:

1. Nasabah dengan Perubahan Karakter: Kategori pertama
adalah nasabah yang mengalami perubahan karakter, seperti
perubahan pekerjaan, alamat, atau kondisi keuangan. Ini
mencerminkan perubahan - dalam  situasi nasabah yang
mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban keuangan *>.

2. Nasabah yang Menunda Pembayaran: Kategori kedua
adalah nasabah yang menunda pembayaran angsuran atau
cicilan pembiayaan. Nasabah dalam kategori ini mungkin
menghadapi kendala keuangan yang membuat tidak dapat
membayar tepat waktu®®.

3. Nasabah yang Mengalami  Kemacetan: Kategori ketiga
adalah  nasabah yang . mengalami  kesulitan dalam
pembayaran angsuran atau cicilan pembiayaan. Kemacetan

55 Chossy Rakhmawati and M Makhrus, ‘Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional,” Alhamra Jurnal Studi Islam 2, No. 1 (2021): 62-78.

% Galih Orlando, “Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-
Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah,” Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V,
No. 1 (2021): 25-34.
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tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

kesulitan ekonomi yang sementara®”.

4. Nasabah yang Tidak Mampu Membayar: Kategori terakhir
adalah nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar
angsuran atau cicilan pembiayaan. Nasabah dalam kategori
ini menghadapi kesulitan ekonomi yang serius dan tidak
memiliki. kemampuan  finansial  untuk  memenuhi
kewajiban.*®
Nasabah bermasalah dapat dikategorikan dalam berbagai

situasi yang berbeda, dan lembaga keuangan, termasuk yang
berbasis syariah, sering menghadapi beberapa kategori nasabah
bermasalah yang umum. Pertama, ada nasabah yang mengalami
perubahan kondisi keuangan, dimana awalnya mampu memenubhi
kewajiban keuangan tetapi kemudian menghadapi penurunan
pendapatan atau perubahan kondisi ekonomi yang membuat
kesulitan membayar angsuran atau cicilan. Kedua, terdapat nasabah
yang menunda pembayaran, baik secara disengaja atau karena
kendala likuiditas sementara. Ketiga, nasabah yang mengalami
kemacetan keuangan, seperti kehilangan pekerjaan atau
kebangkrutan, yang menghambat kemampuan untuk membayar
utang. Terakhir, ada nasabah yang benar-benar tidak mampu
membayar utang karena mengalami kondisi ekonomi yang sangat
sulit. Pengelolaan nasabah bermasalah perlu memperhatikan situasi
dan kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan
hukum Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahawa nasabah bermasalah
dalam lembaga keuangan 'syariah dapat ‘menghadapi berbagai
situasi, termasuk  perubahan kondisi keuangan, penundaan
pembayaran,  kemacetan keuangan, dan ketidakmampuan
membayar. Penanganan nasabah bermasalah harus didasarkan pada
prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Sanksi denda tidak

Sri Hariyanti, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik, ‘“Mekanisme
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. . ., hlm. 21-40.
%8 Galih Orlando, “Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu. . ., hlm. 25-34.
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diperbolehkan bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu
membayar, dan penting untuk memberikan keringanan serta
kesepakatan yang sesuai dengan kondisi individu. Keseluruhan
proses harus mencerminkan nilai-nilai syariah dan pedoman hukum
Islam.

1.4.4 Penangann Nasabah Bermasalah

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan
sesudah pandemi sebenarnya memiliki beberapa kesamaan, tetapi
ada penambahan kebijakan terutama yang diberikan oleh
pemerintah sebagai respons terhadap dampak pandemi. Berikut
adalah perbandingan strategi penanganan pembiayaan bermasalah
sebelum dan sesudah pandemi:
Sebelum Pandemi:

1. Penilaian Risiko: Bank dan lembaga keuangan melakukan
penilaian risiko secara rutin terhadap peminjam untuk
memastikan kemampuan mereka dalam melunasi
pinjaman.

2. Penyuluhan dan Pendidikan Keuangan: Pemerintah dan
lembaga keuangan memberikan  penyuluhan dan
pendidikan keuangan kepada masyarakat agar lebih sadar
akan kewajiban mereka dalam melunasi pinjaman.

3. Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah: Bank
dan lembaga keuangan memiliki kebijakan internal dalam
menangani pembiayaan bermasalah, seperti restrukturisasi
pinjaman atau penjualan aset bermasalah.

Setelah Pandemi:

1. Stimulus Ekonomi: Pemerintah memberikan stimulus
ekonomi . untuk . mendukung pemulihan ekonomi,
termasuk program bantuan atau keringanan pembayaran
bagi peminjam yang terdampak pandemi.

2. Kebijakan Keringanan: Bank dan lembaga keuangan
memberikan keringanan pembayaran, seperti moratorium
pinjaman atau penundaan pembayaran bunga bagi
debitur yang terdampak pandemi.

3. Fleksibilitas dalam Restrukturisasi: Bank dan lembaga
keuangan memberikan fleksibilitas dalam restrukturisasi
pinjaman, termasuk penyesuaian jangka waktu,
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pengurangan suku bunga, atau penghapusan sebagian
utang untuk membantu debitur dalam melunasi
kewajiban mereka.

Meskipun strategi dasar dalam menangani pembiayaan

bermasalah tetap sama, penambahan kebijakan dan stimulus
ekonomi yang diberikan oleh pemerintah menjadi tambahan
penting dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi
terhadap sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

Pembayaran utang dalam program pembiayaan murabahah
dapat - dilakukan secara tunai atau secara angsuran sesuai
kemampuan dan kesepakatan antara nasabah dan bank. Dalam
situasi pembayaran dengan tangguh, jika nasabah memiliki
kemampuan untuk melunasi pembiayaan lebih awal, hal ini
diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, yang perlu
diperhatikan adalah bahwa jumlah utang pembeli seharusnya setara
dengan harga barang yang telah disepakati, dikurangi dengan
angsuran yang sudah dibayarkan. Dalam ini, bank juga dapat
memberikan potongan kepada nasabah sebagai insentif untuk
pelunasan awal tersebut. Utang nasabah dalam transaksi jual beli
murabahah sebenarnya adalah setara dengan harga jual barang
tersebut. Ketika nasabah melakukan angsuran, utang nasabah akan
berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang
dilakukan. Dalam ini, tidak ada lagi pemisahan antara unsur pokok
dan keuntungan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, bank
berhak untuk memberikan denda kepada nasabah, yang besarnya
biasanya telah ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak®.

Dalam Islam, memberlakukan denda atau sanksi terhadap
nasabah yang tidak mampu atau mengalami kesulitan keuangan
tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan
dan etika dalam hukum Islam Surat Al-Bagarah (2:280)
menekankan pentingnya memberikan keringanan kepada orang-
orang yang mengalami kesulitan keuangan, yang berbunyi:

O3alis 2280y 280 s B0 By s ) B8 5nd 35 05 by

%9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori..., him. 53.



169

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu
bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu
apabila kamu mengetahui(-nya) (Al-Qur'an, Surat Al-
Bagarah, 2:280)

Ayat ini  menggarisbawahi . pentingnya memberikan

keringanan dan waktu tambahan kepada orang yang mengalami
kesulitan, terutama jika adalah orang yang rentan seperti anak-anak
atau orang miskin. Dalam lembaga keuangan syariah, hal ini berarti
bahwa harus berusaha untuk memahami situasi nasabah yang
mengalami kesulitan keuangan dan memberikan bantuan atau
kesepakatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah
keuangan, bukan memberlakukan sanksi yang dapat memperburuk
situasi.

Penanganan nasabah bermasalah dari perspektif Figh
(hukum Islam) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika,
keadilan, dan kebijaksanaan. Pertama, lembaga keuangan Islam
harus mencoba melakukan musyawarah dan' mediasi sebelum
mengambil langkah hukum. Transparansi dan ketentuan yang jelas
harus diberikan kepada nasabah, sehingga memahami hak dan
kewajiban. Prinsip keadilan (‘adl) adalah prinsip kunci yang harus
dipegang teguh, menghindari diskriminasi dan menjalankan hukum
Islam dengan adil. Dalam beberapa kasus, opsi seperti musagah
dan ijarah dapat dipertimbangkan untuk membantu nasabah yang
mengalami kesulitan keuangan. Bantuan sosial melalui zakat dan
infag juga dapat diberikan kepada nasabah yang benar-benar tidak
mampu membayar utang. Jika semua upaya perdamaian gagal,
penyelesaian melalui pengadilan syariah adalah opsi terakhir.
Selama seluruh proses, lembaga keuangan Islam harus memastikan
bahwa operasi selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan
etika bisnis, seperti larangan riba dan praktek bisnis yang tidak etis.
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Konsultasi dengan ulama atau otoritas keagamaan yang kompeten
sangat penting dalam menangani masalah hukum Islam®°.

Mekanisme penanganan nasabah bermasalah dalam
perspektif Figh dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang
memperhatikan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kebijaksanaan
dalam Islam®*. Pertama, pendekatan persuasif digunakan oleh bank
syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan
memberikan pembinaan, pemberitahuan melalui surat teguran,
kunjungan lapangan, upaya preventif seperti penjadwalan ulang
jangka waktu angsuran, serta mengurangi jumlah angsuran atau
margin keuntungan®.

Kedua, penyelesaian dapat dilakukan melalui restrukturisasi
dengan metode rescheduling, reconditioning, dan restructuring®
dan penyitaan jaminan. Ini membantu nasabah dalam mengatasi
kesulitan keuangan.

1. Rescheduling (Perpanjangan Waktu): Memperpanjang
jangka waktu angsuran atau pembayaran merupakan cara
yang umum digunakan untuk membantu nasabah yang
mengalami kesulitan keuangan. Dengan memperpanjang
jangka waktu, angsuran menjadi lebih terjangkau, dan
nasabah memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi
kewajiban ©.

2. Reconditioning . (Modifikasi Persyaratan): Modifikasi
persyaratan pembiayaan, seperti kapitalisasi bagi hasil atau

€0 Muhammad Avifin, Arbitrase Syariah Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2016), him. 522.

®1 Sitti Salehah Madjid, ‘“Penanganan Pembiyaan Bermasalah Pada Bank Syariah,”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2 (2018): 95-109.

62 Sri Hariyanti, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik, “Mekanisme
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS
Tanmiya Artha Kediri),” Wadiah 7, No. 1 (2023): 21-40.

83 Kusjuniati, “Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah
Perspektif Figh Muamalah,” Jurnal Ekonomi 3, No. 2 (2018): 16.

64 Iska Sanjaya, Meriyati, and Choirunnisak, ‘Penanganan Pembiayaan Murabahah
Bermasalah Di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal limiah
Mahasiswa Pebankan Syriah (Jimpa) 1, No. 2 (2021): 171-76.
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penundaan pembayaran bagi hasil, dapat membantu nasabah

dalam situasi kesulitan. Hal ini bisa membantu nasabah

untuk mengatasi tantangan keuangan ©.

3. Restructuring (Pembiayaan Ulang): Dalam beberapa kasus,
restrukturisasi  pembiayaan yang bermasalah  dapat
melibatkan perubahan pada jumlah angsuran, penambahan
modal, penyertaan uang tunai tambahan, atau bahkan
kontribusi tambahan dari pemilik. Kombinasi dari ketiga
cara penanganan (rescheduling, reconditioning, dan
restructuring) juga bisa digunakan tergantung pada situasi
nasabah®®.

4. Penyitaan Jaminan: Sebagai langkah terakhir, jika upaya-
upaya sebelumnya tidak berhasil, lembaga keuangan syariah
dapat mengambil tindakan penyitaan jaminan. Ini dilakukan
untuk melindungi aset lembaga keuangan dan memastikan
pemulihan dana yang disalurkan kepada nasabah®’.

Selain itu, bank dapat melakukan penagihan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur = (SOP) vyang ada dengan
mengeluarkan Surat Peringatan (SP) tahap 1, 2, dan 3%,

Ketiga, Mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian
sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan memberikan
nasihat atau bimbingan untuk mencapai suatu penyelesaian. Namun
mediator ini tidak berperan sebagai hakim yang berwenang
mengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator proses
penyelesaian.

Terakhir, bank syariah juga harus merujuk kepada pedoman
hukum dalam undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan
bank syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai panduan

85 Khairan, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. . ., him. 1-22.

%6 Sitti Salehah Madjid, “Penanganan Pembiyaan Bermasalah..., him. 95-109.

67 Iska Sanjaya, Meriyati, and Choirunnisak, ‘Penanganan Pembiayaan Murabahah
Bermasalah. . ., hlm. 171-76.

® Sri Hariyanti, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik, ‘“Mekanisme
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. . ., him. 21-40.
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dalam penyelesaian masalah®. Selama seluruh proses, penting bagi
bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
Syariah yang melarang pengenaan bunga (riba) dan memastikan
bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan.
Kesimpulan, penanganan nasabah bermasalah dalam
perbankan syariah perbankan syariah _memiliki beragam strategi
yang dapat diterapkan untuk membantu nasabah yang mengalami
kesulitan keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip_syariah. Beberapa strategi termasuk perpanjangan jangka
waktu  angsuran,  modifikasi  persyaratan = pembiayaan,
restrukturisasi pembiayaan, dan sebagai langkah terakhir, penyitaan
jaminan. Penanganan nasabah bermasalah harus selalu
mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, etika, dan tanggung
jawab sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan
kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sambil juga
menjaga stabilitas keuangan lembaga perbankan syariah. Dengan
demikian, penyelesaian masalah harus selalu berlandaskan pada
prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kebijaksanaan yang menjadi
dasar ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, penanganan
nasabah bermasalah dapat membantu mengurangi risiko dan
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah

1.5 Falsafah Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Falsafah operasional Lembaga Keuangan Syari‘ah adalah
sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan
pada prinsip-prinsip syari‘ah Islamiah. Operasional lembaga
keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir. Hal-
hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-
Quran ‘dan Al- Hadist. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang

89 Fathurrahman Azhari, “Mekanisme Dan Cara Penyelesaian. . ., hlm. 53-74.

" M F Haikal and A Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota
Probolinggo,” BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam 07 (2022): 9-18.
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diambil dari Al-Qur'an, Hadith, dan pandangan para ulama.
Falsafah operasional LKS tidak hanya berfokus pada aspek
ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan etika, dengan tujuan
utama untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan
bagi seluruh masyarakat.”t LKS di Indonesia berusaha
mengintegrasikan nilai-nilai  Islam dalam setiap aktivitas
keuangannya, yang membedakannya dari lembaga keuangan
konvensional.”

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia didasarkan
pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis,
dan figh muamalah, serta disesuaikan dengan konteks sosial dan
hukum di Indonesia. Falsafah ini mencerminkan komitmen untuk
menjalankan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan
berkelanjutan, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Dalam operasionalnya, LKS tidak
hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada nilai-nilai etis
dan sosial yang dianut dalam Islam.

Sejarah LKS di Indonesia diawali dengan pendirian Bank
Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Bank ini menjadi
bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan sebagai respons
terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan BMI
diprakarsai oleh para ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh-
tokoh ekonomi, yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Mereka
melihat pentingnya menyediakan alternatif keuangan yang bebas
dari riba, gharar, dan maysir, yang menjadi ciri khas dari sistem
keuangan syariah.”

L Lihat Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah
(Cet.1; Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 4

2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 2 (Cet. IlI;
Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1994), him. 216.

8 Rimsky K. Judisseno, Sistim Moneter dan Perbankan di Indonesia
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), him. 92-93.
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Perkembangan LKS di Indonesia semakin pesat setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang memungkinkan operasional bank syariah secara lebih luas.”
Selain itu, pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada
tahun 1999 oleh Majelis Ulama. Indonesia (MUI) semakin
memperkuat landasan hukum dan operasional LKS dengan
mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk dan layanan keuangan
Syariah.”™

Lembangan Keuangan Syariah di Indonesia juga
berlandaskan pada kerangka hukum yang kuat, dimulai dari
konstitusi negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
menjadi landasan  konstitusional yang menjelaskan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah
yang menekankan Kkeadilan, pemerataan, dan kesejahteraan
bersama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah menjadi regulasi khusus yang mengatur
operasional bank syariah di Indonesia. UU .ini memberikan
landasan hukum bagi kegiatan perbankan yang sesuai dengan
prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana, pembiayaan, dan
layanan keuangan lainnya. UU. ini juga mengatur tentang
pengawasan dan tata kelola bank syariah untuk memastikan bahwa
semua kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariah.’®

"4Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI),
Fatwa DSN MUI.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, Bab I, Pasal 1 bagian 7.
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1. Falsafah Operasional LKS
Falsafah operasional LKS di Indonesia berakar pada
prinsip-prinsip syariah yang mencakup beberapa aspek penting:

a) LKS berkomitmen untuk menjalankan kegiatan
ekonomi yang adil, di mana tidak ada pihak yang
dirugikan. Setiap transaksi harus bebas dari riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), dan  maysir
(spekulasi).

b) Setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS
harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada informasi
yang disembunyikan dari nasabah, sehingga mereka
dapat membuat keputusan yang informed.

¢) LKS tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi
juga pada kesejahteraan sosial. LKS diwajibkan untuk
berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan
pembangunan sosial melalui kegiatan seperti zakat,
infag, dan wakaf .

d) Setiap aktivitas LKS harus mematuhi fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN. MUI. Kepatuhan syariah ini
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
ditempatkan di setiap LKS.”’

Tabel yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang
diterapkan, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan
maysir (perjudian), serta penerapan sistem bagi hasil.”®

Tabel Falsafah Operasional LKS

No Prinsip Deskripsi

Tidak diperbolehkannya pengambilan bunga

Larangan Riba . ;
J atau riba dalam transaksi keuangan.

Larangan Gharar Melarang adanya ketidakpastian dalam

"Lihat Bank Indonesia, Perbankan Syariah (Jakarta: t.p, 2007), him. 15
8Lihat Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-
lembaga terkait (Cet. IV; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him. 5.
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No

Prinsip Deskripsi
transaksi, semuanya harus jelas dan pasti.

Melarang segala bentuk perjudian atau

Larangan Maysir : .
g y spekulasi dalam transaksi.

Menggunakan sistem bagi hasil dalam

Sistem Bagi Hasil ) .
' g transaksi seperti mudharabah dan musyarakah.

Setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas

Transparansi .
dan tanpa ada unsur penipuan.
Keadilan Semua plhak yang terlibat da_lam transaksi
harus diperlakukan secara adil.
LKS harus berkontribusi pada kesejahteraan
Tanggung Jawab . | .
Sosial sosial melalui penyaluran zakat, infaq, dan

sedekah.

Prinsip dasar yang menjadi landasan operasional LKS
adalah larangan riba, yang diambil dari berbagai ayat Al-
Quran, salah satunya adalah Surah Al-Bagarah ayat 275:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
LKS di Indonesia berkomitmen untuk tidak mengambil
keuntungan dari riba, melainkan dari aktivitas perdagangan,
investasi, dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Ini
menjadi pijakan utama dalam semua produk dan layanan yang
ditawarkan oleh LKS.

Selain larangan riba, LKS di Indonesia juga beroperasi
berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Prinsip
ini memungkinkan para pemilik dana dan pengelola dana untuk
berbagi keuntungan maupun risiko secara adil, sesuai dengan
akad yang disepakati. Produk-produk seperti mudharabah (bagi
hasil) dan musyarakah (kemitraan) menjadi bagian penting dari
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operasional LKS, mencerminkan komitmen terhadap keadilan
dan transparansi.”®

Falsafah operasional LKS juga menekankan pentingnya
transaksi yang bebas dari gharar (ketidakpastian) dan maysir
(perjudian). Ini berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan
dengan jelas dan transparan, tanpa adanya spekulasi yang
berlebihan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu
pihak. Produk asuransi syariah, atau takaful, adalah contoh dari
penerapan prinsip ini, di mana risiko dibagi secara kolektif di
antara peserta, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Dalam konteks sosial, LKS di Indonesia juga
menjalankan misi untuk mendukung pengembangan ekonomi
umat dan mengurangi kemiskinan. Salah satu caranya adalah
melalui produk pembiayaan mikro syariah yang ditujukan untuk
membantu usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat
berkembang. LKS juga aktif dalam menyalurkan zakat, infaq,
dan sedekah, yang merupakan bagian dari tanggung jawab
sosial mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.°

Integritas dan transparansi menjadi nilai-nilai utama
dalam operasional LKS. Dalam setiap transaksi dan kegiatan,
LKS harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat
memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Ini sesuai
dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap transaksi
harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa adanya penipuan.
Oleh karena itu, LKS di Indonesia sangat memperhatikan aspek
legalitas dan kesesuaian dengan syariah dalam setiap produk
dan layanan yang mereka tawarkan.

LKS juga berfungsi sebagai lembaga yang mendukung
pembangunan ekonomi nasional dengan cara yang sesuai

Nejatullah Siddigi, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law,
terj. Fakhriyah Mumtihani (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), him. 1

8Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 26-31
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dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bagian dari sistem
keuangan syariah di Indonesia, LKS berperan dalam
menyediakan alternatif pembiayaan yang etis dan adil, serta
mendukung stabilitas ekonomi. Dengan demikian, LKS tidak
hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai
agen perubahan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Dalam implementasinya, LKS di Indonesia harus
mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan,
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI). Regulasi ini memastikan bahwa semua
produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan juga memenuhi standar operasional
yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa LKS
di Indonesia tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip agama,
tetapi juga mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Pada tingkat makro, LKS di Indonesia juga mendukung
inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan yang
lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani
oleh sistem keuangan konvensional. Ini termasuk penyediaan
produk keuangan yang ramah bagi masyarakat kecil, seperti
pembiayaan mikro, tabungan, dan asuransi syariah yang dapat
diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini, LKS
berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan
sosial di Indonesia.

Di sisi lain, LKS di Indonesia juga berperan dalam
mendukung pengembangan industrii halal, yang mencakup
berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi,
dan pariwisata. LKS memberikan pembiayaan dan layanan
keuangan yang dibutuhkan oleh pelaku industri halal untuk
berkembang dan memenuhi permintaan pasar yang terus
meningkat, baik di dalam maupun luar negeri. Ini adalah bagian
dari upaya LKS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai Islam.
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Dalam rangka menjaga keberlanjutan operasionalnya,
LKS di Indonesia juga menerapkan prinsip kehati-hatian
(prudence) dalam setiap keputusan bisnisnya. Prinsip ini
mencakup pengelolaan risiko yang cermat, baik dalam hal
pembiayaan maupun investasi, sehingga LKS dapat menjaga
stabilitas keuangannya-dan melindungi kepentingan nasabah.
Prinsip kehati-hatian ini juga memastikan bahwa LKS dapat
terus beroperasi dalam jangka panjang tanpa menghadapi
masalah keuangan yang serius.®

Dengan falsafah operasional yang kuat dan didasarkan
pada prinsip-prinsip syariah, LKS di Indonesia telah menjadi
bagian penting dari sistem keuangan nasional. LKS tidak hanya
menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan syariah,
tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendukung
pembangunan ekonomi, sosial, dan industri halal di Indonesia.
Dengan komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan
kesejahteraan masyarakat, LKS di Indonesia diharapkan dapat
terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar
bagi seluruh umat.

1.6 Kedudukan Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah di

Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN
MUI) mengeluarkan fatwa tentang produk keuangan berbasis
syariah, termasuk murabahah. Fatwa tersebut dimaksudkan untuk
memberikan pedoman kepada umat Islam di Indonesia dalam
menjalankan aktivitas. keuangan - sesuai dengan  prinsip-prinsip
syariah.

Fatwa DSN MUI tentang murabahah berisi panduan dan
ketentuan terkait dengan praktik murabahah, yang merupakan

81 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga
Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, Ed. Revisi
(Cet. 1V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), him. 8
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salah satu jenis transaksi keuangan syariah yang digunakan untuk
pembiayaan pembelian aset atau barang tertentu. Dalam fatwa
tersebut, DSN MUI biasanya merinci prinsip-prinsip yang harus
diikuti agar sebuah transaksi murabahah dianggap halal, seperti
pembebanan margin keuntungan yang wajar dan berbagai
ketentuan lainnya.

Fatwa DSN MUI tentang murabahah di Indonesia adalah
fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad penjualan murabahah
di bidang pembiayaan konsumen. Fatwa ini dikeluarkan pada
tanggal 26 April 2000 dengan nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 &.
Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah dalam memberikan
pembiayaan murabahah. Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam
kegiatan ekonomi syariah di Indonesia karena memberikan jaminan
kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan . Fatwa
DSN-MUI juga menjadi prasyarat penting dalam implementasi
produk di bank syariah. Penting untuk diingat bahwa fatwa DSN-
MUI bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat .

Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah di
Indonesia merupakan pedoman penting bagi bank syariah dalam
memberikan pembiayaan murabahah. Fatwa tersebut memberikan
kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi
prasyarat penerapan suatu produk di bank syariah. Namun perlu
diketahui bahwa fatwa tersebut bukanlah peraturan hukum dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat®. Beberapa penelitian

82" Pratiwi, Nawawi, and Kamalludin, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus
BNI Syariah Cabang Bogor).”

8 Ahyar A Gayo, “Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya
Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah” (BPHN Puslitbang, 2011).

8 Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewa Syariah Nasional Dalam Sistem
Hukum Nasional Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2010).

8 Tbrahim and Salam, “A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding
Murabahah Contract and the Real Context Application (A Study at Islamic Banking in
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menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di sektor perbankan
syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang
DSN MUI. Namun pelaksanaan akad murabahah di beberapa
lembaga keuangan di Indonesia tetap dilakukan sesuai peraturan
tersebut. Fatwa DSN MUI penting dalam perkembangan hukum
syariah ekonomi di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu
lembaga hukum Islam yang memberikan jawaban dan solusi atas
permasalahan yang dihadapi umat®.

Kedudukan Fatwa DSN dalam peraturan hukum adalah
hukum positif yang mengikat subyek ekonomi syariah. Selain itu,
fatwa DSN bersifat otonom dan memberikan pedoman kepada
pemerintah dalam merumuskan peraturan, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dalam mengawasi aktivitas Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) dan LKS dalam menjalankan kegiatan
komersialnya®. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) menempati posisi penting sebagai sumber hukum
dalam ekonomi syariah Indonesia®®. Berikut adalah uraian lebih
rinci mengenai peran dan kedudukan DSN-MUI sebagai sumber
hukum ekonomi syariah:

1. Kewenangan dalam Penetapan Fatwa: DSN-MUI
memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi syariah.
Kewenangan ini didasarkan pada pemahaman prinsip-
prinsip syariah Islam yang tertanam dalam konstitusi dan

Aceh)”’; Afdela Yunita, Busyra Azheri, and Syofiarti’ Syofiarti, “Pawn Execution to PT
Pegadaian against Collateral Object Which Does Not Belong to the Pawner,” International
Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6, No. 3 (2019): 467-475.

8 Elsy Renie et al., “The Development of the Politics of Law in Indonesia’s Sharia
Economic Environment,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 469,
No. 1 (2020): 1-7; B, Halim, and Anggriawan, Proc. Int. Conf. Sustain. Innov. Humanit.
Educ. Soc. Sci. (ICOSI-HESS 2022).

8 Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewa Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional Di Indonesia.”

8 Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, “The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The
National Banking System,” MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan 33, No. 1 (2017):
142-148.
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aturan Undang-Undang di Indonesia. DSN-MUI memiliki
anggota yang memiliki pemahaman yang mendalam
mengenai hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah.

. Pedoman Hukum Syariah: Fatwa DSN-MUI berfungsi
sebagai pedoman hukum syariah yang harus diikuti oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah,
seperti lembaga keuangan syariah, perusahaan, dan
individu. Fatwa ini mengatur berbagai aspek transaksi
ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk
pembiayaan dan pemahaman khusus seperti murabahah.

. Kepastian Hukum: Fatwa DSN-MUI memberikan
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dengan kegiatan ekonomi syariah. Hal ini mengurangi
risiko hukum dalam transaksi dan bisnis yang sesuai
dengan prinsip syariah. Dengan mengacu pada fatwa
DSN-MUI, pihak-pihak tersebut dapat memastikan bahwa
aktivitas selaras dengan hukum Islam.

. Sumber Hukum Ekonomi Syariah: Fatwa DSN-MUI
merupakan salah satu sumber hukum ekonomi syariah di
Indonesia. Meski bukan merupakan peraturan perundang-
undangan yang mengikat secara hukum, namun fatwa ini
diakui oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah
sebagai landasan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi
syariah.

. Pengaruh pada Produk dan Layanan Keuangan Syariah:
Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, harus
memastikan bahwa produk dan layanan sesuai dengan
fatwa DSN-MUI sebelum memasarkannya kepada
masyarakat. Ini mencerminkan pengaruh dan kedudukan
DSN-MUI dalam membentuk praktik keuangan syariah di
Indonesia.

. Konsistensi dengan Konstitusi: Kewenangan dan peran
DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa didasarkan pada
konsistensinya dengan prinsip-prinsip syariah dalam
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konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI

adalah sebuah sumber hukum yang sesuai dengan

kerangka hukum nasional.

Kesimpulan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peranan yang sangat penting
dalam mengatur kegiatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia,
khususnya dalam-transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Melalui penerbitan fatwa, DSN-MUI memberikan
pedoman dan kerangka kerja yang harus diikuti oleh lembaga-
lembaga keuangan syariah, perusahaan, dan individu yang terlibat
dalam kegiatan ekonomi syariah. Fatwa ini memberikan kepastian
hukum kepada pihak yang berkepentingan, sehingga mengurangi
risiko hukum dalam transaksi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip
syariah. Meskipun fatwa DSN-MUI bukan merupakan ketentuan
hukum yang mengikat, namun diakui sebagai sumber penting
hukum syariah di Indonesia. Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI
berperan penting dalam memandu kegiatan ekonomi syariah dan
memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah untuk
mengembangkan produk dan layanan. Dengan demikian, DSN-
MUI berperan penting dalam membentuk dan membimbing
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sesuai nilai dan
prinsip Islam.

1.7 Fungsi dan Kedudukan DPS pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia

Dalam perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah,
ulama memiliki peran yang semakin penting dalam memberikan
masukan untuk kemajuan lembaga-lembaga tersebut. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN) sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama
dalam menanggapi isu-isu ekonomi atau keuangan Yyang
berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah. DSN diharapkan
dapat berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam
kehidupan ekonomi serta memberikan respons proaktif terhadap
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perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan
keuangan®.

Dalam upaya memastikan bahwa institusi keuangan syariah
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Dewan Pengawas
Syariah (DPS) sangat diperlukan. DPS berperan sebagai lembaga
kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi
keuangan syariah berada dalam batas-batas yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Menurut surat keputusan Dewan Syariah
Nasional No. 3 Tahun 2000, DPS merupakan bagian integral dari
lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

DSN, yang merupakan bagian dari Majelis Ulama
Indonesia, membantu dalam menyusun peraturan atau ketentuan
untuk lembaga keuangan syariah, bekerjasama dengan pihak-pihak
terkait seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Anggota
DSN terdiri dari ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang yang
terkait dengan muamalah syariah. Mereka ditunjuk dan diangkat
oleh MUI dengan masa bakti yang sama dengan periode pengurus
MUI pusat, yaitu selama lima tahun.

Namun, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan
Kantor Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
disebutkan bahwa masa bakti DPS adalah selama empat tahun. Hal
ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara berbagai lembaga
terkait untuk memastikan keberlangsungan dan konsistensi dalam
pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga
keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang
sangat penting dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. DPS
adalah" organisasi independen yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan

8 Trwan Misbach, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam
Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Minds:
Manajemen Ide Dan Inspirasi 2, no. 1 (2015): 79-93.
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prinsip-prinsip Syariah dan hukum Islam. Berikut fungsi dan
kedudukan DPS pada lembaga keuangan syariah di Indonesia®:
1. Fungsi DPS:

a. Pengawasan Kepatuhan Syariah: Salah satu fungsi
utama DPS adalah memantau dan mengawasi transaksi
dan operasi lembaga  keuangan syariah untuk
memastikan bahwa mematuhi prinsip-prinsip syariah.
DPS memeriksa apakah semua transaksi, produk, dan
layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan
tersebut sesuai dengan hukum Islam.

b. Memberikan Fatwa Syariah: DPS juga memiliki
kewenangan untuk memberikan fatwa syariah terkait
dengan transaksi dan masalah yang mungkin timbul
dalam operasi lembaga keuangan syariah. Fatwa ini
digunakan sebagai pedoman dalam memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

c. Pendampingan dan Konsultasii DPS memberikan
bimbingan dan konsultasi kepada lembaga keuangan
syariah dalam mengembangkan produk dan layanan
baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini
membantu lembaga keuangan untuk terus memperbaiki
dan memperluas operasi.

d. Pelaporan dan Keterbukaan: DPS bertanggung jawab
untuk memberikan laporan berkala kepada pihak-pihak
yang berkepentingan, termasuk pemegang saham dan
masyarakat, mengenai sejauh mana kepatuhan lembaga
keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Kedudukan DPS:

a. Independen: DPS adalah lembaga independen yang
tidak terafiliasi dengan lembaga keuangan syariah yang
diaudit. Kemandiriannya penting untuk memastikan

9 Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,” JPS
(Jurnal Perbankan Syariah) 2, No. 1 (2021): 42-53.
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bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga
keuangan syariah dilakukan secara obyektif.

b. Otoritas: DPS memiliki otoritas yang diakui dalam
mengeluarkan keputusan dan fatwa syariah yang
memengaruhi operasi lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan tersebut harus mengikuti panduan
dan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS.

c. Konsultatif: Meskipun DPS memiliki kewenangan,
juga berfungsi sebagal penasehat dan konsultan bagi
lembaga keuangan syariah. membantu lembaga-
lembaga ini dalam memahami dan menerapkan prinsip-
prinsip syariah dengan benar.

d. Penting dalam Pengambilan Keputusan: DPS
memegang peran penting dalam  pengambilan
keputusan strategis di lembaga keuangan syariah.
memastikan bahwa setiap keputusan dan produk yang
diterapkan oleh lembaga tersebut selaras dengan
prinsip-prinsip syariah.

DPS adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa
lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip syariah. Dengan pengawasan dan bimbingan yang
berikan, DPS berperan dalam menjaga integritas dan kepatuhan
terhadap hukum Islam dalam dunia keuangan syariah®?.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam
memastikan kepatuhan syariah pada sistem perbankan syariah di
Indonesia. DPS adalah badan ahli Syariah independen yang
memantau operasional bank sehari-hari untuk memastikan
kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah®2. DPS bertanggung
jawab “untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses
perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan

91 Rahmat Ilyas, “‘Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam. . ., hlm. 42-53.

92 Putri Septiana, Arif Zunaidi, and Fachrial Lailatul Maghfiroh, “The Sharia
Supervisory Board’s (DPS) Role in Sharia Compliance in Sharia Banking,” in Proceedings
of Islamic Economics, Business, and Philanthropy 1, No. 1 (2022): 124-134.
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mempunyai sejumlah fungsi, termasuk pemantauan berkala
terhadap aktivitas perbankan sehari-hari agar sesuai dengan
peraturan syariah, klausul syariah, standarisasi keterampilan dan
kualifikasi DPS, serta memberikan rekomendasi untuk
mengatasinya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial
dalam perbankan syariah di Indonesia, bertanggung jawab
memastikan - kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam
produk dan operasi bank. Dengan kewajiban hukum yang kuat,
DPS memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh dalam
mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap produk
dan operasi bank, serta memberikan arahan kepada manajemen
terkait kepatuhan syariah. Perannya yang strategis berdampak
signifikan pada manajemen risiko perbankan syariah, khususnya
dalam mengurangi risiko reputasi yang pada akhirnya berpotensi
memengaruhi risiko lain seperti likuiditas®®. Namun beberapa
penelitian menunjukkan bahwa DPS belum berperan optimal dalam
memantau aktivitas lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS menjadi sangat
penting guna memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi
perbankan sesuai dengan prinsip syariah yang merujuk pada Al-
Quran dan Sunnah, serta memperhatikan fatwa dari Dewan Syariah
Nasional sebagai anggota Dewan Indonesia. Hal ini tidak hanya
menjamin kepatuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah, serta menjaga
integritas industri perbankan syariah di Indonesia®*.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang
sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga

93 M Z Nafi’Hasbi and I Widayanti, “The Role of The Sharia Supervisory Council
(DPS) of Sharia Financial Institutions and Its Supervision System in Compliance with
Sharia Principles: Case Study of BPRS Bhakti Sumekar Sumenep East Java,” Annual
International Conference on Islamic Economics and Business 3 (2023): 24-30

% Mukhtar Adinugroho et al., “The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia
Banking In Indonesia,” Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan
Syariah 9, No. 1 (2023): 51-64.
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keuangan syariah di Indonesia. DPS adalah lembaga independen
yang bertugas memantau, mengawasi, dan memberikan pedoman
terkait prinsip-prinsip syariah dalam operasi lembaga keuangan
tersebut. Fungsi utama DPS mencakup pengawasan terhadap
kepatuhan syariah, memberikan fatwa syariah, memberikan
bimbingan dan konsultasi, serta memberikan laporan berkala. DPS
berdiri sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas dalam
pengambilan  keputusan terkait syariah, dan sekaligus berperan
sebagai penasehat dan konsultan bagi lembaga keuangan syariah.
Dengan peran strategisnya, DPS berkontribusi pada menjaga
integritas operasi lembaga keuangan syariah dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar. Namun,
ada beberapa tantangan dalam optimalisasi peran DPS yang perlu
diperhatikan dan diperbaiki guna memastikan kepatuhan syariah
yang lebih baik dalam praktik perbankan syariah di Indonesia®®.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial
dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah di
Indonesia. DPS adalah badan independen yang terdiri dari ahli
syariah, bertugas memantau operasional sehari-hari lembaga
keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip
syariah. Fungsi DPS mencakup pengawasan berkala, standarisasi
kompetensi, dan memberikan rekomendasi dalam menghadapi
masalah yang muncul. DPS bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh produk dan prosedur lembaga keuangan syariah
sesuai dengan prinsip Islam®,

Peran DPS memiliki dampak besar dalam perkembangan
bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. DPS diatur oleh
undang-undang dan berperan sebagai pengawas independen sesuai
dengan peraturan perbankan syariah. Namun, beberapa penelitian
mengungkapkan bahwa DPS belum sepenuhnya optimal dalam
mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, sehingga perlu

% Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam. . ., him. 42-53.
% Bagya Agung Prabowo, “Reputation Oversight by the Sharia. .., him. 775-781.
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adanya optimalisasi peran DPS agar setiap transaksi sesuai dengan
prinsip syariah, dengan acuan utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah,
serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Ini penting untuk menjaga integritas dan kepatuhan syariah dalam
praktik perbankan syariah di Indonesia dan mengurangi risiko,
terutama risiko reputasi yang dapat memengaruhi risiko lainnya
seperti likuiditas dan stabilitas keuangan®’.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat
penting dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. DPS
bertugas memantau dan mengawasi operasi lembaga keuangan
syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariah dan hukum Islam. Fungsi utamanya mencakup pengawasan
kepatuhan syariah, penerbitan fatwa, memberikan bimbingan, dan
memberikan laporan berkala. DPS beroperasi secara independen,
dengan otoritas untuk mengeluarkan keputusan dan fatwa yang
memengaruhi operasi lembaga keuangan syariah. juga berperan
sebagai penasehat dan “konsultan dalam = memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan peran strategis ini,
DPS membantu menjaga integritas operasi lembaga keuangan
syariah, memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, dan
memberikan pedoman yang diperlukan untuk pengembangan
produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Walaupun DPS memiliki peran yang penting, penelitian
menunjukkan bahwa ada tantangan dalam optimalisasi peran DPS
yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan syariah yang
lebih baik dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

 Desi Isnaini, “Studi Kedudukan Dan Peran Dewan Pengawas Syari’Ah di
Koperasi Syari’Ah,” Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4, No. 1 (2018):
155-175.



BAB IV

PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA UPK
Eks PNPM DI KABUPATEN PIDIE

4.1. Gambaran Umum UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM merupakan

bentukan Pemerintah Pusat melalui Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) sejak Zaman Presiden Habiebie (1998) Program
Padat Karya yang bertujuan memberdayakan Masyarakat
Khususnya di Desa serta Hibah Bergulir berupa Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP). Program ini diklaim sebagai Program Pemberdayaan
Masyarakat terbesar di Tanah Air. Keberadaan PPK sampai saat ini
masih bertahan, dibandingkan dengan program program sejenis
yang bergulir program ini termasuk program yang cukup langgeng
dan berhasil di tingkat Kecamatan.*

Sejak tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,
yang terbagi menjadi empat komponen, yaitu PNPM Mandiri
Perdesaan, PNPM Infrastruktur, PNPM Mandiri Perkotaan, dan
PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM
Mandiri Perdesaan dirancang sebagai langkah percepatan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan
berkelanjutan. Pendekatan yang diterapkan dalam PNPM Mandiri
Perdesaan merupakan perkembangan dari Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), yang sebelumnya terbukti berhasil. Beberapa
keberhasilan yang dicapai ‘melalui PPK mencakup penyediaan
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok
masyarakat miskin. Selain itu, program ini juga berhasil
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan serta
mendorong tumbuhnya rasa kebersamaan dan partisipasi aktif dari
masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan untuk

Lywww.pnpm-mandiri.com, diakses Tgl 20 Desember 2023
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menciptakan dampak positif secara berkesinambungan, mencakup
aspek ekonomi dan sosial. Program ini menjadi salah satu inisiatif
strategis dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat
pedesaan Indonesia, dengan memfokuskan pada pemberdayaan
mereka melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) adalah
pemberian permodalan kepada kelompok perempuan melalui
simpan pinjam. Tujuannya adalah mengembangkan kegiatan
simpan_pinjam perdesaan, memudahkan akses pendanaan usaha
mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat
kelembagaan perempuan, serta mengurangi rumah tangga miskin
dan menciptakan lapangan kerja. SPP tidak hanya memberikan
dukungan finansial tetapi juga mendorong pemberdayaan
perempuan dalam ekonomi dan sosial.?

Pelaksanaan pinjaman dilakukan melalui Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Eks PNPM, yang berfungsi sebagai entitas
penyelenggara dan pendamping untuk memastikan efektivitas
program. Dengan diversifikasi sektor usaha, diharapkan program
ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima
pinjaman tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi
daerah secara keseluruhan. Keseluruhan upaya ini menciptakan
peluang bagi para peminjam untuk mengembangkan potensi
ekonomi lokal dan berdaya saing di Kabupaten Pidie

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM lahir
berdasarkan serangkaian-aturan dan kebijakan yang mengiringi
Program PNPM-MPd, sedangkan mekanisme pengelolaan dana
bergulir oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM diwarnai
serangakaian norma dan kesepakatan yang dibangun oleh
masyarakat melalui MAD. Peran PNPM hanya membangun dasar-
dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non
pinjaman di tingkat kelurahan/desa. PNPM Mandiri Perdesaan

2Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknis
Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
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dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan
mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK Eks
PNPM yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM
(Badan Keswadayaan Masyarakat), masyarakat sendiri harus
terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.3

Sesuai dengan kerangka kebijakan program PNPM MPd
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke
kecamatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai
kegiatan apa saja yang tidak termasuk daftar larangan dengan
ketentuan dana yang digunakan untuk kegiatan modal usaha
bersifat dana bergulir yang harus dikembalikan kepada Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM di kecamatan, agar bisa
digulirkan kembali kepada calon pemanfaat warga miskin lainnya
diwilayah kecamatan. Sedangkan dana BLM yang digunakan untuk
kegiatan diluar modal usaha bergulir bersifat hibah tetapi
masyarakat berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan
kegiatan agar manfaatnya dirasakan terus-menerus.*

Berdasarkan fakta asal usul dan prinsip penyelengaraannya
maka dana bergulir yang dialokasikan dari BLM PNPM-MPd
adalah ditujukan untuk kegiatan sosial penyedia modal usaha
masyarakat miskin. Dengan  demikian maka aktifitas
pengelolaannya tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan
(non profit) meskipun dalam mengembalikan dana ke Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM ebagaimana kesepakatan
Musyawarah Antar Desa (MAD) pemanfaat ditetapkan bagi hasil,
hal tersebut tidak dimaksud untuk memupuk keuntungan melainkan
untuk kebutuhan operasional pengelolaan, penambahan modal dan
kegiatan sosial.

3Hasil Wawancara dengan UPK Eks PNPM Mutiara Timur dan Glumpang Tiga
Tgl 18 Desember 2023

“Hasil Wawancara UPK Eks PNPM Mutiara Timur dan Glumpang TigaTgl 20
Desember 2023

SHasil Wawancara UPK Eks PNPM Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl 20
Desember 2023
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Dengan demikian tidak ada pembagian laba bersih di akhir
tahun kepada pemilik modal sebagaimana perusahaan bersifat
profit, karena kepemilikan modal usaha yang dihimpun dan
dikembangkan adalah milik masyarakat se-kecamatan. Seiring
dengan berakhirnya pelaksanaan PNPM-MPd masyarakat tentu
harus melindungi asset yang dimilkinya tersebut agar terhindar dari
pengambilalihan kepemilikan kepada pihak lain serta fungsi dan
manfaatnya tidak dialihkan untuk kepentingan lain.®

UPK Eks PNPM Kecamatan merupakan salah satu lembaga
yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang
dimulai sejak tahun 2008, adapun salah satu kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan
(SPP). Praktek SPP di Kabupaten Pidie dimulai sejak tahun 2008,
dana SPP ini berasal dari bantuan langsung pemerintah pusat
(APBN) dan daerah (APBD) yang mana dana ini sudah dihibahkan
oleh pemerintah sebagai dana bergulir. Setelah program PNPM
Mandiri Perdesaan berakhir 31 Desember 2015 kegiatan SPP di
Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga tetap berjalan
hingga sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan
UPK Eks PNPM. Untuk saat ini UPK Eks PNPM Mutiara Timur
dan Glumpang Tiga sudah menerapkan pola syari’ah dalam hal
pembiayaan kelompok SPP.”

Setelah program PNPM Mandiri Perdesaan resmi berakhir
31 Desember 2015 kegiatan SPP UPK Eks PNPM di Kabupaten
Pidie tetap berjalan hingga sekarang di bawah pengelolaan Unit
Pengelola Kegiatan (UPK). Ditahun sebelumnya, tepatnya tahun
2014 pemerintah kabupaten Pidie telah mencanangkan penyaluran
SPP berbasis syariah di seluruh kecamatan dalam kabupaten Pidie.
Tepatnya pada bulan Januari 2017 UPK Eks PNPM Kecamatan

®Hasil Wawancara UPK Eks PNPM Mutiara Timur dan GlumpangTiga Tgl 20
Desember 2023

7 Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga Tgl 20 Desember 2023
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Mutiara Timur telah menyalurkan SPP berbasis syariah dengan
memakai akad murabahah, selanjutnya pada bulan januari 2018
UPK Eks PNPM Kecamatan Glumpang Tiga juga telah resmi
melakukan konversi ke syariah.

4.2. Sistem Operasional UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM adalah unit

yang bertanggung jawab atas operasional kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
Mandiri Perdesaan) di tingkat kecamatan. UPK Eks PNPM
memiliki peran penting dalam mengelola dana PNPM Mandiri
Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) dalam mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di
kecamatan tersebut. Anggota UPK dipilih melalui musyawarah
desa dan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
Tugas dan tanggung jawab UPK Eks PNPM secara umum meliputi:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh dana PNPM
Mandiri Perdesaan di kecamatan.

2. Mengelola administrasi-dan melaporkan seluruh transaksi
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Mengelola dokumen PNPM Mandiri Perdesaan, baik yang

bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Mengelola dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.

Memberikan pembinaan kepada kelompok peminjam.

4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM
Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.

5. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana
kerja sesuai dengan kepentingan program PNPM Mandiri
Perdesaan.

6. Menyusun pertanggungjawaban keuangan dan realisasi
rencana kerja yang disampaikan kepada BKAD/MAD.

7. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan Rencana Penggunaan
Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang
dibuat oleh kelompok penerima di desa.

8. Memberikan  bimbingan teknis dan  pemeriksaan
administrasi kepada pelaku di desa.

CORIS
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11.

12.

13.

14.
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Menyiapkan draft aturan perguliran yang sesuai dengan

prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

Mendukung kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam

pengembangan potensi wilayah.

Memperkuat kelompok peminjam dalam pengelolaan

keuangan dan pengembangan usaha.

Membantu pengembangan kapasitas pelaku program

melalui pelatihan dan pendampingan.

Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan dan

perkembangan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait

dengan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Dengan tanggung jawab yang komprehensif ini, UPK Eks
diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam

pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan memberikan
dampak positif bagi masyarakat di tingkat kecamatan.

adalah

Sistem Operasional UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan
bagian penting dalam pengelolaan kegiatan di kecamatan.

UPK merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan dan membantu Pengurus UPK Eks PNPM
dalam menjalankan berbagai tugas. Diantaranya:

1.

Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan: UPK Eks

PNPM  bertanggung Jawab = sepenuhnya terhadap

pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat

kecamatan.

. Manajemen Dokumen dan Arsip Keuangan: UPK EKks
PNPM memiliki tugas untuk mengelola dokumen dan
arsip keuangan, termasuk buku kas, buku bank, rekening,
surat-surat, berita acara, dan notulen musyawarah.

. Manajemen Inventaris dan Aset Kantor: UPK Eks PNPM
juga terlibat dalam:mengelola inventaris dan aset kantor
seperti kas, bank, dan piutang.

. Bantuan kepada Bendahara: UPK Eks PNPM membantu
bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan
melakukan input transaksi keuangan ke UPK.

. Otorisasi dan Verifikasi: UPK Eks PNPM melakukan

otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan,

verifikasi anggaran yang dibuat oleh bendahara, dan
verifikasi serta validasi atas laporan keuangan.
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6. Persetujuan Rencana Pengadaan/Pembelian: UPK Eks
PNPM memiliki peran dalam menyetujui rencana
pengadaan atau pembelian inventaris dan administrasi
kantor.

Unit Pengelola Keuangan UPK Eks PNPM memiliki

struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara,
dan lima orang staf. Proses pemilihan pengurus UPK Eks PNPM
dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) vyang
diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). UPK
Eks PNPM juga memiliki fasilitas sendiri berupa satu unit Rumah
Toko (RUKO) yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya,
pertemuan, dan penyimpanan dokumen terkait. Dalam hal
keuangan, UPK Eks PNPM Mutiara Timur memiliki total asset
uang sebesar lebih kurang Rp. 7,5 miliar dan saat ini berada dalam
perputaran uang di nasabah pada sejumlah kelompok usaha. UPK
Eks PNPM telah memberikan dukungan keuangan kepada 1650
kelompok nasabah, dengan total penyaluran dana mencapai Rp.
145 miliar sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sedangkan
UPK Eks PNPM Glumpang Tiga memiliki asset Rp. 2,8 Milyar
dengan penerima manfaat dalam tahun ini saja berjumlah 184
orang yang terbagi dalam 72 kelompok. Proses pemilihan pengurus
UPK Eks PNPM ini ditempuh melalui MAD yang menunjukkan
keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPK
Eks PNPM, sementara fasilitas dan capaian keuangan menunjukkan
dampak positif UPK Eks PNPM dalam mendukung pembangunan
di tingkat desa.®

4.3. Landasan Hukum Penerapan Murabahah pada UPK Eks
PNPM di Kabupaten Pidie
Penerapan murabahah pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di
Kabupaten Pidie harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat

8 Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga Tgl 20 Desember 2023
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untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
Murabahah, sebagai salah satu akad jual beli yang umum
digunakan dalam perbankan dan keuangan syariah, melibatkan
penjualan barang dengan harga yang mencakup biaya perolehan
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.

Transaksi jual beli murabahah hukum Islam memiliki dasar
hukum yang kuat. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menekankan
pentingnya kejujuran, integritas, dan ketidakadaan unsur riba dalam
transaksi bisnis. Murabahah diperbolehkan dalam Islam dengan
syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah bahwa harga jual
barang harus disepakati secara jelas dan transparan sebelum
transaksi dilakukan. Penekanan pada kepemilikan yang sah juga
merupakan aspek penting, dan penjual harus memiliki barang atau
hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut. Larangan riba
dalam transaksi juga dijelaskan dengan tegas, sehingga harga
markup yang ditentukan tidak boleh bersifat ribawi. Selain itu,
pentingnya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak dalam
transaksi  murabahah juga ditekankan.  al-Qur’an  juga
mengingatkan umat Islam akan kasih sayang Allah SWT dan
bahwa aturan-aturan dalam Islam ditetapkan untuk kebaikan dan
kesejahteraan. Oleh karena itu, dasar hukum murabahah adalah
sebagai salah satu instrumen keuangan yang diperbolehkan dalam
Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

Penerapan murabahah diharapkan mengacu pada kerangka
ekonomi dan keuangan syariah. murabahah, sebagai suatu bentuk
transaksi  keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah,
memainkan  peran penting dalam mendukung = kegiatan
perekonomian dan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam. Dalam penerapannya, murabahah diimplementasikan
sebagai suatu jenis penjualan dimana penjual secara jelas
menyebutkan harga yang telah dikeluarkannya atas barang dan
menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan
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atau mark-up yang telah disepakati. Prinsip-prinsip ekonomi
syariah, yang melarang riba dan menekankan pada keadilan dalam
transaksi bisnis, menjadi dasar bagi penerapan murabahah.

Landasan hukum untuk praktik ini dapat ditemukan dalam
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syari’ah. Dokumen perjanjian murabahah yang transparan juga
menjadi bagian integral dari proses ini, mencantumkan harga jual
barang dan margin keuntungan.® Melalui penerapan murabahah,
lembaga keuangan diminta untuk mampu menunjukkan komitmen
untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah,
mendukung  pembangunan  masyarakat, dan  menjalankan
operasionalnya dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan
oleh lembaga syariah terkait.

Berikut ini adalah beberapa landasan hukum dan prinsip
ekonomi syariah yang relevan:*°

1. Prinsip Syariah. Penerapan murabahah didasarkan pada
prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan
mempromosikan keadilan dalam transaksi bisnis. Prinsip ini
mengakomodasi kebutuhan pembiayaan dengan cara yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syari’ah: Qanun ini menyediakan kerangka hukum untuk
institusi keuangan Syariah di Aceh dan mencakup prinsip-
prinsip pembiayaan syariah, termasuk murabahah.

® Hidayatina; and Desi Muliawati, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap
Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri,” Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi
Dan Perbankan 1, No. 1 (2017): 137—60; Hidayatina and Suriani, “Pelaksanaan Pembiayaan
Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa
Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara),” Al-Masharif: Jumnal
Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 5, No. 5 (2018): 1-18.

10 Hidayatina; and Muliawati, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan
Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri”’; Hidayatina and Suriani, ‘Pelaksanaan Pembiayaan
Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa
Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara).”
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3. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan penting dalam penerapan
akad-akad syariah di Indonesia, termasuk murabahah. DSN-
MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur
tentang ketentuan dan pelaksanaan murabahah, seperti
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa
DSN-MUI  No. - 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Murabahah. Fatwa ini memberikan.. pedoman tentang
bagaimana murabahah harus dilakukan, termasuk tentang
penetapan harga, margin keuntungan, dan syarat-syarat lain
yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara
syariah. UPK eks PNPM di Kabupaten Pidie harus
mengikuti panduan dari fatwa ini dalam setiap penerapan
murabahah agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan
hukum Islam.

4. Dokumen Kontrak Pembiayaan murabahah UPK Eks
PNPM: Landasan hukum untuk penerapan murabahah juga
dapat ditemukan dalam dokumen perjanjian atau kontrak
murabahah yang ditandatangani ‘antara UPK Eks PNPM
dan pihak yang mendapatkan pembiayaan. Dokumen ini
mencantumkan harga jual barang dan margin keuntungan
yang diakui secara transparan.

5.Panduan dari Lembaga Terkait: UPK Eks PNPM dapat
merujuk pada panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh
lembaga syariah atau otoritas keuangan terkait yang
mengatur praktik keuangan syariah, termasuk pembiayaan
murabahah.

Murabahah dalam UPK Eks PNPM diharapkan mampu
menunjukkan komitmen untuk memberikan pembiayaan yang
sesuai “dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung kegiatan
perekonomian yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.
Dengan adanya landasan hukum ini memberikan dasar yang kuat
untuk menjalankan operasional UPK Eks PNPM sesuai dengan
prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah.
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Penerapan pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie saat ini tidak mempunyai landasan hukum formal
dan baku yang dijadikan sebagai acuan operasionalnya, tetapi
penerapan pembiayaan murabahah selama ini didasari pada
keputusan pribadi para pengurus UPK Eks PNPM.™

4.4. Penerapan Murabahah pada UPK Eks PNPM di
Kabupaten Pidie
Pembiayaan secara luas dapat diartikan sebagai penyediaan

dana atau pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik oleh individu, perusahaan, maupun
entitas lainnya. Istilah ini sering kali merujuk pada proses
pemberian dana untuk kegiatan usaha, proyek, atau aktivitas lain
yang memerlukan modal. Pembiayaan dapat dilakukan oleh
berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan seperti bank, koperasi,
maupun investor individu atau institusional. Pembiayaan merujuk

1 Model Murabahah yang dirumuskan disepakati bersama oleh Pengurus UPK
EKS PNPM Eks PNPM yang semuanya berjumlah 8 orang yang terdiri dari Ketua,
Sekretaris, bendahara dan lima orang staf. Tahapan perumusan ini menjadi kurang
maksimal secara internal, karena tidak semua pengurus memberikan kontribusi dalam
merumuskan model pembiayaan Murabahah, hal ini didasari oleh factor pengetahuan dan
baground Pendidikan formal dan informal masing-masing pengurus dan factor lainnya.
Kongkretnya perumusan pembiayaan Murabahah pada UPK Eks PNPM dilakukan oleh
beberapa pengurus saja, metode yang ditempuh dengan cara melihat dan membaca model
bentuk Murabahah yang diterapkan lembaga lain, pengetahuan perihal model ini diperoleh
melalui membaca pada media online tanpa dilakukan pengembangan lebih lanjut ketingkat
membaca secara komprehensif pada literatur yang ada, observasi maupun wawancara
dengan lembaga yang mengaplikasikan Murabahah tersebut. Tahapan awal hasil
pengayaan pengetahuan Murabahah beberapa pengurus tadinya berhasil merumuskan
konsep pembiayaan Murabahah UPK Eks PNPM dengan model JUAL BELI EMAS
MURABAHAH. Setelah beberapa tahun menerapkan model ini, pihak UPK Eks PNPM
menggantinya dengan model baru yaitu Pembiayaan Murabahah dengan model JUAL
BELI HP MURABAHAH, perubahan ini terjadi dikarenakan mereka pengurus mendapati
issue yang berkembang ditengah masyarakat bahwa EMAS ITU SAMA DENGAN
UANG, otomatis Jual Beli Emas Murabahah sama dengan Jual Beli uang dengan uang.
Model yang kedua ini (JUAL BELI HP MURABAHAH) diaplikasikan sampai dengan hari
ini pada UPK Eks PNPM PNPM Mutiara Timur, sedangkan UPK Eks PNPM PNPM
Glumpang Tiga masih memakai model Jual Beli Emas Murabahah. Hasil wawancara
dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl 22 Desember
2023
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pada penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan,
seperti bank syariah, kepada nasabahnya. Hal ini mencakup
berbagai produk keuangan seperti kredit, pembiayaan, atau fasilitas
lainnya yang diberikan kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya
untuk keperluan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang telah
disepakati.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa
DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/1X/2017 tentang pembiayaan
murabahah menjelaskan bahwa akad murabahah adalah suatu akad
pembiayaan dimana Lembaga keuangan syariah menegaskan harga
beli suatu barang kepada pembeli, dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah
disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, Lembaga keuangan syariah
bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas permintaan
pembeli dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang
telah disepakati, sehingga mendapatkan keuntungan dari transaksi
tersebut. Akad murabahah merupakan salah satu instrumen utama
dalam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga
keuangan syariah, dan sering digunakan untuk mendukung
kebutuhan pembiayaan konsumen maupun kegiatan bisnis.

Penerapan murabahah pada UPK Eks PNPM berkaitan
dengan pembiayaan dan kegiatan perekonomian diharapkan tetap
berada dalam kerangka prinsip syariah. Murabahah adalah suatu
jenis penjualan dimana penjual dengan tegas menyebutkan harga
yang telah dikeluarkannya atas barang tersebut dan menjualnya
kepada orang lain dengan menambahkan sejumlah keuntungan atau
mark-up. Penerapan murabahah di UPK Eks PNPM dibahas dalam
beberapa uraian berdasarkan hasil penelusuran, tidak seperti hasil
penelitian sebelumnya yang menunjukan bahwa murabahah
digunakan dalam bentuk jual beli emas, bukan barang.?

12 Hidayatina and Suriani, ‘Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-
MP.... him. 1-18,
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44.1. Konsep Murabahah UPK Eks PNPM di
Kabupaten Pidie
Penerapan murabahah pada UPK Eks PNPM

diharapkan menjadi suatu strategi yang mendukung prinsip-
prinsip ekonomi syariah dalam rangka memberikan
pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
murabahah, sebagai bentuk transaksi penjualan dengan
menetapkan harga barang dan menambahkan keuntungan,
dibuat agar dapat memberikan landasan untuk pembiayaan
yang sesuai dengan prinsip syariah. UPK Eks PNPM, dalam
menerapkan murabahah, tidak mengacu seutuhnya pada
prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba dan
menekankan transparansi serta keadilan dalam transaksi.
Sehingga penerapan ini yang awalnya diasumsikan dapat
membantu UPK Eks PNPM dalam memberikan dukungan
keuangan kepada masyarakat dengan cara yang etis dan
sesuai dengan ajaran Islam tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

Landasan hukum penerapan murabahah untuk
dijadikan pijakan dapat ditemukan dalam Qanun Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah dan Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan
murabahah. Selain dari itu, proses penerapan murabahah
juga mengharuskan penyusunan dokumen perjanjian yang
mencantumkan secara jelas harga barang dan margin
keuntungan, menciptakan transparansi.dalam setiap transaksi.
Melalui penerapan murabahah, UPK Eks PNPM diharapkan
berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian yang
mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta memastikan bahwa
pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai keadilan
dan etika Islam. Dengan demikian, UPK Eks PNPM menjadi
agen perubahan ekonomi yang positif dalam mendukung
pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang
penerapan murabahah dalam pembiayaan, beberapa temuan
dan simpulan umum dapat diidentifikasi. Dalam literatur,
berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian-penelitian tersebut:

1. Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas: Banyak
penelitian menyoroti bahwa penerapan pembiayaan
murabahah dapat memberikan dampak positif
terhadap pendapatan dan profitabilitas nasabah
maupun lembaga keuangan syariah. Transparansi
dalam harga jual beli yang disepakati sebelumnya
memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat, dan
keuntungan bagi penjual (bank) dapat meningkatkan
profitabilitas*:.

2. Dampak pada Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil:
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan
murabahah memberikan kontribusi positif pada
ekonomi mikro dan usaha kecil. Dengan menyediakan
akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah,
pembiayaan ini dapat mendukung pertumbuhan usaha
kecil dan menumbuhkan sektor ekonomi yang lebih
inklusif4,

3. Transparansi dan Kejelasan Transaksi: Kepastian
harga jual beli yang disepakati sebelum transaksi
menjadikan . pembiayaan ~ murabahah  sebagai
instrumen  yang transparan. Hal ini  dapat
meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat
dalam transaksi, baik - antara bank dan nasabah
maupun antara nasabah dan konsumen akhir®,

4. Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Lembaga Keuangan
Syariah: Beberapa penelitian menyatakan bahwa
pembiayaan murabahah memiliki peran penting

13 Achmad Irwan Hamzani, “Legalitas Murabahah Sebagai Sistem. . ., him. 1-8.

14 Akhmad Alfin Yuliansyah, ““Analisis Perlakuan Atas Pembiayaan Murabahah
Bermasalah’ (Studi Kasus Pada BMT PSU (Perdana Surya Utama) Malang),” Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FEB 1, No. 2 (2013): 1-10

15 Fadilla Mutiara and Aravik Havis, “Penerapan Akad Murabahah Dalam
Pembiayaan..., him. 207-16.
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dalam pertumbuhan lembaga syariah. Dengan
memahami kebutuhan nasabah dan menyediakan
pembiayaan yang sesuai, Lembaga keuangan syariah
dapat meningkatkan  basis nasabahnya dan
memperluas pangsa pasar.

5. Ketidakpastian  Risiko:  Meskipun  pembiayaan
murabahah.dianggap sebagai instrumen yang relatif
aman dan sesuai dengan prinsip syariah, risiko tetap
ada. Beberapa penelitian menyoroti perlunya
manajemen risiko yang efektif dalam implementasi
pembiayaan murabahah, terutama terkait dengan
risiko kepemilikan barang®’.

6. Kontribusi pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
Pembiayaan murabahah diidentifikasi  sebagai
instrumen  yang  dapat  berkontribusi  pada
pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam
mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dengan memberikan akses keuangan yang sesuai
dengan prinsip syariah, pembiayaan ini dapat
membantu  dalam  meningkatkan  Kkesejahteraan
Masyarakat.*

Pada UPK Eks PNPM Kabupaten pidie, secara khusus
UPK Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga tidak
ditemukan dokumen khusus atau SOP atau dokumen sejenis
yang isinya memuat mengenai konsepsi murabahah yang
diaplikasikan. Penerapan pembiayaan murabahah diterapkan
berdasarkan pemahaman masing-masing pengurus tanpa
dibarengi perumusan konsep ‘murabahah yang relevan

dengan figh, komprehensif dan payung hukum yang jelas.®

49-74,

16" Azmansyah, Rachmawati, and Ria, “Analisis Penetapan Margin Akad..., him.

17 Sitti Salehah Madjid, ‘“Penanganan Pembiyaan Bermasalah..., hlm. 95-109.
8Muhammad Fahmul Iltiham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan

Murabahah. . ., him. 109-24.

Kesimpulan ini penulis dapatkan berdasarkan analisis terhadap hasil

wawancara dengan pengurus UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga, Dimana mereka menerapkan pembiayaan murabahah selama ini hanya
menjalankan instruksi Bupati Pidie tahun 2014 yang mengharuskan UPK Eks PNPM
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Model pembiayaan yang dirumuskan pengurus UPK
Eks PNPM merupakan hasil kreatifitas sendiri pengurus
berdasarkan kombinasi dari hasil pelatihan yang diberikan
Bank BSM,? pengetahuan membaca di media online,? hasil
sharing dengan ulama setempat,?? analisis kepada Petunjuk

PNPM menerapkan system syari’ah dalam kegiatan operasionalnya, tanpa dibarengi dengan
pedoman atau acuan yang dapat mereka jadikan sebagai pijakan awal dalam merumuskan
konsep murabahah yang sesuai dengan wilayah domisili mereka melakukan kegiatan
operasional. Hasil wawancara dengan UPK' Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga Tgl 22 Desember 2023

20 Pelatihan ini diberikan satu kali sekitaran kurun waktu 2010-2013 oleh Bank
BSM Cab Sigli, pelatihan ini semulanya diharapkan hadir seluruh pengurus UPK Eks
PNPM dalam Kabupaten Pidie, tetapi tidak semuanya hadir. Untuk UPK Eks PNPM
Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga dihadiri langsung oleh Ketua masing-
masing UPK Eks PNPM, sedangkan pengurus lainnya tidak berkesempatan mengikuti
pelatihan ini dikarenakan dua hal yaitu pertama pelatihan ini hanya diberikan kepada Ketua
UPK Eks PNPM saja saat masih berstatus konsep konvensional, setelah munculnya wacana
akan dikonversikan ke Syari’ah oleh Bupati Pidie yang saat itu dijabat oleh H. Sarjani
Abdullah. Kedua, pengurus lain yang ada saat ini mayoritasnya merupakan orang baru yang
masuk menjadi pengurus UPK Eks PNPM melalui proses Musyawarah Antar Desa (MAD)
yang diselenggarkan oleh BKAD kecamatan. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM
Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl 22 Desember 2023

21 Pengetahuan tentang Murabahah melalui membaca ini disampaikan oleh ketua
UPK Eks PNPM, di mana pengkajian pemahaman mengenai Murabahah ini dilakukan
pada saat awal wacana konversi UPK Eks PNPM dari konvensional ke Syari’ah, update
pengetahuan lanjutan secara mendalam tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu, arahan
agar pengayaan pengetahuan perihal Murabahah melalui peningkatan literasi diarahkan
juga kepada pengurus lainnya, namun juga tidak begitu maksimal dengan bukti saat
dilakukannya diskusi perihal apa saja yang mesti dievaluasi terhadap format Murabahah
yang sudah dan sedang diaplikasikan tidak muncul dalam diskusi, pengurus lainnya tidak
memberikan masukan apapun. Sehingga format Murabahah lahir apa adanya dengan
segenap keterbatasan yang ada dari dasar pengetahuan beberapa pengurus saja. Hasil
wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur Tiga Tgl 22 Desember
2023

22 Sharing pengetahuan tentang Murabahah dan model aplikasi yang tepat di UPK
Eks PNPM ini dilakukan oleh beberapa pengurus saja dengan beberapa ulama yang
mempunyai kedekatan hubungan emosional dengan mereka. Ulama yang dijadikan
referensi dalam sharing ini tidak disebutkan namanya, alamatnya, baground pengetahuan
formal dan informalnya, kapasitas keilmuan yang dimiliki, profesionalitas bidang tertentu
yang dikuasainya, tingkat kharismatiknya dalam kehidupan bermasyarakat dan tingkat
representatifnya sebagai kategori ulama ditengah kehidupan masyarakat. Kongkretnya dapat
penulis simpulkan ulama yang dijadikan tempat sharing ini adalah ulama, yang pengurus
UPK Eks PNPM sendiri berani mengutarakan perihal aplikasi Murabahah ini dengan



206

Teknik Operasional (PTO) pengelolaan SPP UPK-PNPM
yang ditetapkan Kabupaten saat masih beroperasi dengan
sistem Konvensional, dan hasil diskusi internal pengurus dan
staf UPK Eks PNPM.?®

Perumusan format murabahah yang terindikasi rancu
ini juga didasarkan oleh faktor internal dan eksternal
pengurus UPK Eks PNPM?*, untuk faktor internalnya yaitu
pertama faktor bagroud pendidikan formal dan informal
pengurus, sebagian ada yang mempunyai latar belakang
pendidikan tarbiyah, pendidikan ekonomi konvensional, dan
secara umum mayoritasnya berpendidikan D3 jurusan umum,
bahkan juga ditemukan pengurus yang belum pernah
menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi
sekalipun. Kedua, pengetahuan tentang murabahah ini belum
maksimal atau menempati posisi seperti seharusnya. Ketiga,
pengalaman para pengurus di bidang manajemen keuangan
syari’ah masih sangat minim, bahkan dapat dikategorikan

ulama tersebut. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga. Tgl 22 Desember 2023

23 Pegangan dan pijakan utama perumusan pembiayaan Murabahah yang selama
ini diterapkan sangat kuat dipengaruhi oleh Petunjuk Tehnik Operasional (PTO) SPP UPK
Eks PNPM yang berbasis konvensional system bunga 12% pertahun dengan rincian 10%
menjadi  keuntungan lembaga, 2% dikembalikan kepada nasabah perorangan atau
kelompok pada bulan terakhir pelunasan iuran. PTO ini dijadikan dasar oleh pengurus
dalam merumuskan maodel Murabahah, secara khusus pada metode penetapan margin.
Falsafah mesti mmendapatkan profit ini sangat besar pengaruhnya dalam implementasi
model Murabahah apapun yang mereka konsepkan, efeknya juga karena pengurus terkesan
kaku dengan PTO ini tidak mampu untuk mencoba merumuskan model lain penyaluran
pembiayaan berbasis akad bagi hasil atau akad yang berbasis tabarru’. Simpulan penulis ini
merupakan hasil analisis mendalam setelah melakukan wawancara dengan UPK EKks
PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl 22 Desember 2023

Z4Faktor internal dan Eksternal ini juga yang menyebabkan kendala
penerapan akad murabahah sejalan yang dengan Figh Mu’amalah dan fatwa
DSN-MUI tentang murabahah, kesimpulan ini berdasarkan analisis penulis
terhadap data hasil wawancara dengan pengelola UPK Eks PNPM Kecamatan
Mutiara Timur dan Glumpang Tiga dan Nasabahnya, Tgl 22 Desember 2023
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tidak ada. Keempat, rasa keingintahuan pengurus tentang
murabahah berdasarkan konsep figh mu’amalah dan fatwa
DSN-MUI tentang murabahah secara detail masih termasuk
kategori kurang. Kelima, pengurus masih mengadopsi
falsafah operasional SPP UPK Eks PNPM secara totalitas
yang termuat dalam petunjuk teknik operasional (PTO), yang
secara jelas dan gamblang berazaskan bunga. Sedangkan
faktor eksternalnya yaitu pertama, tidak adanya monitoring
dan evaluasi dari pengawas internal UPK Eks PNPM vyaitu
Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP-UPK)
terhadap model murabahah yang selama ini mereka jalankan
dan kedua, juga tidak adanya monitoring atau pengawasan
pihak lain seperti MPU kecamatan atau Tingkat kabupaten
terhadap operasional murabahah nya selama ini, dan ketiga
juga tidak ada organisasi atau lembaga manapun yang
mencoba mendiskusikan, memberikan saran atau masukan
perihal sistem murabahah yang selama ini dijalankan.>
Pengurus UPK Eks PNPM yang ada saat ini diisi oleh
orang orang yang dipilih dalam forum, merupakan buah hasil
kerja dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada setiap
kecamatan, dimana forum pengambilan  keputusan
tertingginya ditempuh melalui Musyawarah Antar Desa
(MAD). Pada forum MAD inilah segala urusan yang
berkaitan dengan kebutuhan pengembangan kecamatan
didiskusikan baik itu pembentukan dan pergantian pengurus
BKAD serta masa kerjanya, pembentukan pengurus UPK Eks

ZStruktur pengurus UPK Eks PNPM di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Pidie
ini, dihasilkan dalam forum musyawarah antar desa (MAD) yang diselenggarakan BKAD
kecamatan, peserta yang hadir semulanya diharapakan BKAD merupakan orang-orang
pilihan di gampong masing-masing yang mempunyai kemampuan sesuai dengan topik
musyawarah yang akan didiskusikan, namun realiatasnya peserta yang hadir adalah orang-
orang yang ditunjuk oleh Keuchik masing-masing desa yang mempunyai hubungan
keluarga dan factor kedekatan lainnya. Hasil observasi penulis selama melakukan
wawancara di lokasi penelitian dan observasi penulis di Kecamatan Delima (tempat domisili
penulis) dan kecamatan tetangga dalam wilayah kabupaten Pidie.
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PNPM serta Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP-
UPK) nya, pembentukan Badan Usaha Milik Bersama
Tingkat Kecamatan (BUMDESMA) dan badan lainnya
menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman serta
permintaan peserta musyawarah.

UPK Eks PNPM sendiri, dalam rangka mendukung
dan meningkatkan kualitas kerjanya, sebenarnya sudah
berusaha menjalankan komunikasi yang baik dan kontinyu
dengan BP-UPK dalam hal pengembangan orientasi kerja
UPK Eks PNPM dan juga sistem pembiayaan murabahah
yang mereka implementasikan. Namun dikarenakan
personalia yang menduduki pengurus BP-UPK saat ini juga
tidak berfungsi secara maksimal, bahkan terkesan formalitas
saja.?® Hal ini dapat juga dikatakan bahwa penyebab tidak
berjalannya badan-badan yang dibentuk melalui forum MAD
ini adalah kurangnya pemahaman Keuchik masing-masing
desa dalam menyikapi urgensi pembentukan badan-badan
tersebut, dimana Keuchik diamanahkan untuk mengutus
orang-orang tertentu  yang mempunyai kualitas dan
kapabilitas sesuai dengan topik bidang yang didiskusikan
pada tingkat kecamatan, tidak mengirimkan individu atau
wakil gampong sebagai peserta musyawarah yang cakap dan
kompeten di bidangnya.

4.4.2. Penerima Pembiayaan Murabahah
Di Kabupaten Pidie, pembiayaan murabahah pada

UPK Eks PNPM dirancang khusus untuk kelompok usaha
kecil yang beroperasi di lingkungan kecamatan masing-
masing. Proses pengajuan pembiayaan ini. memerlukan bukti
identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) sebagai syarat utama. Awalnya, pemberian
modal pembiayaan hanya dikhususkan untuk kelompok usaha

%Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur Tgl 22
Desember 2023
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yang berbasis di desa, dan tidak ditujukan untuk individu atau
perseorangan.?’

Pada awalnya, individu yang ingin memperoleh
pembiayaan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
pengurus UPK Eks PNPM, salah satunya dengan membentuk
kelompok usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pembiayaan disalurkan kepada kelompok yang
terorganisir dan memiliki struktur yang jelas. Dengan adanya
kelompok usaha, diharapkan pengelolaan modal dapat
dilakukan secara kolektif, mengurangi risiko kegagalan yang
mungkin timbul dan memudahkan pengawasan terhadap
penggunaan dana.?®

Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini
mengalami perubahan. Pembiayaan murabahah akhirnya
diberikan juga kepada individu yang membutuhkan, dengan
syarat mereka harus membentuk kelompok usaha. Dalam
praktiknya, kelompok usaha yang dibentuk oleh calon
nasabah sering kali hanya memenuhi unsur formalitas dan
tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata. Dalam hal ini,
calon nasabah hanya sekedar membentuk kelompok usaha
dengan anggotanya yang terkadang tidak aktif atau bahkan
fiktif.

Risiko yang timbul akibat rekayasa kelompok usaha
ini menjadi tanggung jawab penuh calon nasabah. Meskipun
kelompok usaha tersebut tidak: berfungsi secara optimal,
nasabah tetap harus menanggung segala konsekuensi
finansial yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan praktik di
lapangan, di mana kelompok usaha tidak benar-benar

2Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga dan Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

ZHasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga dan Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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memenuhi fungsi yang diharapkan dalam pengelolaan
pembiayaan.

Penerapan kebijakan ini mencerminkan tantangan
dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan
akses pembiayaan kepada individu dan menjaga integritas
sistem pembiayaan -murabahah. Penting bagi UPK EKks
PNPM untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan
mencari solusi yang dapat memastikan bahwa kelompok
usaha yang dibentuk tidak hanya memenuhi syarat formalitas,
tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai entitas yang dapat
memanfaatkan pembiayaan secara efektif dan
berkelanjutan.?

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, pihak
UPK Eks PNPM tidak melakukan verifikasi menyeluruh
terhadap kebenaran usaha nasabah yang mengajukan
proposal pembiayaan,®*® namun verifikasi hanya ditujukan
untuk kelompok tertentu yang diasumsikan tidak memenubhi
unsur kesanggupan mengembalikan utang pembiayaan.

Bagi nasabah; yang setuju dan ingin memperoleh
pembiayaan murabahah sesuai dengan Kketentuan yang
ditetapkan  lembaga, selanjutnya dimintakan  untuk

2%Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur Tgl 22
Desember 2023

0pihak UPK Eks PNPM mengakui bahwa mereka tidak pernah melakukan chek
list kebenaran/verifikasi bentuk usaha apapun yang disampaikan nasabah dalam proposal
awal kebutuhan dananya, menurut mereka pengurus penggunaan sejumlah dana
pembiayaan yang selama ini mereka berikan kepada nasabah dengan metode pembiayaan
Murabahah HP, UPK Eks PNPM mengakui memang mayoritas tidak menggunakannya
pada usaha yang disampaikan dalam proposal awal, hal ini diketahui secara langsung oleh
pengurus UPK Eks PNPM. Para pengurus berkesimpulan seandainya verifikasi usaha ini
dilakukan sebagaimana mestinya maka otomatis akan sangat banyak proposal yang harus
ditolak dan akan terjadinya pengendapan Dana di Rekening pengurus UPK Eks PNPM
dalam jumlah yang sangat besar, dan ini berdampak pada tidak tercapainya sasaran target
capaian tingkat realisasi pencairan dana dan keuntungan dari program pembiayaan
Murabahah dengan model jual beli Murabahah ini sebagaimana yang direncanakan di awal
tahun. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Nasabah,
Tgl 22 Desember 2023
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menyampaikan besaran kebutuhan dana yang mereka
butuhkan. Selanjutnya Pengurus UPK Eks PNPM memanggil
nasabah kelompok calon penerima pembiayaan tersebut
beserta dengan Keuchik wilayah domisili nasabah, untuk
dilakukan diskusi seputaran besaran kebutuhan biaya,
penyampaian besaran-margin yang harus dibayarkan nasabah,
pola pembagian margin antara nasabah dengan pengurus
UPK,* janji kesanggupan melunasi modal pokok dan margin,
durasi waktu pelunasan, besaran kewajiban yang harus
dibayarkan setiap bulannya, kesanggupan untuk membantu
melunasi tunggakan macet kelompok lain,*> dalam jumlah
persentase tertentu yang dibebankan oleh pengurus UPK, dan
yang terakhir yaitu janji nasabah untuk melunasi hutang
pembiayaan sesuai keawajibannya dalam kondisi apapun di
masa yang akan datang.*

31Besaran margin yang ditetapkan yaitu 17% menurun, untu jangka waktu di atas
satu bulan. Untuk 15% dari margin tersebut menjadi Hak UPK Eks PNPM dengan
mekanisme pengelolaan margin yang telah ditetapkan sendiri oleh internal UPK Eks
PNPM, sedangkan 2% dari margin tersebut akan dikembalikan lagi kepada kelompok
penerima pembiayaan pada saat penyetoran iuran terakhir. Hasil wawancara dengan UPK
Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga dan Nasabah, Tgl 22 Desember
2023

32Pembebanan sejumlah biaya kepada kelompok usaha penerima baru ini dilakukan
sebagai upaya menekan dan memulihkan tingkat kemacetan pengembalian iuran macet
penerima pembiayaan sebelumnya, hal ini dilakukan agar asset UPK Eks PNPM terus
berputar dan tidak mengalami penurunan signifikan dari tahun ketahun yang disebabkan
oleh wanprestasi atau kemacetan pengembalian iuran oleh kelompok yang telah menerima
pembiayaan sebelumnya. Ketentuan pembebanan /ini: merupakan suatu kewajiban yang
mesti diterima calon nasabah penerima pembiayaan. Hasil wawancara dengan UPK Eks
PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

33 Janji ini tidak tertulis teapi ditekankan secara maksimal oleh pengurus UPK Eks
PNPM. Sebagian dari Nasabah penerima pembiayaan beserta dengan keluarganya masing-
masing diminta untuk menyampaikan kepada pihak UPK Eks PNPM di depan pengurus
serta keuchik, perihal opsi yang memungkinkan dijalankan oleh nasabah seandainya di
kemudian hari nasabah mengalami kendala/macet dalam melunasi kewajibannya, diantara
kasus yang pernah terjadi terdapat keluarga nasabah berjanji secara lisan bahwa akan
melunasi semua kewajiban iuran dengan menjual asset yang bakal diterima nasabah dari
orangtuanya di masa yang akan datang (dalam bentuk warisan/hibah) dan sebagian lainnya
juga mengutarakan janji melunasi kewajiban iurannya dalam bentuk akan menjual asset
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Nasabah yang menyanggupi semua persyaratan yang
telah disampaikan UPK Eks PNPM dalam pertemuan awal
ini akan dimintakan membuat proposal agar dapat dicairkan
pembiayaannya.

4.4.3. Tatacara Penyaluran Pembiayaan
Penyaluran pembiayaan murabahah hanya diberikan

kepada kelompok usaha yang memenuhi Kriteria dan
persyaratan yang ditetapkan UPK Eks PNPM sebagaimana
telah dijelaskan pada poin 4.4.2. Tentang Penerima
pembiayaan murabahah. Mekanisme mereka membentuk
kelompok wusaha diserahkan sepenuhnya kepada calon
nasabah, baik dengan cara mengajak orang lain secara suka
rela atau sekedar memakai nama dan identitas orang lain
tersebut untuk dibuatkan nama kelompok untuk mencukupi
jumlah minimalnya yaitu 3 orang dan maksimal 5 orang.3*

Jumlah anggota kelompok paling kurang terdiri dari 3
orang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara dan maksimal
berjumlah 5 orang 'yang terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan dua orang anggota. Besaran pembiayaan yang
diberikan kepada masing-masing kelompok usaha minimal
Rp. 500.000 dan maksimal Rp.150.000.000, jangka waktu
pembiayaan baik untuk kucuran dana minimal dan maksimal
adalah 1 bulan dan paling lama maksimal 10 bulan.®

Bagi nasabah yang mampu menunaikan iuran lebih
awal, biasanya diberikan reward dalam bentuk ditawarkan
kembali kemudahan pencairan. pembiayaan di masa yang

bergerak dan tidak bergerak yang dimilikinya. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM
Kecamatan Mutiara Timur dan GlumpangTiga dan Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

%Hasil keputusan dalam musyawarah antar desa (MAD) diputuskan bahwa
pembiayaan hanya diberikan kepada kelompok usaha yang ada dalam wilayah kerja
masing-masing kecamatan. Kebijakan mengenai kebolehan individu merekayasa kelompok
usaha ini bersifat selektif dan terukur dari pengurus UPK Eks PNPM. Hasil wawancara
dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga dan Nasabah Tgl
22 Desember 2023

35 Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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akan dating dan diberikan pembiayaan dalam jumlah yang
lebih besar, untuk nasabah yang dikategorikan tidak
mampu/melalaikan kewajiban iurannnya maka dikenai sanksi
pemutusan Kerjasama di masa mendatang, tidak diberikan
lagi pembiayaan atau dapat juga dalam bentuk menempatkan
nasabah dalam kategori posisi tidak menjadi prioritas sebagai
calon penerima pembiayaan lagi di masa yang akan datang.3®

Alur proses penyaluran pembiayaan murabahah di
UPK Eks PNPM yaitu sebagai berikut:3’

(@) Pertama masyarakat yang ingin memperoleh
pembiayaan mendatangi sendiri kantor UPK Eks
PNPM kecamatan masing-masing untuk
menyampaikan keinginannya mendapatkan
pembiayaan murabahah untuk memenuhi
kebutuhannya dan usahanya.®

%6Nasabah yang datang meminta diberikan pembiayaan setiap bulannya mengalami
peningkatan dengan berbagai jenis usaha, lokasinya mayoritas dalam kecamatan wilayah
domisilinya terkadang lokasi usahanya berada di luar wilayah domisili, sehingga pihak UPK
Eks PNPM akan mempelajari dengan detail kulifikasi dan karateristik nasabah yang akan
diberikan pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan setiap bulannya hampir
mencapai Rp 1 Milyar pada UPK Eks PNPM Mutiara Timur. Hasil wawancara dengan
UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22
Desember 2023

$"Tahapan ini disampaikan secara lisan oleh pengurus UPK Eks PNPM
berdasarkan pengalaman pencairan pembiayaan yang selama ini mereka lakukan, aturan ini
tidak baku, keseluruhan alur tahapannya pada pembiayaan ini pun tidak tertulis, tidak formal
dan tidak baku untuk semua kategori nasabah. Bisa disimpulkan bahwa alur tahapan ini
direalisasikan menyesuaikan dengan kualifikasi nasabah yang datang meminta pembiayaan
pada UPK Eks PNPM. Untuk nasabah yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan ini
sebelumnya dan masuk kategori nasabah tidak bermasalah maka bisa saja alur ini tidak
dijalankan sebagaimana mestinya. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan
Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

38Kebutuhannya yang dimaksudkan disini yaitu nasabah datang ke UPK Eks
PNPM menyampaikan perihal kebutuhan uang untuk kegiatan konsumtifnya seperti
kebutuhan uang membuat rumah, merenovasi rumah, membeli kenderaan dan beragam
kebutuhan konsumtif lainya. Sedangkan ‘“Usahanya” disini yaitu nasabah datang
menyampaikan kebutuhan dana/uang untuk memulai usahanya seperti membuka usaha
jualan sayuran, kios-kios kecil dan sebagainya atau menambah modal pada usaha yang
sedang digelutinya seperti menambah modal pada usaha kelontong/grosir, usaha jual baju di
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(b) Kedua, UPK Eks PNPM menyampaikan bahwa
nasabah yang akan diberikan pembiayaan adalah
kelompok usaha sebagaimana ketentuan dan struktur
yang dijelaskan di atas. Bagi nasabah peorangan yang
ingin  mendapatkan pembiayaan maka dapat
menempuh format pembentukan kelompok usaha
sebagaimana yang telah di uraikan di atas pada poin
4.4.2. Tentang Penerima Pembiayaan Murabahah.

(c) Ketiga, UPK Eks PNPM menyampaikan jumlah batas
minimal dan maksimal jumlah pembiayaan yang akan
disalurkan yaitu minimal Rp 500.000 maksimal Rp
150.000.000 perkelompoknya.

(d) Keempat, pihak UPK Eks PNPM menyampaikan
perihal durasi waktu lamanya pembiayaan yaitu
minimal satu bulan dan maksimal 10 bulan.

(e) Kelima, pihak UPK Eks PNPM menyampaikan
besaran margin yang telah ditetapkan pada semua
pembiayaan murabahah 'yang telah dan akan
disalurkan kepada setiap nasabah dalam wilayah
kerjanya.

() Keenam, pihak UPK Eks PNPM mensyaratkan
kesanggupan nasabah berkontribusi dalam hal
pelunasan kredit macet nasabah sebelumnya, dengan
besaran nominal yang akan ditetapkan oleh UPK Eks
PNPM sesuai dengan besaran pembiayaan yang akan
dikucurkan.

Bagi nasabah. yang ' menyanggupi dan ingin
mendapatkan pembiayaan sebagaimana ketentuan di atas,
diharuskan membuat proposal pengajuan  pembiayaan
murabahah. Proposal yang dibuatkan nasabah hanya dalam

toko atau usaha jual baju keliling maupun usaha menjahit dan lain sebagainya. Terhadap
kedua bentuk kebutuhan nasabah sebagaimana diuraikan tadi, diberikan pembiayaan dalam
bentuk pembiayaan pengadaan HP dengan system Murabahah. Hasil wawancara dengan
UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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satu format saja, yaitu sesuai yang diarahkan pihak UPK
berbetuk Proposal Pengadaan HP dengan sistem Murabahah,
dengan besaran jumlah dana pembiayaan sesuai yang telah
disampaikan di awal. Nasabah yang membutuhkan dana Rp.
500.000 akan membuatkan proposal pengadaan HP dengan
kebutuhan dana Rp.-500.000. tersebut, begitu juga untuk
nasabah yang membutuhkan dana . pembiayaan Rp.
150.000.000 maka akan membuat proposal pengadaan HP
dengan jumlah total Rp. 150.000.000 yang terdiri dari
berbagai jenis HP, type dan tahun. Format proposal secara
detail yang memuat keseluruhan isinya itu, dibuat dan
disediakan sepenuhnya oleh pihak UPK, hanya saja
kadangkalanya diganti jenis HP, type dan tahunnya saja
untuk diberikan juga kepada kelompok nasabah calon
penerima modal usaha lainnya kedepannya.3®

Setelah proposal yang sesuai dengan format UPK
tersebut disetujui nasabah dan lembaga, maka barulah Pihak
UPK membuat klausul kontrak “pembiayaan murabahah
terhadap penjualan HP dengan margin yang sudah ditegaskan
di awal tersebut kepada nasabah yaitu 17 % menurun untuk
ditandatangani nasabah dan lembaga. Pada klausul kontrak
tersebut, disebutkan jumlah HP serta harga dasarnya, plus
margin yang diambil pihak UPK juga disebutkan.
Selanjutnya juga memuat total dana setelah ditambahkan
margin, sistem - pembayarannya, rincian  kewajiban
perbulannnya dan ditambah dengan kontribusi iuran untuk
menanggulangi kredit. macet nasabah sebelumnya, sesuai

%9Format proposal ini disediakan UPK Eks PNPM dengan tujuan memudahkan
nasabah, menyeragamkan proposal serta memudahkan pihak UPK Eks PNPM dalam
mempelajarinya. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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dengan durasi waktu masa perjanjiannya yang disepakati di
awal.*® Sebagai contoh:*
Nasabah membutuhkan dana Rp. 150.000.000

Maka pada klausul kontrak dibuatkan Harga awal HP
Merk Apple Rp 15.000.000 per unitnya, dikalikan 10 unit
maka menjadi Rp.150.000.000. Pihak UPK menetapkan
margin 17% dari Rp. 150.000.000, yaitu Rp. 25.500.000
maka harga jual menjadi Rp. 175.500.000, dengan system
pembayaran kredit selama 10 bulan dengan rincian iuran
pada bulan pertama yaitu Rp. 17.550.000, ditambah dengan
pembebanan sejumlah biaya untuk menutupi kredit macet
kelompok lain, yaitu semisal Rp.5.000.000.%> maka kewajiban
nasabah membayarkan iuran bulanan yaitu menjadi
Rp.18.050.000 di bulan pertama dan seterusnya. Selanjutnya
barulah Akad murabahah dilakukan terhadap barang (HP
Apple) plus keuntungan sebagaimana di atas, hanya saja
objek HP dalam akad tidak dihadirkan, cuma ada pada
selembar bon faktur penjualan, barang berupa HP yang
disebutkan dalam bon faktur tersebut juga belum dimiliki
oleh UPK akan tetapi hanya ada di toko yang telah ditunjuk
oleh UPK.

Barang berupa HP vyang tertera sebagai objek
murabahah dalam akad tersebut tidak pernah dilihat dan
dimiliki oleh nasabah setelah selesainya akad, maka untuk

40 Hasil wawancara dengan UPK. Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

“IContoh yang penulis sajikan ini merupakan naratif dari penulis berdasarkan
pemaparan langsung pengurus UPK Eks PNPM saat penulis lakukan wawancara
mendalam perihal teknik implementasi pembiayaan Murabahah dengan model jual beli HP
berbasis Murabahah pada UPK Eks PNPM. Hasil wawancara mendalam dengan UPK Eks
PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

42Besaran nominal pembebanan sejumlah biaya untuk menanggulaingi kredit macet
kelompok lain tidak disebutkan nominalnya secara detail oleh pengurus UPK Eks PNPM,
namun pembebanan biaya ini dijadikan syarat memperoleh pembiayaan bagi kelompok
nasabah baru. Hasil wawancara mendalam dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara
Timur dan Nasabah Tgl 22 Desember 2023
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selanjutnya nasabah mempergunakan uang yang diterima dari
UPK pada kebutuhan-kebutuhannya masing-masing baik itu
konsumtif maupun kegiatan produktif lainnya. Untuk tahap
berikutnya nasabah  hanya mempunyai  kewajiban
menyetorkan sejumlah iuran yang telah mereka tandatangani
diklausul akad sampai selesai- sesuai dengan durasi waktu
yang telah disepakati.*

4.4.4. Bentuk Murabahah yang Diterapkan
Bentuk atau model pembiayaan murabahah yang

selama ini diterapkan UPK Eks PNPM cuma satu yaitu Jual
Beli HP sistem Murabahah. UPK Eks PNPM memposisikan
diri sebagai penyedia dana sesuai kebutuhan nasabah,
supplier (pedagang) sebagai penyedia barang dan nasabah
menduduki posisi sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah
yang diaplikasikan hampir mirip dengan model murabahah
tanpa wakalah, dimana UPK Eks PNPM menyanggupi
permintaan pengajuan dana nasabah untuk pengadaan HP
yang terdiri dari berbagai jenis dan model dengan melakukan
kerjasama pembelian dengan supplier, selanjutnya UPK EKks
PNPM menjualnya kepada nasabah menggunakan sistem
akad murabahah dengan margin keuntungan sebanyak 17 %
menurun.

Objek murabahah berupa HP yang dilakukan
transaksi oleh kedua belah pihak tidak dihadirkan dalam
majelis akad, juga tidak dilakukan serahterima barang antara
UPK Eks PNPM.  dengan.  nasabah, namun HP dengan
berbagai jenis dan model tersebut hanya ada pada BON
Faktur Toko HP.** Kepemilikan  HP. dalam transaksi
murabahah yang dilakukan belum terealiasasi pada kedua
belah pihak, UPK Eks PNPM selaku penjual belum

43Hasil wawancara mendalam dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur
dan Nasabah Tgl 22 Desember 2023

4 Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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memiliki/menguasai HP yang merupakan objek transaksi
dikarenakan lembaga memang tidak melakukan transaksi jual
beli HP secara tuntas dengan pedagang. Nasabah setelah
melakukan transaksi membeli HP dengan lembaga, juga tidak
memiliki/menguasai objek yang ditransaksikan tersebut
dikarenakan objek tidak ada dalam majelis akad dan tidak
dilakukan serahterima kepada nasabah sebagai pembeli.*®

Ketimpangan dalam realisasi pembiayaan murabahah
sebagaimana uraian di atas menurut analisis penulis terjadi
dikarenakan beberapa faktor:

(@) Pertama, Nasabah yang mengajukan pembiayaan
murabahah HP kepada UPK Eks PNPM memang
tidak mengkhendaki kepemilikan atau penguasaan
terhadap HP yang ditransaksikan, namun nasabah
hanya ingin mendapatkan uang untuk digunakannya
pada  tempat-tempat  tertentu  yang  sudah
direncakannya  sendiri  sebelum  mengajukan
pembiayaan, baik itu pemakaiannya untuk kebutuhan
konsumtif, investasi maupun kegiatan produktif
lainnya.

(b) Kedua, UPK Eks PNPM tidak melakukan transaksi
jual beli HP sama sekali dengan supplier dikarenakan
posisi Lembaga pada hakikatnya hanya menyediakan
sejumlah uang untuk kebutuhan nasabahnya.

(c) Ketiga, supplier tidak melakukan kerjasama dalam
bentuk apapun dengan Lembaga maupun dengan
nasabah, tetapi: dalam transaksi ini supplier hanya
sebagai informan bagi para pihak yang melakukan
transaksi bahwa ia memiliki sejumlah barang berupa
HP dengan berbagai jenis dan model di Tokonya.

“Data ini merupakan hasil analisis penulis berdasarkan pemaparan
pengelola UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Nasabah, Tgl 22 Desember
2023
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(d) Keempat, penggunaan akad murabahah dalam
realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga
dan nasabah hanya dijadikan sebagai jembatan untuk
melegalisasikan penyaluran uang kepada nasabah dan
pengambilan keuntungan dari penyaluran tersebut
dengan menyandarkan kepada konsep margin
murabahah.

Bentuk realisasi pembiayaan murabahah yang
diimplementasikan UPK Eks PNPM ini ditinjau dalam
kacamata Figh termasuk kedalam jual beli haram dan sama
persis seperti penyaluran kredit berbasis bunga yang
dilakukan  oleh  Lembaga keuangan konvensional,
dikarenakan kedua belah pihak melakukan transaksi pada
sesuatu yang tidak ada dan transaksi dilakukan bukan atas
dasar keinginan keduanya, kedua belah pihak hanya
menggunakan payung hukum murabahah untuk melegalisasi
keinginannya masing-masing, UPK Eks PNPM berkeinginan
menyalurkan uang dan mendapatkan = keuntungan dari
sejumlah uang yang disalurkan tersebut dalam persentase
tertentu dan Nasabah mendapatkan uang dengan imbalan
membayar sejumlah kelebihan yang telah ditetapkan oleh
Lembaga.

Kekeliruan penerapan pembiayaan murabahah ini
berjalan dengan sendirinya tanpa dibarengi pembinaan serta
arahan pihak lain, baik dari lembaga mitra UPK yaitu Badan
Pengawas Unit Pengelola Keuangan (BP-UPK) dan Lembaga
lainnya tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
Lembaga BP-UPK ini seyogyanya merupakan badan
pengawas Kinerja UPK yang dibentuk dalam forum MAD
yang dihadiri seluruh perwakilan desa dalam kecamatan yang
berfungsi mengawasi dan membina UPK, semulanya badan
ini diharapakan mampu menjalankan tugasnya yaitu
mengawasi dan membina UPK, namun dalam realitasnya
tidak berjalan dikarenakan kapasitas orang-orang yang
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ditunjuk sebagai pengawas UPK dalam forum MAD tidak
seperti yang diharapkan.*

4.4.5. Jenis Usaha yang Dibiayai
UPK Eks PNPM Kecamatan adalah bagian daripada

Lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada
nasabah yang berada dalam wilayah kecamatan tempat
mereka melakukan kegiatan operasional. Sebelum konversi
ke syari’ah Lembaga ini sudah lebih dahulu mneyalurkan
kredit kepada sejumlah kelompok penerima manfaat yang
dikenal dengan istilah Simpan Pinjam Perempuan (SPP UPK
PNPM) berbasis bunga yaitu sebesar 12% pertahunnya.
Penyaluran kredit diberikan kepada semua Masyarakat yang
memenuhi  persyaratan sebagaimana ditetapkan yaitu
membuat kelompok usaha minimal 3 (tiga) orang yang terdiri
dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan maksimalnya 5
(lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota. Jenis
usaha yang diayai tidak ditentukan selama kegiatan itu
merupakan kegiatan konsumtif dan produktif yang dapat
membantu  kebutuhan  dan  menghidupkan  aktivitas
ekonomi.*’

Pada saat lembaga UPK Eks PNPM sudah konversi
ke system syari’ah, pembiayaan diberikan dalam bentuk

46Pengurus UPK Eks PNPM semulanya berharap Badan pengawas UPK Eks
PNPM yang dibentuk ini, diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang Pengelolaan
keuangan Syari’ah, punya kemampuan komunikasi yang baik, punya jejaring dengan pihak
luar, mempunyai kredibilitas, kreatif dan inovatif dalam rangka menumbuhkembagkan
UPK Eks PNPM di masa yang akan datang. Namun mekanisme pemilihannya memakai
format mesti ada keterwakilan berdasarkan asal usul wilayah mukim, jenis kelamin dan
yang dipilih merupakan orang yang berhasil memperoleh suara terbanyak. Hasil wawancara
dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga. Tgl 22 Desember
2023

4'Tidak semua kegiatan usaha dilakukan verifikasi faktual oleh lembaga,
namun kebenaran jenis usaha yang diajukan pembiayaan diserahkan kepada
kelompok penerima. Tidak jarang juga ditemukan penggunaan dana tidak seperti
dalam proposal pengajuan dana. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM
Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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konsumtif*® dan produktif juga, sehingga apapun bentuk
kegiatan usaha nasabah yang dilakukan nasabah dapat
diberikan pembiayaan murabahah karena memang tidak
ditentukan jenis usahanya, asalkan penerimanya merupakan
orang yang memiliki KTP dan KK dalam kecamatan wilayah
kerja UPK Eks PNPM masing-masing. 4

Untuk nasabah yang mempunyai kegiatan usaha di
luar kecamatan domisili pun, tetap diberikan pembiayaan hal
ini_dikarenakan memang tujuan awal berdirinya UPK Eks
PNPM di masing-masing kecamatan adalah  untuk
memberdayakan serta menumbuhkembangkan aktivitas
ekonomi penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan
tersebut.>°

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran
pembiayaan adalah semua masyarakat yang berdomisili di
wilayah kerja UPK Eks PNPM yang membutuhkan
pembiyaan baik itu konsumtif, produkti maupun investasi
selama memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan
Lembaga.

4.4.6. Mekanisme Penetapan Margin
Dalam prakteknya, murabahah tidak digunakan

sebagai alat pembiayaan yang mengutamakan transparansi,
dimana seharusnya barang mesti ada dan margin keuntungan
juga dinegoisasikan secara baik hingga mencapai
kesepakatan bersama. Semestinya UPK Eks PNPM memiliki

#Untuk kegiatan konsumtif yang diberikan pembiayaan, pihak lembaga
tidak menyebutkan dengan detail apa saja ketegori kegiatan konsumtif yang
memenuhi kriteria jenis pembiayaan. Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM
Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

4SHasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

50Semua UPK Eks PNPM yang ada dalam kecamatan di Kabupaten Pidie dibentuk
dengan satu tujuan yang sama yaitu menggerakkan sector ekonomi, mengenai mekanisme
pengelolaannya tergantung pada kebijakan UPK Eks PNPM masing-masing. Hasil
wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta
Nasabah, Tgl 22 Desember 2023
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inisiatif untuk mewujudkan model murabahah yang sejalan
dengan syar’i sebagai upaya UPK FEks PNPM dalam
mengedepankan keadilan ekonomi dan etika bisnis Islam.

Penentuan margin keuntungan dalam pembiayaan
murabahah selama ini adalah sebesar 17 % menurun, besaran
persentase tersebut - merujuk kepada petunjuk teknik
operasional (PTO) SPP UPK-PNPM yang berasaskan bunga,
dalam PTO tersebut ditegaskan keuntungan minimal yang
didapatkan lembaga pada setiap program pendanaannya
adalah sebesar 12%.°!

Pihak lembaga UPK Eks PNPM tidak bersedia
memberikan informasi mendetail perihal mengapa mereka
menjadikan PTO SPP-UPK PNPM sebagai pijakan dalam
menetapkan besaran margin pembiayaan murabahah.>?
Namun berdasarkan informasi yang penulis dapatkan selama
melakukan wawancara tentang penerapan pembiayaan
murabahah secara umum di UPK Eks PNPM, penulis
menemukan  beberapa  informasi~ yang diberikan pihak
lembaga yang mengarah kepada alasan lembaga menjadikan
PTO SPP UPK PNPM sebagai pijakan penetapan margin
sebagai berikut:

(@) Pertama, pengelola UPK Eks PNPM tidak memahami
dengan baik tentang. konsep murabahah perspektif
figh.

51 Data berdasarkan Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan
Mutiara Timur dan Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023

2Semestinya UPK Eks PNPM Eks PNPM yang merupakan lembaga
keuangan yang termasuk kategori terbesar milik dan terletak di Kecamatan,
mempunyai konsep yang jelas dan terbuka perihal penetapan dan margin ini
secara menyeluruh,karena margin murabahah sebenarnya adalah ruh dari jual
beli murabahah namun karena berbagai faktor hal ini tidak terwujud sehingga
konsep margin yang dianut dan ditetapkan masih sembarangan tidak melalui
proses kajian mendalam. Data berdasarkan hasil analisis penulis terhadap
jawaban pengelola perihal penetapan dan besaran margin pada UPK Eks PNPM
kecamatan Mutiara Timur tanggal 22 Desember 2023
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Seperti telah diuraikan dibelakang pada poin 4.3
tentang landasan hukum penerapan murabahah pada
UPK Eks PNPM Kabupaten pidie, pihak pengelola
lembaga tidak mempunyai pemahaman yang kongkret
tentang konsep murabahah, baik itu secara umum
maupun secara mendetail berkenaan dengan semua
hal tentang murabahah, terlebih lagi perihal konsep
margin yang menjadi sorotan khusus penelitian ini.

(b) Kedua, UPK Eks PNPM tidak memahami konsep

(©)

margin yang berasaskan kepada prinsip-prinsip
ekonomi syari’ah dan factor-faktor ekonomi.
Penetapan margin yang berbasis prinsip-prinsip
ekonomi syari’ah seperti menjauhi riba, menghindari
gharar, tadlis, maisir, risywah, dharar dan unsur
keharaman lainnya tidak menjadi pijakan dalam
penentuan  margin, dikarenakan sedari awal
sebagaimana diuraikan di atas bahwasanya
pembiayaan murabahah ‘yang diterapkan tidak
memiliki konsep yang jelas dan payung hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Besaran margin sebanyak 17% menurun yang selama
ini  berlaku, juga ditetapkan dengan tidak
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti
inflasi, tenaga kerja, modal, Bl rate dan lainnya,
dikarenakan - penetapan ;margin pada murabahah
selama ini berdasarkan inisiatif pribadi pengelola
UPK, bukan berdasarkan 'kajian yang seharusnya.
Rumus yang dipegang dan dipakai pengelola cuma
satu yaitu margin atau keuntungan harus sesuai
dengan PTO yakni tidak boleh dibawah 12%.

Ketiga, pengelola UPK Eks PNPM tidak melakukan
kajian awal tentang berapa persentase margin
murabahah yang patut ditetapkan.
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UPK Eks PNPM tidak memiliki atau melakukan
kajian tersendiri tentang besaran margin murabahah
setelah lembaga melakukan konversi ke Syari’ah.
Penetapan besaran margin yang diaplikasikan selama
ini masih terpaku oleh sistem bunga yang sebelumnya
mereka implementasikan pada pemberian kredit
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK PNPM.
Margin murabahah pun mereka tetapkan besarannya
diatas batas minimal yang diatur dalam PTO SPP
tersebut, dengan dalih seandainya suatu saat program
SPP murabahah ini dilakukan audit oleh pihak yang
berwenang maka pengurus tidak akan dikenai sanksi
karena keuntungan pada program baru ini pun
(murabahah) tidak melangkahi dari ketentuan
Petunjuk Teknik Operasional yang sudah sebelumnya.
Pengelola UPK Eks PNPM saat ini beranggapan
bahwa segala bentuk program pembiayaan yang
diterapkan tidak boleh keluar dari PTO, karena
keseluruhan dana yang menjadi modal pada program
baru saat ini (murabahah) menggunakan sumber dana
dari program sebelumnya yaitu SPP UPK PNPM, dan
tidak memakai satu persen pun sumber dana baru dari
akibat konversi ke syari’ah. Sehingga apapun bentuk
program pembiayaan berbasis syari’ah yang akan
diaplikasikan -mempedomani kepada konsep dan
model ketentuan lembaga sebelumnya yaitu SPP UPK
PNPM yang berasaskan konvensional (bunga).>®

(d) Keempat, Margin murabahah ditetapkan oleh
pengelola  UPK = berdasarkan  pengalamannya
mengelola SPP UPK PNPM yang berbasis bunga.

3penetapan besaran margin yang secara totalitas mengacu kepada bats
minimal yang diatur dalam PTO ini juga sama halnya berlaku pada program
pembiayaan Murabahah Emas, data berdasarkan Hasil wawancara dengan UPK
Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl 22 Desember 2023



225

Seperti yang telah diuraikan di atas penetapan margin
pada pembiayaan murabahah dilakukan oleh lembaga
mengacu kepada pengalaman pihak lembaga dalam
mengelola SPP UPK PNPM yang berbasis bunga, hal
ini terlihat dari tidak adanya konsep murabahah yang
dibuat dengan berpedoman pada figh dan regulasi
dalam  impelmentasinya  kepada  masyarakat.
Kelemahan ini sudah diuraikan sebelumnya pada poin
4.3 tentang landasan operasional murabahah pada
UPK Eks PNPM

(e) Kelima, Tidak adanya pengawasan dari Internal dan
Eksternal Lembaga.
UPK Eks PNPM sebenarnya memiliki Lembaga
pengawas internal yaitu Badan Pengawas UPK Eks
PNPM (BP-UPK Eks PNPM), namun Lembaga ini
tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
Banyak faktor yang melandasi tidak berfungsinya
lembaga ini sedikit banyak sudah diuraikan pada poin
4.3 tentang landasan operasional murabahah pada
UPK Eks PNPM, secara umum dapat disimpulkan
bahwasanya badan pengawas yang dibentuk tidak
berfungsi  dengan  baik  dikarenakan  tidak
maksimalnya peran lembaga Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) Kecamatan dalam melaksanakan
Forum Musyawarah Antar Desa (MAD), secara
Khusus pada saat pembentukan pengurus UPK Eks
PNPM dan Badan Pengawasnya.®® Sedangkan
pengawasan eksternal yang juga tidak berfungsi yaitu

54 Ini dapat dilihat dari peserta musyawarah yang hadir dalam rapat MAD
di tingkat Kecamatan, dimana peserta musyawarah tidak memiliki kompetensi
atau pengalaman dengan topik/agenda musyawarah yang dilaksanakan, sehingga
hasil musyawatah pun tidak mencapai hasil maksimal, data berdasarkan Hasil
wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan Glumpang Tiga Tgl
22 Desember 2023
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tidak adanya auditor manapun di tingkat kecamatan
maupun kabupaten yang mencoba menelusuri,
mengkaji dan menilai tentang keabsahan pembiayaan
murabahah yang selama ini diterapkan perspektif
kajian figh maupun ditinjau dari sudut pandang
regulasi yang-ada seperti ganun Aceh No. 11 tahun
2018 tentang lembaga keuangan syari’ah
Dari beberapa faktor penetapan margin yang penulis
uraikan dapat disimpulkan bahwasanya penetapan margin
murabahah pada UPK Eks PNPM tidak sejalan dengan
konsep figh dan regulasi LKS, sehingga membutuhkan
perhatian dan Kkontribusi pemikiran semua pihak untuk
menyusun pedoman penetapan margin yang sesuai dengan
figh dan regulasi, juga menyesuaikan dengan kondisi real
yang dihadapi lembaga di lapangan. Penetapan margin
sebenarnya merupakan wilayah kewenangan lembaga selama
margin yang ditetapkan bukan berpedoman kepada bunga,
Jjuga sepatutnya karena UPK Eks PNPM merupakan lembaga
kepunyaan Masyarakat maka besaran margin seharusnya
ditetapkan setelah dilakukan kajian dan diputuskan dalam
Musyawarah Antar Desa (MAD).

4.47. Mekanisme Pelunasan luran
Pelunasan iuran oleh nasabah pada UPK Eks PNPM

dilakukan dengan sistem cicilan, sesuai dengan besaran dan
jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati dalam
kontrak murabahah. Dalam mekanisme ini, nasabah
diwajibkan untuk melakukan penyetoran iuran secara berkala,
yang mencakup jumlah cicilan yang telah ditetapkan di awal
kontrak. Namun, terdapat kebijakan tambahan yang
menambah beban nasabah, yakni kewajiban untuk
menanggulangi beban kredit macet dari nasabah sebelumnya.

Jumlah iuran yang dibebankan kepada nasabah
mencakup tidak hanya cicilan untuk pembiayaan mereka
sendiri tetapi juga kontribusi untuk menutupi beban kredit
macet nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran
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sebelumnya. Penetapan jumlah iuran tambahan ini dilakukan
sepihak oleh lembaga, dengan distribusi nominal bulanannya
telah ditentukan pada saat penandatanganan kontrak
murabahah. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan utama
untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga, mengingat beban
kredit macet yang tidak tertangani dengan baik dapat
mengancam kesehatan finansial lembaga secara keseluruhan.

Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban ini,
yaitu membayar iuran tambahan untuk menanggulangi kredit
macet, tidak akan diberikan pembiayaan baru. Kebijakan ini
diambil oleh lembaga dengan alasan bahwa beban kredit
macet yang ada sudah mencapai titik di mana solusi
konvensional tidak lagi efektif. Dengan demikian, lembaga
memutuskan bahwa pembebanan iuran tambahan adalah satu-
satunya cara yang dianggap efektif untuk menanggulangi
masalah tersebut, agar lembaga tetap dapat beroperasi secara
berkelanjutan dan menyelamatkan keuangannya dari potensi
kerugian lebih lanjut.>®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
penerapan murabahah pada UPK Eks PNPM Kabupaten
Pidie tidak mencerminkan komitmen untuk membangun
kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip
syariah. Dalam prakteknya, murabahah tidak digunakan
sebagai alat pembiayaan yang mengutamakan transparansi,
dimana seharusnya segala hal yang berkaitan dengan
penerapan murabahah ini, termasuk penanggulan kredit
macet sebelumnya dinegoisasikan  secara  baik hingga
mencapai kesepakatan Bersama dengan akad yang legal
perspektif figh seperti penyertaan akad hibah atau hadiah.
Semestinya UPK Eks PNPM memiliki Inisiatif untuk
mewujudkan model murabahah yang sejalan dengan syar’i

55 Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga serta Nasabah , Tgl 22 Desember 2023



228

sebagai upaya UPK Eks PNPM dalam mengedepankan
keadilan ekonomi dan etika bisnis Islam.

Secara  keseluruhan, penyelesaian  sengketa
pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM di Kabupaten
Pidie diatur dengan pendekatan yang komprehensif dan
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Melalui proses
yang dimulai dari musyawarah hingga pengadilan,
diharapkan semua sengketa dapat diselesaikan dengan cara
yang adil dan damai, menjaga hubungan baik antara nasabah
dan lembaga, serta memastikan bahwa semua transaksi
keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

4.5. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada
UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie
Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di UPK Eks

PNPM Kabupaten Pidie, potensi terjadinya sengketa antara nasabah
dan UPK Eks PNPM tidak bisa dihindari sepenuhnya. Sengketa
tersebut  bisa  muncul  karena berbagai ~ alasan, seperti
ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, perbedaan
pendapat tentang nilai pembayaran, atau perselisihan mengenai
barang yang dibeli. Untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas
lembaga serta melindungi hak-hak nasabah, penyelesaian sengketa
pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan prinsip keadilan
dan transparansi.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana
peminjam tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan,
termasuk ketidaklancaran pembayaran dan ketidakpatuhan terhadap
jadwal angsuran. Kondisi ini dapat merugikan Unit Pengelola
Keuangan (UPK) Eks PNPM atau lembaga keuangan yang
bersangkutan. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah,
UPK Eks PNPM dan stafnya seharusnya mengambil beberapa
langkah strategis.

Langkah pertama yang perlu diambil oleh UPK Eks PNPM
untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembiayaan
murabahah adalah melakukan peninjauan lapangan secara
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langsung. Peninjauan ini penting untuk mengidentifikasi potensi
masalah sebelum mereka berkembang menjadi isu besar. Dengan
melakukan peninjauan lapangan, UPK Eks PNPM dapat
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi
ekonomi dan sosial nasabah, yang dapat memengaruhi kemampuan
mereka dalam melakukan pembayaran. Informasi yang diperoleh
dari peninjauan_lapangan ini dapat membantu UPK Eks PNPM
dalam menyesuaikan program pembiayaan agar lebih sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.

Selain peninjauan lapangan, UPK Eks PNPM juga
sepatutnya melakukan pembinaan secara berkala dan intensif.
Pembinaan ini bertujuan untuk memacu kelompok nasabah agar
tetap mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati.
Pendekatan ini tidak hanya memberikan dukungan praktis kepada
nasabah, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang
kewajiban pembayaran. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan
nasabah dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan
kewajiban mereka dan mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

Namun, selama ini, UPK Eks PNPM tidak melakukan
peninjauan lapangan secara terjadwal terhadap nasabah yang telah
menerima pembiayaan. Peninjauan lapangan hanya dilakukan jika
terdapat nasabah yang mulai mengalami masalah dalam pelunasan
iuran. Praktik ini menunjukkan bahwa monitoring lapangan lebih
bersifat reaktif ketimbang proaktif. Pendekatan ini dapat
menyebabkan UPK Eks PNPM tidak mendapatkan informasi yang
cukup tentang kondisi nasabah sebelum masalah pembayaran
muncul.>®

Monitoring yang dilakukan terhadap nasabah bermasalah
bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap melanjutkan
komitmennya dalam melunasi iuran. Namun, dalam beberapa
kasus, ditemukan perseturuan antara nasabah dan pihak lembaga.

6Hasil wawancara dengan UPK Eks PNPM Kecamatan Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga serta Nasabah, Tgl 22 Desember 2023



230

Perseturuan ini  seringkali timbul ketika nasabah mulai
menunjukkan ketidakmampuan dalam melunasi utangnya, dan
lembaga harus mengeluarkan upaya tambahan  untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Ketegangan yang terjadi dalam
situasi ini dapat merugikan hubungan antara nasabah dan lembaga,
serta memperburuk situasi keuangan nasabah.

Oleh karena itu, penting bagi UPK. Eks PNPM untuk
mengubah pendekatannya dalam peninjauan dan monitoring
nasabah. Peninjauan lapangan secara terjadwal dan pembinaan
berkala seharusnya menjadi bagian integral dari strategi
pengelolaan pembiayaan murabahah. Dengan pendekatan yang
lebih proaktif, UPK Eks PNPM dapat mencegah masalah sebelum
berkembang lebih jauh, memberikan dukungan yang diperlukan
kepada nasabah, dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka
serta perbaikan dalam mekanisme peninjauan lapangan dan
pembinaan nasabah dapat membantu UPK Eks PNPM dalam
mengelola pembiayaan murabahah dengan lebih efektif.
Pendekatan yang lebih sistematis dan terencana akan mendukung
keberhasilan program pembiayaan serta meminimalkan risiko
sengketa dan ketidakpastian dalam pelunasan fura

Kedua, Pendekatan negosiasi dan musyawarah semestinya
diutamakan sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa,
dengan harapan dapat mencapai kesepakatan tanpa menghadirkan
konflik yang merugikan semua pihak. Tindakan preventif seperti
mengingatkan dan memberikan kesempatan penjadwalan ulang
pembayaran menjadi langkah awal UPK Eks PNPM Mutiara Timur
dan Glumpang Tiga untuk menangani pembiayaan bermasalah.
Pihak UPK Eks PNPM bersikap adil dan tidak memandang bulu
terhadap  kelompok yang mengalami tunggakan, dengan
pemahaman bahwa penyelesaian tepat waktu sangat penting untuk
menjaga pendapatan UPK Eks PNPM dan mencegah dampak buruk
pada kelompok lainnya.

Beragam permasalahan yang mengakibatkan tidak
efektifnya pendekatan negoisasi dan musyawarah dengan nasabah
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disebabkan oleh beberapa factor-faktor yang melatarbelakanginya,
diantaranya yang paling dominan adalah pemberian pembiayaan
tidak tepat penggunaannya oleh nasabah di lapangan sedangkan
factor lain yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan sektor
usahanya dan meningkatnya kebutuhan konsumtif nasabah
sehingga modal awal yang semulanya diputar pada aktivitas
perdagangan, justru di pakai oleh nasabah. untuk memenuhi
kebutuhan konsumtif harian dan lainnya.>’

Proses penyelesaian seharusnya melibatkan berbagai pihak
seperti UPK Eks PNPM, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan
semuanya terdiri dari Pengurus dan juga dilibatkan keuchik
Gampong. Meskipun UPK Eks PNPM Mutiara Timur dan
Glumpang Tiga menggunakan pola penyelesaian yang umumnya
diterapkan oleh pembiayaan lain, mereka diharapkan tetap
berupaya agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Upaya
dan keterlibatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah juga
terus ditingkatkan, dan bimbingan dari pihak eksternal sangat
diharapkan untuk memastikan konsistensi dengan hukum Islam.

Perencanaan yang matang mengenai penyelesaian sengketa
atau nasabah bermasalah tidak dibuatkan SOP atau panduan yang
tepat, selama ini pemecahan masalah di lapangan ditangani secara
konvensional dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing
nasabah, pihak yang turun langsung ke lapangan menangani
beragam masalah hanya terdiri dari pihak UPK Eks PNPM dan
keuchik gampong wilayah  domisili - nasabah, terkadang pihak
Lembaga sediri yang menanganinya dari awal tanpa melibatkan
pihak gampong.°®
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Kesimpulannya, penerapan murabahah pada UPK Eks
PNPM Kabupaten Pidie menunjukkan beberapa ketidaksesuaian
dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menjadi dasar
dalam setiap transaksi keuangan syariah. Salah satu masalah utama
adalah penetapan margin keuntungan sebesar 17% menurun, yang
dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip ekonomi syariah atau
faktor-faktor ekonomi yang relevan seperti inflasi, Bl rate, dan
kondisi pasar. Penetapan margin tersebut lebih didasarkan pada
petunjuk teknik operasional (PTO) dari sistem konvensional yang
sebelumnya digunakan, tanpa adanya kajian mendalam mengenai
konsep murabahah dari perspektif figh.

Kurangnya pemahaman pengelola UPK Eks PNPM
terhadap konsep murabahah, termasuk prinsip penetapan margin
yang sesuai dengan hukum syariah, menjadi alasan utama mengapa
praktik murabahah di lembaga tersebut tidak sesuai dengan syariat.
Pengelola cenderung mengadopsi pendekatan dari sistem bunga
yang diterapkan pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
sebelumnya, tanpa melakukan penyesuaian yang diperlukan setelah
konversi ke sistem syariah.

Selain itu, penetapan margin yang dilakukan oleh UPK Eks
PNPM juga tidak melibatkan kajian atau penelitian awal yang
memadai. Tidak adanya kajian ini mengindikasikan bahwa
pengelola lebih mengandalkan - pengalaman mereka dalam
mengelola program konvensional daripada merumuskan margin
berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Hal
ini menyebabkan margin yang ditetapkan tidak hanya tidak sesuai
dengan syariah, tetapi juga tidak mempertimbangkan kondisi
ekonomi yang relevan.

Pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, juga tidak
berfungsi sebagaimana mestinya. Badan Pengawas UPK Eks
PNPM (BP-UPK) tidak mampu menjalankan perannya dengan
efektif, dan tidak ada audit atau penilaian eksternal yang dilakukan
terhadap keabsahan penerapan murabahah di lembaga ini.
Pengawasan yang lemah ini semakin memperburuk pelaksanaan
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murabahah, membuatnya jauh dari standar syariah yang
seharusnya.

Secara keseluruhan, penerapan murabahah di UPK Eks
PNPM Kabupaten Pidie memerlukan perbaikan mendalam agar
sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah. Diperlukan inisiatif dari
pihak pengelola untuk mengkaji ulang konsep murabahah yang
diterapkan, melakukan penelitian yang memadai dalam penetapan
margin, serta memperkuat mekanisme pengawasan baik secara
internal maupun eksternal. Dengan demikian, UPK Eks PNPM
dapat mengedepankan keadilan ekonomi dan etika bisnis Islam,
serta membangun sistem pembiayaan yang transparan, adil, dan
sejalan dengan syariat Islam.



BAB V
REKONSTRUKSI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA UPK EKS PNPM DI KABUPATEN

5.1 Konsepsi Umum Pembiayaaan Murabahah UPK Eks
PNPM Kabupaten Pidie

Islam memang tidak mengenal konsep value of money
seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebaliknya,
dalam Islam, terdapat konsep economic value of time yang
mengutamakan nilai dari waktu itu sendiri. Dalam Islam
memperbolehkan penentuan harga yang lebih tinggi untuk
pembayaran yang ditangguhkan daripada pembayaran tunai. Hal ini
tidak disebabkan oleh "time value of money," tetapi lebih karena
faktor ditahannya aksi penjualan barang.

Keberadaan Lembaga keuangan syariah sebagai alternatif
dari perbankan konvensional di tengah-tengah aktivitas
perekonomian dianggap sebagai hal yang positif. Ini memberikan
solusi bagi masyarakat Muslim terkait dengan fatwa MUI tentang
pengharaman bunga bank. Lembaga keuangan syariah juga
menawarkan sistem operasional yang lebih adil, terutama dengan
sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti yang terdapat dalam
sistem Mudharabah dan Musyarakah.

Meskipun demikian, produk pembiayaan dengan akad
Mudharabah dan Musyarakah masih terpinggirkan, sementara
produk jual beli mark-up seperti murabahah lebih dominan. Hal ini
menimbulkan kritik dari masyarakat terhadap penetapan margin
keuntungan oleh Lembaga keuangan @ syariah, karena produk
pembiayaan dengan akad murabahah cenderung mirip dengan
produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank konvensional.

Akad murabahah melibatkan jual beli barang pada harga
pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Namun,
keberlangsungan produk pembiayaan dengan akad murabahah
masih menjadi perdebatan karena dinilai belum optimal oleh
sebagian masyarakat.
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Konsep umum Pembiayaan murabahah dalam UPK Eks
PNPM mencakup beberapa aspek yang penting untuk pemahaman
yang lebih baik. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan
pembiayaan murabahah di UPK Eks PNPM*:

1. Definisi murabahah: murabahah adalah suatu jenis
transaksi penjualan dimana penjual secara eksplisit
menyebutkan biaya yang telah dikeluarkannya untuk
barang dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan
menambahkan keuntungan atau markup. Akad murabahah
merujuk pada perjanjian yang mengatur transaksi
pembiayaan antara pembeli dan penjual. Akad ini
mencakup persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi
oleh pihak yang terlibat, terutama dalam melaksanakan
kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2. Penerapan murabahah Emas dalam UPK Eks PNPM:
Pembiayaan murabahah di UPK Eks PNPM digunakan
secara luas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
finansial = dengan ~ mematuhi " prinsip-prinsip  syariah.
Contohnya, di beberapa wilayah, pembiayaan murabahah
diterapkan dalam bentuk jual beli emas.

3. Penerapan pembiayaan murabahah melibatkan tiga pihak:
murabahah diterapkan berdasarkan konsep saling percaya
dan satu tujuan dengan melibatkan Penjual (UPK Eks
PNPM) Nasabah dan Pedagang (Suplier) sebagai satu
kesatuan akad murabahah dengan menggunakan akad
wakalah

4. Seleksi Musyawarah: Proses ' seleksi musyawarah
melibatkan penentuan usulan desa, penetapan keputusan
usulan oleh desa, dan penentuan musyawarah desa serta
musyawarah khusus perempuan. Hasil seleksi di tingkat

! Hidayatina and Suriani, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-
MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Tanjong Pineung Kecamatan
Seunuddon Kabupaten Aceh Utara).”
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desa akan menjadi dasar untuk musyawarah desa dan

musyawarah khusus perempuan.

Konsepsi umum Pembiayaan murabahah dalam UPK Eks
PNPM mencakup aspek penting yang diatur sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Pembiayaan ini melibatkan transaksi jual beli,
dimana penjual menyebutkan dengan jelas harga barang dan
menambahkan keuntungan atau mark-up sebelum menjualnya
kepada pembeli. Dalam UPK Eks PNPM, pembiayaan murabahah
menjadi metode yang digunakan untuk mendukung kegiatan
ekonomi masyarakat. Praktik pembiayaan murabahah ini
dijalankan dengan prinsip syariah dalam pengelolaan bantuan
modal usaha SPP PNPM.

Penerapan pembiayaan murabahah dalam SPP PNPM-MP
menjadi alternatif yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk
mendukung kegiatan ekonomi dan finansial mereka. Dalam
praktiknya, UPK Eks PNPM-MP menjalankan pembiayaan
murabahah dengan memastikan bahwa setiap langkah sesuali
dengan prinsip  syariah, mencerminkan komitmen untuk
menjalankan  program  Pemberdayaan Masyarakat dengan
memperhatikan nilai-nilai Islam.

Model pembiayaan murabahah yang melibatkan tiga pihak
dengan menggunakan akad wakalah ini juga menjadi alternatif
yang dapat diterapkan untuk menghindari kekeliruan pemanfaatan
dana pembiayaan oleh nasabah di luar permohonan pembiayaan
dan memastikan UPK Eks PNPM menjadi pihak yang sanggup
menyediakan barang (menghindari transaksi objek majhul),
penentuan supplier yang akan mitra bersama dalam merealisasikan
pelaksanaan murabahah ini juga ditempuh dengan forum
musyawarah untuk menghindari peluang terjadinya penyusupan
kepentingan pihak lain dan juga bertujuan untuk lahirnya
kesempatan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar
khususnya Nasabah yang menjalin  hubungan Kkerjasama
pembiayaan murabahabh ini.
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Proses pembiayaan murabahah di UPK Eks PNPM
melibatkan akad yang mengatur transaksi antara penjual dan
pembeli. Persyaratan dan ketentuan dalam akad tersebut diatur
sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu,
proses seleksi musyawarah juga menjadi langkah penting dalam
menentukan usulan desa, keputusan usulan, serta musyawarah desa
dan musyawarah  khusus perempuan terkait pembiayaan
murabahah?,

Dengan konsep ini, UPK Eks PNPM memastikan bahwa
pembiayaan murabahah bukan hanya menjadi sarana finansial bagi
masyarakat tetapi juga merupakan implementasi nyata dari prinsip-
prinsip syariah yang menjadi pijakan utama program
Pemberdayaan Masyarakat. Konsep umum Pembiayaan murabahah
dalam UPK Eks PNPM mencerminkan komitmen yang Kkuat
terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mendukung kegiatan
ekonomi masyarakat. Pembiayaan murabahah, sebagai bentuk
transaksi  jual  beli  dengan penambahan  keuntungan,
diimplementasikan dengan hati-hati melalui proses akad yang
diatur sesuai prinsip syariah. Proses seleksi musyawarah menjadi
landasan partisipatif dalam menentukan usulan dan keputusan
terkait pembiayaan, memastikan keadilan dan keterlibatan aktif
masyarakat. UPK Eks PNPM dengan ini tidak hanya berperan
sebagai penyedia dana, tetapi juga Sebagal agen perubahan yang
berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulannya, konsep umum Pembiayaan murabahah di
UPK Eks PNPM menciptakan fondasi yang kokoh dalam
mendukung ekonomi : masyarakat dengan . meminimalisir risiko
pembiayaan bermasalah, mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah,
dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat secara
menyeluruh.

Gambar Rancangan Rekonstruksi Akad Murabahah baru
dapat dilihat pada Skema berikut ini:

2 Bahjatulloh, “Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek.”
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5.2 Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Konsep
Pembiayaan Murabahah Pada UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie

Implementasi prinsip  ekonomi syariah dalam konsep

pembiayaan murabahah pada UPK Eks. PNPM mencerminkan
komitmen untuk menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan
nilai-nilai Islam. Pembentukan akad murabahah menjadi langkah
awal yang diatur dengan cermat untuk memenuhi persyaratan
transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pentingnya penetapan harga barang dan markup yang jelas
menjadi aspek Kkritis dalam prinsip ekonomi syariah. Dalam
transaksi pembiayaan murabahah, keterbukaan dan kejujuran
dalam penetapan harga barang serta penambahan markup harus
dijunjung tinggi, mencerminkan nilai-nilai transparansi yang
ditekankan oleh prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah harus tunduk pada
prinsip-prinsip ‘ekonomi syariah. UPK Eks PNPM memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahap transaksi
mematuhi aturan Islam dan memenuhi persyaratan prinsip syariah
dalam pelaksanaan pembiayaan.

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan
implemenyasi  prinsip ekonomi syari’ah pada pembiayaan
murabahah di UPK Eks PNPM:

1. Prinsip La haram

Prinsip ini menekankan bahwasanya UPK Eks PNPM
hanya akan melakukan kegiatan pembiayaan pada
usaha-usaha yang halal saja. Tentu saja untuk
merealisasi prinsip ini UPK  Eks PNPM harus
melakukan pengkajian dan kerjasama, konsultasi serta
koordinasi yang erat dan intensif dengan berbagai pihak
internal (Badan pengawas dan pengelola UPK Eks
PNPM Kabupaten Pidie) dan eksternal seperti MPU
Kab /kota atau Provinsi, Perguruan Tinggi keagamaan
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Islam Negeri dan swasta PTKI/PTKIN, pengurus
masyarakat ekonomi syari;ah (MES) Kabupaten/kota
atau provinsi, pengurus ikatan ahli ekonomi Islam
(IAEl) Kab /kota atau Provinsi, dan organisasi
keagamaan lainya yang memahami, intens mengkaji dan
melakukan diskusi tentang keuangan syari’ah.

Prinsip La Dhirar

Prinsip ini menjadi pijakan penting bagi UPK Eks
PNPM dalam memutuskan realisasi pembiayaan,
kehadiran dan keberadaan UPK Eks PNPM adalah
sebagai mitra Masyarakat dalam memudahkan urusan
keuangan dan kegiatan ekonominya, maka realiasasi
prinsip ini adalah semestinya pembiayaan yang akan
diberikan ~ tidak menimbulkan atau  berpotensi
memunculkan masalah bagi nasabah dan Lembaga di
kemudian hari. Jadi penting diperhatikan dengan
seksama bahwa realiasasi pembiayaan bukan saja
bertujuan memperlancar cepatnya perputaran uang
dalam jumlah tertentu tetapi sejaunh mana realisasi
pembiayaan tidak menciptakan masalah bagi keduanya
di kemudian hari. Juga tak kalah pentingnya
internaliasasi prinsip ini harus diterapkan dalam rangka
perumusan Tingkat margin keuntungan yang saling
menguntungkan, saling Ridha dan kontinyu.

Prinsip La Risywah

Prinsip ini juga tak kalah pentingya untuk dijadikan
pijakan dalam realisasi pembiayaan untuk memastikan
unsur sogokan memuluskan pembiayaan atau meredam
masalah pelunasan tidak terjadi, tentu saja menjalankan
prinsip ini membutuhkan komitmen tinggi terhadap
kepatuhan syari’ah dan nilai transparansi nasabah dan
pengelola sangat dibutuhkan.
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4. Prinsip La Tadlis
Prinsip ini  berkaitan langsung dalam realisasi
pembiayaan, Dimana nasabah harus mendapatkan hak
dan kepuasan untuk tidak akan dirugikan dalam hal
kwalitas dan kuantitas objek, harga dan waktu
penyerahan barang.

5. La Maisir
Penerapan prinsip ini akan memperlihatkan bahwa UPK
Eks PNPM Kabupaten Pidie tidak sedang berpacu
dengan Lembaga keuangan lainnya dalam hal
merealisasikan ~ pembiayaan  untuk  mendapatkan
keuntungan pribadi atau lainnya yang berpotensi
menimbulkan kerugian bagi nasabah atau lembaga,
namun realisasi pembiayaan semata-mata dilakukan
setelah dilakukannya kajian mendalam, tepat sasaran
dan terukur.

6. La Gharar
Komitmen para pthak merealisasikan prinsip ini sangat
dibutuhkan agar internalisasi nilai-nilai islam dalam
realisasi  pembiayaan dapat diwujudkan. UPK Eks
PNPM Kabupaten Pidie harus mengdepankan sikap
kehati-hatian agar nasabah yang diberikan pembiayaan
jelas dan tepat sasaran orangnya, kelompok kerjanya,
usaha yang digelutinya dan juga terukur jumlah realisasi
pembiayaan yang patut diberikan. Nasabah pun perlu
meluruskan niat dan sikap untuk tidak menyembunyikan
apapun yang berkaitan dengan  profil ‘masing-masing
atau kelompok, permohonan pembiayaan, laporan laba
rugi dan kejujuran melunasi iuran.

7. LaRiba
Penerapan prinsip ini dalam pembiayaan murabahah
harus dijunjung tinggi, karena Kkarateristik utama
Lembaga keungan syari’ah adalah bebas Riba. Tentu
saja mewujudkan tujuan ini butuh pemahaman
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komprehensif semua pihak yang terlibat dalam
pembiayaan dan membutuhkan konsultasi  dan
koordinasi dengan pihak lain agar tujuan menghindari
terjerumus dalam praktik Riba dapat dihindari.

Selain itu, implementasi prinsip ekonomi syariah juga
mencakup aspek pemberdayaan masyarakat. UPK Eks PNPM
memiliki peran_penting dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah, memberikan
wawasan mengenai manfaat dan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam konsep pembiayaan murabahah.

Pengelolaan risiko juga menjadi fokus dalam implementasi
prinsip ekonomi syariah. UPK Eks PNPM perlu merancang strategi
untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menangani
sengketa dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip keadilan
syariah.

Terakhir, pelaporan keuangan dan transaksi pembiayaan
harus dilakukan dengan transparan, mengikuti prinsip ekonomi
syariah. UPK Eks PNPM diharapkan memberikan informasi yang
akurat dan jelas kepada semua pihak terkait, menciptakan
lingkungan keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam. Dengan demikian, implementasi prinsip ekonomi syariah
dalam konsep pembiayaan murabahah di UPK Eks PNPM
memperkuat integritas dan dampak positif program pemberdayaan
masyarakat secara holistik.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip ekonomi syariah
dalam konsep pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM
menciptakan kerangka kerja yang sejalan dengan ajaran Islam.
Proses ini dimulai dengan akad murabahah yang cermat,
memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan memenuhi prinsip
transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.
Pentingnya penetapan harga dan markup yang jelas mencerminkan
komitmen terhadap prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan
keterbukaan dalam setiap aspek transaksi ekonomi.
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Selanjutnya, pelaksanaan pembiayaan murabahah harus
tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, memastikan bahwa
setiap tahap pembiayaan dilakukan sesuai dengan norma-norma
Islam. Dalam ini, UPK Eks PNPM memiliki tanggung jawab untuk
memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang
tepat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, menjadikan
pemahaman ini.sebagai landasan untuk konsep pembiayaan
murabahah.

Implementasi prinsip ekonomi syariah juga membahas
pengelolaan risiko dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip
keadilan syariah, menjadikan UPK Eks PNPM sebagai agen
perubahan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi
juga pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelaporan yang
transparan menjadi pijakan untuk menciptakan lingkungan
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.?

Dengan demikian, keseluruhan implementasi prinsip
ekonomi syariah pada konsep pembiayaan murabahah di UPK Eks
PNPM tidak hanya menghasilkan sistem keuangan yang patuh
syariah tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat
secara menyeluruh. Dengan menekankan nilai-nilai Islam dalam
setiap aspek kegiatan ekonomi, UPK Eks PNPM membentuk
model yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam.

5.3 Analisis Kerangka Teoretis pada Implementasi
Murabahah di UPK Eks PNPM

5.3.1 Analisis Teori Institusional Change
Pada UPK Eks PNPM, teori ini terlihat dari proses
transformasi institusi dari sistem konvensional berbasis bunga
ke ‘sistem syariah berbasis murabahah. Transformasi ini
dilakukan melalui musyawarah antar desa (MAD) dan
penyesuaian kebijakan operasional. Namun, tantangan utama

3 Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan
Kesejahteraan Berkeadilan,” Jurnal Perspektif Ekkonomi Darussalam 1, No. 1 (2015): 75—
84.
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dalam implementasi ini adalah kurangnya pengawasan dari DPS
dan ketergantungan pada margin berbasis bunga.
5.3.2 Analisis Teori Good Government

Penerapan prinsip tata kelola yang baik di UPK Eks
PNPM masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek
transparansi dan akuntabilitas. Meski masyarakat dilibatkan
dalam pengambilan keputusan melalui MAD, pengawasan
terhadap implementasi prinsip syariah masih minim. Kehadiran
DPS yang aktif akan membantu memastikan bahwa pembiayaan
murabahah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

5.3.3 Analisis Teori Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku masyarakat dan pengelola UPK Eks
PNPM merupakan bukti keberhasilan edukasi dan sosialisasi
prinsip syariah. Namun, hambatan utama adalah kurangnya
pemahaman yang mendalam tentang akad murabahah dan
penerapan prinsip syariah. Untuk itu, diperlukan pelatihan
berkelanjutan bagi pengelola dan edukasi intensif bagi
masyarakat.

5.4 Revitalisasi Penetapan Margin Pada Pembiayaan
Murabahah UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie
Revitalisasi penetapan margin pada pembiayaan murabahah

di UPK Eks PNPM menjadi sebuah langkah strategis yang
menghadirkan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan
keberlanjutan program. Untuk mencapai hal ini, pertama-tama,
perlu dilakukan kajian mendalam terhadap kebijakan penetapan
margin dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, tingkat
inflasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keadilan
penetapan margin sesual dengan prinsip syariah.

Penetapan margin sebesar 17% pada  pembiayaan
murabahah UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie didasarkan pada
Pasal 1765 KUH Perdata yang mengizinkan perjanjian tentang
bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena
pemakaiannya. Bunga yang disepakati dalam perjanjian tersebut
dapat melebihi bunga yang diatur oleh undang-undang, selama
tidak bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1767 ayat (2)
KUH Perdata). Penetapan margin pinjaman mengacu pada bunga
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pasar untuk pinjaman di lembaga keuangan di wilayah masing-
masing. Sistem perhitungan margin pinjaman bisa menurun atau
tetap. Mekanisme yang tetap mengikuti alur kegiatan program
PNPM MP, namun perlu memberikan penjelasan pada tahapan
sebagai berikut®:

1. Musyawarah Antar -Desa (MAD) untuk sosialisasi. Dalam
MAD Sosialisasi, dilakukan penjelasan tentang ketentuan
dan persyaratan kegiatan SPP agar pelaku di tingkat desa
memahami dan dapat memanfaatkannya.

2. Musyawarah Desa (Musdes) untuk sosialisasi. Dalam
Musdes Sosialisasi, dilakukan penjelasan tentang ketentuan
dan persyaratan kegiatan SPP di tingkat desa agar pelaku di
tingkat desa memahami dan dapat mempersiapkan proses
lanjutan.

Keterbukaan dan transparansi dalam proses penetapan

margin menjadi unsur kunci dalam membangun kepercayaan dan
kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, langkah-
langkah yang meningkatkan aksesibilitas informasi terkait margin
kepada anggota kelompok dan pihak terkait perlu diterapkan.

Pelibatan masyarakat dalam proses penetapan margin juga
merupakan aspek penting yang dapat memastikan representativitas
dan keadilan. Melalui pertemuan atau musyawarah, aspirasi dan
masukan dari anggota kelompok dapat menjadi panduan dalam
menentukan tingkat margin yang dianggap wajar dan dapat
diterima oleh masyarakat.

Sementara itu, .~ penyesuaian. margin sesuai dengan
perubahan ekonomi yang terjadi perlu dijadwalkan secara periodik.
Hal ‘ini tidak hanya menjaga keberlanjutan program tetapi juga
memastikan keadilan dalam perubahan dinamika ekonomi.

Edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah juga
menjadi langkah penting. Peningkatan pemahaman masyarakat

4 Syarifa Mahila, “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mendahara,”
Jurnal llmiah Universitas Batanghari Jambi 13, no. 4 (2013): 49-59,
http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/521246.
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terhadap prinsip syariah, khususnya terkait penetapan margin,
dapat dilakukan melalui program pendidikan keuangan syariah.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap
implementasi kebijakan penetapan margin menjadi instrumen
penting dalam memahami dampak kebijakan tersebut terhadap
kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program pembiayaan.
Melibatkan ahli_keuangan syariah dalam proses revitalisasi juga
memberikan  jaminan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi
semua pihak.

Revitalisasi penetapan margin pada pembiayaan murabahah
dalam UPK Eks PNPM merupakan langkah strategis yang dapat
memperbarui dan meningkatkan keberlanjutan program. Beberapa
aspek revitalisasi dapat dipertimbangkan untuk memastikan
efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan murabahah di UPK Eks
PNPM®:

1. Kajian Kebijakan Margin: Perlu dilakukan kajian mendalam
terhadap kebijakan “penetapan margin pada pembiayaan
murabahah. Kajian ini melibatkan analisis terhadap
perubahan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi penetapan margin
yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Transparansi dan  Keterbukaan:  Penting  untuk
meningkatkan transparansi dan keterbukaan terkait
penetapan margin. Informasi mengenai margin harus dapat
diakses dengan mudah oleh anggota kelompok dan pihak
yang terlibat. Proses penetapan margin yang transparan
dapat membangun kepercayaan dan kepatuhan terhadap
prinsip syariah.

3. Internalisasi Prinsip-prinsip ekonomi Syari’ah: margin
murbahah yang ditetapkan perlu memperhatikan dengan

5 Abdul Rachman and Erik Pratama, “Penetapan Margin dalam Pembiayaan. ..,
him. 17-35
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seksama keseuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi
syari’ah. Secara khusus penetapan margin harus
menginternalisasikan prinsip menghindari dhirar, tadlis,
maisir, gharar dan riba, dan sangat utama lagi besaran
margin yang ditetapkan mencerminkan nilai An Tardhin
Minkum (saling meridhati).

. Penerapan. prinsip Ta'awun: penerapan prinsip saling
membantu (7@ 'ewun) 1ini dapat juga dipertimbangkan
dengan baik agar menciptakan iklim perputaran ekonomi
yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu akad yang sejalan
dengan konsep ta’awun yang dapat direalisasikan yaitu
mengajak semua nasabah untuk menyisihkan hadiah/hibah
uang dalam persentase tertentu kedalam kumpulan besaran
margin yang disepakati pada forum musyawarah. Sehingga
besaran margin hasil kesepakatan mengandung dana hibah
yang dapat dipergunakan untuk membantu penanngulangan
nasabah yang secara khusus mengalami kegagalan
pelunasan turan.

. Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses
penetapan margin dapat memastikan keadilan dan
kepatuhan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pertemuan
atau musyawarah dapat diadakan untuk mendengarkan
aspirasi dan masukan dari anggota kelompok terkait tingkat
margin yang dianggap wajar dan dapat diterima.

. Penyesuaian dengan Perubahan Ekonomi: Revitalisasi juga
harus mempertimbangkan penyesuaian margin sesuai
dengan perubahan kondisi ekonomi. Proses ini dapat
dilakukan secara periodik untuk mengakomodasi fluktuasi
ekonomi dan menjaga keberlanjutan program pembiayaan.

. Pendidikan Keuangan Syariah: Memberikan edukasi dan
pemahaman lebih lanjut kepada anggota kelompok terkait
prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana penetapan
margin dapat mencerminkan nilai-nilai syariah. Pendidikan
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ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat terkait kebijakan penetapan margin.

8. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi dan
monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan
penetapan margin. Evaluasi ini harus melibatkan
pemantauan terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap
kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program
pembiayaan.

9. Konsultasi dengan Ahli Keuangan Syariah: Melibatkan ahli
keuangan syariah dalam proses revitalisasi  untuk
memastikan bahwa kebijakan penetapan margin sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah dan bersifat adil bagi semua
pihak yang terlibat.

Dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek tersebut,
revitalisasi penetapan margin pada pembiayaan murabahah di UPK
Eks PNPM dapat menjadi langkah yang membawa dampak positif
terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan program
pembiayaan dalam ekonomi syariah.

5.5 Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada
UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) memberikan
kerangka hukum yang penting bagi upaya penyelesaian sengketa di
luar pengadilan (non-litigasi) di Indonesia. Dalam UU tersebut,
terdapat beberapa mekanisme  alternatif yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi,
dan arbitrase.

Pertama, negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa
yang dilakukan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, dimana
mereka berusaha mencapai kesepakatan secara bersama-sama
melalui diskusi dan perundingan. Kedua, mediasi melibatkan
seorang mediator yang netral untuk membantu pihak-pihak yang
bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator akan
memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi masalah,
dan mendorong pencapaian solusi yang memuaskan bagi kedua
belah pihak.
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Ketiga, konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsilator
memiliki peran yang lebih aktif dalam menyarankan solusi kepada
pihak-pihak yang bersengketa. Konsilator juga dapat memberikan
saran dan rekomendasi untuk membantu menyelesaikan sengketa
dengan cara yang paling efektif.

Terakhir, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dimana pihak-pihak yang bersengketa
menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau panel
arbiter yang independen dan netral. Putusan arbitrase memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan
mengikat kedua belah pihak.

Dengan adanya mekanisme-mekanisme ini dalam UU APS,

diharapkan penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan
secara lebih efektif, efisien, dan adil, serta mengurangi beban
pengadilan dalam menangani sengketa-sengketa yang bersifat sipil.

Sengketa dalam pembiayaan murabahah, yang merupakan
salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah,
dapat timbul karena beberapa alasan seperti perbedaan interpretasi,
ketidaksepakatan terkait pemenuhan syarat-syarat transaksi, atau
faktor-faktor lainnya. Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan
murabahah umumnya mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah dan
mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan. Berikut
adalah beberapa langkah umum dalam penyelesaian sengketa
pembiayaan murabahah®:

1. Negosiasi: Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa
pertama-tama dapat mencoba menyelesaikan sengketa
tersebut melalui jalur negosiasi. Negosiasi dapat
melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, penasihat
hukum, atau mediator yang memiliki pemahaman baik
tentang prinsip-prinsip hukum syariah.

2. Mediasi: Jika negosiasi tidak berhasil, pihak-pihak dapat
memilih untuk melibatkan mediator yang dapat membantu

6 Fathudin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BPRS Mam
Cabang Kulon Progo Tahun 2018-2020,” Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics 4,
No. 1 (2021): 1-10.
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mencapai kesepakatan. Mediator biasanya adalah pihak
yang netral dan tidak terlibat langsung dalam sengketa.
Tugas mereka adalah membantu memfasilitasi dialog dan
mencapai kesepakatan.

3. Arbitrase Syariah: Jika mediasi juga tidak menghasilkan
kesepakatan, pihak-pihak. dapat memilih  untuk
menyelesaikan sengketa melalui - arbitrase syariah.
Arbitrase syariah melibatkan panel arbitrator yang
memahami prinsip-prinsip hukum syariah. Keputusan
arbitrase bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.

4. Pengadilan Syariah: Jika seluruh upaya penyelesaian di
luar pengadilan tidak berhasil, pihak-pihak dapat memilih
untuk membawa sengketa ke pengadilan syariah.
Pengadilan syariah akan memeriksa sengketa berdasarkan
hukum syariah dan memberikan keputusan.

5. Pematuhan Terhadap Keputusan: Setelah keputusan
dikeluarkan, pihak yang kalah atau yang diwajibkan untuk
melakukan sesuatu harusmematuhi keputusan tersebut.
Pematuhan terhadap keputusan pengadilan atau arbitrase
merupakan bagian penting dari penyelesaian sengketa.

6. Audit dan Evaluasi: Setelah sengketa diselesaikan, pihak-
pihak dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap
penyebab sengketa, dan mengambil langkah-langkah
pencegahan agar sengketa serupa tidak terulang.

Penyelesaian sengketa . dalam = pembiayaan murabahah
memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan
keberlanjutan sistem keuangan syariah. Proses dimulai dengan
negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, berusaha mencapai
kesepakatan secara musyawarah. Jika negosiasi tidak berhasil,
mediasi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyelesaikan
perbedaan pandangan. Penggunaan mediator yang memahami
prinsip-prinsip hukum syariah dapat membimbing pihak-pihak
menuju kesepakatan yang adil. Apabila mediasi tidak membuahkan
hasil, arbitrase syariah menjadi langkah berikutnya. Dalam
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arbitrase, panel arbitrator yang memiliki pemahaman mendalam
tentang hukum syariah mengeluarkan keputusan yang mengikat.
Alternatif terakhir adalah membawa sengketa ke pengadilan
syariah, yang akan melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip
hukum syariah dan memberikan putusan. Pematuhan terhadap
keputusan menjadi kunei untuk menjamin keadilan dan
keberlanjutan sistem. Setelah penyelesaian, evaluasi menyeluruh
dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab sengketa dan
mencegahnya terulang, memastikan integritas sistem keuangan
syariah tetap terjaga.

Proses penanganan pembiayaan bermasalah dalam UPK
Eks PNPM dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti
peninjauan lapangan dan pembinaan berkala. Restrukturisasi
pembayaran juga diakui sebagai langkah proaktif dalam mengatasi
masalah keuangan masyarakat. Pihak UPK Eks PNPM harus
menegaskan bahwa penyelesaian melalui negosiasi dan
musyawarah merupakan cara terbaik dan aman dalam menangani
pembiayaan bermasalah, dengan pendekatan yang adil bagi setiap
anggota kelompok.

Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM merupakan suatu proses yang memerlukan pendekatan
yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah
pertama yang dapat diambil adalah melalui negosiasi damali,
dimana pihak UPK Eks PNPM berupaya berkomunikasi langsung
dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan saling
menguntungkan yang mematuhi prinsip syariah.

Apabila negosiasi tidak mencapai titik temu, musyawarah
atau mediasi dapat menjadi alternatif berikutnya. Melibatkan pihak
ketiga "yang netral, seperti mediator atau panitia musyawarah,
membuka ruang untuk dialog terbuka dan mencari solusi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan lembaga arbitrase syariah juga dapat menjadi
opsi, dimana pihak yang terlibat memilih forum netral yang
memahami prinsip-prinsip syariah untuk memberikan putusan yang
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adil. Langkah ini memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa
tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Selain itu, pendekatan proaktif melalui penyuluhan dan
edukasi dapat membantu mencegah timbulnya sengketa.
Pemahaman yang lebih baik terkait prinsip-prinsip pembiayaan
syariah dapat mengurangi potensi. sengketa dan menciptakan
kesadaran akan prinsip-prinsip yang harus diikuti.

Peninjauan kembali perjanjian pembiayaan juga menjadi
strategi yang bisa diambil. Proses ini melibatkan evaluasi kembali
syarat-syarat perjanjian dengan tujuan mencari solusi yang sesuai
dengan prinsip syariah untuk menyelesaikan sengketa.

Sebagai langkah terakhir, jika semua upaya penyelesaian di
luar pengadilan tidak berhasil, pihak yang terlibat dapat memilih
untuk membawa sengketa ke pengadilan syariah. Keputusan dari
pengadilan ini akan mencerminkan keadilan dan pemahaman
mendalam terkait prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan
pematuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap tahap
penyelesaian sengketa, UPK Eks PNPM dapat memastikan
keberlanjutan program pembiayaan murabahah secara sesuai
dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap program tersebut.

Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada UPK
Eks PNPM adalah langkah krusial dalam memastikan
keberlanjutan program dan memelihara integritas prinsip ekonomi
syariah. Beberapa strategi dan mekanisme penyelesaian sengketa
yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut ’:

1. Negosiasi Damai

Pendekatan pertama yang dapat diambil adalah melalui
negosiasi damai. Pihak UPK Eks PNPM dapat berkomunikasi
secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam sengketa,

"Muhammad Ikhlas Supardin and J M Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akad
Murabahah ( Analisis Komparasi ),” Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
11, No. 2 (2022): 128-141.
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baik itu anggota kelompok atau pihak lain yang terlibat. Dalam
negosiasi ini, upaya mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan dan mematuhi prinsip syariah dapat menjadi
fokus utama.
2. Musyawarah dan Mediasi

Mengadakan musyawarah atau mediasi adalah langkah
lain yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa.
Melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau
panitia musyawarah, dapat membantu dalam mencapai
kesepakatan yang adil dan mendorong dialog terbuka di antara
pihak-pihak yang bersengketa.
3. Penggunaan Lembaga Arbitrase Syariah

Jika negosiasi dan musyawarah tidak menghasilkan solusi
yang memuaskan, pihak yang terlibat dapat memilih untuk
menggunakan lembaga arbitrase syariah. Lembaga ini
menyediakan forum netral yang memahami prinsip-prinsip
syariah dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan
hukum Islam.
4. Penyuluhan dan Edukasi

Langkah proaktif lainnya adalah melibatkan penyuluhan
dan edukasi terkait prinsip-prinsip pembiayaan syariah kepada
pihak yang terlibat dalam sengketa. Pemahaman yang lebih
baik mengenai aspek-aspek syariah dapat membantu mencegah
timbulnya sengketa dan menciptakan kesadaran akan prinsip-
prinsip yang harus diikuti.
5. Peninjauan Kembali Perjanjian

Pihak UPK Eks PNPM dapat meninjau kembali perjanjian
pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Proses ini
melibatkan evaluasi kembali syarat-syarat perjanjian dan
mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul.
6. Pengadilan Syariah

Sebagai langkah terakhir, jika semua upaya penyelesaian
di luar pengadilan tidak berhasil, pihak yang terlibat dapat
memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan syariah.
Pengadilan ini akan memberikan putusan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam semua langkah penyelesaian sengketa, prinsip

transparansi, keadilan, dan pematuhan terhadap prinsip syariah
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harus diutamakan. Penyelesaian yang dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai tersebut akan membantu menciptakan
lingkungan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan
memelihara  kepercayaan = masyarakat terhadap  program
pembiayaan murabahah UPK Eks PNPM.

5.6 Urgensi DPS pada UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie.
Urgensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan

pentingnya keberadaan dan peran DPS dalam memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas
perusahaan. Hal ini menekankan pentingnya keselarasan dengan
hukum Islam dalam semua aspek operasional dan keputusan yang
diambil oleh perusahaan yang beroperasi dalam keuangan atau
bisnis yang berbasis syariah. Keberadaan DPS menjadi Krusial
untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan investor, serta
memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Dalam ekonomi Islam, DPS
berperan penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang
sangat penting dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). DPS menjadi
penjaga utama kepatuhan UPK Eks PNPM terhadap prinsip-prinsip
hukum syariah dalam setiap aspek kegiatannya. Urgensinya terletak
pada pemastian bahwa seluruh kegiatan UPK Eks PNPM, mulai
dari pengelolaan dana hingga pemilihan proyek pemberdayaan,
berjalan sesuai dengan norma-norma syariah yang telah ditetapkan.

DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga
sebagai pembimbing yang memberikan keteladanan kepada UPK
Eks PNPM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini
mencakup aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, dan etika
bisnis Islam. Dengan adanya DPS, pengelolaan dana UPK Eks
PNPM dapat diawasi dengan ketat untuk memastikan kesesuaian
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dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti mudharabah atau
murabahah.

Pentingnya DPS juga termanifestasi dalam penilaian dan
audit syariah berkala yang dilakukannya terhadap UPK Eks PNPM.
Proses ini tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga
mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Selain itu, DPS
dapat berperan dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa
dengan memberikan pandangan syariah dan membantu mencari
solusi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DPS juga terlibat dalam peningkatan kapasitas UPK Eks
PNPM dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan,
sehingga UPK dapat lebih memahami dan mengimplementasikan
prinsip-prinsip keuangan syariah dengan lebih baik. Keterlibatan
DPS tidak hanya memberikan legitimasi dan kredibilitas pada UPK
Eks PNPM, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat
bahwa program pemberdayaan yang dijalankan UPK Eks PNPM
dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan demikian, DPS berperan sentral dalam memastikan bahwa
UPK Eks PNPM tidak hanya mencapai tujuan pembangunan, tetapi
juga melakukannya dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip
keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang
signifikan dalam pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Beberapa peran DPS dalam pelaksanaan pembiayan syari’ah UPK
Eks PNPM antara lain 2

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah: DPS bertanggung jawab
untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan
UPK dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
syariah. Hal ini mencakup pemastian transparansi,

8 Doni Mardiyanto, Sulistyo Sulistyo, and Giarti Slamet, “Peran Unit Pengelola
Kegiatan (UPK Eks PNPM) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dapm)
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Weru, Kabupaten
Sukoharjo,” Edunomika 5, No. 2 (2021): 874-80.
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keadilan, dan etika bisnis Islam dalam setiap aspek
operasional UPK Eks PNPM.

. Pembimbingan dan Edukasi: DPS berperan sebagai
pembimbing dengan memberikan edukasi dan pemahaman
yang lebih baik kepada UPK Eks PNPM terkait prinsip-
prinsip keuangan syariah. Dengan memberikan arahan dan
pengetahuan, DPS dapat membantu UPK Eks PNPM
untuk mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip
syariah dalam kegiatan pemberdayaan.

. Penilaian dan Audit Syariah: DPS melakukan penilaian
dan audit syariah terhadap kegiatan UPK Eks PNPM
secara berkala. Ini melibatkan pemeriksaan dan evaluasi
terhadap kepatuhan UPK Eks PNPM terhadap prinsip-
prinsip  keuangan syariah, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan
kualitas implementasi.

. Pencegahan Sengketa dan Penyelesaian Syariah: DPS
berperan dalam mencegah konflik dan sengketa yang
mungkin timbul di tingkat UPK Eks PNPM. Jika terjadi
sengketa, DPS  dapat membantu  memfasilitasi
penyelesaian melalui..mekanisme yang sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum syariah.

. Peningkatan Kapasitas pengelola UPK Eks PNPM: DPS
terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas UPK Eks
PNPM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.
Ini mencakup peningkatan pemahaman UPK Eks PNPM
terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan dana, dan
aspek-aspek lain yang relevan.

. Legitimasi dan Kredibilitas: = Keterlibatan DPS dapat
meningkatkan legitimasi dan kredibilitas UPK Eks PNPM
di mata masyarakat. Dengan adanya pengawasan dan
pembimbingan dari DPS, UPK Eks PNPM dianggap
sebagai entitas yang berkomitmen untuk beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

. Pelaporan Syariah: DPS berkontribusi dalam menyusun
laporan syariah yang mencerminkan implementasi prinsip-
prinsip keuangan syariah dalam kegiatan UPK Eks PNPM.
Laporan ini dapat menjadi alat komunikasi penting dengan
pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas
lainnya.
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Dengan peran-peran ini, DPS tidak hanya menjaga
kepatuhan UPK Eks PNPM terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi
juga mendukung pengembangan UPK sebagai lembaga yang dapat
memberdayakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keuangan
syariah. Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah (DPS)
memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di Indonesia. Keberadaan DPS tidak hanya sebagai
pengawas, tetapi juga sebagal pembimbing yang membantu UPK
Eks PNPM untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam
PNPM, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Pentingnya Kepatuhan Syariah: DPS memastikan bahwa
UPK Eks PNPM beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum syariah, menjadikan kepatuhan syariah sebagai
landasan ~ utama  dalam  pelaksanaan  kegiatan
pemberdayaan.

2. Peran Edukasi dan Peningkatan Kapasitas: DPS berperan
sebagai penyedia edukasi dan pembimbing, membantu
UPK Eks PNPM untuk memahami dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah
dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas UPK Eks PNPM
menjadi  kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan
pemberdayaan masyarakat.

3. Pencegahan dan  Penyelesaian ~ Sengketa:  DPS
berkontribusi dalam pencegahan konflik dan sengketa,
serta membantu UPK Eks PNPM dalam penyelesaiannya.
Melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah,
DPS menciptakan lingkungan yang-harmonis dan adil.

4. Legitimasi dan Kredibilitas UPK Eks PNPM: Partisipasi
DPS meningkatkan legitimasi dan kredibilitas UPK di
mata masyarakat. UPK Eks PNPM yang diawasi oleh DPS
dianggap sebagai entitas yang berkomitmen terhadap
integritas dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

5. Audit Syariah dan Peningkatan Kualitas Implementasi:
DPS melakukan audit syariah untuk menilai dan
meningkatkan  kualitas implementasi  prinsip-prinsip
syariah dalam kegiatan UPK Eks PNPM. Proses ini
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berfungsi  sebagai alat evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan.
Dengan adanya DPS, pelaksanaan pembiayaan syari’ah

UPK Eks PNPM diarahkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan
masyarakat yang lebih luas, dengan memastikan bahwa setiap
langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai keuangan syariah.
Keseluruhan, DPS . membentuk kerangka yang kuat untuk
pengelolaan UPK Eks PNPM yang efektif dan konsisten dengan
prinsip-prinsip keuangan syariah.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penerapan pembiayaan Murabahah pada UPK Eks PNPM

Kabupaten Pidie dilakukan dalam bentuk transaksi jual
beli memakai akad murabahah sistem pembayaran cicilan
dengan jangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 10
bulan, nasabah yang membutuhkan pembiayaan membuat
proposal sesuai dengan format yang disediakan oleh
lembaga dalam bentuk permohonan pembiayaan sistem
murabahah, margin ditetapkan sebesar 17 % menurun
dengan tidak disediakan ruang negoisasi. Akad
murabahah dilangsungkan dengan tidak menghadirkan
objek transaksi dalam majelis akad, dimana objek
transaksi hanya ada pada selembar bon faktur toko.
Pelunasan cicilan dilakukan setiap bulan, ditambah
kewajiban iuran lain dalam jumlah tertentu untuk
menangulangi kredit macet nasabah lainnya.
Pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM Kabupaten
Pidie tidak sejalan dengan konsep figh mu’amalah dan
fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Hal ini didasarkan
pada beberapa alasan, pertama UPK Eks PNPM tidak
memiliki dokumen konsep dan model murabahah yang
sesuai dengan prinsip syari’ah dan regulasi LKS, kedua
UPK Eks PNPM tidak memiliki atau menguasai objek
yang ditransaksikan, dimana seharusnya lembaga
menyelesaikan akad jual beli terlebih dahulu dengan
pedagang lain, ketiga tidak adanya serahterima barang
pada saat pelaksanaan ijab gabul, keempat UPK Eks
PNPM membebankan kewajiban iuran lain diluar
tanggungjawab  nasabah, kelima ketiadaan dewan
pengawas syari’ah yang berfungsi memberikan penilaian
kesesuaian  pembiayaan murabahah dengan prinsip
syari’ah dan fatwa DSN-MUI.

2. UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie menetapkan margin
murabahah merujuk kepada petunjuk teknik operasional
simpan pinjam perempuan UPK-PNPM (PTO SPP UPK-
PNPM) yang berbasis bunga dikarenakan beberapa hal,
pertama UPK Eks PNPM tidak mempunyai format
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pembiayaan murabahah yang sesuai figh dan fatwa DSN-
MUI tentang murabahah yang dapat dijadikan sebagai
pijakan operasionalnya, kedua UPK Eks PNPM tidak
memiliki konsep vyang jelas dan relevan dalam
menentukan  margin  murabahah, ketiga margin
murabahah ditetapkan berdasarkan pengalaman pengelola
dalam menjalankan program kegiatan SPP UPK-PNPM
yang berbasis bunga, keempat tidak maksimalnya forum
BKAD dalam melaksanan kegiatan musyawarah yang
berkenaan dengan pengelolaan UPK Eks PNPM, kelima
ketiadaan pengawasan internal dan eksternal yang
membantu memberikan penilaian terhadap kebijakan
margin dalam pembiayaan yang diterapkan.

3. Kontruksi akad pembiayaan murabahah UPK Eks PNPM
Kabupaten Pidie yang sejalan dengan figh mu’amalah dan
fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang menunjukkan
pendekatan transaksi ekonomi yang mengutamakan
keadilan, transparansi dan melindungi semua pihak.
Formulasi pembiayaan murabahah yang dirumuskan
meliputi beberapa hal yaitu pertama format pembiayaan
murababah yang sesuai.dengan aturan figh dan regulasi,
yang berisikan model murabahah ideal yang dapat
diterapkan, memuat hak dan kewajiban para pihak yang
disepakati  bersama  lewat = musyawarah. Kedua
implementasi prinsip ekonomi syari’ah dalam rumusan
format murabahah yang mencerminkan transparansi,
keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketiga
revitalisasi margin melalui forum musyawarah yang
sejalan dengan prinsip ekonomi syari’ah, prinsip ta ‘awun
(implementasi akad hibah/hadiah) dan memperhatikan
faktor ekonomi lainnya, keempat penyelesaian sengketa
pembiayaan murabahah melalui pendekatan persuasif dan
pembinaan, kelima pembentukan DPS untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI
tentang murabahah.

6.2 Saran
1. Untuk penelitian  selanjutnya, disarankan  untuk
mengembangkan analisis melalui studi kasus transaksi
murabahah antar lembaga, serta meneliti dampak sosial
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dan ekonominya. Disarankan juga untuk melakukan
wawancara atau survei dengan pelaku ekonomi yang
terlibat dalam transaksi murabahah untuk mendapatkan
pandangan mereka. Juga dilakukan evaluasi efisiensi
ekonomi pada tingkat mikro dan makro tentang
implementasi murabahah agar dapat memberikan
kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman dan
perkembangan pengetahuan mengenai transaksi ekonomi
Islam ini.

. Untuk implementasi selanjutnya, diperlukan perbaikan
dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah di
UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie. Fokus utama harus
diberikan pada optimalisasi proses identifikasi proyek,
penetapan harga, dan perhitungan keuntungan untuk
memastikan transparansi dan keadilan yang optimal dalam
setiap transaksi. Sistem monitoring dan evaluasi perlu
ditingkatkan secara berkelanjutan agar dapat mengukur
dampak nyata proyek yang dibiayai dengan murabahah
terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan
masyarakat. Penguatan Kketaatan terhadap prinsip-prinsip
syariah juga menjadi. aspek penting yang perlu
mendapatkan perhatian serius, termasuk dalam hal
transparansi dan etika bisnis. Dengan langkah-langkah ini,
dapat diharapkan penerapan pembiayaan murabahah di
UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie akan semakin efektif,
adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

. Untuk pengembangan konsep pembiayaan murabahah
pada UPK Kabupaten Pidie, disarankan untuk lebih
memperdalam — kajian ~ terkait - kebutuhan masyarakat
setempat. Melakukan dialog aktif dengan masyarakat
untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang benar-benar
memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah bagi
mereka. Selanjutnya, dalam penetapan harga, perlu
dilakukan analisis yang cermat agar harga yang dihasilkan
tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan dalam jangka
panjang. Dalam ini, melibatkan pihak-pihak terkait dan
menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga
keuangan syariah yang telah berhasil dalam menerapkan
konsep serupa juga dapat memberikan masukan berharga.
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